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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No.
0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan
hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawabh ini, daftar huruf-
huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan'!

Hurug Nama Huruf Latin Nama
Arab
! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
: Ha i Ha (dgr;%;h;itik di
' Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
) Ra R Er
3 Za Z Zet
o Sa S Es
5] Sya Y Es dan Ya
P Sa S Es (d%r;%sght)itik di
> Dat D De (debr;g\;a:h;ltlk di
L Ta T Te (dir;%?;ht)ltlk di
b 7a 7 Zet (dengan titik di
j j bawah)

!Pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)



¢ ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge

< Fa F Ef

é Qa Q Qi

3 Ka K Ka

J La L El

2 Ma M Em

o Na N En

9 Wa W We

2 Ha H Ha

: Hamzah i Apostrof
< Ya Y Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Hamzah (=) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya
tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (¢) terletak di tengah
ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang
terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:?

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

[ Fathah A A

) Kasrah | |

i Dammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wau lu AdanU

2Pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan

No. 0543b/U/1987)
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Contoh:

(5 kaifa
J$* : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:®

Harkat dan - Huruf dan Nama
Huruf Tanda

sC Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
- Kasrah dan ya I i dan garis di atas
5 Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

&l . mata

= . rama

ke . qila

s A =

Sk . yamutu

4. Ta Marbitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua bentuk, yaitu: ta
marbiatah yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbitah yang
mati  ataupun mendapatkan  penambahan harkat  sukun,
transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan
huruf ta marbatah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata
sandang (al-), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:*

JULY i35 : raudah al-asfal
i dzul . al-madinah al-fadilah

3Pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)

4Pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)
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o

L . al-hikmah

P

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda tasydid (<) dalam
transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan
ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya di dalam contoh
berikut:®

5 . rabband
\2:4/ . najjaina
S al-hagg
= . al-hajj
(é«f . nu'ima
;ifc . ‘aduwwun

Jika huruf < memiliki fasydid di akhir suatu kata, dan
kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia
ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

(o . ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘4ly)

U . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf J (alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti
oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang tersebut
tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:®

SRS : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

SPedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)

®Pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)
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AJJJJJ\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

aacdall : al-falsafah
SSL}J\ s al-biladu
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun,
bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di
dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:’

0356 . ta’murina
3ol . al-nau’
s : syai'un
EA) i = 1

&l © umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah
kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa
Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi
bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah
sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-
Qur’an, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka
mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:®

ol Db ! Fi zilal al-Qur’an
credl s al : Al-Sunnah qabl al-tadwin

o jogat N Lilll pgee 3 LA 1 Al Tbarat FT ‘Umim al-Lafz
la bi khusiis al-sabab

"Pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)

8pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)
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9. Lafz al-Jalalah (4 )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan
huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa
nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:®

A 23 . dinullah

Adapun ta marbatah di akhir kata yang disandarkan pada lafz
al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A = 3o . hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan
tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan
Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-
), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:°

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata
mubarakan

Syahru Ramadan al-lazt unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tts

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz min al-Dalal

*Pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan
No. 0543b/U/1987)

%pedoman Transliterasi (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)
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Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt. yang
dengan kehendak-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan
baik. Karya ilmiah berjudul “Transformasi Kebijakan Izin Poligami
oleh Pengadilan di Indonesia (Analisis terhadap Perlindungan
Perempuan melalui Prinsip Magasid Al-Syari’ah)” dihadirkan
bukan hanya sebagai syarat akademik, tetapi juga sebagai kontribusi
kecil bagi pengembangan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam
dan hukum positif di Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa
tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., yang telah
menjadi cahaya pengetahuan dan teladan universal dalam
membangun peradaban. Semoga tesis ini memberi manfaat,
memperkaya wacana akademik, dan membuka ruang refleksi baru
tentang perlindungan perempuan melalui perspektif maqasid al-
syari‘ah dalam praktik hukum di pengadilan.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan
akademik dalam rangka penyelesaian studi pascasarjana. Penulisan
karya ilmiah ini menjadi tahapan penting yang harus dilalui oleh
setiap mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan analisis dan
kontribusi ilmiah yang relevan dengan bidang kajian. Selain itu, tesis
ini juga merupakan syarat formal yang wajib dipenuhi guna
memperoleh gelar magister pada Konsentrasi Program Studi Hukum
Keluarga. Fokus kajian diarahkan pada aspek hukum keluarga yang
menjadi konsentrasi utama dalam program studi tersebut. Seluruh
proses penelitian dan penulisan ini dipertanggungjawabkan secara
akademis di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai
institusi penyelenggara pendidikan.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa
perjalanan akademik tidak pernah ditempuh seorang diri. Banyak
pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan, bimbingan,
serta dukungan baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu,
dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
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berkontribusi dalam setiap langkah penyusunan Kkarya ini. Setiap

nasihat, dorongan, dan uluran tangan menjadi bagian penting yang

menguatkan penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala amal baik, pengorbanan, dan

ketulusan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya,

serta menjadikan setiap kebaikan yang diberikan sebagai cahaya
ilmu yang terus bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat
luas.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA., sebagai dosen Pembimbing
satu dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA., sebagai pembimbing
dua. Dengan hati yang penuh syukur, penulis menyampaikan
terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Agustin
Hanapi, Lc., MA. dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA.. Di tengah
kesibukan dan amanah yang begitu banyak, beliau berdua tetap
meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan penuh keikhlasan
untuk membimbing penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.
llmu yang beliau berikan bukan sekadar arahan akademik,
melainkan cahaya, menuntun penulis memahami arti ketekunan,
kesabaran, dan kejujuran dalam menapaki jalan ilmu. Setiap
nasihat, setiap bimbingan, setiap arahan yang tulus telah menjadi
bekal berharga dalam perjalanan akademik ini. Penulis merasa
sangat beruntung dipertemukan dengan sosok pembimbing yang
begitu baik, sabar, dan ikhlas meluangkan waktu demi
keberhasilan mahasiswa. Semoga Allah SWT membalas segala
kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda, melapangkan
setiap urusan, menjaga kesehatan, memberikan keberkahan
dalam keluarga, serta mengangkat derajat beliau dengan ilmu
yang terus mengalir manfaatnya. Doa penulis senantiasa teriring
agar Allah senantiasa melindungi, menuntun, dan menempatkan
beliau dalam rahmat-Nya yang tiada henti.

2. Rektor Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.,dan wakil Rektor
Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A., UIN Ar-
Raniry
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3. Direktur Ibu Prof. Dr. Eka Srimulyani, MA., beserta Wakil
Direktur Bapak Prof. Dr. T. Zulfikar., Pascasarjana UIN Ar-
Raniry

4. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA., sebagai penasehat
akademik. Dalam perjalanan akademik ini, penulis merasa sangat
beruntung dipertemukan dengan sosok penasehat Akademik yang
penuh kebijaksanaan, Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA..
Di tengah kesibukan dan amanah yang tak pernah surut, beliau
tetap meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan untuk
memberikan arahan yang tepat, bimbingan yang bernilai, serta
nasihat yang menguatkan semangat. Kehadiran beliau ibarat
cahaya yang menuntun langkah penulis dalam menapaki jalan
ilmu, meneguhkan keyakinan, dan mengarahkan pada pilihan
akademik yang lebih terarah. Tiada kata yang mampu membalas
kebaikan ini selain doa agar Allah SWT senantiasa melimpahkan
keberkahan atas setiap amal beliau, melapangkan segala urusan,
menjaga kesehatan, serta meninggikan derajat beliau dengan ilmu
yang terus mengalir manfaatnya bagi umat dan dunia akademik.

5. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada
Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Atas dedikasi,
kepemimpinan, serta arahan beliau, proses perkuliahan hingga
penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik.
Komitmen beliau dalam ~membimbing dan mengayomi
mahasiswa menjadi teladan yang menguatkan semangat penulis
untuk terus berjuang menyelesaikan studi.

6. Selanjutnya, ucapan terima kasih ditujukan pada seluruh dosen
yang mengajar, seluruh karyawan Pasca UIN Ar-Raniry yang
telah memberi ilmu pengetahuan dan paradigma berpikir kepada
penulis, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

7. Ucapan Terima Kasih Perjalanan menempuh studi magister
bukanlah jalan yang mudah. Ada banyak malam panjang yang
dihabiskan bersama teman-teman seperjuangan, belajar,
berjuang, menyelesaikan tugas, dan saling menguatkan dalam
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kebersamaan. Setiap diskusi, kerja kelompok, hingga tawa di
sela-sela penat menjadi bagian dari mozaik perjuangan yang tak
ternilai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa Program
Studi Hukum Keluarga yang telah menjadi sahabat sekaligus
mitra perjuangan dalam menapaki jalan akademik ini. Ucapan
terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak pustaka
Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tugas
akhir ini dapat dirampungkan dengan baik.

Yang teristimewa sekali Ucapan terima kasih teruntuk Abi
Masri Wardi Fahrani dan Ummi Hayati tercinta, di setiap langkah
yang penulis tempuh, ada jejak doa dan pengorbanan kalian yang
tak pernah lekang oleh waktu. Perjalanan panjang hingga dapat
melanjutkan studi S2 ini bukanlah semata hasil usaha pribadi,
melainkan buah dari kasih sayang, kesabaran, dan perjuangan
yang Abi dan Ummi tanamkan tanpa henti.

Abi dan Ummi adalah pelita yang tak pernah padam, yang
selalu menuntun penulis melewati gelapnya keputusasaan dan
beratnya perjuangan. Dukungan moril yang menguatkan hati,
bantuan materiil yang menopang kebutuhan, serta doa yang
senantiasa dipanjatkan di setiap sujud, menjadi kekuatan yang
membuat penulis mampu bertahan dan melangkah sejauh ini.

Setiap keberhasilan yang diraih adalah cerminan dari cinta
tulus Abi dan Ummi. Ketika penulis hampir menyerah, kalian
hadir dengan kata-kata penguat; ketika penulis lelah, kalian hadir
dengan doa yang menenangkan. Tanpa kasih sayang yang tak
terbatas, tanpa pengorbanan yang tak terhitung, penulis tidak
akan pernah sampai pada titik ini.

Abi dan Ummi, kalian adalah alasan mengapa penulis
mampu berdiri tegak, menatap masa depan dengan penuh
harapan. Semoga karya sederhana ini menjadi persembahan kecil
atas segala jerih payah, cinta, dan doa yang telah kalian berikan.
Semoga Allah membalas setiap tetes keringat, setiap doa yang
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terucap, dan setiap pengorbanan yang kalian lakukan dengan
keberkahan yang berlipat ganda.

Dengan penuh rasa haru, penulis juga mempersembahkan
keberhasilan ini kepada Abi dan Ummi, sumber kekuatan dan
inspirasi sejati. Semoga perjalanan ini menjadi bukti kecil dari
rasa terima kasih yang tak pernah cukup diungkapkan, dan
semoga Allah senantiasa menjaga kalian dalam limpahan rahmat
dan kasih-Nya.

Akhirnya,  dengan penuh kerendahan hati penulis
menyerahkan segala hasil ikhtiar ini kepada Allah Swt., memohon
perlindungan dan pertolongan-Nya dalam setiap langkah. Semoga
karya sederhana ini dapat menjadi bagian kecil yang memberi
manfaat bagi pembaca, memperkaya khazanah keilmuan, dan
membuka ruang refleksi baru. Tesis ini diharapkan tidak hanya
berhenti sebagai syarat akademik, tetapi juga menjadi sumbangan
pemikiran yang bernilai bagi dunia ilmu pengetahuan. Dengan
segala keterbatasan, penulis berharap setiap gagasan yang tertuang
dapat menjadi pijakan untuk penelitian berikutnya. Amin ya rabbal
‘alamin.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Abidah Farhani
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ABSTRAK

Judul Tesis  : Transformasi Kebijakan Izin Poligami oleh
Pengadilan di Indonesia: Analisis terhadap
Perlindungan Perempuan melalui Prinsip Magasid
Al-Syart’ah)

Nama/NIM  : Abidah Farhani/241010024

Pembimbing | : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Pembimbing Il : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Kata kunci . lzin Poligami, Perlindungan Perempuan, Magasid
Al-Syari’ah.

Studi ini mengeksplorasi secara kritis tentang transformasi kebijakan
izin poligami oleh hakim pengadilan di Indonesia dengan fokus pada
perlindungan perempuan melalui nilai magasid syari’ah. Fokusnya
berangkat dari permasalahan terkait argumentasi ulama kontemporer
tentang izin hakim sebagai syarat poligami dan relevansinya dengan
putusan pengadilan, transformasi regulasi poligami dalam kaitannya
dengan perlindungan perempuan, serta dinamika penguatan regulasi
izin poligami dalam perspektif magasidr, dan implikasinya terhadap
perlindungan perempuan. Kajian ini menggunakan dua pendekatan,
yaitu conceptual approach dan kedua statute approach, dengan jenis
yuridis normatif berbasis library research. Data diperoleh dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-
preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama
kontemporer menegaskan pentingnya legitimasi izin hakim sebagai
syarat administratif serta sebagai instrumen kontrol ketat dari praktik
poligami. Regulasi poligami di Indonesia menunjukkan transformasi
dari norma fikih klasik yang hanya memuat syarat sederhana menuju
hukum positif yang lebih ketat serta memberi kepastian hukum bagi
perlindungan hak-hak perempuan. Regulasi hukum positif Indonesia
menunjukkan penguatan izin pengadilan sebagai syarat administratif
dan kondisi ini sejalan dengan tujuan magasid syart ‘ah, terutama di
dalam memelihara nilai ajaran agama Islam (%ifz al-din), harta benda
pasangan poligami (%ifz al-mal), keturunan pasangan poligami (kifz
nasl), serta kehormatan perempuan (%ifz ‘ird). Poligami tetap diakui
sebagai syarat yang bersifat qada 7 dalam upaya pembatasan (tagyid)
untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, dan kemaslahatan
maslakah. Jadi kebijakan izin poligami selain sebagai syarat formal-
administratif, juga sebagai mekanisme substantif untuk memastikan
perlindungan perempuan. Meskipun begitu, terdapat kelemahan atau
kekosongan hukum dalam regulasi poligami berupa ketiadaan sanksi
terhadap poligami liar. Untuk itu, direkomendasikan perlunya revisi
UU Perkawinan, PP, KHI, dengan penambahan sanksi bagi praktik
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poligami tanpa izin, penguatan peranan hakim melalui rechtsvinding
progresif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penelitian
lanjutan yang mendalami aspek sosiologis dan komparatif kebijakan
poligami di negara-negara Muslim lain.
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ABSTRACT

Thesis Title: The Transformation of Polygamy Permit Policy by
Courts in Indonesia: An Analysis of Women’s
Protection through the Principles of Magasid al-
Syari‘ah
Name/NIM : Abidah Farhani/241010024
Adviser I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Adviser Il : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Keywords : Polygamy Permit, Women's Protection, Magasid al-
Syari‘ah
This study critically explores the transformation of court-issued
polygamy permits in Indonesia, with a particular focus on women’s
protection through the principles of magasid al-shart‘a. It addresses
key issues concerning contemporary ulama’s arguments on judicial
authorization as a prerequisite for polygamy and its relevance to
court decisions, the regulatory transformation of polygamy in
relation to women’s protection, as well as the dynamics of
strengthening polygamy permit regulations from a magqasidi
perspective and their implications for safeguarding women. The
research employs two approaches, conceptual and statute, within a
normative juridical framework based on library research. Data were
drawn from primary, secondary, and tertiary legal sources and
analyzed descriptively-prescriptively. The findings reveal that
contemporary ulama emphasize the importance of judicial
authorization as both an administrative requirement and a strict
control mechanism over polygamy practices. Indonesia’s polygamy
regulations demonstrate a transformation from classical figh norms,
which imposed minimal conditions, toward positive law that
enforces stricter requirements and provides legal certainty for the
protection of women’s rights. Indonesian positive law highlights the
reinforcement of court authorization as an administrative
prerequisite, consistent with the objectives of maqasid al-syari‘ah,
particularly in preserving religious values (kifz al-din), marital
property (hifz al-mal), lineage (hifz al-nasl), and women’s dignity
(hifz al- ‘ird). Polygamy is thus recognized as a judicially regulated
condition (gada’z) within the framework of restriction (taqyid),
ensuring legal certainty, justice, and public welfare (maslakah).
Nevertheless, weaknesses remain in the form of regulatory gaps,
particularly the absence of sanctions against unauthorized
polygamy. Accordingly, this study recommends revising the
Marriage Law, Government Regulations, and the Compilation of
Islamic Law to include sanctions for unlicensed polygamy,
strengthening the role of judges through progressive rechtsvinding,
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enhancing public legal awareness, and conducting further research
on sociological and comparative aspects of polygamy policies in
other Muslim-majority countries.

XXI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Poligami yang Berlaku.............ccccceeinnnnnen. 86

Gambar 2. Diagram Usulan Aturan Poligami ..........ccceevevviiennnn. 87

Gambar 3. Bentuk dan Contoh Maslakah dalam Kebijakan Izin
Pengadilan dalam Poligami ........c.ccccccevvievviiiciieenenn, 180

XXii



Tabel 1.

Tabel 2.

Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 5.
Tabel 6.

Tabel 7.

DAFTAR TABEL

Analisis Ketentuan Syarat Poligami dalam UU

Perkawinan .........ccooeveieiiiinineeeee e 74
Jumlah Kasus Permohonan lIzin Poligami di Mahkamah
Syar’iyyah Kota Banda Aceh Per-2020/2026.............. 125
Jumlah Kasus Permohonan Izin Poligami di Mahkamah
Syar’iyyah Jantho Aceh Besar Per-2020/2026............. 125
Jumlah Kasus Permohonan Izin Poligami di Mahkamah
Syar’iyyah Sigli-Pidie Per-2020/2026.............c..cc....... 126
Perlindungan Perempuan dalam Poligami................... 133
Perlindungan Perempuan dalam Poligami Masyarakat
Umum dan PNS ..o 143

Kategori Maqasid dalam Kebijakan Izin Poligami......173

xxiii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penunjukan Pembimbing Tesis ..........cccccevrenne. 205

AR-RANIRY

XXV



DAFTAR ISl

Halaman

HALAMAN JUDUL ..ottt [
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........cccceevivnnnnne. i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ......ccccocviiiininiseseeins ii
PERNYATAAN KEASLIAN ..ccooiiieiececeeeee s iv
PEDOMAN TRANSLITERASLI. ...cco..oooviiiiiiiii e %
KATA PENGANTAR .....oootiiiteieie ettt Xi
ABSTRAK ittt ne e XVi
DAFTAR GAMBAR ......coiiiieiciee st XXii
DAFTAR TABEL ..o Xxiii
DAFTAR LAMPIRAN ....oootiiiiiee et XXIV
DABTAR ISI..........om...om B R om .. .om. . ...cccoocninnn Ny XXV
BAB SATU PENDAHULUAN .......cccoeiieieiece e, 1
A. Latar Belakang Masalah..............cccccocoevviiieinennenn, 1

B. Rumusan Masalah ...........ccccooevvnininnnse e 13

C. Tujuan Penelitian...........cccccevveevieiiiieseese e, 13

D. Manfaat Penelitian............ccccccoovvvriiinnne e 13

E. Kajian Pustaka...............cccooceiiiir i, 14

F. Kerangka Teor.....voe.evviveiiiiiiieie e, 21

1. Teori Magasid Al-Syari’ah............cccccooeunen. 22

2. Teori Maglahah ...............ccooeeiveiiiieccieecin 30

G. Metode Penelitian....... .t 34

1. Pendekatan Penelitian...........ccccccooeviveienennneen. 34

2. Jenis Penelitian ...........cooeevvevvininii e 36

S SLMD e A 8 134010 g 1oe oo+ - SRR Y. ... .. 37

4. Teknik Pengumpulan Data .........cc.ccceveivereenene. 38

0. Analisis RAtd ... o yeeeene.. NI ........... 39

H. Sistematika Pembahasan ..........ccoccevveiiiinieenenne. 39

BAB DUA KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM ............... 41
A. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam............... 41

1. Poligami dalam Alquran..........ccccoevrviininenn. 42

2. Poligami dalam Hadis..........cccccoceeviiiiniiiiennnnn, 53

3. Poligami dalam Fikih ..........cccocooiiiiiiiinn 57

B. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia........ 71

C. Poligami Menurut Ulama Kontemporer............... 79

1. Pandangan Muhammad ‘Abduh (W. 1905 M) 80
2. Pandangan Muhammad Syahrar (W. 2019)....83

XXV



3. Pandangan Yusuf Al-Qaradawt (W. 2022)......90
4. Pandangan Muhammad Quraish Shihab.......... 94
5. Pandangan Tokoh Muslim Feminis-Liberalis102
BAB TIGA ANALISIS HUKUM IZIN HAKIM SEBAGAI
SYARAT POLIGAMI ..o, 106
A. Argumentasi Para Ulama Kontemporer terhadap
Izin Hakim Sebagai Syarat Poligami dan
Relevansinya dengan Putusan Hakim tentang
Praktik Poligami di Indonesia..............c.cccocee.ee. 106
1. Argumentasi Berdasarkan Dalil Nagliyyah...108
2. Argumentasi Berdasarkan Dalil ‘Aqgliyyah....116

3. Metode Penalaran ...........cccccvevevivenniiieniennnn, 121
4. Relevansi dengan Putusan Hakim Pengadilan di
Indonesia.,. ... B ooy gmmeeeeneecnnieecsnnsiens e e 125

B. Transformasi Regulasi Poligami dan Kaitan
dengan Upaya Perlindungan Perempuan............ 130

1. Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan
bagi Perempuan dalam Poligami dengan
Mekanisme Penemuan Hukum oleh Hakim
(RechtsviNding) .........ocveeieereirine e 146
2. Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan bagi
Perempuan dalam Ketentuan Poligami dengan
Mekanisme Pembentukan Regulasi Baru......154
C. Dinamika Penguatan Regulasi Izin Poligami dalam
Tinjauan Magasid Syari’ah dan Implikasinya

Terhadap Perlindungan Perempuan ................... 156

1. Tinjauan Kategori Maqasid.............cc.ceeuen.... 158

2. Tinjauan Maslazah.........ccccccoccviveiniineieennnnn, 175

BAB EMPAT PENUTUP ......ocoiriieirieieie e 183
A, KeSIMPUIaN ... 183

Bwbaran........... B8 ... 185

DAFTAR PUSTAKA ..ttt st 188
DAFTAR RIWAYAT PENULIS ..o 204
LAMPIRAN-LAMPIRAN.......cocotiieeeeee e 205

XXVi



BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menggali secara konstruktif dan kritis mengenai
transformasi kebijakan izin poligami oleh hakim pengadilan Agama
di Indonesia, yang pada mulanya berakar kepada norma hukum fikih
klasik yang tidak mensyaratkan adanya izin institusional dari hakim.
Transformasi kebijakan izin poligami di sini harus dipahami sebagai
proses pergeseran hukum dari pola fikih yang longgar berevolusi dan
berkembang menuju konstruksi hukum positif dengan menempatkan
pengadilan sebagai otoritas pemberi izin, dengan syarat-syarat yang
ketat serta berorientasi pada perlindungan perempuan. Pergeseran ini
menunjukkan adanya perubahan paradigma, dari sekadar mengikuti
teks fikih yang menekankan legalitas poligami, berkembang menjadi
kebijakan hukum yang menekankan aspek kontrol/pengawasan oleh
pengadilan. Kontrol ini, selain upaya untuk mengimbangi kebolehan
poligami kepada laki-laki juga untuk memberikan perlindungan hak-
hak perempuan.

Nikah secara poligami di dalam Islam pada dasarnya bukanlah
aturan genuine Islam. Praktik poligami telah ada jauh sebelum ajaran
Islam datang sebagai sebuah agama yang secara sosiologis baru ada
di dalam bentuknya yang khas yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Ini
sejalan dengan keterangan Mahmiid Syalttt, bahwa poligami sudah
dipraktikkan lebih awal. Hukum Islam hanya bersifat mengatur apa
yang menjadi tabiat masyarakat, Islam hanya berusaha memodifikasi
menyempurnakan, serta melindungi dari adanya penyimpangan dari
praktik poligami, dan juga menjadikan hukum poligami dalam Islam
menjadi hukum yang bersifat penengah antara praktik serampangan
poligami dengan kehendak serta tabiat manusia yang menghendaki
menikah dengan lebih satu istri.**

1Mahmid Syaltit, Al-Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Syuriiq,
2001), him. 179; Muhammad Bin ‘Alaw1 Al-Maliki mengemukakan, ketika Allah
mengutus Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi di tengah-tengah bangsa
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Legalitas hukum poligami dalam Islam ditafsirkan dari bunyi
QS. Al-Nisa’ ayat 3, yaitu laki-laki boleh menikah dengan dua, tiga
atau empat orang istri dengan syarat memberi nafkah, adil dan tidak
zalim.*? Ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim. Riwayat Aisyah
menyebutkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan seorang lelaki
yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Lelaki itu ingin mengawini
anak yatim tersebut demi kekayaan dan dengan maskawin yang tidak
standar. Riwayat lain mengungkapkan, ayat itu diturunkan berkaitan
seorang dengan laki-laki yang memiliki sepuluh istri bahkan lebih di
samping ia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya.
Laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim itu untuk
kepentingan memberikan nafkah ke istri-istrinya.** Kemudian dalam
riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa ayat itu turun karena ada
kecenderungan beberapa laki-laki menikahi perempuan yatim untuk
mengambil harta dan bukan untuk betul-betul menikahinya. Dengan
demikian, ayat ini menjadi teguran terhadap laki-laki yang tidak adil
di dalam pemberian nafkah kepada para istri sebagaimana mereka
tidak bisa adil dalam pemenuhan hak anak-anak yatim.**

Arab, syariat beliau membatalkan praktik zina dan segala bentuk pernikahan yang
serupa dengannya, serta semua praktik yang menjadikan perempuan seperti barang
atau hewan yang dimiliki. Namun, Islam tidak mengharamkan poligami ini secara
mutlak, tidak pula membiarkan laki-laki tetap dalam kebiasaan berlebihan dalam
jumlah istri serta menzalimi perempuan. Islam justru membatasi poligami dengan
jumlah yang sesuai dengan maslahat keturunan dan juga kondisi sosial serta sesuai
dengan kesiapan laki-laki untuk menjalaninya, yaitu tidak lebih dari 4 (empat) istri
dengan syarat mampu menafkahi mereka. Selain itu, Islam mensyaratkan adanya
keadilan di antara para istri-istri untuk mencegah terulangnya penindasan terhadap
perempuan, Al-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi bin ‘Abbas Al-Maliki Al-Makki
Al-Hasani, Adab Al-Islam fi Nizam Al-Usrah, (Mekkah: Maktabah Al-Mulk,
1423), him. 142.

2Muhammad Rasyid Rida, Hugiig Al-Nisa’ fi Al-Islam wa Hazzuhunna
min Al-slah Al-Muhammadi Al- ‘Amm, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1984), him.
64-65.

13¢Atiyyah bin ‘Atiyyah Al-Ajhiirt, Irsyad Al-Rahman li Asbab Al-Nuziil
wa Al-Nasikh wa Al-Mansitkh wa Al-Mutasyabih wa Tajwid Al-Qur’an (Beirut;
Dar Ibn Hazm, 2009), him. 110.

1“Mahfud dan Muhammad Qudwah I’tishom Billah, “Tafsir Ayat Ahkam
Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari’at Islam,”
Al-Fahmu: Jurnal llmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Vol. 1, no. 1 (30 September 2022):
18-26, doi:10.58363/alfahmu.v1il.1.



Legalitas poligami di dalam ayat tersebut pada dasarnya hanya
berlaku ketika seorang laki-laki mampu berlaku adil. Hanya ada satu
syarat yang harus dipenuhi, yaitu pihak lelaki harus mampu berlaku
adil terhadap istri-istrinya. Meski begitu, prinsip dasar dan bersifat
asasi yang dibangun dalam hukum perkawinan Islam adalah laki-laki
menikah secara monogami. Karena berlaku adil merupakan perkara
yang sangat sulit direalisasikan sebagaimana dikonfirmasi di dalam
QS. Al-Nisa’ ayat 129 di mana laki-laki yang berpoligami dipastikan
tidak akan dapat berlaku adil terhadap para istri meskipun keinginan
untuk itu sangatlah kuat.*®

Legalitas poligami juga diakui dalam hadis di antaranya dalam
riwayat Abti Dawud dari Haris bin Qais, ia berkata bahwa Musaddad
bin ‘Umairah dan telah berkata Wahab Asadi, saat itu ia masuk Islam
dan mempunyai delapan istri, kemudian ia menceritakannya kepada
Nabi Saw, dan beliau memerintahkan memilih empat orang di antara
mereka.'® Hadis ini punya informasi yang konsisten dengan materi
QS. Al-Nisa’ ayat 3 sebelumnya, yaitu batasan poligami ialah hanya
istri. Dalam hal ini pula, para ulama telah bersepakat bahwa poligami
dibolehkan dalam Islam dan ulama juga bersepakat bahwa salah satu
syaratnya adalah harus berlaku adil.’

Pengaturan syarat khusus berpoligami dalam Islam (atau lebih
tepatnya fikih), tidaklah banyak. Syaratnya hanya dua, yaitu berlaku
adil dengan para istri (maksimal istri empat orang waktu bersamaan),
kemudian suami harus mampu memberikan nafkah pada istri sebagai
argumentasi logis dan interpretasi dari QS. Al-Nisa’ ayat 3.8 Di sini,

15Zaitunah Subhan, Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender
dalam Penafsiran, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015),
him. 139-140.

6AbT Dawud Sulaiman bin Al-Asy’a$ Al-Sajastani, Sunan Abi Dawud
(Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420), him. 440.

Y77zafir bin Hasan Al-‘Umri, Mausii’ah Al-lima’ fi Al-Figh Al-Islami
(Riyad: Dar Al-Fadilah, 2012), him. 419.

18Banyak yuris Islam yang menyebutkan syarat utama dari poligami adalah
mampu berlaku adil, mampu dalam memenuhi kewajiban nafkah di antara masing-
masing pasangan. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan Al-Zuhaili, Al-Qaradawi,
Al-Sya’rawi, lainnya. Lihat dalam, Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 162-163;
Yasuf Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, (Terj: M. Tatam Wijaya),



tidak ada syarat bagi suami untuk meminta izin dari istri pertamanya
ketika hendak menikah dengan istri keduanya atau meminta izin istri
pertama dan kedua saat hendak menikah lagi dengan istri ketiganya
dan seterusnya. Artinya, dalam fikih Islam, izin istri bukanlah syarat
dalam melaksanakan poligami. Dalam pemahaman fikih Islam juga
tidak ditemukan syarat harus melalui izin hakim atau izin pengadilan
(al-izn al-gadi). Tidak ada ketentuan dalam Alquran atau hadis yang
memberi kewenangan pada hakim (gadz) untuk memastikan keadaan
calon suami apakah layak poligami atau tidak. Apakah dia memiliki
harta yang cukup atau tidak dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan ini
tidak ada penjelasannya dalam nash syarak bahkan tidak ditemukan
dalam fikih klasik lintas mazhab.

Pada perkembangannya, para ulama kontemporer (mu ‘asirah)
juga menanggapi isu hukum izin pengadilan sebagai syarat poligami.
Paling kurang ada dua pandangan ulama yang berkembang, seperti
dapat dikemukakan berikut ini.

1. Sebagian ulama kontemporer yang membolehkan adanya izin
hakim pengadilan sebagai syarat poligami (izn al-qadr ka syart

li ta’addad al-zaujat), atau pembatasan poligami dengan izin

hakim (taqyid al-ta 'addad al-zaujat bi izn al-qadri). Pendapat

ini dikemukakan beberapa ulama kontemporer, seperti diambil

Abdullah bin al-Tahir al-Stst al-Tanafi. Dia tegas berpendapat

bahwa izin pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dalam

masalah poligami.'® Kemudian dipegang oleh Syaikh Ibrahim,

Syaikh Ahmad, dan Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khali,

Syaikh Muhammad Ahmad ‘Adawi, Sa’id Mustafa Al-Sa’id,

Muhammad Al-Dajawi dan beberapa ulama kontemporer yang

lainnya.?°

(Jakarta: Qalam, 2017), him. 214; Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Sifat Al-
Zauj Al-Salih wa Al-Zaujah Al-Salikah, 1, (Terj: Abu Barnawa), cet. 8 ed. (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2020), him. 185 dan 192.

Abdullah Ibn Al-Tahir Al-Sioisi Al-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah
(Maroko: Dar Al-Al-Baida’, 2005), him. 193-194.

2Ahmad Khairat, Markaz Al-Mar’ah fi Al-Islam, (Beirut: Dar Al-Ma’arif,
1975), him. 76.



2. Sebagian ulama kontemporer lainnya justru kurang atau tidak
setuju dengan penambahan syarat poligami harus ada izin dari
pengadilan. Pendapat ini misalnya dikemukakan Al-Zuhail1,?*
‘Abd Al-Karim Zaidan,?> Muhammad Mustafa Syalabi,?® Abu
Zahrah,?* Mahmiid Syaltit,?® dan masih banyak yang lain yang
menolak syarat ini.

Dalam konteks hukum positif modern yang mengalami proses
pembaruan hukum keluarga telah menerapkan pembaruan ketentuan
mengenai penetapan izin pengadilan sebagai syarat poligami. Aturan
poligami dalam negara-negara muslim termasuk di Indonesia justru
mengakomodasi beberapa syarat poligami. seperti memasukkan izin
pengadilan atau hakim (al-gadi) sebagai syarat berpoligami dan izin
pengadilan baru dapat diberi sekiranya ada kepastian hukum bahwa
suami mampu berlaku adil. Artinya, institusi pengadilan mempunyai
kewenangan dalam memberi izin poligami. lzin tersebut baru dapat
dikeluarkan bila suami dapat dipastikan atau adanya jaminan bahwa
suami akan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak.

Salah satu ketentuan yang menjadi instrumen hukum keluarga
Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU
Perkawinan). Sejak diundangkannya UU Perkawinan, ada beberapa
materi hukumnya yang masih memiliki ruang untuk ditafsirkan lebih
lanjut, salah satunya tentang poligami. UU Perkawinan menetapkan
aturan ketat terkait poligami dengan tujuan memastikan keadilan dan
kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam satu pernikahan.

2LAl-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 165; Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh
Al-Malikt Al-Muyassar (Damaskus: Dar Al-Kalim Al-Tayyib, 2010), him. 91.

2Abd Al-Kartm Zaidan, Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar’ah wa Al-Bait Al-
Muyassar fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, vol. Juz 4 (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah,
1993), him. 292-293.

BMuhammad Mustafa Syalabi, Ahkam Al-Usrah fi Al-Islam (Beirut: Dar
Al-Jami’iyah, 1983), hlm. 264.

2*Muhammad Abai Zahrah, Tanzim Al-Islam li Al-Mujtama’ (Kairo: Dar al
Fikr al-°Arabi, 1965), hlm. 76; Muhammad Abt Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Beirut: Dar Fikr Al-‘Arabi, 1950), hlm. 90-91.

BGyaltiit, Al-Islam..., him. 162-164.



Dalam regulasi tersebut, poligami hanya dibolehkan jika memenuhi
persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari istri, izin pengadilan,
dan adanya bukti kemampuan suami untuk berlaku adil.?® Ketentuan
syarat poligami yang ketat diatur UU Perkawinan ini mencerminkan
upaya pemerintah dalam menyeimbangkan nilai agama, budaya, dan
hak asasi manusia, dengan tujuan mencegah terjadi penyalahgunaan
pernikahan, memastikan poligami diterapkan dalam koridor hukum
yang bertanggung jawab. Dengan demikian aturan ini bukan sekadar
pembatasan akan tetapi sebagai mekanisme dalam perlindungan bagi
perempuan dan keluarga dalam sistem hukum Indonesia.

Sejak diundangkannya UU Perkawinan, peraturan poligami ini
mengalami perubahan signifikan dengan menempatkan persetujuan
serta izin hakim pengadilan sebagai syarat poligami, hal ini sebagai
pengendalian, pendisiplinan, dan perlindungan hukum dalam praktik
poligami di tengah masyarakat. Kebijakan ini memiliki maksud dan
tujuan untuk menyeimbangkan prinsip keadilan dalam keluarga dan
mencegah ketidakadilan terhadap perempuan.

Peraturan hukum tentang keluarga di dunia Islam, dari waktu
ke waktu mengalami perubahan. Hanya saja, ada beberapa persoalan
hukum yang sifatnya baharu dalam konteks hukum keluarga Islam,
salah satunya dan menjadi objek kajian penelitian ini adalah tentang
izin pengadilan sebagai syarat poligami. Poligami atau beristri lebih
dari seorang,?’ adalah salah satu isu hukum (legal issue) yang diatur
di dalam Islam. Alquran maupun hadis yang menjadi sumber utama
hukum Islam juga secara eksplisit mengatur tata cara poligami.

%Moh. Rifki Haekal dan Mulawarman Hannase, “Izin Poligami Perspektif
Maslahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili,” Jurnal Syntax Idea, Vol. 6, no. 5 (2024):
2219-2232., d0i:10.46799/syntax-idea.v6i5.3267.

Z’Kata poligami dalam bahasa hukum (undang-undang) Indonesia disebut
dengan istilah “beristri lebih dari seorang”. Meski istilah poligami sudah diserap
dalam Kamus Bahasa dan Kamus Hukum, tetapi istilah poligami tidak ditemukan
dalam bunyi peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Istilah poligami baru dipergunakan dalam KHI,
lihat Pasal 71 dan penjelasan Pasal 72 KHI.



Namun, seiring perkembangan pemikiran ulama kontemporer
serta dinamika hukum keluarga Islam, muncul berbagai kritik terkait
regulasi tersebut. Beberapa ulama menyoroti syarat izin pengadilan
ini justru dapat mempersulit individu yang ingin berpoligami secara
sah, sementara perspektif lain menegaskan pentingnya pengawasan
hukum demi memastikan perlindungan hak perempuan dan keadilan
dalam rumah tangga.

Transformasi kebijakan hukum (legal policy) di dalam konteks
ini menjadi penting untuk ditelaah guna memahami bagaimana dan
sejauh mana pemikiran para ulama kontemporer berkontribusi dalam
perumusan hukum keluarga di dunia Islam yang lebih responsif dan
adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Studi ini bertujuan
menggali perubahan hukum tentang izin hakim pengadilan di dalam
praktik poligami, menganalisis argumen para ulama mengeksplorasi
dampaknya terhadap sistem hukum serta masyarakat. Dengan upaya
menelaah perkembangan hukum ini, memberikan pemahaman yang
lebih mendalam terkait relevansi kebijakan hukum terhadap prinsip-
prinsip keadilan, kesetaraan gender, peran ulama dalam pembaruan
hukum keluarga Islam di Indonesia, serta relasinya dengan berbagai
dampak hukum praktik nikah poligami liar untuk menghindari syarat
izin pengadilan. Kajian ini juga dimungkinkan memberikan jawaban
dalam hukum Islam terhadap pola dan metode yang tepat mengenai
legalitas syarat izin hakim pengadilan pada praktik poligami, seperti
pola penggalian hukum melalui pola penalaran istis/ahi (maslahah,
yang bersandar pada kemaslahatan), za '/ili (analogi, giyasi), maupun
bertumpu kepada kaidah kebahasaan di dalam nas syarak (penalaran
bayani/lughawiyyah).

Kebijakan hukum (legal policy) terkait izin pengadilan sebagai
syarat poligami telah mengalami transformasi di Indonesia. Awalnya
hukum keluarga Islam terkait poligami ini diatur dengan merujuk ke
dalam Alquran dan hadis dan diperinci dalam kitab-kitab fikih ulama
mazhab, terutama mazhab Syafi’1. Di masa penjajahan Belanda serta
awal-awal kemerdekaan Indonesia atau paling kurang sebelum tahun
1974 yang menjadi penanda telah disahkan dan diundangkan materi



hukum UU Perkawinan, poligami dilaksanakan tanpa terikat dengan
izin pengadilan, namun batasannya adalah hanya boleh empat orang
istri, suami wajib berlaku adil dan mampu dalam hal nafkah. Setelah
UU Perkawinan diundangkan tahun 1974, tepatnya 2 Januari 1974,
pemerintah bersama dengan legislatif menerbitkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam UU Perkawinan
ini, poligini dibolehkan dengan aturan persyaratan ketat.?®

Peraturan hukum poligami ini mengalami transformasi dengan
menambah beberapa syarat bagi seseorang yang hendak melakukan
poligami, salah satunya ialah harus mendapatkan izin pengadilan. Ini
ditafsirkan melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkawinan.
Intinya menyebutkan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada
seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan
beristri lebih dari seorang, maka dia wajib mengajukan permohonan
ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dalam hal ini
hanya memberi izin pada suami yang akan beristri lebih dari seorang
apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri
mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri
tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat-syarat berikutnya adalah
adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa
suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anak
mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka.

Transformasi kebijakan hukum mengenai izin dari pengadilan
juga diperinci melalui peraturan pemerintah. Pada 1 April 1975, atau
lebih kurang 1 tahun 2 bulan setelah UU Perkawinan diundangkan,
maka pemerintah mengesahkan kebijakan hukum berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyangkut Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam PP ini
juga diatur lebih rinci mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi di
dalam poligami sehingga izin pengadilan tersebut dapat dikeluarkan.

BMufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Cet 4 (Malang:
UIN Maliki Press, 2014), him. 203.



Kemudian tahun 1983 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang Peraturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.° Proses
transformasi kebijakan hukum tentang izin pengadilan sebagai suatu
syarat dalam poligami juga ditetapkan melalui beberapa materi pasal
hasil kesepakatan para ulama di Indonesia yang merujuk pada kitab-
kitab fikih, sehingga di tahun 1991, Presiden mengeluarkan instruksi
No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Dalam KHI ini, meskipun materinya merujuk pada kitab, izin
pengadilan juga dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak suami
beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KHI.%

Dalam praktik, meski UU Perkawinan, PP tentang Perkawinan
dan KHI telah berlaku sejak lama, akan tetapi gagasan-gagasan serta
aturan yang membatasi praktik poligami tampak masih belum dapat
diterima oleh masyarakat. Alih-alih mengajukan izin ke pengadilan,
banyak praktik poligami justru dilaksanakan di luar izin pengadilan,
baik dengan pernikahan siri yang tidak tercatat perkawinannya atau
dikenal sebagai praktik “poligami liar” yang berpotensi merugikan
banyak pihak, khususnya merugikan istri serta anak yang lahir dari
perkawinan tersebut.®!

Meskipun ada pembatasan praktik poligami dengan izin ketat
sebagaimana yang ditetapkan dalam beberapa ketentuan di atas akan
tetapi peluang terjadinya praktik poligami secara tidak tercatat masih
dapat terjadi, terlebih lagi ketentuan hukum keluarga Islam tetap saja
menilai sahnya perkawinan poligami meski tanpa adanya izin hakim
di pengadilan.

2Ahmad Rajafi, Progresivitas Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi beberapa Pasal
dalam UU Perkawinan, Cet. 2 (Manado: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwabh,
IAIN Manado, 2022), him. 24,

%Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasan
nya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), him. 77.

31Lutfiana Dwi Mayasari, Akmal Adi Cahya, dan Nur Triyono, “Kebijakan
Pembatasan Poligami oleh Mahkamah Agung dan Analisis Keberpihakan bagi
Perempuan,” 1JouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 4, No. 1 (1 Juli
2023): 33-48, https://doi.org/10.21154/ijougs.v4i1.6508.
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Menurut perspektif perlindungan perempuan, keberadaan izin
pengadilan sebagai syarat poligami sesungguhnya instrumen penting
untuk memastikan hak-hak perempuan tidak diabaikan. Mekanisme
ini memberi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan keberatan,
memperoleh kepastian hukum, serta mendapatkan perlindungan dari
praktik poligami yang dilakukan secara sepihak oleh suami dan tidak
bertanggung jawab. Dengan adanya izin dan pengawasan pengadilan
maka perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rumah
tangga, sehingga bisa meminimalisir risiko ketidakadilan, kekerasan
dalam rumah tangga maupun penelantaran anak.® Ini sejalan dengan
prinsip kesetaraan (equality) dan pengarusutamaan gender, selain itu
merupakan komitmen negara di dalam menjamin perlindungan hak-
hak perempuan—yang notabene berada pada posisi rentan—sebagai
bagian dari hak asasi manusia yang mesti diberi perlindungan hukum
oleh negara.

Kebijakan-kebijakan hukum di atas pada dasarnya membatasi
poligami yang awalnya bisa dilaksanakan dengan pemenuhan syarat
yang ditetapkan dalam fikih (mampu adil dan mampu nafkah) justru
menjadi terbatas dan ketat, yaitu harus ada izin dari institusi lembaga
pengadilan. Melihat pada perkembangan kebijakan tersebut, beserta
berbagai argumentasi fikih kontemporer, maka tidak menutup jalan
bagi adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam menghapus legalitas
poligami di Indonesia. Argumentasi awal yang dibangun bahwa ada
tren peningkatan prevalensi data menyangkut praktik poligami yang
kurang kondusif di lapangan. Laki-laki yang berpoligami sering kali
melalaikan kewajiban terhadap anak dan istri, ada pula anggapan di
berbagai kalangan bahwa poligami sebagai salah satu sumber KDRT
(kekerasan dalam rumah tangga) dan aspek mudarat lainnya.>® Atas
dasar itu maka penulis menduga kuat bahwa kebijakan hukum terkait

%2Fitri Rafianti, “Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama di
Indonesia,” De Lega Lata: Jurnal IImu Hukum Vol. 4, no. 1 (2019): him. 1-15,
https://doi.org/10.30596/d11.v4i1.3167.

3Siti Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis (Tangerang:
Bentara Aksara Cahaya, 2020), him. 174; Siti Musdah Mulia, Membangun Surga
di Bumi (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), him. 196-200.
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poligami di Indonesia akan semakin ketat, bahkan cenderung kepada
upaya penghapusan poligami, sebagaimana yang berlaku di Maroko
dan dalam negara muslim lainnya.3* Hal tersebut diawali dari adanya
kebijakan yang mengakomodasi pemikiran-pemikiran ulama tentang
pembatasan poligami melalui izin hakim, dan menjadikan izin hakim
sebagai syarat poligami. Kecenderungan terkait penghapusan aspek
legal poligami ini pun tentu menjadi poin penting dalam membentuk
kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

Argumentasi awal memang menunjukkan ada problem serius
dalam praktik poligami di Indonesia, seperti suami yang melalaikan
kewajiban terhadap istri dan anak, serta munculnya anggapan bahwa
poligami menjadi salah satu faktor yang memicu KDRT dan mudarat
sosial yang lainnya. Dari fenomena ini, peneliti menilai bahwa arah
kebijakan hukum positif poligami Indonesia berpotensi mengalami
pengetatan. Hipotesis yang dapat diajukan ialah regulasi poligami ini
bisa saja bergerak ke arah pembatasan yang lebih ketat, bahkan tidak
tertutup kemungkinan menuju penghapusan, seperti pernah terjadi di
Maroko dan sejumlah negara muslim lain. Namun, hipotesis ini tetap
terbuka dan bergantung kepada dinamika sosial, politik, dan legislasi
Indonesia. Tren regulasi tidak dapat dipastikan hanya dari fenomena
empiris di lapangan, melainkan harus dilihat dalam kerangka politik
hukum nasional, perdebatan akademik, konfigurasi politik, dan arah
kebijakan pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di
dalam merespons isu keluarga.

Mencermati persoalan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan
hukum terkait poligami berikut dengan syarat-syaratnya mengalami
transformasi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, sekiranya merujuk
kepada ketentuan fikih Islam, terutama rujukan klasik di dalam fikih
lintas mazhab tidak ditemukan adanya intervensi hakim memberikan
izin dalam poligami. Yang diperlukan hanyalah mampu memberikan
nafkah, berlaku adil, dan tidak berbuat zalim.*® Sementara itu, dalam

%Mulia, Membangun Surga..., him. 196.
®Rida, Huqiiq Al-Nisa'..., hlm. 64; Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him.
165.



12

ulama kontemporer cenderung terbelah menjadi dua kelompok besar
baik yang setuju, maupun yang tidak. Pandangan ulama kontemporer
tersebut mempunyai relevansi serta diduga kuat memiliki kontribusi
dalam perkembangan dan pembaharuan hukum poligami Indonesia,
sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Perkawinan, Peraturan
Pemerintah tentang UU Perkawinan, maupun KHI.

Transformasi kebijakan hukum terkait izin pengadilan sebagai
syarat poligami di Indonesia mencerminkan tarik-menarik di antara
normativitas hukum Islam dan realitas sosial. Pada satu sisi, regulasi
ini bertujuan mencegah praktik poligami yang berpotensi merugikan
perempuan dan juga menjamin keadilan dalam keluarga. Di sisi lain,
kebijakan tersebut sering dikritik oleh para ulama kontemporer yang
berargumen bahwa persyaratan izin pengadilan ini bentuk intervensi
negara yang bisa menghambat kebebasan menjalankan ajaran Islam.
Terdapat berbagai pendekatan ketika menanggapi regulasi ini, yaitu
sebagian ulama melihat izin pengadilan dalam berpoligami sebagai
instrumen yang diperlukan untuk memastikan kesiapan calon suami
dalam memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam
Alquran dan sunnah. Selain itu, pengaturan tersebut memberi aspek
kemanfaatan, kebaikan, serta kemaslahatan (masla/zah). Akan tetapi,
kelompok lain justru menyoroti bahwa mekanisme perizinan ini bisa
menjadi alat kontrol yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam,
yang mengarusutamakan prinsip kesepakatan antar para pihak dalam
perkawinan, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, tanpa campur
tangan yang berlebihan dari otoritas negara.

Aspek yang masih belum banyak dielaborasi peneliti terdahulu
adalah terkait transformasi kebijakan hukum izin pengadilan sebagai
syarat poligami di Indonesia, dan kaitannya dengan pandangan para
ulama kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari temuan hasil penelitian
terdahulu yang hanya terbatas pada kajian putusan hakim, penelitian
kasus, atau hanya menganalisis materi hukum yang terdapat di dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga persoalan ini relatif belum
dielaborasi secara mendalam.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah tersebut, terdapat tiga masalah penting
yang hendak didalami dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana argumentasi para ulama kontemporer terhadap izin
hakim sebagai syarat poligami dan relevansi dengan putusan
hakim tentang praktik poligami di Indonesia?

2. Bagaimana transformasi regulasi poligami dan kaitan dengan
upaya perlindungan perempuan?

3. Bagaimana dinamika penguatan regulasi izin poligami dalam
tinjauan magqasid syart’ah dan implikasinya atas perlindungan
perempuan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis argumentasi ulama kontemporer terhadap
izin hakim sebagai syarat poligami dan relevansinya dengan
putusan hakim tentang praktik poligami di Indonesia.

2. Untuk menganalisis transformasi regulasi poligami dan kaitan
dengan upaya perlindungan perempuan.

3. Untuk menganalisis dinamika penguatan regulasi izinpoligami
dalam tinjauan magqasid syari’ah dan implikasinya terhadap
perlindungan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah daya guna yang diyakini terwujud
(outcome) bila tujuan penelitian tercapai (output). Manfaat biasanya
ditulis dalam dua konteks yaitu manfaat praktis dan manfaat teoretis.
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan
dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang
hukum keluarga Islam. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan
dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan
diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dalam
ilmu hukum Islam di bidang hukum keluarga.
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Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
jawaban atas permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat,
memberikan pemahaman atas fokus yang dikaji, khususnya di dalam
meningkatkan pengetahuan dalam teori hukum Islam dan wawasan
keilmuan pada bidang hukum keluarga. Selain itu hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat
tentang aspek yang masih belum banyak dielaborasi peneliti-peneliti
terdahulu terkait transformasi kebijakan hukum atas izin pengadilan
sebagai syarat poligami di Indonesia, dan kaitan dengan pandangan
para ulama kontemporer. Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa
dijadikan sebagai bahan bagi pengembangan materi hukum tentang
izin pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia, atau sekurang-
kurangnya menjadi data dan fakta awal bahwa ketentuan tentang izin
pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia relatif masih urgen
untuk dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu
memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang hukum keluarga. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat
dijadikan bahan tambahan referensi bagi peneliti berikutnya sebagai
kebutuhan bahan penelitian lanjutan menyangkut tema yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap transformasi kebijakan hukum mengenai izin
pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia telah menjadi topik
penting atas wacana hukum keluarga Islam kontemporer. Sejumlah
penelitian terdahulu cenderung menyoroti dinamika perumusan dan
pelaksanaan kebijakan tersebut khususnya sejak diberlakukan materi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di
dalam beberapa pasal mensyaratkan izin pengadilan sebagai langkah
preventif terhadap praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, para ulama kontemporer menunjukkan beragam
pandangan baik yang mendukung keberadaan syarat tersebut sebagai
bentuk perlindungan hak perempuan, maupun yang mengkritiknya
karena dianggap membatasi praktik yang dibolehkan secara syarak.
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Karena itu, penting untuk menelaah secara komprehensif legalitas
poligami berdasarkan pemikiran ulama kontemporer, yang berguna
memahami bagaimana tafsir keagamaan turut memengaruhi materi
kebijakan hukum nasional di dalam bidang ini.

Berikut ini, dapat dikemukakan beberapa tulisan yang relevan
dengan pembahasan tesis ini, di antaranya:

1. Penelitian Ika Tri Mustika, mahasiswa Prodi Magister Hukum
Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022, dengan Judul
yaitu: Sensitivitas Gender Hakim terkait 1zin Poligami dalam
Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta.®® Berdasarkan
rumusan masalah yang penulis buat, maka dapat disimpulkan
bahwa materi hukum yang ditetapkan oleh majelis hakim telah
memenuhi unsur sensitivitas gender, hal ini dibuktikan dengan
terpenuhinya indikator kesetaraan gender. Walaupun demikian
jika dicermati maka tampaknya Hakim tidak progresif dalam
memutuskan perkara, hal ini terlihat Hakim hanya berpegang
kepada aturan perundang-undangan yang menerangkan bahwa
seorang laki-laki dapat melakukan poligami jika terpenuhinya
syarat alternatif dan syarat kumulatif, hal ini memperlihatkan
seolah Hakim hanya berperan sebagai corong undang-undang
tanpa melakukan upaya penemuan hukum dalam menjawab
kasus yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam
hal pembuktian, hakim lebih berfokus kepada surat pernyataan
siap berlaku adil, surat pernyataan memberi izin untuk suami
melakukan poligami, serta surat keterangan mampu memenuhi
kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, tanpa memperhatikan
bukti yang menerangkan kesehatan para pihak terkait dengan
alasan diajukannya poligami karena tidak mampu mempunyai
keturunan.

%lka Tri Mustika, “Sensitivitas Gender Hakim terhadap Izin Poligami
dalam Penetapan Pengadilan Agama di DKI Jakarta.” (Tesis: Program Magister
Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),
doi:https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65576.
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2. Penelitian Ahmad Fawwaz, mahasiswa Program S2, Magister
lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang Tahun 2024, dengan judul penelitiannya: “Legalitas
Poligami berdasarkan Hukum positif Indonesia dalam Rangka
Membangun Keluarga Yang Sejahtera”.®” Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa poligami yang benar, memuliakan wanita
menurut Hukum Positif di Indonesia adalah poligami yang
sesuai dengan Undang-Undang dan terpenuhinya syarat-syarat
poligami. Praktik poligami bisa membentuk keluarga sejahtera
jika memenuhi syarat-syarat yang banyak, serta tidak mudah.
Diantaranya syarat sesuai dengan Alquran dan hadis dari sudut
pandang ulama, sesuai dengan hukum positif Indonesia. Oleh
karena beratnya syarat yang harus dipenuhi, maka tidak semua
orang yang bisa melakukan secara sempurna praktik poligami
yang dapat membentuk keluarga sejahtera. Bagi yang hendak
melakukan praktik poligami yang legal dan mencapai keluarga
sejahtera harus berpikir panjang sebelum memutuskan untuk
melakukan poligami. Jalur yang panjang haruslah dilalui dan
dipenuhi bukan hanya dari sisi emosional, tapi terukur dengan
indikator jelas.

3. Penelitian Lia Noviana, Mahasiswa Prodi Magister Al-Ahwal
Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang Tahun 2012, dengan Judul: “Praktik Poligami Tanpa
Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukum (Studi
Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di
Kabupaten Malang)”.® Hasil penelitian menunjukkan bahwa
konsep perkawinan di dalam UU di Indonesia pada hakikatnya

3"Ahmad Fawwaz, “Legalitas Poligami Berdasarkan Hukum Positif Di
Indonesia Dalam Rangka Membangun Keluarga Yang Sejahtera,” (Tesis: Program
Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), https://repos
itory.unissula.ac.id/36824/.

#Lia Noviana, “Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan
Penerapan Sanksi Hukumnya: Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat
Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang,” (Tesis: Program Magister Hukum,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), http://etheses.uin-
malang.ac.id/7767/.
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menganut asas monogami tetapi memungkinkan dilakukannya
poligami jika memenuhi persyaratan persyaratannya. Praktik
poligami tanpa izin PA menurut mayoritas Ulama tidak terlalu
dipermasalahkan, namun majelis hakim dan pegiat kesetaraan
gender sangat mempermasalahkannya, perbedaan pandangan
tersebut tidak lepas dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan,
perilaku keagamaan, pola pikir, konstruksi sosial dan lainnya.
Penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA
merupakan formula hukum dengan bentuk sanksi baik berupa
pembatalan perkawinan, pemecatan dari pekerjaan bagi PNS,
denda, penjara bahkan sanksi pidana atas pemalsuan identitas.

4. Penelitian Rita Faura dalam Jurnal: “Unes Journal Of Swara
Justisia, Vol. 5, Issue. 2, 2021” dengan judulnya “Pelaksanaan
Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Klas IA
Padang.®® Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya
undang-undang yang mengatur terkait izin poligami dimaksud
untuk membentuk ketertiban umum, memberi perlindungan
dan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban hubungan
pengaturan, selain itu juga untuk melindungi hak semua orang.
Jadi syarat-syarat formal poligami akan peduli untuk mencapai
tujuan pernikahan secara yudisial. Oleh sebab itu izin poligami
secara filosofis membuat tercapainya tujuan perkawinan dan
mengedukasi seluruh masyarakat agar supaya menyadari atas
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penelitian Azni, dalam Jurnal: “Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 2,
Juni 2015, dengan judul: “Izin Poligami di Pengadilan Agama
(Suatu Tinjauan Filosofis.*® Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa secara implisit, ketentuan ayat Alquran membolehkan
poligami, tetapi tidak menentukan persyaratan apa pun secara

%9Rita Faura, ‘“Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan
Agama Klas A Padang,” Unes Journal of Swara Justisia Vol. 5, no. 2 (2021):
198-209, https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.215.

40Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Filosofis,”
Jurnal Dakwah Risalah Vol. 26, no. 2 (2015): 55-68, https://doi.org/10.24014/
jdr.v26i2.1214.
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tegas, kecuali hanya memberikan warning apakah kamu yakin
apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena
adil itu sangat berat. Sementara syarat kebolehan berpoligami
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam
Pasal 4 ayat (2) dan juga Pasal 5 ayat (1). Ketentuan-ketentuan
yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin pada
poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 PP No. 9
tahun 1975, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang KHI
Pasal 56 ayat (3). Secara sosio-yuridis nilai-nilai filosofis yang
diusung ketentuan undang-undang mengenai izin pengadilan
untuk poligami, terkait eksistensi yaitu perkawinan poligami
tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, karena
perkawinan itu dianggap tidak pernah telah ada (wujuduhu ka
‘adamihi) sehingga tidak menyebabkan akibat hukum, tidak
dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara
legal-formal atas segala hal yang terkait hubungan hukum dari
perkawinan itu sendiri. Tidak dapat dijadikan landasan untuk
semua tuntutan hukum pada Pengadilan atas sengketa yang
timbul dari pada perkawinan itu di kemudian hari, tidak dapat
dijadikan dasar menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-
anak mereka secara legal-formal kehidupan. Secara ketentuan
menyangkut keharusan izin Pengadilan berpoligami eksistensi
dan konsekuensi perkawinan poligami berjalan sesuai dengan
apa yang dikehendaki syariat agama, yaitu terciptanya rumah
untuk ketentuan formal adalah sosio-filosofi yuridis yaitu agar
dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah
dan razmah di dalam rangka mu ‘asyarah bil ma’rif terwujud
keluarga yang tenteram dan bahagia. Karena itu keharusan izin
pengadilan praktik poligami ini harus dipahami bukan sekadar
sebagai syarat administratif, melainkan sebagai instrumen
yuridis yang bisa menegakkan nilai keadilan dan perlindungan
perempuan. Dengan kerangka ini, poligami ditempatkan pada
dalam kerangka hukum yang jelas.
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6. Penelitian Surjanti, di dalam “Jurnal Universitas Tulungagung
Bonorowo”. Volume 1 No. 2 Tahun 2014: Tinjauan Kompilasi
Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia.*! Temuan hasil
penelitiannya ialah bahwa dasar pertimbangan KHI dalam hal
membolehkan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami)
adalah pelaksanaan poligami diatur dalam KHI Buku I tentang
Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.
Keberanian KHI untuk mengaktualkan, membatasi kebebasan
poligami didasarkan alasan ketertiban umum. Alasan Pihak-
pihak yang melarang ada poligami Islam tidak menganjurkan
poligami, apalagi mewajibkan. Dalam konteks poligami dalam
ajaran Islam, poligami hanya sebuah pintu darurat kecil yang
dipersiapkan untuk situasi/kondisi darurat. Praktik poligami di
dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial meluas,
sudah memprihatinkan. Tingginya angka kekerasan terhadap
perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran
hak-hak anak, terlantarnya para istri dan anak-anak terutama
secara psikologis dan ekonomi.

7. Penelitian Aisyah, dengan judulnya “Konsep Hukum Prosedur
Mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama Berdasarkan
Hukum Positif di Indonesia”.*> Temuan penelitiannya bahwa
ketentuan hukum yang berlaku pada negara republik Indonesia
tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan
tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan
peraturan perundang-undangan telah mengatur tegas dan jelas.
Seorang suami bisa melaksanakan poligami dengan ketentuan
utama yaitu suami haruslah mampu berlaku adil terhadap istri-
istrinya, apabila suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka
hendaknya beristri satu orang saja. Prosedur mengajukan izin

“Qurjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di
Indonesia,” Jurnal Bonorowo Vol. 1, No. 2 (2014): 13-22, https://doi.org/10.365
63/bonorowo.v1i2.18.

42Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada
Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal llmiah
Advokasi Vol. 7, no. 1 (23 Maret 2019): 43-51, doi:10.36987/jiad.v7i1.244.
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poligami di pengadilan agama yaitu seorang suami bermaksud
untuk beristri lebih dari seorang, maka dia wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pengadilan sebagaimana di
ketentuan Pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian
pengadilan dalam melakukan pemeriksaan terkait hal-hal yang
telah disebutkan di atas harus memanggil dan mendengar istri
yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya,
surat permohonan serta lampiran-lampirannya. Apabila pihak
Pengadilan berpandangan bahwa cukup alasan bagi pemohon
untuk beristri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan
putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

8. Penelitian Raziatul Muna dan Syamsul Bahri di dalam Jurnal:
“Jurnal Hukum Sasana, Vol. 10, No. 1, Juni, (2024)”, dengan
Judul: “Izin Poligami dalam Penetapan Mahkamah Syar ‘iyyah
Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna
Indonesia”.*® Temuan penelitian bahwa pertimbangan majelis
hakim menetapkan perkara berdasarkan peraturan perundang-
undangan Indonesia dan ditinjau dari asas keadilan. Penelitian
ini menggunakan yuridis dan normatif, yaitu suatu pendekatan
putusan yang didasarkan peraturan perundang-undangan. Pada
akhirnya putusan No. 272/Pdt.G/2023/MS. Bna menunjukkan
bahwa majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan
Pasal 4 ayat 2 huruf ¢ kurang tepat dan belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku, serta putusan yang dikabulkan belum
sesuai dengan tujuan hukum bagi para pihak yang berperkara
karena putusan ini tidak adil bagi Termohon. Ini dikarenakan
termohon masih menjalankan kewajiban sebagai seorang istri,
termohon tidak cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat
disembuhkan dan selama masa perkawinan antara Termohon
dan Pemohon selama 20 tahun telah dikaruniai 4 (empat) orang

“3Raziatul Muna dan Syamsul Bahri, “Izin Poligami Dalam Penetapan
Mahkamah Syar’iyah: Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)
Indonesia,” Jurnal Hukum Sasana Vol. 10, no. 1 (2024): 147-61, https://doi.org/
10.31599/sasana.v10i1.813.
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anak. Selanjutnya dalam menetapkan putusan agar lebih teliti
sehingga mencitakan putusan yang adil.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah penelitian
ini ada dua, yaitu teori magasid al-syari’ah sebagai teori makronya,
dan kedua teori maslakah sebagai teori mikronya. Artinya, magasid
syart’ah (tujuan dan maksud-maksud ditetapkannya hukum di dalam
Islam) sebagai teori utama, didalamnya terdapat teori maslakah atau
kemaslahatan (menarik manfaat dan kebaikan atau menolak mudarat
dan kerusakan) sebagai substansi dari tujuan disyariatkannya norma
hukum dalam Islam (magasid al-syari’ah).

Penggunaan teori magasid al-syari ‘ah dan maslakah di dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk saling melengkapi, terlebih kedua
teori ini mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, apalagi
dikotomikan sebagai bagian yang terpisah, tetapi peneliti tidak pula
memosisikannya sebagai istilah yang sepenuhnya sinonim. Magasid
al-syart ‘ah merupakan kerangka tujuan syariat yang bersifat makro,
yaitu menjaga (kifz) agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (‘aql), harta
(al-mal), keturunan (al-nasl), kehormatan ( ‘ird), lingkungan (b7°ah),
dan lainnya, sedangkan maslakah ialah substansi kemanfaatan yang
hendak diwujudkan melalui pencapaian tujuan-tujuan syariat di atas.
Dengan demikian, teori masla/zah harus dipahami sebagai salah satu
unsur operasional dari magasid, karena ia menjadi tolok ukur apakah
satu kebijakan hukum, norma yang bentuk, maupun putusan hukum
dari majelis hakim benar-benar menghadirkan manfaat dan menolak
mudarat bagi manusia. Dalam konteks penelitian ini, teori maslazah
digunakan untuk menelaah aspek praktis dari adanya kebijakan izin
poligami, sementara itu magasid syari’ah dipakai sebagai kerangka
normatif yang lebih luas untuk menilai apakah kebijakan terkait izin
poligami sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi perempuan
dan menjaga keadilan keluarga. Untuk itu, kedua teori ini dijelaskan
lebih lanjut pada poin berikut ini.
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1. Teori Magasid Al-Syari’ah

Istilah magasid al-syari’ah, tersusun dari dua kata, yaitu istilah
magqasid dan syari’ah. Istilah magasid bermakna tujuan dan maksud.
Magasid adalah bentuk jamak dari magsad, berasal dari kata gasada
terhadap sesuatu, gasada lahu atau gasada ilaihi gasdan (dari wazan
daraba) yang berarti menghendaki, mendatangi, mengumpulkannya
dan juga menetapkannya. Adapun gasd berarti menghendaki sesuatu
atau menetapkan sesuatu, mengumpulkan sesuatu, atau berlaku adil
di dalamnya.** Menurut istilah, Ahmad Al-RaistinT mengemukakan
bahwa magasid bermakna sesuatu yang menjadi tujuan niat, menjadi
arah kehendak baik ketika berkata maupun ketika berbuat.*> Dengan
pengertian ini, jelaslah bahwa magasid ini berkaitan dengan tujuan-
tujuan yang datangnya dari niat dan kehendak untuk berkata ataupun
berbuat. Kata “maksud” ini sendiri, dalam kamus bahasa Indonesia,
pada dasarnya ditarik atau diserap dari istilah magasid atau magsud
dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, penggunaan istilah magasid ini
berlaku umum untuk semua hal, yang maknanya sebagai tujuan atau
maksud seseorang.

Adapun istilah syari’ah dalam bahasa Indonesia ditulis syariat,
secara etimologi dapat diartikan sebagai agama, jalan, metode, cara,
landasan, sunnah ataupun pijakan.*® Syariah sebagai suatu peraturan
dan ketetapan yang Allah SWT, yang diperintahkan pada hambanya
seperti kewajiban pelaksanaan salat, puasa, haji, zakat dan kebajikan

“Muhammad Al-Zuhaili, “Maqasid al-Syari’ah: Asas li Huquq al-Insan”
di dalam Hugiiq Al-Insan Mahwar Magasid Al-Syari’ah, oleh Ahmad Al-Raistini,
Muhammad Al-Zuhaili, Muhammad Usman Syubair (Qatar: Wizarah Al-Syu’iin
Al-Islamiyyah wa Al-Augqaf, 2002), hlm. 70; Lihat juga dalam tulisan, Imanuddin,
“Menakar Probabilitas Nilai Maslahah pada Produk dan Pola Operasional Bank
Syariah di Aceh,” Jurnal Hukum: Wagfeya Vol. 1, No. 1 (2024): him. 4, doi:uin-
arranry.academia.edu/imanuddinba.

“Ahmad Al-Raisiini, Madkhal Ila Magasid Al-Syari’ah (Kairo: Dar Al-
Kalimah, 2010), him. 7.

46Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir: Kamus
Indonesia Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 575; J.M. Cowan,
Arabic English Dictionary, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services,
1976), him. 392.
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lainnya.*” Dalam llmu Ushul Figh istilah syariat umum didefinisikan
sebagai al-2ukm, suatu titah (khizab) Allah SWT yang terkait dengan
perbuatan mukallaf (orang yang secara hukum tergolong layak untuk
dibebani hukum), baik titah itu mengandung tuntutan (perintah, baik
bernilai hukum sunat, wajib, atau berbentuk larangan, dapat bernilai
hukum makruh, maupun haram), pilihan untuk melakukan dan tidak
melakukan atau berkenaan dengan penetapan (tentang hukum wad 7,
yang terdiri dari tujuh bentuk, yaitu sah, batal, syarat, sebab, mani’
penghalang, azimah, atau hukum asal terkait suatu dalil dan rukhsah
atau penyimpangan dari hukum asal, atau disebut juga dengan istilah
keringanan.*®

Memperhatikan definisi magasid dan syari’ah tersebut, secara
sepintas dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan atau maksud-maksud
ditetapkannya satu syariat hukum Islam. Al-Raistini mengemukakan
beberapa penamaan yang seluruhnya sama. Istilah magasid al-syari’
magqasid syart’ah, atau magqasid syar iyyah, seluruhnya merupakan
istilah yang digunakan dengan makna yang selaras.*® Istilah magasid
syart’ah di atas juga sering disingkat dengan magqasidi. Penggunaan
istilah magqasidi ini cukup beralasan, karena istilah tersebut umum
digunakan untuk memaknai magasid syari’ah. Banyak ahli hukum
Islam menggunakan istilah magqasidi sebagai padanan dari magasid
syari’ah, seperti Ahmad Al-Raisiini,*° Jasir ‘Audah,® dan beberapa
ulama kontemporer lainnya sengaja menggunakan istilah magasidr

4y asuf Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah Syari’ah Al-Islamiyyah, (Terj:
Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 13.

48 AlT Hasballah, Usil Al-Tasyri’ Al-Islami (Mesir: Dar Al-Ma’arif, 1976),
him. 375; Lihat juga, ‘Abd Al-Hayy ‘Abd Al-‘Al, Usil Al-Figh Al-Islami, (Terj:
Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 26; ‘Abd Al-
Wahhab Khallaf, ‘Iim Usal Figh, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed. Satu, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), him. 172.

4Ahmad Al-Raisiini, Nazariyyah Al-Magqdsid ’inda Al-Imam Al-Syatibt
(Herndon Virginia: Al-Ma’had Al-’Alimi i Al-Fikr Al-Islami, 1995), hlm. 17.

0Ahmad Al-Raisiini, Al-Fikr Al-Magasidi Qawa’iduhu Wa Fawa iduhu”.
(Mesir: Dar Al-Kalimah, 2013), him. 13-15.

Sljasir ‘Audah, Al-Ijtihad Al-Maqgasidi min Al-Tasawwur Al-Usili ila Al-
Tanzil Al-‘Amali (Beirut: Al-Syibkah Al-Arabiyyah, 2013), him. 9-15.
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dalam buku-buku mereka, dan seluruhnya memberikan maksud yang
sama pada makna magqasid syari’ah.

Untuk melengkapi pemahaman ini, penting dikutip pandangan
para ahli mengenai makna dan batasan magqasid al syari’ah.

a. Definisi yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili, bahwa istilah
magqasid syari’ah adalah makna-makna ataupun tujuan-tujuan
yang dipelihara syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian
besar hukumnya, atau disebut juga sebagai tujuan akhir syariat
serta rahasia-rahasia (asrar) yang diletakkan oleh syarak pada
setiap hukumnya.®

b. Yiasuf Al-Qaradawi mengemukakan bahwa magasid syari’ah
sebagai tujuan, maksud, yang menjadi target teks serta hukum-
hukum yang partikular (rinci, spesifik) untuk direalisasikan di
dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan, atau
mubah dan diasosiasikan untuk individu, keluarga, jamaah dan
umat. Magasid syari’ah juga disebut dengan hikmah-hikmah
yang menjadi tujuan ditetapkan hukum.>?

¢. Menurut Muhammad Al-Zuhaili (saudara Wahbah Al-Zuhaili)
bahwa magasid al-syari’ah, adalah terwujudnya kemaslahatan
manusia di dunia dan akhirat, baik dalam waktu dekat maupun
dalam jangka panjang. Kemaslahatan manusia ketika berada di
dunia mencakup seluruh hal yang mampu membawa manfaat,
kebahagiaan, perbaikan, keadilan dan kenyamanan bagi insan,
serta segala hal yang membantu mereka menghindari bahaya,
kerugian dan kerusakan, baik yang bersifat umum atau khusus.
Adapun kemaslahatan manusia ketika berada di akhirat, adalah
memperoleh keridaan dari Allah Ta’ala di surga, keselamatan
dari siksa dan juga murka-Nya di neraka. Ketentuan-ketentuan
syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia,
dan menolak kerusakan dari mereka. Setiap hukum ditetapkan

S2Wahbah Al-Zuhaili, Usii/ Al-Figh Al-Islami (Damaskus: Dar Al-Fikr,
1986), him. 1017.

Byisuf Al-Qaradawi, Dirdasah fi Figh Magasid Al-Syari’ah Baina
Magasid Al-Kulliyyah wa Al-Nugsiis Al-Juz’iyyah, 1, (Terj: Arif Munandar
Riswanto), Cet. 3 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 17-18.
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untuk menjamin salah satu kemaslahatan, atau menolak salah
satu kerusakan, atau sekaligus mencapai keduanya. Tidak ada
satu kemaslahatan pun di dunia dan di akhirat itu kecuali telah
diperhatikan oleh syari’ (Allah SWT), dan ditetapkan hukum-
hukum yang menjamin keberadaannya, dan juga cara menjaga
kelestariannya.>*

d. Jasir ‘Audah menjelaskan bahwa magqasid syari’ah berkenaan
dengan hikmah di balik setiap ketentuan hukum dalam Islam.
Hikmah tersebut berupa namun tidak terbatas pada penguatan
solidaritas serta ikatan sosial, contohnya seperti tujuan di balik
kewajiban zakat, berbuat baik pada tetangga, dan memberikan
salam kepada sesama. Hikmah lain yang juga menjadi tujuan
dari hukum adalah ketakwaan, yang menjadi salah satu alasan
diwajibkannya shalat, zakat, puasa dan yang lainnya. Magasid
merupakan tujuan-tujuan mulia yang hendak dicapai legislasi
syariat melalui larangan terhadap hal-hal tertentu, atau justru
sebaliknya melalui pemberian izin terhadap hal tertentu.>® Jasir
‘Audah juga menjelaskan bahwa magasid syari’ah merupakan
kumpulan tujuan ilahiah dan konsep moral yang menjadi dasar
bagi legislasi Islam, contoh seperti prinsip keadilan, martabat
manusia, kebebasan berkehendak, keluhuran budi, kemudahan
bagi umat, dan kerja sama sosial. Tujuan dan konsep semacam
ini membentuk jembatan antara legislasi hukum Islam dengan
konsep-konsep yang berlaku saat ini terkait hak asasi manusia,
pembangunan, keadilan sosial, dan dapat menjadi jawaban atas
sejumlah pertanyaan mendasar.>®
Dari beberapa definisi tersebut, bisa dipahami bahwa magasid

syart’ah terkait langsung dengan tujuan atau maksud ditetapkannya
hukum Islam, di dalamnya prinsip-prinsip/asas umum yang menjadi
alasan di balik ditetapkan suatu hukum. Di sini, tujuan syariat bukan

S Muhammad Al-Zuhaili, Maqasid Al-Syari’ah Al-Islamiyyah, (Damaskus:
Dar Al-Fikr, 2009), him. 2.

SJasir ‘Audah, Magasid Al-Syari’ah: Dalil lil Mubtadi’', (London: Al-
Ma’had Al-‘Alimi 1i Al-Fikr Al-Islami, 2011), him. 13.

%1bid., him. 14.
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hanya terbatas pada hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT dan
Rasul-Nya, tetapi juga lebih dari itu adalah hukum dalam arti produk
ijtihad ataupun pemahaman hukum (figh) para fukaha, dan tentu juga
terkait hukum dalam artian perundang-undangan hasil legislasi. Oleh
karena itu, teori magasid ini berhubungan dengan tujuan satu hukum
itu ditetapkan, yaitu demi kemaslahatan. Maqasid syari’ah sebagai
kemaslahatan (maslakah) yang menjadi kehendak khalig atau Allah
SWT, melalui peraturan yang diturunkan-Nya.>’ Tidak terbatas pada
kehendak khalig, karena hukum itu ada juga yang dibentuk dan juga
ditetapkan oleh hamba, maka magasid syari’ah mencakup pula arti
kehendak hamba (makhliiq), misalnya magasid syart’ah dalam fikih
(hukum yang menjadi produk pemahaman ulama), ataupun magqasid
syart’'ah pada peraturan perundang-undangan (hukum yang menjadi
produk pejabat yang berwenang). Dengan kata lain ialah suatu tujuan
asasi dari rangkaian proses pembentukan syariat untuk menerapkan
kemaslahatan hamba, baik itu di dunia maupun di akhirat.>®

Dalam konteks ini, teori ada keterkaitan, relasi, dan relasi erat
antara teori magasid al-syari’ah dan teori maslakah. Maslakah ialah
sebagai tujuan dari hukum Islam (magasid al- ‘ammah al-syart’ah),
atau tujuan umum ditetapkannya suatu hukum. Pada posisi ini, Al-
Ghazali seperti diulas oleh Al Yasa’ Abubakar, menyebutkan makna
maslakah sebagai upaya dalam menjaga tujuan syar’ (al-mufafazah
ala magsud syar’).>® Sebagai tujuan syariat (magasid syari’ah), para
ulama membuat teori magasid al-syari’ah ini menjadi tiga cakupan
kebutuhan, yaitu:

a. Kebutuhan primer, atau disebut daririyyah, yaitu kebutuhan
maslahat bagi manusia yang sifatnya sangat urgen, pokok, mau
tidak mau haruslah dipenuhi. Pada awalnya, ulama membatasi
tingkat kebutuhan darirt hanya di dalam lima aspek mencakup
pemeliharaan agama (kifz din), memelihara jiwa (4ifz al-nafs),

S’Al Yasa’ Abubakar, Metode Istis/ahiah: Pemanfaatan llmu Pengetahuan
dalam Ushul Figh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 11.

8Abu Yasid, Logika Ushul Figh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Magashid
Al-Syariah, Edisi Pertama, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), him. 60.

59 Abubakar, Metode Istisi@hiah..., him. 35.
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memelihara akal pikiran (Zifz al-‘ag/), memelihara harta (Aifz
al-mal), serta memelihara keturunan (kifz nasl). Pandangan ini
dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M),®° dan
lebih awal lagi dijelaskan oleh gurunya, yaitu Imam ‘Abdullah
Ibn Yasuf Al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), namun penyebutan
sistematisasi kelima kategori tersebut belum dijelaskan secara
rinci. Imam Al-Juwaini hanya menyebutkannya dalam bentuk
contoh kebutuhan dariuriyyah seperti ketentuan syariat tentang
kewajiban hukuman gisas. Alasan hadirnya jenis sanksi gisas
ini ialah terwujudnya perlindungan terhadap darah yang harus
dijaga dan pencegahan dari tindakan melanggar terhadapnya.®!
Al-Juwaini tidak menyebutkannya dengan istilah Aifz al-nafs
dalam contoh gisas ini. Istilah Aifz al-nafs justru direkonstruksi
oleh muridnya secara tegas oleh Imam al-Ghazali sebagaimana
dikemukakan di dalam kitab Al-Mustasfa. Seperti contoh lain,
terkait kehalalan dan sahnya tindakan jual beli, di mana proses
jual beli ini yang tujuannya karena sangat dibutuhkan manusia
untuk mempertukarkan serta mendapatkan harta dan termasuk
ke dalam kebutuhan daruri. Kemudian, oleh Imam Al-Ghazali
membuat formulanya dengan penyebutan Aifz al-mal. Teori ini
kemudian diformulasikan secara lebih mandiri serta sistematis
oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, di dalam kitabnya Al-Muwafaqgat fi
Usul Al-Syariyyah, dan di dalam kitabnya berjudul: Tahzib al-
Muwafaqat.5?

Terkait kelima kebutuhan darirt tersebut maka tindakan
apa pun yang mengandung upaya untuk menjaga lima perkara
pokok itu, maka itulah yang disebut kemaslahatan/maslakah,
sebaliknya segala apa pun yang merusak ataupun mengandung

80Abili Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasfa min "Ilm Al-Usiil (Riyad: Sidrah Al-
Muntaha, 2000), him. 328.

61 Abd Al-Malik bin Abdullah bin Yisuf Al-Juwaini, Al-Burhan fi Usil Al-
Figh, (Tahqiq: ‘Abd Al-‘Azim Dib), (Qatar: Jami’ah Qatar, 1399 H), hlm. 923.

82Abt Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usiil Al-Syari’ah, (Beirut: Dar Al-
Kutb Al-’Tlmiyyah, 2004); Ab1 Ishaq Al-Syatibi, Tahzib al-Muwafagat, (Mesir:
Dar Ibn Jauzi, 1430).
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kerusakan terhadap kelima pokok tersebut, itulah yang disebut
kerusakan/mafsadah.®®

Meskipun begitu, ulama belakangan menilai kebutuhan
primer tidak terbatas kepada lima kategori seperti diulas Imam
Al-Ghazali. Al-Qurafi misalnya, dia menambahkan Aifz al- ‘ird
(memelihara kehormatan) sebagai cakupan dari daririyyah.®*
Ulama kontemporer yang lahir belakangan, justru menambah
klasifikasi daririyyah secara lebih luas, termasuk di dalamnya
menjaga kehormatan (kifz ‘ird), menjaga lingkungan (kifz al-
bi’ah),% menjaga nilai-nilai kehidupan manusia (kifz al-gimah
hayah al-insaniyyah), memelihara eksistensi manusia (%ifz zat
al-insaniyyah), memelihara masyarakat (kifz al-mujtama’) dan
memelihara lingkungan material, memelihara nilai-nilai sosial
dan nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, solidaritas, dan
hak-hak asasi manusia.®® Jadi, teori magasid al-syari’ah dalam
kategori darariyyah ini cukup luas cakupannya, yang berpunca
pada upaya dalam memelihara kebutuhan yang bersifat pokok
bagi manusia, yang dengannya eksistensi kehidupan manusia
di dunia akan terganggu.
. Kebutuhan sekunder (%zajiyyah), yaitu maslahat berupa tingkat
kebutuhan hidup manusia tidak sampai kepada tingkat dariri.
Jenis kebutuhan ini secara langsung mendukung terlaksananya
kebutuhan pokok yang memberi kemudahan bagi pemenuhan
kebutuhan hidup manusia. Sekiranya kebutuhan tersebut tidak
terpenuhi, tidak sampai mencederai atau merusak kelima unsur
pokok di atas seperti ketentuan rukhsah dalam ibadah, rukhsah
orang sakit untuk shalat dan juga puasa, dibolehkan melakukan

83y tisuf Al-Qaradawi, Siyasah Al-Syar’iyyah fi Dau’ Nusiis Al-Syari’ah wa

Magqasiduha, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019),
him. 110.

%4Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah..., him. 201; Al-Qaradawi, Dirdsah fi

Figh Magasid..., him. 27.

®Wahbah Al-Zuhaili, Himayah Al-Bi’ah fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah

(Suriah: Dar Al-Maktabi, 2010), hlm. 2; Yasuf Al-Qaradawi, Ri’ayah Al-Bi’ah fi
Al-Syart’ah Al-Islamiyyah (Kairo: Dar Al-Syurtq, 2001), hlm. 3-5.

Al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Magasid..., him. 28.
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berutang piutang dalam akad jual beli.%” Masih banyak contoh
lainnya seperti yang dikemukakan Imam Al-Juwaini, misalnya
dibolehkan sewa menyewa tempat tinggal. Sekiranya di dalam
kebutuhan darirt ialah sahnya jual beli untuk memiliki rumah
sebagai satu tempat berteduh (tempat tinggal), maka sekiranya
kebutuhan ini tidak bisa dilaksanakan, maka ada kemungkinan
jalan lain yang sifatnya tidak sampai pada tingkat dariri, tetapi
hanya sebatas kategori /aji (sekunder), yaitu seseorang tetap
mampu memiliki tempat tinggal (meskipun sementara) dengan
cara sewa menyewa.%®

Kebutuhan sekunder ini juga berkaitan langsung dengan
hukum-hukum yang menjadi produk fikih para ulama, dan bisa
juga terkait dengan hukum-hukum yang ditetapkan pemerintah
atau lembaga yang berwenang. Intinya, semua produk hukum,
baik yang ada nasnya maupun yang tidak ada nasnya, maka itu
semua harus punya maksud dan tujuan untuk memenuhi aspek
kebutuhan Aaji yang sebisa mungkin tidak berbenturan dengan
kebutuhan daruri. Kategori kebutuhan ini juga menjadi ukuran
menjadi batu analisis apakah izin pengadilan dalam kebijakan
hukum poligami tergolong pada kebutuhan dariirt atau haji. Di
sini letak pentingnya teori ini digunakan.
. Kebutuhan tersier (taZsiniyyah), atau dalam istilah Al-Juwaini
disebut dengan makrumah (kemuliaan).%® Adapun Muhammad
Quraish Shihab mengemukakannya dengan istilah kamaliyyah
(penyempurnaan).® Jenis taksiniyyah ini adalah kemaslahatan
yang tingkat kebutuhannya tidak sampai kepada tingkat dariiri
dan tidak pula sampai tingkat /aji. Namun demikian, jenis ini
perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan juga

7 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Cet. 2, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2011), him. 350.

88Al-Juwaint, Al-Burhan fi Usil Al-Figh..., him. 923.
1bid., him. 924-925.
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan & Aturan yang

Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Alquran, Dilengkapi Penjelasan
Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran (Tangerang: Lentera Hati,
2013), him. 315-316.
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keindahan dalam kehidupan manusia. Tingkat kebutuhan jenis

taksini juga terkait erat dengan lima kebutuhan pokok manusia

terdahulu.™

Teori magasid al-syari’ah yang peneliti gunakan memberikan
legitimasi di dalam pengembangan hukum Islam dalam menghadapi
kasus kontemporer yang tidak secara eksplisit disebut di dalam nas.
Ketentuan hukum yang bersumber dari teks bisa diperluas cakupan
dan ruang lingkupnya melalui pendekatan magasid sehingga hukum
Islam tidak terjebak pada formalitas tekstual nash, namun diarahkan
pada pencapaian tujuan syariat dengan berusaha melihat pada aspek
kemaslahatan. Atas dasar itu, penelitian ini menjadikan magasid al-
syari’ah sebagai dasar atau landasan dalam menganalisis kebijakan
izin hakim pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia. Analisis
ini bertujuan untuk menilai sejauh mana norma tersebut bersesuaian
dengan tujuan syariat dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak
perempuan selain itu memastikan keberlangsungan keluarga sebagai
bagian dari memelihara ketentuan agama mengenai pelaksanaan hak
dan kewajiban suami istri dalam poligami (kifz al-din), memelihara
keturunan bagi pasangan poligami (4ifz al-nasl), memelihara harta
benda yang diperoleh pasangan poligami (kifz al-mal), serta menjaga
kehormatan masing-masing pasangan poligami terutama perempuan
selaku istri (%ifz al- ‘ird). Dengan demikian teori magasid al-syari’ah
tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, tapi lebih jauh justru
digunakan sebagai instrumen evaluatif terkait praktik hukum positif,
sehingga poligami dapat dipahami bukan sekadar dari konteks legal-
formal saja, melainkan dari perspektif kemaslahatan yang lebih luas.
2. Teori Maglahah

Teori maslakah berhubungan dengan upaya untuk bisa menilai
aspek kemaslahatan dan kemanfaatan satu ketentuan hukum. Istilah
maslazah bermakna kebaikan. Yusuf Al-Qaradawi memaknai istilah
maslahah sebagai upaya menarik kemanfaatan dan menilah mudarat

"Syarifuddin, Ushul Figh..., him. 350; Busyro, Magasid Al-Syari’ah:
Pengetahuan Mendasar Mengetahui Maslahah (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2019), him. 40-44.
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atau sebaliknya.”> Pemaknaan ini pada dasarnya merujuk pada Imam
Al-Ghazali, yang juga dikutip oleh Ahmad Al-Raistini, bahwa istilah
maslakah berarti jalb manfa’ah (menarik manfaat kebaikan) ataupun
daf’u madarrah (menolak kerusakan).”® Al-Zuhaili mengemukakan,
makna bahasa masla/zah atau masalih ialah manfa’'ah (manfaat) dan
merupakan lawan dari mafsadah (kerusakan).’*

Menurut makna terminologi maslazah atau masal/ik dijelaskan
oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana pula dikutip Al-Zuhaili dan Al-
Biiti, bahwa magslakah adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan syariat
pada manusia ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan
terhadap lima pokok ini ialah maslazah.”™ Menurut lbnu Qayyim Al-
Jauziyyah, maslakah adalah kenikmatan dan kelezatan, serta segala
sesuatu yang mengantarkan kepadanya, sedangkan mafsadah adalah
siksaan dan juga rasa sakit, serta segala sesuatu yang mengantarkan
kepadanya.’® Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami maslakah
sebagai segala sesuatu yang menjaga tujuan syariat, serta mencakup
segala bentuk kenikmatan serta manfaat yang mengantarkan kepada
kebaikan, sebaliknya mafsadah merupakan segala bentuk kerusakan,
siksaan, dan rasa sakit yang membawa kepada keburukan. Jadi, kata
maslakah pada prinsipnya merupakan upaya untuk meraih manfaat,
sekaligus menolak mudarat, sehingga menjadi landasan utama dalam
ketetapan hukum Islam demi tercapainya kesejahteraan kebahagiaan
manusia.

Teori maslakah ini sangat erat kaitannya dengan teori magasid
syart’ah dan menjadi bagian dari tujuan ditetapkannya hukum, yang

2Al-Qaradawi, Siyasah Al-Syar’iyyah..., him. 109.

Ahmad Al-Raisiini, Muhadarat fi Magasid Al-Syari’ah (Kairo: Dar Al-
Kalimah, 2014), him. 125-126.

Wahbah Al-Zuhaili, Qadaya Al-Figh wa Al-Fikr Al-Mu asir (Damaskus:
Dar Al-Fikr, 2006), Juz 2, him. 78.

SAl-Ghazali, Al-Mustasfa..., him. 286; Al-Zuhaili, Qadaya Al-Figh..., Juz
2, hIm. 78; Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti, Dawabit Al-Maslahah fi Al-
Syari’ah Al-Islamiyyah (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1973), hlm. 2.

®lbn Qayyim Al-Jauziyyah, Mifiah Dar Al-Sa’adah wa Mansyir Wilayat
Al-‘Iim wa Al-Iradah (Mekah: Dar Alim Al-Fawa’id, 1432), hlm. 892.
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disebut dengan magqasid al-syari’ah seperti telah dikemukakan pada
teori awal sebelumnya.”” Sebagai tujuan hukum di dalam Islam maka
maslakzah memiliki beberapa kriteria. Dilihat dari sisi kesesuaiannya
dengan kehendak syarak, maslazah dibagi dalam tiga bentuk umum,
yaitu:

a. Maslahah mu’tabarah (kemaslahatan yang sesuai dan diterima
oleh nas syarak). Banyak contoh jenis maslakah ini, yaitu tiap
hukum yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis, misalnya di
dalam masalah kudiid, qisas/diyat, larangan riba, ada larangan
memakan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Ketentuan itu
semua memiliki sisi maslaszah yang selaras atau sesuai dengan
kehendak syarak.

b. Maslakah mulghah (kemaslahatan yang ditolak oleh nash). Di
dalam konteks ini, akal menilai bahwa suatu perbuatan hukum
memiliki sisi maslakah akan tetapi justru bertentangan dengan
kehendak syarak. Dengan kata lain, maslakah mulghah adalah
lawan dari maslahah mu tabarah. Contohnya seperti membagi
harta warisan bukan berdasarkan ketentuan Alguran dan hadis,
tetapi berdasarkan pembagian yang sama rata karena ini dinilai
mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi keluarga atau
ahli waris. Selain itu, mengganti hukuman potong tangan, atau
hukuman cambuk 100 kali bagi penzina (ghairu muisan atau
terhadap pelaku yang belum menikah), dengan hukuman lain,
seperti hukuman penjara, karena menurut akal dinilai memiliki
dan mendatangkan sisi maslakah. Padahal keyakinan ini tidak
atau kurang sejalan dengan kehendak syarak. Karena itu, maka
jenis maslakah ini lebih kepada mengganti dan memalingkan
ketentuan hukum syar’ yang ditetapkan di dalam Alquran dan
hadis dengan hukum lain atas alasan pertimbangan kebaikan,
kemanfaatan dan kemaslahatan.

" Al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Magasid..., him. 180.

BAhmad Al-Raisiini, Al-Tajdid Al-Usili: Nahwu Siyaghah Tajdidiyyah li
Ilm Usil Al-Figh, (Yordania: Al-Ma’had Al-’Alimi 1i Al-Fikr Al-Islami, 2014),
him. 410.
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c. Maslakah mursalah (maslahat kebaikan yang turun bersamaan
dengan tema hukum tertentu, yang tidak ditolak atau diterima
oleh nas tetapi diterima oleh akal).”® Secara bahasa kata mursall
diambil dari kata irsal, yang berarti melepaskan dan juga tidak
menahan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa masla/ah al-
mursalah adalah maslahat yang tidak memiliki pertimbangan
khusus dari syariat baik berupa pengakuan maupun penolakan.
Namun, hal ini tidak berarti bahwa maslaszah mursalah sama
sekali tidak memiliki dasar syar 7, tetapi tidak mempunyai nas
khusus yang mengakuinya atau menolaknya adapun maslakah
mulghah (maslahat yang ditolak, tertolak) terdapat nash yang
menunjukkan pembatalannya maka posisi maslazah mursalah
berada dalam posisi tengah antara maslazah mu ‘tabarah (yang
diakui) dan maslahah mulghah (yang ditolak).8% Contoh jenis
kemaslahatan seperti nikah harus dicatatkan sebab mempunyai
sisi kemaslahatan bagi pasangan nikah, kemudian pembagian
harta bersama suami istri, dan lain sebagainya.®!

Teori maslakah digunakan dalam menganalisis dan menjawab
tentang transformasi kebijakan hukum menyangkut izin hakim atau
pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia. Teori maslakah di
dalam khazanah ilmu usul fikih, merupakan teori normatif-etik yang
berakar dalam prinsip-prinsip keadilan Islam. la bertumpu pada asas
bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kerusakan (mafsadah), baik pada tingkat individu maupun
masyarakat. Di dalam konteks ini, teori maslakah diposisikan bukan
hanya sebagai landasan filosofis hukum Islam, namun juga sebagai
kerangka normatif untuk menilai kebijakan hukum positif yang lahir
dari negara modern seperti Indonesia.

Izin pengadilan sebagai instrumen perlindungan hukum suami
yang melakukan poligami. Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 5 Undang-

SAbubakar, Metode Istis/@hiah..., him. 133.

80¢Abd Al-Hakim Al-Ramili, Taghayyur Al-Famwa fi Al-Figh Al-Islami,
(Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Tlmiyyah, 2017), him. 510.

8LAbdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 114.
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Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan adanya
izin dari pengadilan pada seorang suami yang hendak berpoligami.
Ketentuan ini bukan sekadar administratif melainkan mencerminkan
bentuk taqyid al-mubah, atau pembatasan terhadap kebolehan syar’t
atas poligami di dalam rangka kemaslahatan sosial. Dalam kerangka
maslakah, izin hakim dapat dianalisis sebagai bentuk perlindungan
terhadap hak istri dan anak yang termasuk dalam kategori maslakah.
Oleh sebab itu, teori ini digunakan untuk menganalisis isu hukum di
dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah yang
ilmiah disusun secara logis dan sistematis menggunakan metodologi
ilmiah. Metode penelitian sangat diperlukan di dalam satu penelitian
untuk menentukan arah sebuah penelitian.®? Secara definitif, metode
penelitian adalah cara-cara dalam melaksanakan suatu penelitian dan
aktivitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang
ilmu hukum (fikih Islam) yang letaknya di dalam rumpun ilmu-ilmu
sosial, maka pendekatan penelitian yang sepatutnya digunakan ialah
pendekatan kualitatif. Selaras dengan yang diketengahkan oleh Cik
Hasan Bisri, bahwa model penelitian fikih cenderung lebih tepat dan
layak menggunakan paradigma pendekatan penelitian kualitatif dan
bukan penelitian kuantitatif.®®

Saifuddin Anwar juga mengungkapkan, pendekatan kualitatif
lebih menekankan kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif
analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati
dengan menggunakan logika ilmiah.3* Dalam penelitian ini, refleksi
dari pendekatan kualitatif bertumpu pada munculnya ragam materi

82Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
him. 13.

8Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh; Paradigma Penelitian Figh dan
Figh Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), him. 24.

8Gaifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), him. 5.
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hukum yang ditemukan di lapangan, khususnya tentang transformasi
kebijakan hukum tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami di
Indonesia, di dalam kerangka bangun menelaah legalitas poligami di
kalangan ulama kontemporer.

Dengan demikian, penggunaan istilah pendekatan “kualitatif”
di sini bukanlah dimaksudkan untuk menempatkan penelitian hukum
normatif ke dalam dikotomi metodologi ilmu sosial (kualitatif yang
umumnya dipahami empiris lapangan) melainkan sebagai penegasan
bahwa analisis terhadap bahan hukum dilaksanakan secara deskriptif
kualitatif, yakni menekankan kepada penalaran deduktif dan induktif
terhadap data sekunder, berupa bahan hukum perundang-undangan,
putusan pengadilan, dan literatur hukum. Ini perlu dipertegas karena
yang peneliti maksud dengan istilah “kualitatif” dalam penelitian ini
adalah pada pendekatan analisisnya, bukan terhadap jenis penelitian
empiris lapangan sebagaimana lazim digunakan di dalam ilmu sosial
murni. Dengan kata lain, penelitian ini tetap berada dalam kerangka
penelitian hukum normatif yang berbasis pada data sekunder berupa
regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga literatur
hukum, namun analisis terhadap bahan hukum tersebut dilaksanakan
secara deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif dan induktif.
Ini sejalan dengan pandangan Cik Hasan Bisri dan Saifuddin Anwar
di atas. Begitu pun dikemukakan oleh Prof. Zainuddin Ali, bahwa di
dalam penelitian yuridis normatif, itu juga bersifat kualitatif, di mana
penelitian mengacu kepada norma hukum yang ada dalam ketentuan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma hukum
di masyarakat.®

Sebagai bagian dari bentuk ilmu sosial maka metode penelitian
hukum bersifat sui generis (unik, khas ilmu hukum). Karena bersifat
khas, bentuk pendekatannya juga unik dibandingkan dengan bentuk
penelitian ilmu sosial lainnya. Penelitian hukum memiliki beberapa
bentuk pendekatan (type of approach), misalnya seperti pendekatan
kasus (case approach), pendekatan historis, ataupun sejarah hukum

8Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021),
him. 105.
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(historical approach), konseptual (conceptual approach), kemudian
pendekatan undang-undang (statute approach) beserta perbandingan
(comparative approach).®

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan
undang-undang atau statute approach), serta pendekatan konseptual
atau conceptual approach. Pendekatan undang-undang, merupakan
suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap materi
hukum di dalam peraturan perundang-undangan, adapun pendekatan
konseptual dalam penelitian hukum adalah sebagai pendekatan yang
beranjak kepada pendapat-pendapat atau doktrin yang sesuai dengan
isu hukum (legal issue) yang sedang diteliti, dan dengan pandangan,
norma ataupun doktrin hukum tersebut, dapat dijadikan bahan dasar
menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.8” Adapun isu hukum
yang dibahas dalam kajian ini adalah transformasi kebijakan hukum
izin pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia dalam kerangka
bangun menelaah legalitas poligami di kalangan ulama kontemporer,
dan kaitannya dengan perlindungan terkait hak-hak perempuan yang
berbasis gender.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk studi pustaka (library research), yaitu
mengemukakan permasalahan penelitian, berdasarkan narasi ilmiah
terkait dengan objek kajian atau fokus masalah, yang ditelusuri dari
bahan-bahan pustaka. Penelitian kepustakaan dimaksudkan meneliti
permasalahan secara konseptual mengenai kebijakan hukum tentang
izin pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia.

Secara umum, jenis penelitian dalam penelitian hukum dibagi
ke dalam dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif, atau disebut
juga dengan penelitian yuridis normatif. Bentuk yang kedua adalah
penelitian hukum sosiologis atau empiris disebut juga dengan yuridis
empiris.2 Dalam konteks tesis ini, maka jenis penelitian ini adalah

®peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 16, Edisi Revisi,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), him. 133.

8 Ibid.

8Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 149.
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penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan
aspek kajian norma hukum atau doktrin para ahli hukum, sehingga
tidak ada kaitan dengan data empiris, atas dasar itu datanya adalah
data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang
objek penelitian khususnya mengenai kebijakan hukum tentang izin
pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia.
3. Sumber data

Penelitian hukum umumnya dikenal dalam dua bentuk, yaitu
penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dan jenis penelitian
hukum empiris/sosiologis atau yuridis empiris/sosiologis.® Sumber
data pada dua bentuk penelitian hukum ini memiliki sumber berbeda.
Sumber data penelitian hukum empiris atau sosiologis menggunakan
sumber data primer, yaitu data pokok mentah berupa wawancara dan
observasi hanya didapatkan dari hasil penelitian lapangan atau studi
kasus. Sementara penelitian hukum normatif memakai sumber data
sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan,
atau literatur-literatur. Menimbang penelitian ini termasuk ke dalam
ranah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dipakai adalah
sepenuhnya dari data sekunder.

Sumber data sekunder kemudian diklasifikasikan menjadi tiga
(tiga) bahasan jenis hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.*® Masing-masing bahan hukum
tersebut dapat dirincikan kembali dalam ulasan berikut ini:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dipakai
dan digunakan sebagai bahan pokok dan secara langsung dapat
memberikan informasi mengenai fokus tesis ini. Bahan hukum
primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu ketentuan
peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU tentang
Perkawinan, PP terkait UU Perkawinan dan ketentuan dalam
KHI. Peneliti juga menelusuri putusan hakim dengan mencari
secara spesifik pada bagian ikon “search’ dalam laman Sistem

®1bid.

0] Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
him. 192.
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Informasi Penelusuran Perkara di Mahkamah Syar’iyyah. Hal
ini untuk menemukan jumlah permohonan izin poligami.
b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kedua
yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab-Kkitab fikih
klasik maupun kontemporer, kitab tafsir, buku-buku hukum, di
antaranya karangan Abdullah Ibn Al-Tahir Al-Siisi Al-Tanaffi,
Mudawwanah Al-Usrah, karangan Ahmad Khairat, Markaz al-
Mar’ah fi Al-Islam, karya Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-
Islami, karya Muhammad Mustafa Syalabi, Ahkam Al-Usrah
fi Al-Islam, karya Ahmad Rofig, dengan judul Hukum Perdata
Islam di Indonesia, dan kitab-kitab ataupun buku-buku hukum
keluarga Islam lainnya yang relevan.
c. Bahan hukum tersier, ialah data pelengkap yang diramu dari
berbagai referensi kamus, jurnal artikel, ensiklopedi serta data-
data pelengkap lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk kepada
sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku
hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan
langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah
yang akan dianalisis. Sesuai dengan pandangan Beni,** bahwa teknik
pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan
metode survey book atau library research, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya
fukaha dan para pakar hukum Islam terkait kebijakan hukum
tentang izin pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia,
khususnya telaah tentang legalitas poligami di kalangan ulama
kontemporer. Di bagian ini, peneliti berusaha mencari buku-
buku atau sumber yang relevan terkait pembahasan penelitian
untuk mendapatkan data valid dan apa adanya.

91Beni Ahmad Saebani, Metode..., him.158.
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b. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya

kembali dalam penelitian ini.
5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber data, maka langkah
berikutnya adalah analisis dengan cara analisis preskriptif, yaitu satu
cara analisis dengan menitikberatkan kajian norma hukum Islam dan
teori-teori mengenai hukum Islam, menggambarkan hasil penelitian,
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, serta
menemukan ideal hukum dari ketentuan kebijakan hukum mengenai
izin pengadilan sebagai syarat poligami di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara
runtut agar memudahkan pembaca memahami alur kajian. Untuk itu,
penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, sebagai berikut.

Bab | Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang
masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian kepustakaan, kerangka teori, metodologi
penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi fondasi
awal yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan dan
arah analisis yang akan dilakukan pada bab berikutnya.

Bab Il Konsep Poligami dalam Islam menguraikan dasar-dasar
poligami dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pembahasan bab
ini dimulai dari landasan Alguran, hadis, hingga pandangan fikih dan
ijmak ulama. Selanjutnya, bab ini juga menampilkan pandangan para
ulama kontemporer seperti Muhammad “Abduh, Yasuf al-Qaradawi,
dan M. Quraish Shihab, serta meninjau poligami di dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia, termasuk syarat-syarat poligami
dan kedudukan badan peradilan di dalam memutus permohonan izin
poligami.

Bab 11l Analisis Hukum lIzin Hakim sebagai Syarat Poligami
menjadi inti dari penelitian. Bab ini membahas argumentasi ulama
kontemporer mengenai izin hakim pengadilan sebagai sebuah syarat
poligami, kemudian menelusuri transformasi regulasi poligami dan
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kaitannya dengan perlindungan perempuan. Selain itu, bab tiga juga
mengkaji peluang serta tantangan kebijakan hukum di dalam upaya
menghapus legalitas poligami di Indonesia. Bagian akhir disajikan
analisis komprehensif yang menghubungkan teori, regulasi, dan juga
praktik di lapangan.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil
penelitian secara singkat dan padat, serta saran yang ditujukan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, pembuat kebijakan, maupun
masyarakat luas. Bab ini menutup keseluruhan pembahasan dengan
memberikan rekomendasi praktis dan akademis.



BAB DUA
KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Poligami dalam Hukum Keluarga Islam

Poligami merupakan salah satu isu hukum yang menimbulkan
perdebatan dalam kajian hukum keluarga Islam baik ranah akademik
dan dalam praktik sosial masyarakat, terutama dalam aspek keadilan
gender dan etika keluarga.! Sebagai bagian sistem perkawinan yang
diatur oleh syariat, perkawinan secara poligami ini dipahami sebagai
praktik yang mempunyai legitimasi normatif dalam teks keagamaan
dan sebagai fenomena sosial yang sarat dengan dimensi etis dan juga
moral. Apalagi, konstruksi budaya, sistem nilai, isme-isme (paham)
liberalis dan feminis yang berkembang saat ini sering mempengaruhi
pola pikir sehingga ada yang menolak legalitas dan eksistensi praktik
poligami di tengah-tengah masyarakat.?

Sejarah perkembangan hukum Islam pada bidang al-afwal al-
syar’iyyah, mengakui model poligami sebagai suatu instrumen yang
dibolehkan, namun diatur secara ketat serta bersyarat, sehingga tidak
dapat dipandang sebagai kebebasan mutlak kepada seorang laki-laki
untuk menikahi lebih dari satu orang perempuan, aturan ini lahir dari
pertimbangan keadilan, kesejahteraan, perlindungan terkait hak-hak
perempuan dan anak di dalam keluarga. Oleh sebab itu, pembahasan
mengenai poligami di dalam konstruksi hukum keluarga Islam tidak

IM. Riyan Ahsani dkk., “Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami:
Telaah Aksiologis Atas Etika dan Estetika,” Equalita: Jurnal Studi Gender Dan
Anak Vol. 6, No. 2 (30 Desember 2024): him. 260, doi: 10.24235/equalita.v6i2.2
1453.

2Tokoh feminis-liberalis yang menolak perkawinan secara poligami cukup
banyak, sebut misalnya Habib Bourguiba, mantan Presiden Tunisia, sebagaimana
dikutip oleh Maryam Jameelah. la menyebut bahwa syarat poligami yang diajukan
di dalam Alqguran tidak mungkin dipenuhi oleh laki-laki, karenanya poligami tidak
mungkin dilakukan dan mesti dilarang. Di Indonesia, pandangan yang sama juga
ditempuh oleh beberapa tokoh misalnya Musdah Mulia. 1a menyebut bahwa dalam
sistem perkawinan Islam tidak membenarkan adanya perilaku dominasi, termasuk
poligami. Maryam Jameelah, Islam and Orientalism, (Lahore: EI Matbaat, 1990),
him. 25; Siti Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Elex
Media Komptindo, 2014), him. 53.
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dapat dilepaskan dari konteks normatif Al-Qur’an dan Hadis, serta
interpretasi dan pemahaman ulama berbentuk produk hukum (fikih)
yang berusaha menyeimbangkan antara teks dan realitas sosial.
1. Poligami dalam Algquran

Para ahli ilmu, seperti disebutkan oleh Ihsan Al-*Atibi, bahwa
hukum poligami (fa’addad al-zaujat) bukan wajib melainkan mubah
(boleh).2 Begitu juga dikemukakan oleh Al-Saq’abi hukum asal dari
poligami adalah ibahah/dibolehkan.* Status hukum mubah muncul
dari ekstraksi nilai hukum dari beberapa informasi norma Alquran,
yang memberi indikasi bahwa poligami boleh dilakukan. Ketentuan
ayat Alquran terkait poligami dapat diinventarisir dan dipahami dari
beberapa informasi ayat, di antaranya ialah QS. Al-Nisa’ [4] ayat 3.
Ayat ini merupakan dasar hukum utama yang menyebut secara jelas
(eksplisit) seorang laki-laki boleh menikah dengan maksimal 4 orang
istri. Bunyinya yaitu:
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Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap

(hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), nikahi

lah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil

(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang

kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat

zalim (QS. Al-Nisa’ [4]: 3).

Jika dibaca, berbagai informasi yang membahas terkait hukum
poligami selalu mencantumkan ayat ini sebagai dalil pokok/primer,
sebab secara redaksional secara tegas menyebut kata-kata menikah,
dan kata-kata jumlah bilangan istri yang dinikahi, yaitu dua, tiga atau
empat. Ini mempertegas bahwa ayat inilah sebetulnya menjadi bahan

3lhsan Al-‘Atibi, Ahkam Al-Ta’addad fi Dhau’ Al-Kitab wa Al-Sunnah,
(‘YYordania: Tp, 1997), him. 18.

4Khalid bin Ibrahim Al-Saq’abi, Ahkam wa Taujthat fi Ta’addud Al-Zaujat
(Riyad: Dar Al-Aqidah li Al-Nasyr, 2018), him. 7.
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diskusi para ulama (klasik maupun kontemporer) di dalam menggali
hukum-hukum tentang poligami.

Secara historis, sebab turun (asbab al-nuzil) ayat 3 tersebut di
atas menyangkut anak perempuan yatim. ‘Atiyyah mengutip riwayat
Wahidi, yang meriwayatkan dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya
dari ‘Aisyah mengenai firman Allah tersebut. Ayat ini turun tentang
seorang laki-laki yang memiliki seorang anak yatim perempuan yang
berada di bawah perwaliannya, yang mempunyai harta, dan tidak ada
seorang pun yang membela hak-hak anak tersebut. Laki-laki itu tidak
menikahi anak itu kecuali karena hartanya, lalu dia memukulnya dan
memperlakukannya dengan buruk, maka Allah berfirman sesuai ayat
di atas: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-
anak yatim maka nikahi perempuan-perempuan yang kamu senangi”
yakni menikahi yang telah Allah SWT halalkan, dan meninggal anak
yatim tersebut. Riwayat sebab turun ayat ini juga diriwayatkan oleh
Muslim.®

Al-Maudtdi menyebutkan minimal ada tiga aspek historis dari
ayat di atas. la sendiri menyimpulkan dari beberapa pendapat ulama,
yaitu sebagai berikut:

SAl-Ajhiiri, Irsyad Al-Rahman..., him. 192; Al-‘Atami juga menyebutkan
satu riwayat dari Imam Al-Bukhari, yang meriwayatkan dari Ibrahim bin Miisa, ia
menceritakan kepada kami, Hisyam dari Ibn Juraij dia berkata bahwa Hisyam bin
‘Urwah telah mengabarkan kepadanya dari ayahnya kemudian dari ‘Aisyah bahwa
ada seorang lelaki yang punya seorang anak yatim perempuan, lalu menikahinya.
la mempunyai pohon kurma, serta menahan anak yatim itu atasnya, sementara dia
tidak memberikan hak apa pun dari dirinya. Maka turunlah ayat berbunyi: “Dan
jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim...”. Al-°Atami
juga mengutip salah satu jawaban ‘Aisyah dari pertanyaan Urwah bin Zubair. Di
dalam jawabannya, ‘Aisyah menyatakan bahwa anak yatim perempuan itu berada
dalam perwalian walinya. Anak yaitu itu ikut serta dalam harta wali, dan walinya
tertarik pada harta dan kecantikan. Lalu dia ingin menikahinya tanpa memberikan
mahar yang adil sebagaimana orang-orang memberikan mahar yang adil terhadap
perempuan lain yang dinikahinya. Maka mereka dilarang menikahi anak yatim itu
kecuali dengan berlaku adil memberi mahar setara dengan perempuan lain. Karena
itu, mereka diperintahkan menikahi perempuan lain yang mereka sukai selain anak
yatim itu. Aba ‘Abdillah ‘Usman Al-Salimi Al-‘Atami, Ghayah Al-Ma’'mil fi Al-
Ta’ligat ‘ala Al-Sahih Al-Musnad min Asbab Al-Nuzil, (Sana’a Yaman: Maktabah
San’a’ Al-Asariyyah, T.tp), him. 139-140.
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a. Adapendapat dari ‘Aisyah yang menyebutkan bahwa laki-laki
cenderung menikahi anak perempuan yatim yang ada di dalam
perwalian mereka sebab mempertimbangkan harta, kecantikan
ataupun karena mereka berpikir dapat memperlakukan mereka
sesuka hati, sebab anak-anak yatim tidak memiliki pelindung.
Setelah menikah, terkadang lelaki tersebut berbuat sewenang-
wenang terhadap mereka. Dalam konteks inilah kaum Muslim
diberitahu bahwa jika mereka khawatir tidak mampu berlaku
adil terhadap anak-anak perempuan yatim itu, maka sebaiknya
wali menikahi perempuan lain yang mereka sukai.® Bagi Al-
Maududi, penafsiran tersebut tampak didukung oleh ayat 127
dari surah ini (sebagaimana akan penulis kutip selanjutnya).

b. Pendapat kedua adalah dari Ibn ‘Abbas dan muridnya ‘Ikrimah
yang berpendapat bahwa pada masa Jahiliah tidak ada batasan
jumlah istri yang boleh dinikahi seorang laki-laki. Akibatnya,
seorang laki-laki kadang menikahi hingga sepuluh perempuan,
dan ketika pengeluaran meningkat karena keluarga yang besar,
1a melanggar hak-hak anak yatim keponakannya atau kerabat
lainnya. Dalam konteks inilah Allah SWT menetapkan batasan
maksimal empat istri dan memerintahkan kaum muslim bahwa
mereka boleh menikahi hingga empat istri asalkan mempunyai
kemampuan untuk memperlakukan mereka secara adil.’

c. Sa’id bin Jubair, Qatadah, dan beberapa penafsir yang lainnya
mengatakan, bahwa meskipun orang Arab pada masa Jahiliah
tidak menyetujui perbuatan zalim terhadap anak yatim, mereka
sama sekali tidak mempunyai konsep keadilan dan kesetaraan
kepada perempuan mereka justru menikahi sebanyak mungkin
perempuan yang mereka inginkan, kemudian memperlakukan
dan menindas mereka dengan tidak adil. Dalam konteks inilah
manusia diberitahu bahwa jika mereka khawatir berbuat zalim
terhadap anak yatim, maka mereka juga seharusnya khawatir

®Subhan, Alquran & Perempuan..., him. 143.

"Abu Al-A’1a Al-Maudidi, Towards Understanding The Qur’an: Tafhim
Al-Qur’an, (Translate: Zafar Ishaq Ansari), (London: Tha Islamic Foundation,
1989), him. 6.
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berbuat zalim kepada perempuan. Pertama-tama mereka tidak

boleh menikahi lebih dari empat perempuan dan dari empat itu

pun hanya sebanyak yang mampu mereka perlakukan dengan
adil ®

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa sebenarnya QS.
Al-Nisa’ ayat 3 bukan diturunkan semata-mata untuk membolehkan
poligami tapi untuk menegaskan keadilan terhadap anak-anak yatim.
Jadi, inti pesan ayat ini adalah melindungi hak anak yatim agar tidak
dimanfaatkan oleh walinya, dan juga menekankan bahwa pernikahan
harus dijalani dengan keadilan bukan dengan niat merugikan apalagi
menindas. Pesan utama dari ayat ini sebetulnya muncul bukan hanya
soal poligami. Poligami atau menikah dengan perempuan (dua, tiga,
atau empat) memang muncul dalam ayat itu, tetapi ada informasi lain
yang juga sejajar atau bahkan lebih penting dari pembolehan praktik
poligami, yaitu tentang bagaimana Islam menekankan keadilan serta
perlindungan terhadap anak yatim.

Perlu dicatat bahwa ayat di atas membolehkan untuk menikahi
dua, tiga, ataupun empat perempuan, kemudian dianjurkan menikahi
hanya satu jika ia tidak mampu berlaku adil terhadap lebih dari satu.
Hal ini tidak berarti bahwa Islam menganjurkan semua lelaki untuk
menikahi setidaknya dua perempuan saja, melainkan pilihan itu jelas
diperbolehkan bagi mereka yang dapat memenuhi syarat-syaratnya
(misalnya membagi waktu, harta secara adil, memberi makan, serta
pakaian, dan juga tempat tinggal kepada semua istri).® Ayat ini juga
menetapkan batas maksimal empat istri di dalam sebuah masyarakat
yang awalnya membolehkan jumlah pernikahan tanpa batasan secara
bersamaan,*? bahkan praktik poligami telah ada jauh sebelum agama
Islam pada komunitas masyarakat jahiliah masa itu.!! Dengan begitu

8lbid., him. 6-7.

°Abu Ameenah Bilal Philips dan Jameelah Jones, Polygamy in Islam,
(Riyad: International Islamic Publishing House, 2005), him. 45.

©Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, (Terj: Abu Aulia & Abu Syaugina),
(Jakarta: Republika, 2018), him. 8-9; Subhan, Alquran & Perempuan..., him. 146.

"manuddin, “Poligami Antara Teks dan Konteks dan Kaitannya dengan
Nikah Siri,” Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak
11, no. 1 (2 Agustus 2022): him. 12-14, doi:10.22373/takamul.v11i1.7386; Pada
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seorang laki-laki harus mampu dan juga bersedia secara adil, maka
menurut perintah Al-Qur’an dalam Surah Al-Nisa’ ayat 3 terdahulu,
ia tidak boleh menikahi lebih dari satu.

Ulama tafsir memberi komentar ayat 3 Surat Al-Nisa’ di atas,
juga merujuk pada anak yatim yang berada di bawah perwalian. 1bn
Jarir menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat makna ayat ini
terkait para wali anak yatim jika takut tidak berlaku adil dalam mahar
anak perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya dan tidak
menyamakan mahar dengan mahar perempuan lainnya yang sepadan
maka janganlah kalian menikahi mereka. Tetapi menikahlah dengan
perempuan lain yang halal dari kalangan asing (bukan anak yatim di
bawah perwaliannya) satu hingga empat orang. Sekiranya takut tidak
berlaku adil ketika menikahi lebih dari satu orang, maka cukup satu
saja atau budak perempuan yang kalian miliki.*2 Dalam komentar ini
menunjukkan beberapa aspek hukum, yaitu bolehnya menikah lebih
dari satu orang (dua, tiga, atau empat orang), boleh menikah dengan
perempuan yang berada di bawah perwalian, menikah harus dengan
mahar yang sepadan, poligami boleh ketika ada keadilan. Jadi, ayat
tersebut bukan semata bicara soal poligami, tetapi mencakup ragam
hukum yang saling terkait.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menyatakan, makna ayat tersebut di
atas adalah bila di bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat
wanita yatim, serta ia merasa takut tidak dapat memberi mahar yang
sebanding, maka carilah wanita lainnya, sebab mereka cukup banyak
dan Allah tidak akan memberikan kesempitan padanya, yaitu dapat

lintasan sejarah sebelum datangnya Islam, poligami telah dikenal oleh orang-orang
Hindu, Bangsa Israil dan Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.
Di antara pembesar Eropa yang terkenal pernah melakukan poligami ialah Hendrik
11, Handrik 1V, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I. Bahkan, ajaran terkait
poligami ini juga ditemukan dalam lintasan sejarah, di mana Raja Sulaiman (King
Solomon) punya 700 istri, serta 300 gundik, anak King Solomon kemudian beristri
18 orang dan 60 gundik. Kemudian Rehoboam punya 60 anak dan masing-masing
anak memiliki beberapa istri. Lihat di dalam, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani,
Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), him. 352-355.

21bn Jarir Al-Tabari, Jami’ al-Bayan an Ta 'wil Ayy Al-Qur’an (Terj: Amir
Hamzah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 223.



47

menikahi dua, tiga atau empat. Namun, sekiranya takut tidak mampu
berlaku adil, cukup satu.'® Menurut Al-Qurtubi, makna ayat tersebut
adalah terkait anak yatim, dan mengawini perempuan yang lain yang
disenangi dua, tiga, atau empat. Dari ayat ini juga memberi petunjuk
bahwa jumlah perempuan yang boleh dinikahi adalah dua, tiga, dan
empat. Al-Qurtubi juga menyebutkan, maksud tidak mampu berlaku
adil dalam ayat tersebut ialah berlaku adil dalam hal mahar dan juga
nafkah.!*

Selain tafsir tersebut di atas para ulama tafsir yang lainnya juga
mengungkapkan pemahaman yang serupa (sebut misalnya Imam Al-
Mawardi,®® Al-Dahhak,® dan lainnya), di mana ayat tersebut terkait
langsung dengan kondisi anak perempuan yatim yang ada di bawah
perwalian atau pengasuhan seseorang. Sepintas QS. Al- Nisa’ ayat 3
memang memuat informasi pembolehan beristri lebih dari satu orang
(poligami), namun poin inti ayat di atas pada prinsipnya bukan pada

Blbn Katsir, Lubab Al-Tafsir min lbn Katsir, (Tahqiq: Abdullah bin
Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Al-Syaikh), Jilid 2, Cet. 2, (Terj: M.
Abdul Ghoffar), (Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2003), him. 231-233.

14AbT Bakr Al-Qurtubt, Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, (Terj: Masturi Irham,
dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), him. 30 dan 43.

5Imam Al-Mawardi menyebutkan, ayat 3 tersebut punya empat penafsiran,
yaitu: Pertama: Maksudnya, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil di dalam
menikahi anak-anak yatim itu, maka nikahilah perempuan lain yang halal bagimu
selain mereka. Ini adalah pendapat ‘Aisyah RA. Kedua: Mereka dahulu takut tidak
berlaku adil terhadap harta anak yatim, tapi tidak takut berlaku tidak adil terhadap
perempuan. Maka Allah menurunkan ayat ini, dengan maksud sebagaimana kamu
takut tidak adil terhadap harta anak yatim itu demikian pula seharusnya kamu takut
tidak adil terhadap perempuan, hal ini adalah pendapat Sa’id bin Jubair, Al-Suddi,
dan Qatadah. Ketiga: Mereka dahulu berhati-hati terhadap harta anak yatim, tetapi
tidak berhati-hati terhadap zina. Maka Allah SWT berfirman: “Sebagaimana kamu
takut atas harta anak yatim, takutlah pula terhadap zina, dan nikahilah perempuan
yang kamu senangi. Ini adalah pendapat Mujahid. Keempat: Sebab turunnya ayat
ini adalah bahwa kaum Quraisy pada masa jahiliah sering menikah tanpa ada batas
jumlah istri. Saat beban nafkah istri-istri mereka semakin banyak dan harta mereka
berkurang, mereka lalu mengambil harta anak yatim yang ada pada mereka Maka
Allah menurunkan ayat ini: ¢sGdll &2 580 Gl G T,AS0 2l 3 1had i s b)),
Lihat di dalam Abi al-Hasan al-Mawardi, al-Nukat wa al-Uyin Tafsir al-Mawardr
(Beirut: Dar Al-Kutb Al-"TImiyyah, 1991), him. 448-450.

18Al-Dahhak Ibn Muzahim Al-Khurasani, Tafsir Al-Dahhak, (Tahqiq:
Muhammad Syukri Ahmad), (Kairo: Dar Al-Salam, 1999), him. 273-274.
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hukum poligami—meskipun didalamnya memuat hukum itu—tetapi
fokusnya kepada perlakuan adil yang mesti dijalankan serta dipenuhi
wali pada anak perempuan yatim. Atas dasar itu, beberapa komentar
mufasir seperti Ibn Jarir, Al-Qurtubi, dan Ibn Katsir di awal, selalu
dihubungkan pada aspek keadilan ( ‘adl) wali yang wali itu memiliki
anak perempuan yatim.

Memperhatikan gambaran informasi isi QS. Al-Nisa’ [4] ayat
3 di atas, maka penulis melihat empat poin inti, yaitu:

a. Satu sisi ayat ini memuat informasi bahwa poligami (ta ‘addad
al-zaujat) dimungkinkan terjadi, dan hukumnya boleh, karena
Al-Qur’an tegas menyebut bilangan jumlah istri yaitu bisa dua
(masna), tiga (sulasa), atau empat (ruba’a), dan batas kuota ini
hanya dimungkinkan empat orang saja tidak lebih. Hal ini juga
didukung dengan berbagai riwayat hadis (sebagaimana dikutip
pada sub bahasan tersendiri selanjutnya) yang mengemukakan
perintah Rasul SAW bagi laki-laki yang masuk Islam memiliki
istri lebih dari empat, untuk menceraikan selebihnya dan hanya
boleh menyisakan empat.*’ Jadi informasi yang diperoleh ialah
bolehnya poligami di dalam Islam dan bahkan ayat ini menjadi
salah satu dalil khusus yang membedakan perempuan dan laki-
laki, yaitu laki-laki boleh berpoligami dan perempuan tidak.'®

b. QS. Al-Nisa’ [4] ayat 3, juga memberi informasi supaya wali
berlaku adil pada anak perempuan yatim yang berada di bawah
perwaliannya. Perintah berlaku adil dalam ayat ini disejajarkan
dan disandingkan dengan syarat poligami. Maknanya keadilan
adalah informasi inti yang dimuat dalam ayat ini, yang berupa
kewajiban wali berlaku adil kepada anak yatim (dalam ulasan
Al-Qurtubi keadilan ini mencakup adil di dalam hal mahar dan
adil di dalam nafkah), termasuk dalam masalah poligami.

7Al-Maudidt, Towards Understanding..., him. 6-7.

18Al Yasa’ Abubakar dan Mumtaz Ibn Yasa, “Relasi Kuasa dan Tanggung
Jawab Suami-Istri dalam Keluarga Menurut Alquran: Sebuah Pemahaman Ulang,”
dalam Saiful Mahdi, dkk., Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh:
Sebuah Tinjauan Ulang dengan Pendekatan Interdisipliner, (Banda Aceh:
ICAIQS, 2020), him. 405.
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c. Ayat tersebut juga berhubungan erat dengan syarat adil dalam
poligami. Jika tidak mampu adil, cukup satu saja. Artinya, adil
menjadi fondasi penting dan syarat utama dalam poligami. Di
sini, kemungkinan poligami dibuka hanya jika adil itu mampu
dipenuhi oleh laki-laki.

Selain QS. Al-Nisa’ [4] ayat 3 ayat lain yang juga memberikan
informasi tentang poligami adalah QS. Al-Nisa’ [4] ayat 129. Dalam
ayat ini lebih mengarah pada penegasan syarat adil kepada laki-laki
yang ingin poligami, dan Allah SWT telah mematok syarat keadilan
ini sebetulnya tidak mampu dijalani oleh seorang laki-laki ketika dia
melakukan poligami. Bunyi QS. Al-Nisa’ [4] ayat 129 bisa dipahami
berikut:

Wl ol iS58 56 afe 35 el i s 1 Gasketes oy

(129 ;) 350) 28 1345 S8 56 138555 13800 &g adlasiis

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-

istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena

itu, janganlah kamu terlalu cenderung (pada yang kamu cintai)
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu
mengadakan islah (perbaikan) dan juga memelihara diri (dari
kecurangan) sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa’ [4]: 129).

Ayat ini memiliki munasabah (korelasi dan hubungan) dengan
ayat 3 Surat Al-Nisa’ sebelumnya. Ayat ini menjadi penegas bahwa
keadilan menjadi sangat penting dalam menikah secara poligami dan
secara redaksional, ayat ini mengunci bahwa keadilan itu tidak dapat
dipenuhi oleh lelaki ketika menikah secara poligami. Ibn Jarir,'® dan
Al-QurtubT menyatakan,?® bahwa maksud wa lan tastasi i an ta dilii
pada ayat ini berbuat adil di antara istri itu tidak mungkin dilakukan,
yang dimaksud adalah kecenderungan untuk lebih menyukai, jimak,
dan juga memberi perhatian. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan
kondisi manusia yang mana mereka diciptakan dalam kapasitas tidak
memiliki (kemampuan untuk mengontrol kecenderungan) hati pada

Al-Tabari, Jami’ Al-Bayan..., him. 864-865.
DAl-Qurtubt, Jami’ li Ahkam..., him. 965.
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sebagian atas sebagian yang lain.?! Jadi tidak mampu berlaku adil di
dalam ayat ini berkenaan dengan keadilan batiniah (seperti perasaan
suka, sayang, cinta, dan lainnya, perhatian, jimak ataupun menggauli
istri-istri, dan kecenderungan hati suami pada umumnya kepada para
istri-istrinya), bukan lahiriah/material (seperti nafkah, mahar, tempat
tinggal dan giliran antara istri-istri).

Menarik apa yang dikemukakan oleh Ibn Jarir, bahwa maksud
tidak mampu berlaku adil adalah kecintaan suami terhadap istri-istri,
walaupun suami telah berlaku adil dalam memberikan hak, nafkah,
serta bergaul baik dengan mereka.?? Jadi, ketika memahami ayat ini,
tidak dapat dilepaskan dari ayat 3 sebelumnya. Keadilan yang harus
dipenuhi dalam ayat 3 adalah keadilan yang sifatnya material, sebab
hal yang bersifat material, lahiriah, sekiranya diusahakan oleh suami
maka dapat dilakukan. Karenanya, jika adil yang bersifat lahiriah ini
bisa dipenuhi, boleh menikahi perempuan lebih dari satu (sampai ke
batas maksimal empat orang). Sementara itu penyebutan redaksional
“sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil”” dalam ayat 129 diarahkan
kepada adil non material (batiniah). Bagaimana pun, tiap upaya, cara
dan keinginan suami untuk itu tidak mungkin dapat dipenuhi. Maka
dari itu, Allah SWT, melalui ayat 129 ini, hendak memberi batasan
kepada laki-laki bahwa di dalam urusan perasaan dan kecenderungan
hati, tidak mungkin dipenuhi.

Al-Qurtubi menyebutkan makna “Karena itu, janganlah kamu
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dengan mengutip salah
satu pendapat dari Mujahid, yang maknanya jangan sengaja berbuat
jelek terhadap para istri, suami berkewajiban untuk menyamaratakan
di dalam membagi dan memberi nafkah, karena hal ini yang mampu
dilakukan.? Berikutnya Al-Qurtubi juga memberikan komentar atas
makna ayat: “Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”,
artinya wanita tadi tidak dicerai dan (seakan-akan ia) tidak memiliki
suami.?* Jadi, jelaslah bahwa informasi umum ayat ini sangat terikat

21bid.

22A|-Tabari, Jami’ Al-Bayan..., him. 865.
BA1-Qurtubi, Jami’ li Ahkam..., him. 965-966.
21bid., him. 966.
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dengan keadaan suami yang idealnya mampu berlaku adil, tapi pada
urusan perasaan (batin), tidak ada satu pun yang mampu berlaku adil
kepada para istri.

Abdul Rauf menyatakan, ketentuan ayat 129 berkaitan dengan
batasan serta menjaga supaya kelonggaran berpoligami sebagaimana
dimaksud di dalam ayat 3 tidak disalahgunakan dengan peringatan.?®
Abt Zahrah memahami ayat 129 ini sebagai dalil yang memberikan
informasi bahwa Allah SWT menafikan kemampuan manusia untuk
berlaku adil di antara para istri dengan penafian yang kuat, ini karena
huruf “lan” digunakan untuk menegaskan penafian. Keadilan di sini
bermakna melaksanakan seluruh hak yang ditetapkan dan kewajiban
batiniah, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, meskipun manusia
berusaha keras untuk berlaku adil. Upaya yang dapat dipahami pada
dua ayat surat ini (ayat 3 dan 129) ialah ayat pertama membicarakan
keadilan lahiriah, ayat kedua membicarakan keadilan batiniah.?® Jadi
sesuai penafsiran QS. Al-Nisa’ ayat 129 dan kaitannya dengan ayat
3 terdahulu, maka dapat diperinci ke dalam beberapa bagian berikut
ini:

a. Ayat 3 dan ayat 129 Surah Al-Nisa’ tidak dapat dipisahkan tapi
justru memiliki hubungan yang kuat. Ayat 129 secara khusus,
memberi informasi terkait penafian sikap adil, yang maknanya
suami sama sekali tidak dapat berlaku adil kepada para istri di
dalam masalah batiniah.

b. Keadilan yang dimaksud dalam ayat 129, oleh ulama dipahami
sebagai keadilan yang bersifat batiniah, bukan lahiriah. Sebab,
keadilan batiniah, yang mencakup semua kecenderungan hati,
perasaan, cinta kasih, semuanya itu tidak mungkin diupayakan
oleh seorang laki-laki ketika berpoligami.?” Adapun keadilan

SMuhammad Abdul Rauf, The Islamic View of Women and The Family,
Second Edition, (Kairo: Ministry of Wagfs, 1993), him. 106.

ZMuhammad Abii Zahrah, Al-Zahrah Al-Tafasir (Mesir: Dar Fikir Arabi,
1987), him. 1884-1885.

2’Pemahaman tentang makna adil dalam berpoligami adalah bersifat yang
mampu dihitung atau kuantitatif. Adapun dalam hal kualitatif seperti kasih sayang
dan cinta kasih tidak mungkin manusia dapat berlaku adil. Penjelasan menyangkut
makna adil ini dapat dilihat dalam, Al-Sya’rawi, Sifat A/-Zauj..., him. 186; Lihat
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dalam masalah lahiriah, bukan menjadi maksud ayat 129 sebab
adil dalam hal materi/lahir pasti bisa dipenuhi dan diupayakan
suami, dan Allah SWT memberi kesanggupan untuk itu. Atas
dasar itu, tepat apa yang dikomentari Abii Zahrah terdahulu,?®
bahwa tidak mungkin maksud adil dalam ayat 129 terkait adil
materi sebab ruang dan kesempatan berpoligami dengan syarat
adil justru telah dilegitimasi dalam ayat 3 sebelumnya. Karena
itu adil dalam materi/lahiriah menjadi syarat bolehnya laki-laki
berpoligami (dua, tiga, atau empat istri seperti ditetapkan pada
ayat 3). Meskipun, perlu ditegaskan pula bahwa adil di dalam
masalah material/lahiriah ini pun sangat sulit dan tidak mudah
direalisasikan.?®

. Klaim penafian dan peniadaan rasa adil dalam hati suami atas
para istri sebagaimana dimuat di redaksi awal ayat 129 terkait
langsung dengan rasa cinta dan kecenderungan hati. Karena itu
ada larangan untuk terlalu cenderung hati pada salah satu dari
beberapa istri yang dimiliki, sampai-sampai rasa cenderung itu
justru menjadikan suami membiarkan yang lain tidak dipenuhi
hak-hak materilnya. Jadi, jelas di sini bahwa maksud adil yang
menjadi concern pada awal ayat 129 adalah keadilan batiniah,
sementara maksud adil pada ayat 3 adalah lahir dalam material
(lahiriah). Manusia (laki-laki sebagai suami khususnya) tidak
akan dapat untuk berbuat adil. Kecenderungan yang membuat
para istri dapat terkatung-katung adalah kecenderungan dalam
giliran waktu, nafkah, serta kebutuhan lahir sehari-hari, bukan

juga di dalam, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam
di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974
sampai KHI, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 172;
Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, Jilid 1, (Terj: Shofa’u
Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2017), him. 239.

28Zahrah, Al-Zahrah Al-Tafasir..., him. 1884-1885.
2Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum

Pidana dan Hukum Islam, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015),
him. 537.
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kecenderungan hati urusan cinta dan kasih sayang.* Sehingga,

kesimpulannya adalah adil material menjadi syarat seseorang

yang hendak berpoligami, sementara adil dalam hal non materi
tidak menjadi syarat poligami.

Selain ketentuan QS. Al-Nisa’ [3] ayat 3 dan ayat 129 di atas,
petunjuk Alguran tentang poligami juga dimuat dalam QS. Al-Nisa’
ayat 20. Ayat ini menurut Azhary menjadi salah satu di antara ragam
ayat yang mendukung, atau sekurang-kurangnya membicarakan, dan
berisi informasi tentang poligami dalam Alquran.3! Akan tetapi pada
ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan kata poligami, hanya saja
informasi yang dimuat adalah memberi ruang bagi seorang laki-laki
untuk beristri lebih dari satu, menceraikan yang satu, serta menikahi
perempuan lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa
Alguran merupakan dalil utama yang memberi petunjuk perkawinan
poligami, serta menjadi landasan hukum bolehnya praktik poligami.
Poligami dalam Alquran, seperti dipahami di dalam QS. Al-Nisa’ [3]
ayat 3 dan ayat 129 sebelumnya, merupakan petunjuk resmi legalitas
poligami. Alquran menetapkan bahwa seorang lelaki boleh menikah
lebih dari satu orang dengan jumlah maksimal 4 istri, dengan syarat-
syarat yang ketat, terutama keharusan untuk adil di antara para istri.
Pembolehan poligami yang disebutkan dalam Alquran adalah “boleh
bersyarat”, yaitu laki-laki diberi ruang, peluang, serta dimungkinkan
berpoligami sekiranya syarat adil dalam hal material dapat dipenuhi.
Oleh karena itu, jika ada kekhawatiran tidak mampu berlaku adil di
dalam poligami, maka cukup satu saja (ayat 3). Sementara, laki-laki
dipastikan tidak mampu adil dalam masalah non material, misalnya
cinta dan perasaan (ayat 129).

2. Poligami dalam Hadis

Hadis merupakan dalil kedua yang secara hierarkis menempati

posisi penting sebagai landasan pokok hukum Islam, termasuk pada

%Ahmad Rafig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 157; Lihat juga, Mardani, Hukum Keluarga
Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 98.

31Azhary, Beberapa Aspek..., him. 537.
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masalah poligami. Terdapat beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW
yang membicarakan poligami, baik berbentuk hadis fi /i (perbuatan),
hadis qauli (perkataan), maupun taqrir (ketetapan Rasulullah SAW).
Al-Syahrani menyebutkan bahwa dasar normatif bolehnya poligami
dalam hadis merujuk kepada hadis fi /i (perbuatan) Rasulullah SAW
dan tagrir beliau. Perbuatan Rasulullah SAW yang menikah dengan
sembilan istri (fi liyyah),® selanjutnya ketetapan dari Rasulullah
SAW (tagrir) yang tidak menolak/tidak mengingkari praktik sahabat
yang menikah lebih dari satu orang istri.*

Adapun hadis gauli Rasulullah SAW berkaitan dengan sahabat
yang baru masuk Islam sementara mereka memiliki lebih dari empat
istri, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka memilih 4
istri saja dan menceraikan selebihnya. Ini seperti diceritakan dalam
riwayat Aba Dawud, yang bunyinya berikut ini:
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Dari Al-Haris bin Qais, dia berkata: Musaddad bin ‘Umairah,

dan telah berkata Wahbul Asadi: Aku masuk Islam dan pada
sisiku ada delapan (istri), kemudian aku menceritakannya pada

32Dalil hadis fi 'liyyah tersebut hanya berkaitan dengan bolehnya poligami
dalam Islam, bukan pada bilangan atau jumlah istri, karena jumlah istri Rasulullah
SAW adalah sembilan, adapun untuk umat Islam yang mampu berlaku adil hanya
dibatasi empat orang saja. Al-Saq’abi menyebutkan bahwa seorang laki-laki hanya
boleh poligami pada waktu bersamaan dengan empat istri dan dilarang menambah
lebih dari empat. Ini sesuai keterangan para mufasir, fukaha serta pandangan kaum
muslimin secara umum. Lihat di dalam Al-Saq’abi, Akkam wa Taujihat..., him. 7;
Nasih ‘Ulwan juga mengungkapkan bahwa batas maksimal empat istri ini bukan
hanya didasarkan kepada dalil QS. Al-Nisa’ ayat 3, juga didasarkan pada beberapa
riwayat hadis yang menceritakan perintah Rasulullah SAW terhadap para sahabat
yang masuk Islam untuk menceraikan beberapa istri mereka dan hanya membatasi
pada empat istri saja. Lihat di dalam  Abdullah Nasih ‘Ulwan, Ta addad Al-Zaujat
ST Al-Islam wa Hikmah Ta’addad Al-Zaujat Al-Nabt SAW, (Kairo: Dar Al-Salam,
2011), him. 21.

$Muhammad bin Sa’d Bugnah Al-Syahrani, Su’alat fi Ta addad Al-Zaujat,
(Beirut: Mu’assasah Al-Rayyan, 2008), hlm. 15.

34Al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, No. 1914.
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Nabi SAW. Nabi Saw bersabda: Pilihlah empat orang di antara

mereka” (HR. Abii Dawud).

Hadis ini memuat informasi bahwa poligami hanya boleh pada
batas tertentu, yaitu empat istri. Hal ini berlaku bagi semua laki-laki.
Konteks hadis di atas berkenaan dengan sahabat yang awalnya non-
muslim, kemudian masuk Islam, awalnya (saat ia masih kafir) punya
delapan istri, kemudian setelah masuk Islam, Rasulullah SAW justru
memerintahkan untuk memilih empat dari delapan istri yang ia telah
miliki itu. Di dalam kitab Mausi ‘ah Al-Fighiyyah, disebutkan bahwa
tidak boleh seorang muslim yang merdeka mengumpulkan istri lebih
dari empat dalam waktu bersamaan dan jika seseorang yang awalnya
kafir kemudian masuk Islam dan baginya memiliki banyak istri lebih
dari empat maka wajib kepadanya untuk memisahkan (pisah) dengan
beberapa istri dan hanya memilih dan meninggalkan empat istri.*®

Nasih ‘Ulwan menyebutkan ada beberapa riwayat hadis, yang
serupa dengan riwayat tersebut. Misalnya hadis riwayat Imam Malik
dalam Al-Muwatta’, Imam Ahmad pada Al-Musnad, kemudian juga
diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Al-Tirmiz1 dalam kitab Sunan-nya,
yang semuanya memiliki keserupaan yaitu perintah Rasulullah SAW
untuk memilih 4 istri saja dan selebihnya diceraikan.* Nasih ‘Ulwan
juga mengulas salah satu riwayat pada kasus Naufal bin Mu’awiyah
Al-Dailami, yaitu pada waktu ia masuk Islam, dan padanya ada lima
istri. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memisahkan salah satu
dari lima istri tersebut untuk diceraikan.®’” Beberapa dalil hadis yang
intinya menyebut informasi yang sama, menunjukkan bahwa sahabat
yang berpoligami pada zaman Rasulullah SAW, saat mereka masuk
Islam, tidak ada yang memiliki istri lebih dari empat.® Jika ada, Nabi
justru memerintahkan untuk menyisakan hanya empat istri saja dari
beberapa istri yang telah mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa

Wizarah Al-Auqaf, Mawsii'ah Fighiyyah (Kuwait: Wizarah Al-Augqaf,
1995), him. 256.

%<Ulwan, Ta’addad Al-Zaujat..., him. 22.

bid.

38Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, Edisi Baru, (Terj: Muh.
Zaenal Arifin), (Tangerang: Serambi Ilmu Semesta, 2012), him. 171.
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poligami dalam hadis memberi batasan yang jelas mengenai jumlah
istri, dan informasi hadis tersebut memperkuat ketentuan dalam ayat
3 Surah QS. Al-Nisa’ sebelumnya.

Riwayat hadis lainnya adalah dari Abi Hurairah berikut ini:
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Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau berkata: Barang siapa
yang memiliki dua orang istri, kemudian dia cenderung kepada
salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada
hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring (HR. Aba
Dawud).

Riwayat ini, selain memuat hukum poligami (artinya boleh dua
istri seperti pada hadis), juga memuat hukum berupa kewajiban agar
berlaku adil dan tidak condong terhadap salah satu istri. Abai Syuja’
memberi komentar bahwa hadis tersebut berkaitan dengan ketentuan
hukum berbuat adil kepada para istri, adalah wajib.*° Begitu juga di
dalam penjelasan Salih Fauzan, bahwa hadis di atas merupakan dalil
wajibnya seorang suami berlaku adil kepada para istri.**

Berdasarkan penjelasan dua riwayat hadis di atas, dapat ditarik
dua kesimpulan, yaitu:

a. Poligami yang diiformasikan oleh hadis tersebut menguatkan
hukum poligami dalam Alquran, yaitu jumlah istri hanya boleh
empat orang, dan ini bersesuaian dengan QS. Al-Nisa’ ayat 3.

b. Hadis Nabi SAW juga memperkuat informasi mengenai syarat
adil dalam poligami.

Hadis riwayat Al-Haris bin Qais di awal merupakan teks hadis
yang penting dalam penetapan batas poligami. Secara historis, hadis
ini muncul dalam konteks transisi (peralihan) dari tradisi pra-Islam
menuju aturan Islam yang lebih prosedural. Sebelum Islam, praktik

%9 Al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, No. 1821.

“Abl Syuja’ Al-Asfahani, Kitab Lengkap Figh Sunnah Imam Syafi’i,
(Terj: Rizki Fauzan), (Yogyakarta: Diva Press, 2022), him. 202.

41‘Abd Al-‘Aziz bin Fauzan ibnu Salih Al-Fauzan, Figh Al-Ta’amul Ma’a
Al-Nas, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2016), him. 175.
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poligami tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga seorang laki-
laki bisa mempunyai istri dalam jumlah banyak. Nabi SAW, melalui
hadis ini, menetapkan standar baru maksimal empat istri. Ketentuan
ini selain memberi pembatasan kuantitatif, juga mencerminkan nilai
dan juga prinsip pengaturan sosial agar rumah tangga tetap terkelola
dengan baik. Adapun dalam hadis kedua riwayat dari Abt Hurairah,
berkaitan dengan keadilan. Jadi, poligami dalam hadis memiliki dua
dimensi sekaligus, yaitu selain memberikan batasan jumlah istri juga
mengenai kualitas dalam perkawinan secara poligami. Jumlah istri
dalam hadis dibatasi maksimal empat sementara kualitas perkawinan
secara poligami menuntut agar suami berlaku adil dalam menggauli
dan memberikan nafkah kepada istri. Artinya, bahwa hadis memuat
syarat secara ketat dalam memperlakukan para istri.
3. Poligami dalam Fikih

Poligami dalam fikih yang peneliti maksud dalam pembahasan
ini adalah poligami yang dipahami oleh para ulama (fukaha) baik itu
pemahaman tentang hukum poligami, jumlah istri (meskipun sudah
diulas sepintas pada sub bab sebelumnya), syarat poligami dan aspek
lainnya yang relevan. Ulama mazhab (Hanafi, Malik1, Al-Syafi’1dan
Hanbali, mazhab Dawud Al-Zahir1) sepakat bahwa seorang laki-laki
boleh beristri lebih dari satu orang, dengan maksimal empat istri.

a. Menurut mazhab Hanafi sebagaimana dikemukakan Nuruddin
Mahmiid, bahwa sah nikah empat saja bagi laki-laki merdeka,
baik itu dari wanita merdeka atau budak perempuan dapat pula
bercampur di antara yang merdeka dan budak, jika bercampur
perempuan merdeka dengan budak maka syaratnya ialah harus
mendahulukan wanita merdeka, baru kemudian wanita budak.
Kemudian, tidak halal bagi laki-laki mengumpulkan lebih dari
empat orang istri pada waktu bersamaan.*? Niiruddin Mahmiad
mengaku bahwa ketentuan hukum ini sudah disepakati imam
yang empat.*® Begitu juga pada penjelasan Al-Sarakhsi, bahwa

42Niruddin Mahmid Al-Dimasyqi, Majra Al-Anhar ‘Ala Multaga Al-Ajhar
fi Al-Figh ‘Ala Al-Mazhab Al-Hanafi, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-lImiyyah,
1971), him. 490.

“lbid.
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tidak halal (artinya adalah dilarang/diharamkan) bagi seorang
laki-laki untuk mengumpulkan lebih dari empat wanita dengan
akad nikah. Dalilnya mengacu pada QS. Al-Nisa’ ayat 3, yang
ada kewajiban berlaku adil dan membagi giliran di antara para
istri. 44

. Menurut mazhab Maliki, di antaranya dikemukakan oleh lbnu
Abd Al-Barr bahwa tidak halal bagi siapa pun (laki-laki) untuk
mengumpulkan lebih dari empat orang istri dengan akad nikah,
baik itu budak maupun orang merdeka sama dalam konteks ini.
Menurut Imam Malik, boleh menikahi empat wanita.*®

. Menurut mazhab Al-Syafi’1, sebagaimana disebutkan oleh Al-
Mawardi bahwa jumlah maksimal yang halal terhadap seorang
laki-laki merdeka yang berpoligami ialah menikahi empat istri,
tidak boleh lebih dari itu. Ini ialah pendapat seluruh fukaha.*®
Begitu juga di dalam penjelasan al-Ruyani bahwa apabila laki-
laki menikahi lima wanita dalam satu akad, maka hal itu batal
seluruhnya, ini karena tidak jelas siapa yang menjadi istri yang
sah. Jika menikahi lima perempuan dalam akad terpisah, maka
batal akad yang terakhir (yakni istri yang kelima) dan empat
sebelumnya sah. Jika menikahi tiga istri dalam satu akad, lalu
dua dalam akad lain, maka sah tiga istri pertama, dan batal dua
istri yang terakhir. Bila urutan akad tidak jelas, maka itu batal
seluruhnya kecuali satu wanita yang akadnya pasti sah.*’

. Menurut mazhab Hanbali, misalnya diulas oleh Ibn Qudamah,
bahwa tidak halal bagi seorang lelaki berstatus merdeka untuk

4 Abt Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al-Sarakhsi, Kitab Al-

Mabsit fi AI-Figh Al-Hanafi, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-1Imiyyah, 2016), him. 151-

“Tbn *Abd Al-Barr, Kitab Al-Kafi fi Figh Ahl Al-Madinah Al-Maliki

(Riyad: Maktabah Al-Riyad Al-Hadisah, 1978), him. 538.

“%Ab1 Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir fi Figh Mazhab Al-Imam

Al-Syafi’i: Syarh Mukhtasar Muzani, Juz’ 12, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Timiyyah,
1994), him. 166.

4TAbii Al-Hasan ‘Abd Al-Wahid ibn Isma‘il Al-Riyani, Bakr Al-Mazhab

i Furid’ Al-Mazhab Al-Syafi’t, Juz’ 9, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-"TIimiyyah, 2009),
him. 164-165.
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mengumpulkan lebih dari empat istri, ulama bersepakat bahwa

seorang laki-laki berstatus merdeka tidak halal mengumpulkan

atau menikahi wanita lebih dari empat istri.*® Begitu juga oleh

e. Menurut mazhab al-Zahiri seperti dipahami di dalam pendapat

Ibn Hazm, bahwa tidak halal bagi seorang pun untuk menikah

lebih dari empat orang perempuan, baik hamba sahaya wanita

semua atau wanita merdeka semua, atau sebagiannya merdeka

dan sebagian lainnya hamba sahaya perempuan. Dalilnya juga

merujuk kepada QS. Al-Nisa’ ayat 3. Ibn Hazm juga menyebut

bahwa bersikap adil terhadap para istri adalah fardu terlebih di

dalam masalah pembagian giliran bermalam. Suami juga tidak

dibolehkan mengutamakan giliran bermalam wanita merdeka

dibanding budak wanita yang dinikahi, mengutamakan wanita
muslimah daripada kafir zimmi (ahl al-kitab).*°

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa ulama

lintas mazhab umumnya memahami poligami dibolehkan, syaratnya

ialah adil dan tidak boleh lebih dari empat istri.>® Hanya saja apabila

“Ibn Qudamah, Al-Mughni Syarh Al-Kabir, Jilid 10, (Terj: Dudi Rosadi
dan Solihin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), him. 583.

“lbn Hazm, Al-Muhalla, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2014), him. 101 dan 600.

S0Berbeda dengan Al-Qurafi, seperti disitir oleh Al-Qaradawi, menurutnya
poligami memiliki efek mudarat yang tajam, sehingga ia mengharamkan poligami.
Lihat dalam, Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah..., hlm. 65-66. Jika ditelusuri, Al-
QurafT ini adalah salah satu ulama yang berafiliasi dalam mazhab Maliki. Di dalam
mazhab Malikt sendiri, poligami merupakan suatu hukum yang disyaratkan dalam
Islam, dan pelaksanaannya dibolehkan. Hanya saja, Al-Qurafi, meski ia dari fikih
bermazhab Maliki, tetapi pandangannya mengenai poligami ini agak berbeda, dan
ia mengharamkan poligami. Peneliti menduga bahwa pengharaman ini sebetulnya
tidak mutlak, tetapi berlaku hanya kepada orang yang kurang mampu dan memiliki
kekhawatiran tidak berlaku adil. Al-Qaradawt sendiri tidak menjelaskan lebih jauh
apakah maksud Al-Qurafi ini berlaku secara mutlak ataukah hanya berlaku secara
kondisional.

Yisuf Al-Qaradawi sendiri hanya menyebut bahwa pengharaman poligami
oleh Al-QurafT ini karena mempunyai efek mudarat yang begitu tajam. Karena itu,
tidak dapat dipastikan pendapat tersebut berlaku secara mutlak. Jika benar mutlak
haram, maka Al-Qurafi sesungguhnya menyelisihi dan keluar dari ketentuan Al-
Qur’an, sunnah dan ijmak ulama.

Berbeda halnya jika kita merujuk kepada pendapat beberapa tokoh muslim
yang liberalis dan feminis yang berkembang saat ini. Umumnya mereka memang
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dilihat lebih jauh, ada juga tokoh atau kelompok yang membolehkan
menikahi perempuan lebih dari empat. Al-Mawardi mengemukakan
ada kelompok yang menyimpangi pendapat mayoritas ulama dalam
masalah ini, seperti pendapat Al-Qasim bin Ibrahim, kemudian juga
sebagian pengikutnya dari Al-Qasimiyyah serta sekelompok dari Al-
Zaidiyyah, yang membolehkan menikah dengan perempuan sampai
sembilan istri.%

Niuruddin Mahmud juga menyinggung pendapat Al-Qasim bin
Ibrahim yang menyatakan boleh menikahi sembilan perempuan. Al-
Qasim bin Ibrahim memahami makna dari istilah masna, sulasa, wa
ruba’a yang dimuat dalam QS. Al-Nisa’ ayat 3 yang menurutnya isi
kandungan istilah tersebut ialah penggabungan (2+3+4=9), sehingga
jumlah istri keseluruhan menjadi sembilan.>? Pendapat serupa juga
diriwayatkan dari Al-Nakha’1 dan Ibn Abi Laila. Sebagian kelompok
Syiah dan Khawarij juga berpendapat boleh menikahi delapan belas
wanita, karena makna masrza menunjukkan pengulangan, sebab dia
merupakan satu bentuk yang dialihkan dari kata isnain (dua) dengan
makna berulang. Demikian pula su/asa, dan istilah ruba’a. Minimal
pengulangan adalah dua kali (yaitu 2+2, kemudian 3+3, kemudian 4
+4), sehingga jika dijumlahkan secara keseluruhan menjadi delapan
belas (2+2+3+3+4+4=18).%

melarang poligami, paling banter dan paling ekstrem berpendapat bahwa poligami
haram, dan menolak ketentuan QS. Al-Nisa’ ayat 3 (sembari mendukung ayat 129
dengan penafsiran liberalnya yang menurut peneliti menyimpang), serta menolak
pandangan jumhur ulama mazhab. Sebut misalnya pendapat Aba Zayd. Abii Zayd
memakai metode hermeneutika saat menetapkan beberapa hukum di dalam Islam,
termasuk kesimpulannya mengenai pengharaman poligami. Pendapat Abt Zayd
ini dapat dilihat dalam, Adian Husaini, Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam
di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 189.

SLAI-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir..., him. 166; Lihat juga, Al-Riiyani, Bakr
Al-Mazhab..., him. 165.

S2Al-Dimasyqi, Majra Al-Anhar..., him. 490.

3pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qasim bin Ibrahtm, pendapat tokoh
Syiah kalangan Zaidiyyah, juga Khawarij tersebut sebetulnya telah dibantah oleh
jumlah ulama mazhab. Pemahaman mereka terkait makna masna, sulasa dan kata
ruba’a dinilai keliru. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menggambarkan bagaimana kata
tersebut dipahami secara menyimpang, selain menyimpang dari makna ayat, juga
menyimpang dengan petunjuk hadis (seperti telah dikutip pada Sub Bab Poligami
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Selain mengenai jumlah maksimal istri dalam poligami, aspek
penting dari hukum poligami perspektif fukaha adalah mengenai adil
sebagai syarat kunci yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki. Di
dalam penjelasan awal, saat penulis menerangkan makna ayat 3 dan

dalam Hadis terdahulu). Al-Qurtubi menjelaskan bahwa jumlah wanita yang boleh
dinikahi ialah dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi
sembilan wanita sebagaimana dikatakan oleh sebagian kalangan, dan menurut Al-
Qurtubi sebagai pemahaman tersebut yang jauh dari informasi Al-Qur’an dan Al-
Sunnah, dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf. Mereka beranggapan
bahwa huruf wau pada kalimat masna, wa sulasa, wa ruba’a di dalam ayat 3 Surah
Al-Nisa’ bermakna satu kesatuan. Ini menurut mereka sesuai dengan Nabi SAW
yang menikah dengan sembilan wanita dan juga mengumpulkan mereka di bawah
perlindungan beliau. Al-Qurtubi menilai pandangan jahil yang dikemukakan para
pengikut Rafidah dan Ahl Al-Zahir (Zahiriyyah), bahkan mereka menjadikan kata
masna seperti isnain begitu pula sulasa dan ruba’a, bahkan sebagian Ahl Al-Zahir
berpendapat lebih parah dari itu, mereka berkata atas bolehnya menikahi delapan
sampai sepuluh istri. Al-Qurtubt, Jami’ li Ahkam..., him. 43; Al-Dimasyqi, Majra
Al-Anhar..., him. 490;

Ibn Qudamah, ulama mazhab Hanbali, juga telah meriwayatkan pandangan
Al-Qasim bin Ibrahim di dalam beberapa kitabnya seperti Al-Kafi, Al-Mughnt, dan
Al-Mugni’. Lihat, Ibn Qudamah, Al-Mugni’: Figh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-
Syaibant (Jeddah: Maktabah Al-Sawadi, 2000), him. 466; lihat juga Ibn Qudamah,
Al-Mughni Syarh Al-Kabir, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam,
2009), him. 583;

Al-Asyqar juga mengutip pendapat Ibn Qudamah, yang menyatakan bahwa
ulama telah bersepakat seorang lelaki merdeka, tidak boleh mengumpulkan lebih
dari empat istri, kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi ini, kecuali riwayat
dari Al-Qasim bin Ibrahim yang membolehkan sembilan. Pendapat ini ditolak, dan
bahwa hal itu ialah pelanggaran terhadap ijmak. Al-Asyqgar sendiri menyebutkan
bahwa tambahan atas empat istri hanyalah kebolehan khusus yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya SAW. Rasulullah SAW menikahi sebelas wanita, dan pada satu
waktu beliau menghimpun sembilan di antara mereka. Sunnah telah datang dengan
tegas melarang penambahan atas empat bagi selain Rasulullah Saw. Lihat di dalam
‘Umar Sulaiman Al-Asyqar, Ahkam Al-Zawdj fi Dau’ Al-Qur’an wa Al-Sunnah,
(Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), him. 250.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa hanya sebagian kecil yang
menyelisihi pendapat jumhur ulama mazhab. Sekiranya ditelaah lebih mendalam,
pendapat yang menyebut boleh menikahi perempuan lebih dari empat, misalnya 9
atau bahkan sampai 18, ini jelas berseberangan dengan riwayat hadis Aba Dawud
sebelumnya. Sekiranya memang boleh memiliki istri lebih dari empat, maka tidak
mungkin Nabi SAW memerintahkan Wahbul Asadi menceraikan istri dan memilih
hanya empat dari delapan istri yang ia miliki pada saat masuk Islam. Perintah dari
Nabi SAW tersebut memberi indikasi kuat-jelas dan tegas bahwa jumlah maksimal
istri hanya empat.
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ayat 129 Surah Al-Nisa’, ulama tafsir memahami makna adil dalam
ayat 3 yang membolehkan poligami ialah adil dalam konteks materi.
Sementara maksud tidak mungkin berlaku adil seperti dimaksudkan
di dalam ayat 129 adalah adil dalam konteks non materi. Hal ini pula
yang dipahami oleh fukaha (ahli fikih), baik dari ulama mazhab Al-
Hanafiyyah, Malikiyyah, Al-Syafi’iyyah, Al-Hanabillah dan dalam
pandangan mazhab Al-Zahiriyyah.>*

Para fukaha telah membatasi hanya dua syarat utama bagi laki-
laki yang dibolehkan poligami yaitu syarat harus adil dan syarat agar
dapat dipenuhi nafkah bagi istri:

a. Adil secara material

Yang dimaksud adil ialah keadilan yang mampu dilakukan
manusia (laki-laki khusus bagi suami), terkait konteks ketentuan
ayat 3 Surah Al-Nisa’, yaitu kesetaraan yang bersifat material dan
lahiriah seperti nafkah, perlakuan baik, serta giliran bermalam.>®
Oleh sebab itu, ada penegasan bahwa di ketika tidak mampu, atau
khawatir tidak mampu berlaku adil, Allah memerintahkan untuk
mencukupkan diri dengan satu istri saja. Yang dimaksud dengan
keadilan ini bukanlah kesetaraan di dalam cinta, kasih sayang atau
kecenderungan hati, karena hal itu tidak mungkin dilakukan siapa
pun. Syariat hanya membebani bagi manusia dengan hal-hal yang
berada di dalam kemampuan mereka. Maka tidak ada kewajiban
dalam hal yang bersifat naluriah seperti cinta dan benci.*® Karena
itu selaras dengan ketentuan ayat 129 Surah Al-Nisa’, Allah SWT
menafikan keadilan hati dalam diri lelaki terhadap istri-istrinya.

Al-Zuhaili menyatakan bahwa ketentuan QS. Al-Nisa’ ayat
129 merupakan suatu peringatan terhadap bahaya dorongan batin
dan perasaan bukan penetapan bahwa keadilan mustahil sehingga

S4Al-Jaziri, Figh ‘Ala Al-Mazahib..., him. 488-490; Hazm, Al-Mukalla...,
him. 101 dan 600.

SSAl-Zuhaili, Al-Figh Al-Isiami..., him. 168.

%|_ihat dalam, Zahrah, Tanzim Al-Islam..., him. 76; Zahrah, Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah..., him. 90-91; Syalabi, Akkam Al-Usrah..., him. 264; Juga dimuat di
dalam, Zaidan, Al-Mufassal fi Ahkam..., Juz 4:hlm. 292.
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poligami tidak boleh.>” Poin intinya adalah bahwa keadilan yang
bersifat material merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi laki-
laki ketika melakukan poligami.

Berlaku adil secara ekonomi ini mencakup berbagai aspek,
yang terkait langsung dengan hak-hak istri secara umum misalnya
masalah nafkah yang dibagi secara adil-merata, pemberian setara
atas tempat tinggal, pakaian, perhatian lahir, dan juga pembagian
giliran bermalam di tempat istri, misalnya dua hari, lima hari dan
seterusnya. Jika dalam aspek pembagian giliran diwajibkan untuk
adil maka dalam masalah yang terkait langsung dengan hak-hak
penghidupan bagi para istri—terutama dalam hal sandang pangan
dan papan—justru lebih ditekankan lagi.

Menurut Al-Sarakhsi Al-Hanafi, suami wajib untuk berlaku
adil dalam pembagian. Pada masalah giliran bermalam ini berlaku
hanya jika istri telah meminta suami agar diperlakukan secara adil
dan setara. Jika belum ada permintaan dari salah satu istri ataupun
semua istri, maka suami belum wajib membagi waktu secara adil.
Hal ini ada karena pembagian giliran ini berlaku setelah adanya
permintaan dari masing-masing istri.>® Menurut pendapat Dardir
Al-Maliki pada kitab Syark Al-Saghir yang dikutip oleh Wahbah
Al-Zuhaili, menyatakan bahwa makna adil kepada para istri ialah
keadilan antara para istri dalam hak-hak mereka sifatnya material,
seperti giliran bermalam (al-baitiitah) dan nafkah.>® Begitu juga
Al-Ghazali Al-Syafi’i, bahwa syariat tidak membolehkan praktik
poligami secara mutlak, melainkan mengaitkannya dengan syarat
yang menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan. Al-Ghazali di
dalam salah satu pendapatnya mengemukakan bahwa Allah SWT
melalui QS. Al-Nisa’ ayat 3 mengharamkan menambabh lebih dari
satu istri bila khawatir tidak mampu berlaku adil ketika poligami
dengan dua istri atau lebih. Dari sini, Al-Ghazali berkesimpulan
jelas bahwa keadilan ini harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin

57Al-Zuhailt, Al-Figh Al-Islami..., him. 168.
%8 Al-Sarakhst, Al-Mabsitt..., him. 206.
S9Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Maliki...., him. 60-61.
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berpoligami, dan hukum memenuhi syarat adil ini adalah sebagai
sebuah kewajiban.®

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keadilan
adalah kesetaraan, tidak berat sebelah. Adil bermakna wasa¢ atau
di tengah.®! Keadilan sejajar dengan kesabaran dan menyamakan
antara dua hal yang serupa, lawannya adalah kezaliman.®? Selain
itu, makna keadilan secara umum adalah adil di dalam arti sama,
adil dalam arti sepadan atau seimbang, adil dalam arti perhatian
terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu terhadap
setiap pemiliknya dan adil dalam makna keadilan Allah.®® Sesuai
makna ini, maka adil terhadap para istri adalah kesetaraan dalam
memperlakukan istri memberikan perhatian kepada hak-hak istri
dan memberikan hak-haknya secara setara. Oleh sebab itu, syarat
adil ini menjadi penting dan poin kunci yang ditetapkan langsung
dalam Alquran. Sekali lagi, keadilan yang menjadi syarat dalam
poligami adalah keadilan lahiriah-material, yang sekiranya dalam
bentuk nafkah, maka sifatnya dapat dihitung (bersifat kuantitatif),
setara dan sama antara satu istri dengan istri lainnya.
b. Kemampuan memberi nafkah

Syarat yang kedua bagi laki-laki yang sekiranya ia hendak
melakukan poligami adalah mampu dalam memberikan nafkah ke
semua istri-istri dan anak-anaknya. Karena itulah, tidak halal bagi
seseorang untuk menikah, baik dengan satu atau lebih kecuali jika
dia mampu menanggung biaya pernikahan dan terus menunaikan
kewajiban nafkah kepada istrinya.® Nafkah (al-nafgah), bentuk
derivatif dari kata dasar nafaga, artinya habis atau mengeluarkan

80Abli Hamid Al-Ghazali, Al-Wajiz fi Al-Figh Al-Imam Al-Syafi’i, (Beirut:

Dar Al-Arqam, 1997), him. 41.

INurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis

Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2019), him. 599.

®2lbn Qayyim Al-Jauziyyah, ‘Uddah Al-Sabirin, (Terj: Iman Firdaus),

(Jakarta: Qisthi Press, 2010), him. 21.

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Alquran (Jakarta: Lentera Hati, 2007),

him. 5-7.

64Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Isiam..., him. 168.
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belanja.%® Al-JazirT memaknainya sebagai ikhrdju wa al-?ahabu,
artinya keluar, mengeluarkan, atau pergi. Bentuk jamak al-nafgah
adalah al-nafagat.%® Menurut terminologi, kata nafkah memiliki
makna yang umum, baik nafkah kepada anak, orang tua, kerabat,
maupun nafkah kepada istri.®” Yang peneliti maksud di sini ialah
nafkah suami kepada istri yaitu harta yang ditetapkan sebagai hak
istri yang harus dipenuhi suami untuk makanan, pakaian, tempat
tinggal, perlindungan, dan sebagainya.®®

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya di dalam
bentuk materi. Materi yang disepakati ulama adalah belanja untuk
keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok ataupun
sembako, pakaian, serta perumahan ataupun dalam bahasa sehari-
hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.®® Semua aspek
yang berkenaan dengan nafkah ini (sandang, pangan dan papan),
wajib ditunaikan suami ketika hendak melakukan poligami, jika
tidak, maka hukum boleh berpoligami tidak berlaku, bahkan bisa
jadi haram karena mendatangkan kemudaratan.

®SMunawwir dan Fairuz, Kamus Munawwir..., him. 1449.

6Al-Jaziri, Figh ‘Ala Al-Mazahib..., him. 1069.

67Makna umum nafkah seperti dipahami dari keterangan Al-Jaza’iri, yaitu
Al-apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan serta papan kepada
orang yang wajib diberi. Al-JazirT memaknai nafkah sebagai sebuah beban wajib
yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk
pauk, dan pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana
untuk air, minyak lampu dan lainnya. Sementara itu Al-Zuhaili menyatakan bahwa
nafkah ialah kecukupan yang diberikan oleh seseorang dalam hal makan, pakaian,
dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu adalah makanan, termasuk
makanan yang berupa roti, lauk dan juga minuman. Sedangkan dalam hal pakaian
ketentuannya dapat berupa namun tidak terbatas pada pakaian untuk bisa menutupi
aurat, adapun tempat tinggal termasuk didalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat
pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.
Makna-makna ini dapat dilihat di dalam, Abt Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhaj Al-
Muslim, (Terj: Syaiful, dkk) (Surakarta: Ziyad Books, 2018), him. 584; Al-Jaziri,
Figh ‘Ala AI-Mazahib..., him. 1069; Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 94,

88Al-Asyqar, Ahkam Al-Zawdj..., him. 310.

8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2023), him. 165-166.
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Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa keadilan dan
kemampuan dalam nafkah dua syarat yang wajib dipenuhi. Mampu
dalam memberi nafkah kepada para istri menjadi syarat kedua yang
sifatnya kumulatif, yaitu harus dipenuhi secara utuh dan penuh selain
syarat harus pula berlaku adil kepada para istri. Artinya, kedua syarat
ini bukan bersifat alternatif (salah satu dari kedua syarat itu). Selain
harus mampu berlaku adil, juga harus mampu memenuhi hak nafkah
istri. kedua syarat ini harus berjalan beriring, tanpa mengabaikan di
antara keduanya.

Mufasir dan fukaha klasik telah bersepakat mengenai hal ini.
Artinya, pembolehan poligami (ta ‘addad al-zaujat) merupakan satu
pembolehan bersyarat, yaitu ia boleh dilakukan hanya jika dua syarat
tersebut (adil dan mampu memikul beban nafkah) dapat dipenuhi si
suami. Dengan kata lain, praktik poligami yang dibenarkan di dalam
Islam adalah poligami bersyarat, yaitu poligami yang terikat dengan
dan dibatasi oleh syarat adil dan syarat mampu menanggung nafkah
semua istri. Pendapat ini pula yang dipegang oleh ulama belakangan
seperti al-Zuhaili. Ta mengemukakan hanya nafkah dan keadilan saja
yang menjadi syarat poligami dalam Islam.” Begitu pula dijelaskan
oleh Syalabi,”* dipegang pula oleh Abii Zahrah,’? kemudian dalam
pendapat Mahmiid Syaltit juga menyebut hal serupa.” Maknanya,
tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki saat
ia berpoligami.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, ada sebahagian
ulama yang menambahkan syarat-syarat lainnya yang sebelumnya di
dalam fikih klasik tidak memuat syarat tambahan, seperti izin hakim
atau izin pengadilan, dan izin istri. Untuk itu, dua syarat ini menurut
penulis perlu diuraikan lebih jauh berikut ini.

Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 165; Lihat juga Al-Zuhaili, al-Figh
Al-Malikt..., him. 91.

"ISyalabi, Ahkam Al-Usrah..., him. 264.

2Zahrah, Tanzim Al-Islam..., him. 76.

Mahmid Syaltiit keadilan dan kemampuan di dalam memberikan nafkah
kepada istri merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi saat berpoligami. Atas
dasar itu, jika khawatir tidak adil, cukup satu istri. Lihat dalam Syaltat, Al-Islam...,
him. 162-164.
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a. lzin hakim (gadr) sebagai syarat poligami

Sependek penelusuran penulis tidak menemukan ada ulama
klasik (terutama dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Al-
Syafi’1, Hanbali, dan Al-ZahirT) yang menetapkan Syarat poligami
itu harus ada izin pengadilan. Seperti telah diungkap di awal, yang
menjadi syarat utama, sekiranya telah dipenuhi boleh berpoligami
adalah mampu adil atau tidak khawatir tidak adil kepada istri, dan
mampu nafkah. Dua syarat ini saja yang muncul ketika membaca
pandangan ulama mazhab. Selain itu, tidak ada.

Namun, sebagian ulama belakang (kontemporer), justru ada
yang menilai izin pengadilan perlu dalam proses pelaksanaannya,
jika tidak ada izin hakim di pengadilan maka poligami tidak boleh
dilakukan. Sebagian ulama yang dimaksud seperti pandangan Al-
Tanafi,’* Dipegang pula oleh Syaikh Ibrahim, Syaikh Ahmad dan
Al-Khiili, ‘Adawi, Sa’id Mustafa dan juga lainnya.” Mereka
menyebutkan izn al-gadi ka syart li ta’addad al-zaujat (izin dari
hakim pengadilan sebagai syarat poligami) taqyid al-ta addad al-
zaujat bi izn al-qadi (pembatasan poligami dengan izin hakim).

Al-Tanafi berpendapat ada lima syarat utama berpoligami,
yaitu berlaku adil di antara para istri, istri mensyaratkan supaya si
suami tidak menikah lagi atas dirinya (jika ada syarat maka suami
tidak boleh poligami, di sini juga masuk dalam cakupan izin istri),
adanya sumber daya yang mencukupi untuk menafkahi keluarga,
adanya kebutuhan mendesak dan alasan objektif untuk poligami,
dan harus ada izin dari hakim di pengadilan.’® Terkait syarat izin
hakim pengadilan ini, Al-Tanaft berpendapat, negara berhak ikut
campur dalam pengaturan poligami, membatasinya dengan syarat
tertentu, adanya izin hakim atau melarangnya bagi sebagian orang
ataupun seluruhnya di waktu tertentu, sesuai kepentingan umum
maupun Khusus. Sebab poligami ini menurutnya sebagai perkara
yang mubah menurut ijmak, dan menutup pintu kemubahan demi

"4Al-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 193-194.
>Khairat, Markaz Al-Mar’ah..., him. 76.
6 Al-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 186-193.
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kemaslahatan adalah sah secara syariat. Bahkan, Al-Tanafi juga
menggunakan landasan hukum hadis sebagai rujukannya, yaitu di
dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim bahwa al-Miswar bin
Makramah berturut terkait Ali RA melamar putri Abu Jahal. Lalu
Fatimah mendengar hal itu, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW
dan Rasulullah SAW tidak mengizinkannya.”” Di posisi ini, Al-
Tanafi menilai bahwa posisi Rasulullah SAW pada saat itu selain
sebagai ayah dari Fatimah, juga sebagai seorang hakim, sekaligus
sebagai kepala negara dan pemerintah secara bersamaan. Riwayat
ini dapat dikutip berikut:
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Dari Al-Zuhri, dia berkata, telah bercerita kepadaku Ali bin
Husain bahwa Al-Miswar bin Makramah, dia berkata: Ali
pernah meminang putri Abu Jahal lalu hal itu didengar oleh
Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah SAW, dan
berkata; Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi
putri baginda. Sekarang Ali ingin menikahi putri Abu Jahal.
Maka Rasulullah SAW berdiri serta aku mendengar ketika
beliau bersyahadat bersabda: Hadirin aku telah menikahkan
Abu Al-Ash bin Al-Rabi’, lalu dia bercerita kepadaku dan
membenarkan aku. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian

Ibid., him. 193-194.
8AbT ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari
(Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), No. 3450.
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dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang

menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri

Rasulullah SAW dan putri dari musuh Allah SWT pada satu

orang laki-laki. Maka Ali (RA) pun kemudian membatalkan

pinangannya. (HR. Al-BukharT).

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani hadis tersebut menjadi satu
hujjah dalam bentuk sadd al-zari 'ah (mencegah ataupun menutup
jalan kerusakan), sebab meskipun menikah dengan lebih dari satu
dihalalkan bagi seorang laki-laki sepanjang tidak melebih empat,
namun di dalam kondisi tersebut poligami dilarang karena adanya
dampak buruk (mudarat) yang akan timbul di kemudian hari.”®

Riwayat tersebut menurut al-Tanafi sebagai landasan kunci
bahwa izin hakim itu diperlukan saat poligami. Nabi SAW adalah
kepala negara dan pemerintah. Nabi SAW menggunakan mimbar
masjid sebagai sarana menetapkan hukum. Nabi SAW., melarang
Ali demi kemaslahatan khusus. Mimbar masjid di saat itu adalah
lembaga tertinggi negara, sekaligus eksekutif dan juga legislatif.
Seandainya masalah itu hanya menyangkut Ali saja secara pribadi
maka cukup Rasulullah memanggilnya secara pribadi juga, tetapi
karena ini menyangkut umat dan juga hukum, beliau naik mimbar
untuk berkhutbah, mengeluarkan semacam dekret yang melarang
Ali berpoligami, serta memberinya pilihan di antara poligami atau
menceraikan putrinya. Itu menjadi ketetapan hukum bagi umat.®°

Pembatasan dengan izin hakim, juga dipahami pada riwayat
tersebut, yaitu karena Bani Hasyim (keluarga wanita yang hendak
dinikahi Ali) meminta izin kepada Nabi SAW namun beliau tidak
mengizinkan. Hal ini menunjukkan ada dasar dalam Islam untuk
membatasi poligami dengan izin hakim.®! Jadi, izin hakim, atau
izin pengadilan (bagi sebagian ulama kontemporer) sebagai suatu
syarat dalam poligami yang wajib diikut dan dipenuhi. Sepanjang
pengadilan tidak memberi izin, sepanjang itu pula laki-laki tidak
memiliki legalitas berpoligami.

®1bn Hajar Al-*Asqalani, Fats Al-Bari..., him. 399.
80 Al-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 193-194.
811bid.
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b. Izin istri sebagai syarat poligami

Ada syarat lain yang masih menjadi diskusi alot para ulama,
seperti harus mendapat izin istri pertama, kedua serta seterusnya,
atau istri dapat mensyaratkan suaminya untuk tidak berpoligami
di saat sebelum akad nikah dilangsungkan (disebut perjanjian pra
nikah). Pendapat ini dipegang oleh Ibn Qayyim (salah satu ulama
mazhab Hanbali). Ibn Qayyim sendiri mengakui masih ada beda
pendapat ulama tentang beberapa syarat yang boleh diajukan istri
saat ia dipoligami. Misalnya syarat harus menetap di daerah istri,
ataupun harus tinggal di rumabh istri syarat tidak boleh mengambil
wanita budak, syarat tidak boleh berpoligami. Bagi Ibnu Qayyim
sendiri, izin istri dapat berlaku di saat sebelumnya ada syarat yang
diajukannya pada calon suami dalam perjanjian pra nikah untuk
tidak menikah lagi dengan perempuan lain. Bahkan, Ibnu Qayyim
mengutip pandangan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa jika
istri membuat syarat agar calon suami tidak menikah (poligami),
syarat itu wajib dipenuhi.®

Sementara, menurut ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki,
dan mazhab Syafi’1, justru tidak mengakui syarat tersebut, bahkan
bagi mereka syarat semacam ini dimasukkan dalam syarat-syarat
yang batil, begitu pun sekiranya wanita mensyaratkan agar calon
suaminya untuk tinggal di rumahnya atau di daerahnya sekiranya
mereka resmi menikah.®® Menurut mazhab Hanafi, syarat-syarat
yang diajukan istri seperti telah disebutkan tidak termasuk dalam
syarat lazim, namun jika suami menikah maka ia wajib membayar
mahar musamma. Menurut mazhab Maliki, jika istri membuatkan
syarat seperti ini, maka syarat tersebut tidak lazim, dan hukumnya
makruh, suami juga tidak wajib memenuhinya. Menurut mazhab
Al-Syafi’1, syarat yang diajukan istri supaya suami tidak menikah

81bn Qayyim Al-Jauziyyah, Zad Al-Ma’ad fi Hadi Khair Al- ‘Ibad, (Terj:
Masturi Irham, Nurhadi, Abdul Ghofar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), him.
125.

8lbn Qayyim Al-Jauziyyah, I'lam Al-Muwaqqi’'in ‘an Rab ‘Alamin, (Terj:
A. Saefullah FM & Kamaluddi Sa’diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam,
2000), him. 244.
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lagi adalah syarat yang tidak lazim, bertentangan dengan nas dan
syarat fasid/rusak serta tidak diakui. Sementara, menurut Hanbali
justru menilai syarat tersebut sebagai syarat yang lazim dan sahih,
dan suami wajib memenuhi persyaratan tersebut, alasannya sebab
di dalam syarat tersebut mengandung manfaat, tidak mengalangi
maksud dari sebuah pernikahan, yaitu menahan dan berhubungan
intim (jimak/waza ’).2* Hal ini memberi indikasi kuat bahwa izin
istri menurut jumhur ulama tidak perlu di dalam poligami. Hanya
dengan dua syarat sebelumnya (adil dan juga mampu menafkahi),
poligami dapat dilakukan tanpa perlu ada syarat lain.

B. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia menetapkan beberapa batasan atas
laki-laki yang hendak berpoligami. Istilah poligami di dalam hukum
positif umum digunakan dengan sebutan beristri lebih satu orang dan
tidak ada satu pasal dalam hukum positif yang menyebutkan makna
konkret tentang poligami. Hukum positif Indonesia memuat prinsip
perkawinan monogami. Hal ini dapat dipahami dalam bunyi Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
dan telah diubah pertama kali melalui Undang-Undang No 16 Tahun
2019 (selanjutnya ditulis dengan UU Perkawinan).8®

Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Tutik menyebutkan, asas perkawinan dalam ketentuan hukum
positif adalah monogami. Hal ini dipahami, karena sampai sekarang
perkawinan yang dipandang baik, layak, ideal, dan juga elegan ialah
perkawinan monogami bahkan penganut agama yang membolehkan
ajarannya berpoligami pun berpendapat demikian. Kebolehan dalam
poligami apabila dikehendaki semua pihak, serta hukum agama yang
mengizinkan. Oleh sebab itu, asas monogami yang dianut dalam UU
Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat pengarahan
kepada pembentukan hubungan perkawinan monogami dengan jalan

84 Al-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 188-190.
8A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Edisi Revisi,
Cet. 3 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), him. 33.
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mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan
bukan menghapuskan sama sekali poligami.®

Prinsip monogami seperti dipahami dalam Pasal 3 Ayat (1) UU
Perkawinan, bagi penulis, sangat relevansi dengan batasan poligami
dalam Islam yang mensyaratkan adil pada QS. Al-Nisa’ ayat (3) dan
menganulir syarat adil sebagai sebuah skema untuk menikah secara
monogami seperti tersebut dalam Surah yang sama dalam ayat (129).
ini selaras dengan keterangan Isma’il Balogun, guru besar di Nigeria
yang dikutip oleh Cholil Nafis, bahwa watak Islam yang menjadikan
monogami sebagai prinsip dan hanya menerima poligami ini sebagai
satu pengecualian berdasarkan kemampuan lelaki untuk berlaku adil
dan tidak memihak secara nyata terhadap para istri. Bahkan, Syaikh
‘Abd Al-‘Aziz menyatakan ketentuan QS. Al-Nisa’ ayat (3) sebagai
nasihat untuk menikah secara monogami.®” Ini memberi penegasan
bahwa prinsip monogami yang ditetapkan oleh UU Perkawinan pada
dasarnya—meskipun masih perlu diskusi lebih jauh—cukup relevan
dengan asas monogami dalam Islam.

Ketentuan Pasal 3 Ayat 1 UU Perkawinan di atas, tidak bersifat
mengikat, karena tidak menutup kemungkinan seorang suami dapat
dan legal mempunyai lebih dari seorang istri, kemungkinan poligami
tetap ada, dengan syarat poligami yang dilakukan itu didasarkan atas
izin pengadilan.® Poligami ialah praktik hukum yang kebolehannya
dilegalkan dalam perundang-undangan, dengan mempertimbangkan
syarat-syarat seperti tertuang dalam beberapa pasal UU Perkawinan,
KHI, PP Pelaksanaan UU Perkawinan serta aturan lain yang relevan.

UU Perkawinan menetapkan beberapa syarat poligami, seperti
disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Syarat-syarat tertuang
dalam UU Perkawinan ini semuanya berpusat pada izin pengadilan,

8Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 117.

87M. Cholil Nafis, Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah
wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas, Cet. 4 (Jakarta: Mitra
Abadi Press, 2014), him. 90 dan 104.

83yarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 105.
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baru kemudian ada syarat-syarat tambahan yang menyebabkan izin
itu dikeluarkan. Dari proses inventarisasi syarat poligami dalam UU
Perkawinan dapat dikemukakan berikut ini:

a. Harus ada izin pengadilan (Pasal 3 ayat 2).

b. 1zin pengadilan dikeluarkan jika terpenuhi syarat dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 2).

c. Suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan (Pasal 4
ayat 1).

d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal
4 ayat 2 huruf a).

e. Istri cacat badannya, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
(Pasal 4 ayat 2 huruf b);

f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat 2 huruf c).

g. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri (Pasal 5 ayat 1 huruf a).

h. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat
1 huruf b).

I. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat 1 huruf c).
Berdasarkan syarat-syarat tersebut, tampak bahwa poligami di

dalam hukum positif cenderung dibatasi, dan pembatasan ini sendiri
sifatnya relatif sangat ketat dan mengikat. Mulanya, harus dipenuhi
izin hakim, kemudian turunan izin hakim ini baru muncul sekiranya
telah dipenuhi syarat-syarat berikutnya, misalnya dikehendaki suami
dan istri. UU Perkawinan tampak tidak mengatur lebih jauh, apakah
syarat-syarat pada Pasal 3 sampai Pasal 5 tersebut sifatnya kumulatif
ataukah bersifat alternatif.®® Akan tetapi sejauh interpretasi terhadap
pasal-pasal di atas, UU Perkawinan tampaknya mengatur ada syarat-
syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif sebagian dan ada syarat
yang hanya bersifat alternatif saja. Ini dapat dilihat dari tabel sebagai
berikut:

89Kumulatif yang penulis maksud ialah harus dipenuhi semuanya baru bisa
berpoligami. Adapun sifat alternatif adalah syarat tersebut berlaku hanya jika salah
satu saja dipenuhi, sehingga poligami dapat diizinkan oleh pengadilan.
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Tabel 1. Analisis Ketentuan Syarat Poligami dalam UU Perkawinan

No

Syarat

Keterangan

1

Izin Pengadilan

Dikehendaki oleh
pihak-pihak yang
bersangkutan

Harus ada
permohonan

Istri tidak dapat
menjalankan
kewajiban

Istri cacat
badannya, penyakit
yang tidak dapat
disembuhkan

Istri tidak dapat
melahirkan
keturunan

Adanya
persetujuan dari
istri/istri-istri

Ada kepastian
suami mampu
menjamin
keperluan hidup
istri dan anak

Ada jaminan suami
berlaku adil
terhadap istri dan
anak mereka

Kumulatif dengan semua syarat poligami dalam
Pasal 3 s.d Pasal 5.

Kumulatif dengan izin pengadilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat 2

a. Syarat ini terikat dengan dan dibatasi oleh izin
pengadilan

b. Tidak mesti ada kehendak/izin istri

a. Syarat ini terikat dengan dan dibatasi oleh izin
pengadilan

b. Tidak mesti ada kehendak/izin istri

a. Syarat ini terikat dengan dan dibatasi oleh izin
pengadilan

b. Tidak mesti ada kehendak/izin istri

c. Tidak mesti apakah syarat Pasal 4 ayat 2 huruf b
berimplikasi pada pemenuhan kewajiban istri

a. Syarat ini terikat dengan dan dibatasi oleh izin
pengadilan

b. Tidak mesti ada kehendak/izin istri

c. Tidak mesti cacat badan dan penyakit, asalkan istri
tidak bisa melahirkan keturunan (mandul)

a. Syarat ini terikat dengan dan dibatasi oleh izin
pengadilan

b. Syarat persetujuan ini berlaku jika istri tidak cacat
badan, tidak sakit, tidak mandul. Jika istri cacat
badan, sakit, maka persetujuan istri tidak berlaku.

a. Syarat ini terikat dengan dan dibatasi oleh izin
pengadilan

b. Syarat ini terikat dengan persetujuan atau
kehendak istri. Namun, jika istri cacat badan,
penyakit, mandul, maka syarat ini tidak berlaku

a. Syarat ini terikat dengan dan dibatasi oleh izin
pengadilan

b. Syarat ini terikat dengan persetujuan atau
kehendak istri. Jika istri cacat badan, penyakit,
atau mandul, maka syarat ini juga tidak berlaku

Sumber: Data Direduksi dan Diolah Penulis dari UU Perkawinan, 2026.

Dari data Tabel 2.1 di atas, dapat dipahami bahwa syarat yang
mesti dipenuhi secara kumulatif, yang dengannya suami tidak dapat
melakukan poligami, ialah harus adanya izin pengadilan. Sementara
itu, untuk syarat-syarat lainnya, itu tergantung kepada kondisi si istri
apakah ia cacat badan, si istri mempunyai penyakit yang tidak dapat
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disembuhkan (bukan sulit disembuhkan, yang notabene masih punya
peluang kemungkinan untuk disembuhkan), dan syarat tidak mampu
menjalankan kewajiban selaku istri. Oleh sebab itu, dalam beberapa
syarat, misalnya syarat persetujuan istri tidak perlu sekiranya kondisi
fisik dan psikisnya sakit. Artinya, suami tetap dapat melangsungkan
pernikahan secara poligami sekiranya kondisi istri cacat badan, sakit,
mandul, atau tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal
ini tampak bersesuaian dengan “asas pengecualian” yang ditetapkan
di dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa
persetujuan istri yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal 5 tidak
diperlukan bagi seorang suami, bila istri/istri-istrinya tidak mungkin
dimintai persetujuan, tidak dapat menjadi pihak di dalam perjanjian,
atau bila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun dan karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan
penilaian dari Hakim Pengadilan. Artinya, ketentuan ini mempunyai
korelasi dengan pasal-pasal sebelumnya. Sepanjang Majelis Hakim
punya pendapat (bisa jadi dengan melihat kondisi fisik dan psikis si
istri) bahwa syarat persetujuan istri tersebut tidak diperlukan, maka
suami tetap dapat melakukan poligami.

UU Perkawinan tampak bersifat moderat, yaitu membolehkan
poligami yang ditetapkan dalam kerangka hukum pembatasan secara
ketat.®® Mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam UU Perkawinan
sebelumnya (Pasal 3, Pasal 4, dan juga Pasal 5) menunjukkan bahwa
pengaturan syarat poligami juga bersifat berjenjang atau bertingkat.
Antara satu syarat dengan syarat lain saling terikat dan melengkapi,
meskipun ada beberapa pasal yang saling meniadakan (sifat opsional
dan kekecualian). Syarat utama yang harus dipenuhi ialah mendapat
izin pengadilan dan izin ini baru diberikan ketika lengkap syarat lain,
misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat bandanya,
memiliki penyakit dan lainnya.®

%Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad
Hafiz, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan,
dan Elastisitas Penerapan Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2020), him. 228.

®IHusein Muhammad, Poligami, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), him. 11.
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Ketentuan lebih lanjut tentang syarat poligami dalam peraturan
hukum di Indonesia merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Namun peraturan pemerintah ini bersifat
menegaskan serta menyebutkan alur tata cara bagi pengadilan dalam
memeriksa permohonan izin poligami. Di dalam Pasal 41 PP tentang
UU Perkawinan mengatur tentang pemeriksaan mengenai beberapa
aspek, yaitu:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami
kawin lagi, ialah:

1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

istri;

2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan;

3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidak persetujuan dari istri, baik persetujuan itu lisan
maupun tertulis. Jika persetujuan merupakan persetujuan lisan,
persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

c. Ada ataupun tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin
keperluan hidup istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
1) Surat keterangan tentang penghasilan suami yang ditanda-

tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan
untuk itu.

Ketentuan tersebut mempertegas dan memperjelas pasal-pasal
yang ada di dalam UU Perkawinan. Melalui Peraturan Pemerintah di
atas, maka pengadilan, dalam hal ini hakim Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syar’iyyah, di tingkat daerah wajib memeriksa ketentuan
Pasal 4 ayat (2) menyangkut keadaan si istri yang tidak menjalankan
kewajibannya, atau cacat istri atau istri mandul.
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Berikutnya, syarat-syarat poligami dalam hukum positif juga
diatur dalam KHI, yang ketentuan pasalnya relatif atau bahkan dapat
dikatakan sama dengan hukum UU Perkawinan dan juga PP tentang
Pelaksanaan UU Perkawinan.®? Semua syarat yang ada diperiksa di
saat sidang pengadilan berlangsung. Setelah itu, hakim memastikan
beberapa syarat lainnya seperti adanya izin dari istri baik lisan atau
tulisan. Sekiranya izin dalam bentuk lisan, maka izin tersebut harus
diucapkan di depan sidang. Begitu juga syarat lainnya, bahwa hakim
harus melihat dan memastikan keadaan kemampuan ekonomi suami,
apakah memenuhi Pasal 5 huruf b dan ¢ UU Perkawinan atau tidak,
misalnya surat penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, dan
keterangan yang lain yang memberi sebuah keyakinan bahwa suami
memang benar-benar mampu mempunyai jaminan dalam memenubhi
kebutuhan istri.® Adapun cara hakim di dalam menilai adil tidaknya
suami telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 PP tentang Perkawinan,
yaitu melalui pernyataan atau janji suami yang dibuat dalam bentuk
yang ditetapkan untuk itu. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa
UU Perkawinan, PP tentang UU Perkawinan, dan KHI mempunyai
materi yang sama dalam menetapkan syarat-syarat poligami.

Dalam konteks ini, peran hakim tidak dapat dipahami sekadar
sebagai corong undang-undang (qui prononce les paroles de la loi,
ataupun bouches des lois),** seperti pada pandangan Montesquieu,®®
yang hanya mengucapkan kembali teks hukum secara mekanis pada
kasus-kasus yang sifatnya partikular. Hakim dalam praktik peradilan
agama di Indonesia, idealnya justru, atau bahkan wajib menjalankan
fungsi penemuan hukum (rechtsvinding) yakni menafsirkan dan juga
mengonstruksi norma yang ada agar sesuai dengan asas keadilan dan
kepastian hukum. Sudikno Martokusumo menyatakan, bahwa dalam
penemuan hukum berlaku proses konkretisasi norma bersifat umum

92Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan..., him. 176.

%Mardani, Hukum Keluarga..., him. 225.

%Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi
Dan Refleksi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), him. 28.

%Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2017), him. 81.
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dalam kasus yang bersifat individual. Sudikno membuat pengertian
penemuan hukum sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh
hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan
peraturan hukum umum pada peristiwa konkret.%® Menurut Holmes,
seperti dikutip oleh Sudikno, serta dikutip kembali oleh Mochtar dan
Hiariej, bahwa penemuan hukum itu sebagai satu proses konkretisasi
atau individualisasi suatu ketentuan (peraturan) hukum yang bersifat
umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu.®” Artinya,
bahwa penemuan hukum dipahami sebagai proses hakim memahami
dam menerapkan peraturan hukum yang sifatnya umum dan abstrak,
menjadi putusan yang konkret serta spesifik sesuai dengan persoalan
dan peristiwa yang dihadapi. Proses konkretisasi, berarti aturan yang
bersifat umum (misalnya pasal di dalam undang-undang), diterapkan
secara nyata pada kasus tertentu. Contohnya dalam konteks poligami
ialah UU Perkawinan menetapkan keharusan adanya syarat izin dari
pengadilan, namun hakim melalui penemuan hukum menilai apakah
syarat-syarat seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau
suami mampu berlaku adil benar-benar terpenuhi dalam kasus yang
konkret atau tidak?

Proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim memiliki
beberapa metode, misalnya dengan penafsiran ekstensif.?® Menurut
Muchtar dan Hiariej setidaknya ada empat metode penemuan hukum
yaitu, interpretasi (upaya hakim dalam menafsirkan dan mencarikan
maka di dalam satu ketentuan peraturan), argumentasi (memberikan
alasan hukum, yaitu penggunaan logika, asas hukum, dan yang lain),
penyempitan hukum (membatasi ruang lingkup sebuah norma), serta
eksposisi (menguraikan dan menjelaskan hukum).%

%Sudikno Martokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Cet. 1 Ed.
Terbaru, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), him. 37-38.

%7Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar llmu Hukum:
Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers-Raja
Grafindo Persada, 2021), him. 412.

%8Zaiyad Zubaidi, “Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyyah
di Aceh tentang Perkara Harta Bersama,” EI-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.
4, No. 1 (30 Juni 2021): him. 209, doi:10.22373/ujhk.v4i1.10080.

%Mochtar dan Hiariej, Dasar-Dasar llmu..., him. 421-451.
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Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi, hakim dalam
posisi dan kedudukan ini adalah sebagai pihak membuat hukum. Hal
itu menurut Marzuki terjadi manakala materi hukum yang digunakan
di dalam undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur
masalah yang dihadapi, atau undang-undang yang ada bertentangan
dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu hakim di dalam hal ini
dapat melakukan beberapa tindakan, mulai dari pembentukan hukum
(rechtsvorming), atau analogi (rechtsanalogie) ataupun penghalusan
hukum (rechtsverfijning), atau penafsiran (interpretatie). Kegiatan-
kegiatan seperti itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai
penemuan hukum (rechtsvinding).!%® Dalam konteks izin poligami,
hakim pengadilan agama bisa melakukan proses konkretisasi norma
dengan menggunakan pola penemuan hukum yang telah disebutkan
terdahulu. Hakim menafsirkan pasal-pasal yang bersifat umum agar
sesuai dengan fakta konkret dan menyusun argumentasi hukum yang
berlandaskan asas keadilan dan perlindungan perempuan membatasi
ruang lingkup norma supaya tidak diterapkan secara berlebihan serta
menguraikan keterkaitan antar ketentuan dalam UU Perkawinan, PP
No. 9 Tahun 1975, dan KHI.

C. Poligami Menurut Ulama Kontemporer

Poligami menurut ulama kontemporer pada dasarnya memiliki
kesamaan dengan pendapat ulama klasik (ulama mazhab), baik pada
aspek hukumnya, bilangan jumlah maksimal istri, serta syarat-syarat
yang harus dipenuhi. Hanya beberapa bagian saja yang mempunyai
perbedaan, misalnya dalam menetapkan syarat poligami harus lebih
dulu mendapatkan izin istri, harus ada izin pengadilan, dan beberapa
cabang (furu ") lainnya. Meskipun demikian, ada juga beberapa tokoh
muslim berpengaruh abad kontemporer ini yang masih memberikan
sanggahan, atau paling kurang tidak membenarkan praktik poligami
(dengan kata lain mengharamkan). Untuk itu, berikut ini disebutkan
minimal empat pendapat ulama.

100peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi Cet. 13
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), him. 282.
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1. Pandangan Muhammad ‘Abduh (W. 1905 M).10!

Muhammad Abduh merupakan salah satu ulama kontemporer
yang memberi komentar menarik terkait eksistensi hukum poligami.
Bagi ‘Abduh, poligami adalah tindakan yang tidak boleh dan haram.
Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa atau
darurat seperti istri tidak bisa mengandung.2%? Dalam kitab Tafsir Al-
Manar, Muhammad Rasy1id Rida mengungkapkan pendapat ‘Abduh
yang menyebutkan bahwa pada di awal Islam poligami mempunyai
manfaat, terutama di dalam mempererat hubungan nasab, dan ikatan
kekeluargaan yang memperkuat solidaritas. Saat itu, poligami tidak
menimbulkan kerugian seperti sekarang, karena agama sangat kuat
tertanam di dalam jiwa laki-laki maupun perempuan. Rasa sakit hati
antar istri tidak meluas, hanya terbatas pada sesama mereka. Namun,
pada masa kini, kerugian poligami meluas, dari istri kepada anaknya,
dari anak pada ayah, lalu pada kerabat lainnya. Hal ini menimbulkan
permusuhan dan kebencian. ‘Abduh juga menyatakan bahwa karena
poligami, seorang ibu dapat menghasut anaknya membenci saudara-
saudaranya, menghasut suami supaya menzalimi hak anak-anak dari
istri lain. Dengan kebodohannya, suami cenderung memihak istrinya
yang paling ia cintai, sehingga kerusakan merembes kepada seluruh
keluarga.®®

Muhammad Abduh pada dasarnya mengaku bahwa para ulama
yang memandang hukum agama diturunkan demi kemaslahatan dan

10INama lengkapnya Syekh Muhammad Abduh lahir di akhir pemerintahan
Muhammad Ali (1805-1849). Umumnya menyatakan bahwa Muhammad ‘Abduh
lahir pada tahun 1849 M, atau 1244 H pada sebuah desa di Mesir Hilir. Menjelang
kelahirannya, Mesir berada di bawah penguasa tunggal Muhammad Ali, seorang
raja absolut yang menguasai sumber kekayaan, terutama tanah yang ada di Mesir,
seperti pertanian dan juga perdagangan. Di daerah para pegawai Muhammad Ali
bersikap keras dalam melaksanakan kehendaknya dan perintahnya sehingga rakyat
merasa tertindas. Untuk mengelak dari kekerasan itu, rakyat di daerah tersebut ada
yang terpaksa berpindah-pindah tempat. Kondisi demikian dialami pula oleh orang
tua Muhammad ‘Abduh. Ris’an Rusli, Pemikiran Teologi Islam Modern, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 31-32.

192Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam..., him. 175.

193Muhammad Rasyid Rida, Tafsir Al-Manar: Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim,
(Mesir: Dar Al-Manar, 1325), him. 349-350.
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kebaikan manusia, serta salah satu prinsip pokoknya adalah larangan
menimbulkan mudarat dan saling merugikan. Namun, bagi ‘Abduh,
apabila suatu perkara menimbulkan kerusakan di masa tertentu yang
sebelumnya tidak terjadi, maka hukum harus berubah dan diterapkan
sesuai keadaan yang ada. Artinya ini selaras dengan kaidah menolak
kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan. Dengan ini
pula Abduh berkesimpulan bahwa poligami jelas-jelas terlarang atau
haram jika ada kekhawatiran tidak mampu berlaku adil X%

Maksud ;=5 dalam QS. Al-Nisa’ Ayat 3 tidak berdiri sendiri,

akan tetapi terikat dengan dan dibatasi oleh redaksi ayat sebelumnya
dan setelahnya. Karena itu ‘Abduh—sebagaimana dijelaskan Rasyid
Rida—memahami makna potongan ayat itu bersifat terbatas, bukan
mutlak perintah poligami. Keterikatan makna perintah menikah pada
redaksi 1,-s5: ini adalah dengan kemampuan berlaku adil. Oleh sebab

itu, kesimpulan akhir yang dikemukakan oleh ‘Abduh ialah poligami
haram secara pasti sekiranya ada kekhawatiran tidak mampu berlaku
adil. Bagi Abduh keharaman poligami berlaku apabila menimbulkan
kerusakan. Landasan argumentatif ‘Abduh ialah adanya kaidah fikih
yang menyebutkan menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari
menarik kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan.1%

pleadd s B 238 Wil 453

Menolak kerusakan/mudarat didahulukan dari mengambil atau

menarik kemaslahatan.

Di sini, cukup jelas bahwa posisi ‘Abduh di dalam menanggapi
hukum poligami cenderung sangat hati-hati, dan dikembalikan pada
diri laki-laki yang ingin menikah. Sebab, kondisi adil dan kondisi
mampu itu hanya dapat diperkirakan dan dirasakan sendiri oleh laki-
laki. Jika khawatir tidak mampu adil dan tidak mampu nafkah, maka
sesuai pandangan ‘Abduh di atas, haram hukumnya poligami. Status
haram poligami muncul karena mudarat yang ditimbulkan terhadap
para istri dan anak-anak.

1941 bid.
11bid., him. 349.
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Rasyid Rida menyinggung pendapat ‘Abduh yang menyatakan
bahwa kebolehan poligami itu sangat terbatas, dengan syarat-syarat
yang sulit dipenuhi sehingga seakan-akan bagian dari larangan untuk
memperbanyak istri. Telah dijelaskan pula bahwa haram hukumnya
bagi orang yang khawatir tidak mampu berlaku adil untuk menikahi
lebih dari satu. Namun, hal ini tidak berarti—sebagaimana dipahami
sebagian orang—bahwa bila akad nikah dilakukan di dalam keadaan
demikian maka akadnya batal atau rusak. Kondisi rusaknya poligami
ini tidak berlaku apabila muncul keadaan-keadaan berikut; Pertama,
poligami yang dilakukan orang yang khawatir tidak berlaku adil, dan
boleh jadi laki-laki itu hanya khawatir berbuat zalim tapi kenyataan
ia tidak menzalimi dan mampu adil. Kedua, bisa juga berbuat zalim,
lalu bertobat dan kembali berlaku adil, sehingga akhirnya menjalani
kehidupan yang halal dari poligami yang dilakukannya.%

Berikut poin-poin penting dari pandangan Muhammad Abduh
tentang poligami:

a. Poligami haram secara kondisional, yaitu hanya bisa dilakukan

Jika benar-benar darurat misalnya istri tidak bisa mengandung.

b. Argumentasi ‘Abduh mengacu kepada kaidah bahwa poligami
yang mendatangkan kerusakan harus ditolak, untuk itu berlaku
kaidah fikih bahwa menolak kerusakan (akibat poligami) lebih
diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (dari poligami).

c. Makna dari QS. Al-Nisa’ [4]:3: kata 1,.=sGu tidak berdiri sendiri,

tetapi terikat dengan syarat mampu adil dan mampu nafkah.

d. Poligami haram dilakukan jika ada kekhawatiran tidak mampu
berlaku adil atau menimbulkan mudarat.

e. Akad poligami tetap sah meski haram dilakukan dalam kondisi
khawatir tidak adil, selama kemudian terbukti mampu adil atau
bertobat dari kezalimannya.

f. Kebolehan poligami sangat terbatas dan syarat-syarat poligami
sulit dipenuhi. Untuk itu, status hukumnya hampir menyerupai
larangan memperbanyak istri.

191hid., him. 349-350.
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Merujuk kepada pandangan di atas, pada dasarnya Muhammad
‘Abduh tidak mengharamkan secara mutlak, namun keharamannnya
bersifat kondisional, yaitu hanya bagi orang yang benar-benar dapat
berlaku adil dan mampu nafkah saja yang boleh poligami. ‘Abduh di
dalam pendapatnya tidak menolak ayat Al-Qur’an (QS. Al-Nisa’ [4]
ayat 3), namun pemberlakuan ayat itu sangat ketat bila ingin/hendak
diterapkan di tengah-tengah masyarakat muslim secara luas, bahkan
memerlukan pengawasan yang juga ketat.

2. Pandangan Muhammad Syahriair (W. 2019).1°7

Muhammad Syahrtir, merupakan seorang ahli teknik sipil yang
memiliki pendapat berbeda dalam masalah poligami. Bagi Syahrir,
hukum poligami dipahami sebagai satu kebolehan dan sangat terikat
pada konteks sosial dan batasan syariat. Ayat poligami (QS. Al-Nisa
ayat 3) menurut Syahrar dipandang sebagai ayat hudiid, yaitu ayat
yang menetapkan batas minimal serta maksimal. Dari sisi kuantitas,
batas minimal ialah satu istri serta maksimal empat.'°® Namun, yang
lebih penting menurut Syahrar ialah sisi kualitas. Istri kedua hingga
keempat dipahami sebaiknya ialah janda yang memiliki anak yatim,

19Nama lengkapnya ialah Muhammad Syahriir Ibnu Dayb. Ia dilahirkan di
Damaskus, Syria (Suriah) pada 11 April 1938. Muhammad Syahrar adalah anak
kelima dari Dayb Ibnu Dayb dengan Sidigah binti Salih Filyun. Syahrir dikaruniai
lima orang anak yaitu Tariq, Lais, Basul, Masum, serta Rima dengan seorang istri
bernama Azizah. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Syria sampai
memperoleh ijazah sekolah menengah pada 1957 dari lembaga pendidikan Abdur
Rahman Al Kawakibi, Damaskus. Pada 1958 ia memperoleh beasiswa pemerintah
dan berangkat ke Saratow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil
dan pada 1964, berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil. Tahun 1965,
Syahriir kembali ke Syria dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dan telah mengajar di
Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Selanjutnya pada tahun 1968, ia ke
Ireland National University Irlandia dan kemudian mengantarkannya memperoleh
gelar Magister (1969) dan Doktor (1972) dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan
dan Fondasi. la diangkat sebagai Profesor Jurusan Teknik Sipil pada Universitas
Damaskus (1972-1999). Pada 1982-1983 Muhammad Syahrir dikirim Universitas
Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada Al Sand Consult di Arab Saudi. Selain
itu bersama rekan-rekannya, ia membuka Biro Konsultan Teknik Dar al-Istisyarah
Al-Handasiyah di Damaskus. Lihat, Nunu Burhanuddin, Ilmu Kalam dari Tauhid
Menuju Keadilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 310.

18Muhammad Syahriir, Kitab wa Al-Qur’an: Qirda’ah Mu’asirah Dirasat
Islamiyyah Mu’asirah, (Damaskus: Al-Ahali li Taba’ah, 2003), hlm. 597-600.
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sehingga pernikahan itu selain hubungan pribadi, juga sebuah bentuk
perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.

Menurut Syahriir, membahas poligami di dalam Alquran tidak
dapat dilepaskan dengan keharusan untuk memperhatikan ayat-ayat
di dalam Alquran, dan ayat mengenai poligami ini mempunyai relasi
sebab-akibat yang Allah jelaskan, yaitu di antara poligami dan anak
yatim.'%® Bagi Syahriir, makna ayat yang memuat makna “Jika kamu
takut tidak dapat berlaku adil”, bukan berarti ketidakadilan di antara
para istri pada hubungan rumah tangga, karena konteks ayat tersebut
berbicara atas poligami dalam pengertian sosial-kemanusiaan, bukan
dalam pengertian seksual. Ayat tersebut berkaitan dengan anak-anak
yatim, berbuat baik pada mereka, dan berlaku adil terhadap mereka.
Bahkan, ayat Alquran mencukupnya hanya satu istri saja sebab lebih
dekat agar terhindar dari kelemahan dalam menanggung beban biaya
nafkah dan tanggung jawab.'° Oleh sebab itu, Syahriir menilai ada
tiga alasan utama poligami dibolehkan dalam Alquran, yaitu sebagai
berikut:

a. Kehadiran seorang laki-laki di sisi janda untuk melindunginya
dari terjerumus ke dalam perbuatan keji.

b. Menyediakan tempat tinggal yang aman bagi anak-anak yatim
untuk tumbuh.

c. Menjamin agar si ibu janda tetap bersama anak-anak yatimnya,
mengasuh dan merawat mereka. Hal ini melindungi anak-anak
dari keterlantaran dan penyimpangan.

Menurut Syahrir, konsep keadilan di dalam ayat ini dibedakan
menjadi dua. Qisz (keadilan terhadap anak yatim) dan ‘ad! (keadilan
di antara anak-anak, baik anak kandung maupun anak-anak dari istri
janda). Keadilan di antara istri tidak dituntut secara mutlak, karena
tujuan utama pernikahan ialah perlindungan anak yatim. Akan tetapi,
suami tetap dilarang keras mengabaikan istri tanpa kehidupan rumah
tangga yang nyata.!

1Muhammad Syahriir, Naswu Usil Jadidah li Al-Figh Al-Islami: Figh Al-
Mar’ah, (Damaskus: Al-Ahali li Taba’ah, 2000), him. 301.

101pid., him. 303-304.

MSyahriir, Al-Kitab wa Al-Qur’an..., him. 597-600.



85

Maksud redaksi 14556 di dalam QS. Al-Nisa’ ayat 3 merupakan

bentuk jawaban, sekaligus seruan untuk menikah bagi laki-laki yang
sudah memiliki istri. Syahrir juga menyebutkan bahwa melalui kata
1556 ini, Allah SWT tidak hanya membolehkan poligami akan tetapi

memerintahkannya, sebab redaksinya merupakan bentuk amr (lafaz
perintah). Namun, syarat yang harus dipenuhi menurut Syahrar ada
dua; Pertama, bahwa istri kedua, ketiga, serta keempat adalah janda
yang memiliki anak. Kedua, adanya rasa takut tidak bisa berlaku adil
terhadap anak-anak yatim. Sekiranya mengikuti dua syarat ini, maka
perintah poligami menjadi gugur.**? Jadi, hukum poligami perspektif
Syahrir ialah mubah, tapi dengan syarat serta tujuan yang jelas, yaitu
melindungi janda dan anak-anak yatim.

Teori hudiid atau teori batas (minimal dan maksimal) menjadi
salah satu argumentasi penting dari teori yang dikemukakan Syahrtr
dalam menetapkan poligami. Teori batas berhubungan dengan batas
jumlah istri. Menurut Syahrir redaksi lafaz 1,456 dimulai dengan dua

perempuan dari segi jumlah, karena laki-laki tidak mungkin menikah
dengan dirinya sendiri, dan laki-laki juga tidak bisa menikah dengan
setengah perempuan. Oleh sebab itu, batas minimal jumlah istri ialah
satu, dan batas maksimal ialah empat. Langkahnya adalah dua, tiga,
empat. Syahrtr juga menyatakan bahwa di dalam jumlah perempuan
atau laki-laki itu tidak mungkin ada bilangan pecahan. Atas dasar itu,
batas Allah di dalam poligami adalah satu sebagai batas minimal dan
empat sebagai batas maksimal. Di sini disebutkan “dua, tiga, empat”
untuk menunjukkan jumlahnya ialah bilangan bulat. Karena adanya
batasan minimal dan batasan maksimal maka status hukum poligami
dibolehkan namun tetap terikat dengan teori batas tersebut.'®

Teori batas (hudud) tersebut pada dasarnya tidak berhenti pada
titik jumlah maksimal dan minimal (kuantitas yang dapat diperistri),
sebab Syahriir juga mengaitkan dengan aspek kualitas (kondisi istri),

12Muhammad Syabhriir, Naswa Usil Jadidah i Al-Figh Al-Islami Figh Al-
Mar’ah: Al-Wasiyyah, Al-1rs, Al-Qawamah, Ta’addudiyyah, Al-Libas (Damaskus:
Dirasah Al-Islamiyyah Mu’asirah, 2000), him. 302-303.

13Syahriir, Al-Kitab wa Al-Qur’an..., him. 598.
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yaitu janda dan perawan. Oleh sebab itu, Syahrir membuat diagram
untuk dua kondisi antara teori batas kualitas dengan batas kuantitas
si istri, sebagaimana dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Poligami yang Berlaku.

Jumlah
istri
Batas maksimal jumlah tanpa memperhatikan
4 kualitas (janda/ perawan)
g .

Batas minimal jumlah tanpa memperhatikan kualitas
2 | (janda/ perawan)

1 (waktu//sejaah)

Sumber: Syahrir, 2003114

Berdasarkan gambar diagram yang dibuat Syahrur di atas, bisa
dipahami bahwa peraturan umum poligami yang sejauh ini dipahami
adalah batas maksimal istri adalah empat, dan minimal satu. Selama
ini yang berlaku umum ialah hanya memperhatikan kuantitas (hudiid
al-kam) jumlah istri yaitu satu sampai empat, tanpa memperhatikan
hudud al-kaif (batas kualitas) istri (janda ataukah perawan), sehingga
orang yang sudah memiliki istri dianggap boleh melakukan poligami
baik janda ataupun perawan, aturan ini menurut Syahrir terus diikuti
dalam fikih Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang karena kondisi
sejarah memungkinkan hal itu terjadi. Gambar di atas menunjukkan
sistem Klasik, yaitu teori batas jumlah (hudiid al-kam) minimal satu,
dan maksimal empat, ini berlaku tanpa mempertimbangkan kualitas
atau status si istri, apakah janda atau perawan. Ini menggambarkan
praktik poligami yang berlaku selama 14 abad dalam fikih Islam.

H41bid., him. 601.
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Namun, Syahriir menilai bahwa kondisi saat ini sudah berubah
sehingga aspek kuantitas dan kualitas diperhatikan seiring bersama.
Oleh sebab itu, rumusan yang menjadi tawaran Syahrtir adalah bagi
laki-laki yang menikah, dan ingin poligami untuk kedua, ketiga dan
keempat kali, maka dia harus memperhatikan kualitas (status si istri),
yaitu harus menikahi janda yang sudah ada anak yatim. Adapun bagi
laki-laki yang belum memiliki istri dan hendak menikah untuk istri
pertama, maka tidak ada hudud al-kaif, berarti kualitas istri pertama
dibiarkan terbuka, artinya boleh dengan gadis, janda atau perempuan
yang diceraikan. Untuk itu, tawaran Syahrar tentang poligami untuk

kondisi saat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 2. Diagram Usulan Aturan Poligami

A
Jumlah | Batas maksimal dalam jumlah namun terbatas pada
istri janda dengan anak yatim

4

2 Batas minimal jumlah tanpa memperhatikan kualitas
(janda/ perawan)

1 (waktu/sejarah)

>
-

Sumber: Syahrir, 2003.11°

Gambar 2.2 tersebut menunjukkan bahwa bagi Syahrtr, batas
maksimal istri tetap empat namun ia dibatasi hanya untuk janda yang
memiliki anak yatim. Artinya poligami hanya boleh dalam konteks
sosial tertentu, dan sejalan dengan keterangan sebelumnya, poligami
dilakukan untuk tujuan sosial yaitu untuk melindungi dan menafkahi
keluarga yang boleh jadi kehilangan kepala rumah tangga. Landasan
hukum yang digunakan Syahriir juga merujuk kepada nash Alquran
dan hadis, dan peristiwa sejarah poligami yang dilaksanakan sahabat

131pid.
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Nabi masa lalu. Untuk argumentasi teori batas (hudiid) jumlah istri,
Syahriir menggunakan QS. Al-Nisa’ ayat 3. Sementara itu, landasan
argumentasi teori batas (hudiid) mengenai kualitas (status istri) ialah
mengacu kepada praktik pernikahan Rasulullah SAW dan sahabat di
masa lalu yang poligami tidak hanya untuk kepentingan seksual tapi
juga untuk kepentingan sosial, terutama ditujukan pada janda-janda
yang memiliki anak yatim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa poin
penting mengenai poligami dalam pandangan Muhammad Syahrtir,
yaitu sebagai berikut:

a. Poligami sebagai kebolehan (mubah) bukan kewajiban mutlak
tetapi sangat terikat pemenuhan syarat yang ketat. Makna lafaz

1,256 1alah bentuk perintah (amr) untuk menikah, namun gugur

jika syarat tidak terpenuhi.
b. Kategori teori batas Syahrar
1) Batas jumlah/kuantitas (hudid al-kam). Batas jumlah ini di
dalam pengertian Syahrir dibagi ke dalam poin berikut:

a) Batas minimal satu istri. Dalam konteks poligami, maka
Syahriur menyebutkan batas minimal istri adalah dua, ini
karena istri pertama tidak dihitung dalam konteks hukum
poligami.

b) Batas maksimal empat istri.

c¢) Jumlahnya bilangan bulat yaitu dua, tiga, empat.

2) Batas status/kualitas (hudud al-kaif). Batas kualitas ini ada
dalam dua kriteria, yaitu:

a) Perawan (bikr).

b) Janda (saib). Janda ini juga dibagi ke dalam dua kondisi,
yaitu:

i) Janda karena kondisi ditinggal mati suami (armalah)
atau disebut juga dengan cerai mati. Kondisinya baik
punya anak atau tidak.

1) Janda karena kondisi dicerai suami (murallagah), atau
disebut juga dengan cerai hidup, baik punya anak atau
tidak.
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c. Bagi laki-laki yang belum memiliki istri, dan hendak menikah
untuk pertama kali dengan istri pertama, maka teori hudiid al-
kaif tidak diperhitungkan. Hal ini berarti kualitas istri pertama
dibiarkan terbuka, boleh memilih antara bikr atau saib.

d. Bagi laki-laki yang sudah memiliki istri dan hendak poligami,
maka berlaku teori batas kualitas dan kuantitas (hudiid al-kam
dan al-kaif). Spesifikasinya adalah:

1) Istri pertama boleh bikr.

2) Teori hudiid al-kam bagi Syahriir adalah sampai empat saja
sebagai batas atas. Teori hudiid al-kaif Syahriir adalah istri
kedua, ketiga, atau keempat itu statusnya harus saib baik itu
saib armalah atau saib murallagah.

e. Dalam poligami, sisi kualitas lebih penting. Istri kedua hingga
keempat sebaiknya janda dengan anak yatim, sehingga praktik
poligami berfungsi sebagai perlindungan sosial.

f. Poligami berhubungan erat dengan anak yatim, bukan sekedar
hubungan seksual rumah tangga.

g. Syahrtur menyebutkan syarat dan alasan utama dibolehkannya
poligami:

1) Melindungi janda dari perbuatan keji.

2) Menyediakan tempat aman bagi anak yatim.

3) Menjamin ibu tetap bersama anak-anaknya untuk merawat
mereka.

4) Istri kedua, ketiga, keempat adalah janda dengan anak.

5) Tidak ada rasa takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak
yatim.

Merujuk kepada pandangan Syahrar di atas, dapat disimpulkan
bahwa dia pada dasarnya mengakui bolehnya poligami hanya kepada
laki-laki yang mampu adil dan mampu nafkah. Akan tetapi, perintah
menikah dengan lebih dari satu istri gugur jika syarat tersebut tidak
dapat dipenuhi. Dari pandangan Syahriir, tampak muncul ambiguitas
makna, sebab ia menyebutkan hukum poligami adalah boleh, namun
tidak selaras dengan maksud perintah pada lafaz amr untuk menikah
seperti dipahami dalam QS. Al-Nisa’ ayat 3. Syahrar mengakui kata
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fankiha sebagai perintah menikah, dan perintah itu gugur saat syarat
poligami (mampu adil dan mampu nafkah) tidak dipenuhi. Tetapi,
perintah ini tidak berimplikasi kepada makna hukum wajib menikah
secara poligami, tetapi dipahami kepada makna boleh. Syahrar juga
menekankan bahwa kebolehan poligami ini sebagai instrumen sosial
untuk melindungi kelompok rentan (janda), dengan batas kuantitatif
(1-4 istri) dan syarat kualitatif (janda dengan anak yatim).
3. Pandangan Yiasuf Al-Qaradawi (W. 2022).116

Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa poligami merupakan
hukum Islam yang bersifat pasti (qaz i), beliau menyebutkan bahwa

16y {isuf Al-Qaradawi ialah salah satu ulama kontemporer. Pemikiran dan
pemahamannya menyangkut hukum, termasuk masalah hukum keluarga memiliki
pengaruh besar dalam perkembangan keilmuan Islam kontemporer. Al-Qaradawt
mempunyai nama lengkap Yisuf bin ‘Abdullah bin ‘Alf bin Yusuf Al-Qaradawi.
Pemberian istilah “Al-Qaradawi” di akhir nama beliau merujuk kepada nisbah
nama keluarganya, yang diambil dari nama sebuah daerah “Al-Qardah”, kemudian
dinisbahkan pada keturunannya. Menurut Isam Talimah, Al-Qaradawi lahir dalam
keadaan yatim, dan kondisi ini membuat pamannya mengasuh Yusuf Al-Qaradawi
kecil, mengantarkan ke tempat mengaji untuk belajar Alguran. Al-Qaradawi sudah
hafal Alquran dan menguasai tata cara dalam membaca Alquran (mad dan tajwid)
di saat ia belum genap sepuluh tahun. Karena kefasihan membaca Alquran, Yasuf
Al-Qaradawi sudah diangkat menjadi imam shalat. Yasuf Al-Qaradawi dilahirkan
di Desa Shift Al-Turab Mahallah Al-Kubra Negeri Gharbiyah, tepatnya di Al-
Qardah Provinsi Kafru Syaikh, Mesir,'¢, pada tanggal 9 September 1926 M, atau
bertepatan pada tanggal 1 Rabi’ul Awal 1345 H. la lahir dari keluarga sederhana,
ayahnya bekerja sebagai petani, keluarga ibunya sebagai pedagang. Pada saat usia
2 tahun, ayahnya meninggal, dan diikuti ibunya di ketika beliau berusia 15 tahun.
la menikah dengan 3 orang istri dengan kebangsaan berbeda. Beliau menikah Is’ad
Abd Al-Jawwad, dari keluarga Al-Hasyimiyyah Husainiyah berkebangsaan Mesir.
Pernikahannya pertama ini pada tahun 1958 M. Dari pernikahan ini, dia dikaruniai
7 anak, yaitu 3 putra dan 4 putri. Putra beliau yaitu Muhammad, Abdurrahman,
dan Usamah, 4 empat putri beliau bernama Ilham, Siham, ‘Ala dan Asma’. Al-
Qaradawt meninggal pada Senin, di usia 96 (sembilan puluh enam tahun) dan ia
disalatkan di Doha, Qatar, dalam Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab. Ahmad
Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan
Metode ljtihad Yusuf Al-Qaradawr (Yogyakarta: LKkIS Pelangi Aksara, 2013), him.
17; Isam Talimah, Yisuf Al-Qaradawi: Faqih Al-Da’ah wa Da’iyah Fuqahd’,
(Terj: Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), him. 3; Akram
Kassab, Manhaj Al-Da’awi ‘Inda Al-Qaradawi, (Terj: Muhyiddin Mas Rida),
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), him. 5; Huzaifah ‘Abbud Mahdi Al-
Samara’i, Al-Ta 'amul Al-Da’iyyah Ma’a Al-Mustajiddat Al-Fighiyyah: Syaikh Al-
Qaradawi Anmiizijan, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Tlmiyyah, 2013), hlm. 89-90.
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pembolehan poligami tersebut didasarkan kepada dalil pokok hukum
Islam, baik Al-Qur’an maupun hadis, dengan petunjuk batas jumlah
istri hanya empat dan tidak lebih. Karena itu, dalam QS. Al-Nisa’ [4]
ayat 3 tegas dinyatakan bilangan hingga empat, sementara beberapa
riwayat hadis menyatakan Rasulullah SAW memerintahkan sahabat
yang baru masuk Islam yang memiliki beberapa istri untuk memilih
empat dan menceraikan selebihnya.’” Yasuf Al-Qaradawi menilai
bahwa sistem keluarga Islam mengakui kebolehan poligami dengan
batas-batas dan syarat tertentu tanpa melampaui batas dan juga tanpa
mengharamkannya.!8

Al-Qaradawi, dalam beberapa kesempatan, seperti dalam kitab
Al-Hady Al-Islam Fatawa Muasirah, kemudian dalam kitabnya Al-
Siyasah Al-Syar’iyyah, menyebutkan ada sekelompok orang, dengan
afiliasi pada paham liberal yang hendak menghapuskan poligami di
tengah-tengah masyarakat. Atas pandangan ini, Yusuf Al-Qaradawi
justru menolak. Bahkan yang perlu ditetapkan saat ini adalah untuk
mengatur pelaksanaannya secara tertib supaya hukum poligami yang
dibolehkan oleh Islam tidak disalahgunakan, kemudian memberikan
sanksi kepada orang-orang yang menyalahgunakan poligami.*®

Al-Qaradawi pada dasarnya sudah menilai/membaca berbagai
situasi serta pemahaman ulama pada masa beliau, yang sebagiannya
menolak poligami atas dasar tidak ada kebaikan atau kemaslahatan,
dengan kata lain timbulnya kemudaratan/kerusakan. Namun bagi Al-
Qaradawt sendiri, poligami ini adalah aspek hukum yang sudah jelas
dan tegas dibolehkan dalam Islam, bahkan menurut beliau tidak ada
kemaslahatan yang hakiki di dalam menolak dan melarang poligami
yang sebetulnya telah dinyatakan mubah oleh nas-nas ga i.*?°

Meskipun demikian kebolehan poligami menurut al-Qaradawi
tetap terikat dengan dan dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat, yaitu

" Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram..., him. 213.

18y asuf Al-Qaradawi, Kalimat fi Wasatiyyah Islamiyyah wa Ma’alimuha,
(Mesir: Dar Al-Syurtg, 2011), hIm. 50-51.

19y iisuf Al-Qaradawi, Min Hadr Al-Islam Fatawa Mu asirah, (Terj: As’ad
Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), him. 725.

120Al-Qaradawi, Siyasah Al-Syar’iyyah..., him. 343.
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mampu berlaku adil. Keadilan di sini diukur dan dikira-kira sendiri
oleh si pelaku (laki-laki yang hendak berpoligami), apakah ia benar-
benar mampu untuk menjalani poligami secara adil ataukah tidak. Di
sini, cukup jelas bahwa yang menentukan adil itu bukan orang lain,
hakim, pemerintah, atau yang lainnya, tetapi harus diukur oleh laki-
laki yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Al-Qaradawi menyimpulkan
bahwa sekiranya seseorang khawatir tidak berlaku adil, maka haram
bagi orang tersebut untuk poligami.t?

Bagi Al-Qaradawi, makna 14556 di dalam QS. Al-Nisa’ ayat 3
menunjukkan boleh menikah lebih dari satu, tetapi kebolehannya itu
bersyarat. Sementara itu, makna 1,1 atau adil di sini adalah keadilan

lahiriah yang mampu dilakukan manusia, bukan keadilan mengenai
kecenderungan hati dan juga perasaan yang tidak dapat dikuasai oleh
manusia. Ini menurut Al-Qaradawi selaras dengan maksud di dalam
firman Allah SWT QS. Al-Nisa’ ayat 129. Keadilan yang dinyatakan
sebagai sesuatu yang tidak dapat dicapai di sini ialah keadilan yang
sempurna dan mutlak yang mencakup lahir beserta batin. Karena itu,
yang dilarang dalam ayat ini menurut Al-Qaradawi adalah condong
sepenuhnya adapun sebagian kecenderungan masih dapat dimaafkan
dan ditoleransi sebagai bentuk perhatian atas kelemahan manusia.*??

Syarat poligami menurut Al-Qaradawi adalah ada kepercayaan
seseorang terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil di antara
istri-istrinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal,
bermalam (giliran), dan nafkah. Kalau tidak yakin akan kemampuan
untuk menunaikan hak-hak ini secara adil dan juga seimbang, maka
haram bagi lelaki menikahi lebih dari seorang istri (berpoligami).?
Landasannya hukum yang ia gunakan merujuk kepada QS. Al-Nisa’
ayat 3. Oleh sebab itu poligami dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradawt
tidak mudah dilakukan dan poligami sendiri bukan suatu syiar Islam,
tidak dianjurkan, alih-alih sebagai kewajiban agama. Hakikat umum

2Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram..., him. 214,

122 Al-Qaradawi, Madkhal Ii Dirdsah..., him. 67.

2Al-Qaradawi, Min Hadi Al-Islam..., him. 724; Al-Qaradawi, Al-Halal wa
Al-Haram..., him. 214,
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dalam pernikahan seorang muslim menurut al-Qaradawi adalah laki-
laki menikah dengan satu perempuan (monogami). Atas dasar itulah
makruh bagi seorang laki-laki yang telah memiliki istri yang mampu
menjaga kehormatan dan mencukupi kebutuhannya kemudian justru
menikah lagi, sebab tindakan itu berisiko menjerumuskannya kepada
yang haram.?* Dalilnya ialah QS. al-Nisa’ ayat 3, ayat 129 dan salah
satu riwayat hadis Abii Dawud dari Ab1 Hurairah sebagaimana telah
dikutip sebelumnya.!®

Bagi Al-Qaradawi, setidaknya ada tiga alasan poligami, yaitu
sebagai berikut:1%°

a. Ada laki-laki yang sangat menginginkan keturunan akan tetapi
Istrinya tidak dapat hamil karena mandul atau sakit. Karena itu
lebih mulia bagi istri dan lebih baik bagi suami jika ia menikah
lagi dengan perempuan yang bisa memberi keturunan, sambil
tetap mempertahankan si istri pertama dan juga menjamin hak-
haknya.

b. Ada laki-laki yang memiliki dorongan seksual kuat akan tetapi
istri memiliki hasrat rendah terhadap laki-laki, atau sakit, atau
masa haidnya panjang, sehingga suami sulit bersabar. Karena
itu lebih baik baginya menikah lagi dengan istri sah, dari pada
mencari perempuan simpanan (seperti melacur dengan wanita
lain tanpa ikatan nikah) atau menceraikan istri pertama.

c. Kadang jumlah perempuan lebih banyak dari lelaki, terutama
setelah perang yang merenggut banyak pemuda dan juga pria.
Di dalam kondisi ini, kepentingan masyarakat dan kepentingan
perempuan sendiri, menuntut agar mereka lebih baik menjadi
istri kedua, ketiga ataupun keempat dari pada hidup selamanya
sebagai perawan tua yang kehilangan kesempatan menikmati
kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang,
perlindungan, serta nikmat menjadi seorang ibu.

124ygsuf Al-Qaradawi, Markaz Al-Mar’ah fi Al-Hayah Al-Islamiyyah
(Yordania: Dar Al-Furqan, 1996), him. 118.

125y iisuf Al-Qaradawi, Malamih Al-Mujtama’ li Muslim Allazi Nasyuduh
(Kairo: Maktabah Wahbah, 2012), him. 346.

1281hid., him. 349; Al-Qaradawi, Min Hadr Al-Islam..., him. 724-725.
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Jadi, Yusuf Al-Qaradawt tidak menolak poligami, akan tetapi
dilakukan dalam kondisi yang memungkinkan. Misalnya, boleh jadi
karena dapat memecahkan masalah kemandulan istri, memecahkan
masalah yang dihadapi janda yang suaminya meninggal dunia untuk
kemudian diperistri laki-laki lain secara poligami dan juga mengatasi
permasalahan kependudukan yang mana kalangan wanita dewasa ini
disinyalir lebih banyak dari laki-laki. Kemudian syarat utama dalam
poligami ialah mampu berlaku adil, mampu memberikan nafkah dan
menjaga kehormatan. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi, tampak sama
dengan jumhur ulama mazhab. Maknanya hukum poligami ini sesuai
apa adanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan
hadis, yaitu tidak boleh lebih dari empat, kemudian mampu belaku
adil dan mampu nafkah. Bagi yang tidak memenuhi syarat ini, maka
Al-Qaradawi berkesimpulan poligami baginya terlarang dan bahkan
diharamkan,*?” karena tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh
nas (Al-Qur’an dan hadis).

4. Pandangan Muhammad Quraish Shihab.

M. Quraish Shihab merupakan salah satu ulama, mufasir, dan
sekaligus sebagai pendakwah, akademisi, yang memiliki pandangan
terhadap berbagai aspek hukum dalam Islam, termasuk pada hukum
poligami. Shihab memandang poligami sebagai hukum yang secara
tegas dibolehkan di dalam hukum Islam sesuai informasi dalam QS.
Al-Nisa’ ayat 3,*?® namun demikian pembolehannya bersifat darurat,
dan diizinkan pada kondisi dan syarat-syarat tertentu.*?® Pembolehan
poligami dalam penilaian Shihab bagaikan pintu darurat di pesawat.
Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat
gawat. Yang duduk di kursi pintu darurat haruslah memenuhi syarat
pula, yakni yang mampu, mengetahui cara-cara membukanya. Siapa
yang berselingkuh tentu bukanlah seorang yang taat beragama. Yang

27yiisuf Al-Qaradawi, Figh Al-Usrah wa Qadaya Al-Mar’ah (Damaskus:
Dar Syamiyah Turkiyya, 2017), hlm. 259.

128M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai
Persoalan Umat (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), him. 198.

129M. Quraish Shihab, Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi
Beragama, Cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), him. 87.
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taat beragama berpikir sekian kali sebelum poligami yakni apakah ia
telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mampu dan memang sangat
membutuhkan.*°

Berkaitan dengan maksud lafaz 1,+5:¢ dalam QS. Al-Nisa’ ayat

3 bukan merupakan perintah wajib berpoligami. Shihab berpendapat
bahwa ayat ini tidak mewajibkan poligami, atau menganjurkannya,
dia hanya berbicara menyangkut bolehnya berpoligami, dan itu pun
merupakan sebagai pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat sangat
amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.*3!

Ayat 3 Surah Al-Nisa’ mengisyaratkan adanya rasa takut, yang
juga dapat berarti mengetahui. Kalimat ini menurut Shihab merujuk
kepada siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga,
tidak akan mampu berlaku adil sekiranya berpoligami maka dia tidak
diperkenankan melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah
yang yakin atau menduga keras bisa berlaku adil. Yang ragu, apakah
bisa berlaku adil ataukah tidak, menurut Shihab idealnya/seyogianya
tidak diizinkan.'®?

Ulasan yang cukup baik tentang QS. Al-Nisa’ [4] ayat 3 dapat
dilihat pada salah satu catatan Quraish Shihab bahwa hukum beristri
lebih dari satu (poligami) adalah al-iba/kah (kebolehan) bukan sunat,
apalagi wajib. Berpoligami adalah hak yang diberikan kepada kaum
laki-laki yang boleh diambil dan boleh tidak. Namun begitu, untuk
mengambil hak itu, seorang laki-laki harus melaksanakan kewajiban
berbuat adil. Tanpa kemauan serta kesanggupan berbuat adil, maka
hak berpoligami gugur dan seseorang hanya boleh beristri satu dan
tidak lebih.1%

Bagi Shihab, informasi hukum yang dimuat pada QS. Al-Nisa’
ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami
telah dikenal, dilakukan oleh penganut berbagai syariat agama, serta
adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat tersebut di

130M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan
Yang Patut Anda Ketahui, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), him. 75.

181Shihab, Wawasan Al-Quran, him. 198.

132Ghihab, M. Quraish Shihab Menjawab..., him. 75.

133Ghihab, Ensiklopedia Alguran, him. 728.
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atas juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan. Ayat 3 ini
hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu
kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan
dan dengan syarat yang tidak ringan. Oleh karena itu, Shihab menilai
bahwa pembahasan tentang poligami tidak dapat ditinjau dari aspek
ideal atau tidaknya, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari
sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin
terjadi.t3*

Jika ditelusuri lebih jauh, pandangan Shihab ini tampak mirip
dengan penjelasan al-Qaradawi. Quraish Shihab juga menilai hukum
poligami yang disebutkan dalam Alquran, dan didukung juga dengan
riwayat hadis, tidak mungkin dihapuskan, sebab ada kondisi di mana
seorang lelaki tertentu memang boleh melakukan poligami, misalnya
keadaan mandul yang dialami istri, kondisi banyaknya wanita akibat
dari kecilnya jumlah laki-laki dengan berbagai sebabnya (termasuk
karena kematian akibat peperangan) dan sebab yang lain.'® Alasan
lain menurut Shihab adalah berdasarkan fitrah, di mana karena fitrah
wanita ialah monogami maka agama melarang poliandri, ini berbeda
dengan pria yang memiliki kecenderungan berpoligami. Karena itu,
agama tidak melarang dan hanya membatasinya dengan menetapkan

134M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian
Algquran, Volume 2, Cet. 4, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), him. 341; Lihat juga
dalam, Shihab, Wawasan Al-Quran, him. 198-199.

185ghihab, Tafsir Al-Misbah..., him. 341; Menarik yang dikemukakan oleh
Herbert Spencer, seorang filsuf dan sosiolog terkemuka dari Inggris (dan dikenal
sebagai Bapak Darwinisme Sosial), bahwa ia menyinggung penyebab munculnya
sistem perkawinan poligami yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat ialah
ketidakseimbangan jumlah perempuan dan laki-laki. Ketika terjadi perang, jumlah
laki-laki menjadi berkurang, sehingga kondisi sosial tersebut memunculkan sistem
kawin poligami. Ada pula kondisi sosial di mana tidak terjadi perang, bahkan dari
sisi kuantitas, jumlah laki-laki boleh jadi seimbang dengan perempuan, maka pola
dan model perkawinan monogami. Lihat di dalam Herbert Spencer, The Principles
of Sociology, (New York: D. Appleton and Company, 1882), him. 700. Pendapat
Spencer ini relevan dengan keterangan Quraish Shihab sebelumnya, menekankan
bahwa monogami semakin dominan di dalam masyarakat yang stabil yaitu dengan
keseimbangan jumlah laki-laki dengan perempuan, serta dianggap sebagai bentuk
keluarga yang paling maju karena ikatan di antara anggotanya lebih kuat dan jelas
dibandingkan dengan poliandri maupun poligini.
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syarat-syaratnya yang ketat agar izin poligami tersebut tidak disalah-
gunakan,!3®

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa Quraish
Shihab tidak membatalkan hukum poligami di satu sisi, namun tetap
menilai praktiknya harus dilaksanakan secara ketat di sisi lain, yaitu
harus memenuhi syarat adil dan kemampuan suami untuk memenubhi
nafkah. Kondisi darurat menjadi pintu masuk seseorang boleh untuk
berpoligami, sehingga bagi Shihab, poligami dalam Islam bukan satu
anjuran, apalagi kewajiban, melainkan sebagai alternatif pilihan dan
alternatif ini pun dilakukan pada kondisi dan situasi tertentu pula, di
antaranya jika memang laki-laki membutuhkan sebab istri tidak bisa
mengandung, tetapi tetap mempertahankan istrinya sembari hak-hak
materialnya.

Poin-poin pendapat Quraish Shihab dapat dikemukakan dalam
poin berikut:

a. Poligami dibolehkan dalam Islam sesuai QS. Al-Nisa’ ayat 3,
tetapi sifat kebolehannya adalah darurat bukan anjuran apalagi
kewajiban. Poligami hanya boleh dilaksanakan dalam keadaan
sangat gawat, dengan izin dan syarat ketat, serta mampu dalam
adil dan nafkah.

b. Lafaz fankihu dalam ayat 3 ini bukan perintah wajib melainkan
sekadar menunjukkan kebolehan.

c. Syarat utama poligami adalah hanya diperkenankan bagi laki-
laki yang yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil. Yang
ragu atau tidak yakin sebaiknya tidak diizinkan.

d. Hukum poligami adalah al-ibahah (boleh). Artinya hak yang
boleh diambil atau ditinggalkan, tetapi gugur jika tidak mampu
berlaku adil.

e. Hukum boleh poligami ini tidak bisa dihapuskan. Ada kondisi
tertentu yang membolehkan poligami, misalnya istri mandul,
jumlah perempuan lebih banyak karena perang, ataupun sebab
lain.

138M. Quraish Shihab, Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: Mizan,
2009), him. 190.
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f. Fitrah manusia menunjukkan bahwa wanita itulebih cenderung
monogami,sehingga poliandri dilarang adapun lelaki memiliki
cenderung poligami sehingga Islam membolehkan tapi dengan
syarat yang ketat.

Sekiranya dibandingkan ada persamaan bahwa keempat ulama
sama-sama tidak menolak ayat Al-Qur’an mengenai poligami, tetapi
mereka menekankan syarat keadilan serta kemampuan suami dalam
melakukan poligami. Bedanya adalah ‘Abduh lebih condong ke arah
pelarangan karena melihat banyak mudarat pada masa kini. Syahrir
menekankan aspek sosial perlindungan janda dan juga anak yatim di
bawah perwalian. Al-Qaradawi menilai kebolehan poligami selaras
dengan nas serta dengan syarat-syarat yang ketat, misalnya keadilan
dan kemampuan suami dalam memenuhi nafkah dan menjaga nilai-
nilai kehormatan. Sedangkan M. Quraish Shihab, menekankan sifat
darurat poligami, bukan anjuran. Jadi, garis besarnya semua sepakat
poligami bukan kewajiban, tetapi berbeda dalam menilai kapan dan
bagaimana ia boleh dilakukan.

Pandangan di atas, sekiranya dilihat dari sisi peraturan hukum
di Indonesia, tampak sejalan dan relevan untuk sebagian aspek. Pada
aspek hukum poligami, hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan,
PP tentang UU Perkawinan, dan KHI) tetap memberi ruang kepada
lelaki yang hendak beristri lebih dari satu.*®” Artinya, kemungkinan
untuk poligami tidak ditutup, namun membuka ruang poligami tetap
terbatas, tidak bebas secara mutlak. Hal ini juga berlaku dan relevan
dengan pendapat ulama kontemporer di atas, bahkan Syahriir dengan
‘Abduh yang pendapatnya sangat ketat pun masih menilai poligami
ini sebagai hukum yang boleh dilakukan.

Dilihat dari aspek syarat poligami, di sini ada perbedaan yang
cukup signifikan. Hukum positif di Indonesia selain mengakomodasi
syarat yang ditetapkan dalam nash (mampu adil dan mampu nafkah),
juga memuat syarat tambahan berupa keharusan adanya izin hakim.

137 Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal
Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 5, No. 2 (21 Desember
2018): him. 271-280, doi:10.24252/al-gadau.v5i2.7108.
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Sementara, dalam keempat pendapat ulama kontemporer terdahulu,
sependek bacaan penulis, belum mendapatkan keterangan mengenai
keharusan adanya izin pengadilan dalam berpoligami. Hal ini berarti
bahwa hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan, PP tentang UU
Perkawinan, serta KHI) cenderung lebih ketat lagi bila dibandingkan
dengan pendapat ‘Abduh, Syahrtr, Al-Qaradawi dan Shihab di awal.

Pasal 3 ayat (2) (sebagaimana telah dikutip di awal) membuka
ruang poligami dengan syarat tertentu yaitu pihak yang bersangkutan
memperoleh izin dari pengadilan.®*® Izin tersebut hanya bisa diberi
jika istri tidak dapat untuk menjalankan kewajiban sebagai istri, istri
mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat dissmbuhkan ataupun
istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan begitu, hukum positif
Indonesia menempatkan poligami sebagai pengecualian yang hanya
dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan dengan persyaratan yang
sangat ketat. Ini sejalan dengan pandangan ulama seperti M. Quraish
Shihab yang menilai poligami sebagai ‘pintu darurat’.*3® Begitu juga
dengan pandangan ‘Abduh dan Syahrur, bahwa poligami dibolehkan
tetapi syaratnya sangat ketat berupa kemampuan suami untuk nafkah
dan keadilan tanpa kezaliman. Sebaliknya, jika terbukti zalim, maka
selain haram poligami, juga berdosa karena menimbulkan mafsadah
(mafasid atau kerusakan). Padahal, bagi ‘Abduh, jika kondisinya ada
kemungkinan dan kekhawatiran tidak mampu adil dan tidak mampu

138yang dimaksud pengadilan di sini ialah Pengadilan Agama (PA), atau di
Aceh menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyyah (MS). PA dan MS Aceh, diberi
kewenangan dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang
diajukan oleh umat Islam, termasuk dalam permohonan izin poligami. Kedudukan
pengadilan ini dilihat dari kompetensinya relatif PA maupun MS. Maksudnya, jika
seorang lelaki mengajukan permohonan izin poligami berasal dari Provinsi Aceh,
khususnya Kota Banda Aceh, maka permohonan itu diajukan ke MS Kota Banda
Aceh, bukan ke MS Aceh. Begitu juga berlaku untuk daerah lainnya. Artinya izin
poligami dimohonkan pada pengadilan tempat di mana domisili pemohon berada.
Lihat di dalam, Abdul Manan, Mahkamah Syar iyyah Aceh dalam Politik Hukum
Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 331; Bandingkan
pula dengan Muchamad Ali Safa’at dkk, Perkembangan Hukum Islam: Eksistensi,
Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi (Malang: Pustaka
Peradaban, 2022), him. 98; Imron Rosyadi, Rekonstruksi Epistemologi Hukum
Keluarga Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), him. 102.

1395hihab, Wawasan Al-Quran, him. 198.
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nafkah, maka pilihan untuk meninggalkan kerusakan poligami lebih
utama dibandingkan dengan pilihan untuk menggapai kemaslahatan
dari poligami itu sendiri.14°

Alasan ketatnya syarat poligami menurut pandangan keempat
ulama kontemporer (Abduh, Syahrtr, Al-Qaradawi dan juga Shihab)
terdahulu sangat relevan dengan kasus-kasus poligami yang muncul
saat ini. Poligami di dalam praktik masyarakat sering menimbulkan
polemik sosial sekaligus hukum. Banyak terjadi kasus di mana suami
melakukan poligami tanpa ada izin pengadilan, sehingga perkawinan
kedua dan berikutnya dinilai tidak sah menurut negara. Sampai pada
tahap ini, sebetulnya tidak menjadi masalah sekiranya dihubungkan
dengan keempat pandangan sebelumnya, sebab mereka tidak menilai
izin pengadilan sebagai syarat poligami. Namun demikian, masalah
muncul ketika poligami dilakukan secara siri, apalagi dilakukan oleh
“gadi liar” sebagai wali hakim (bukan pihak yang berwenang seperti
Kantor Urusan Agama), sangat rentan terjadi kewenangan dan tidak
dipenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara layak dan ideal.*4!

Masalah yang muncul di dalam kasus-kasus poligami sekarang
ini adalah memunculkan persoalan administratif, seperti pencatatan
perkawinan, hak waris dan terkait status anak. Masalah administratif
ini sendiri pada dasarnya tidak menjadi soal sepanjang suami masih
memperhatikan dan juga menunaikan kewajibannya menurut syariat
Islam, seperti memberi nafkah yang sama kepada para istri dan anak-
anaknya (semua anak dari semua istri), adil dalam hal giliran terkait
bermalam dengan para istri, memberi perhatian, dan kebutuhan yang
lainnya. Tapi, apabila semua kewajiban ini dinafikan, maka berlaku
teori yang dikemukakan oleh ‘Audah dan Shihab sebelumnya, yaitu
hukum poligami yang sudah berlaku adalah haram dan berdosa, tapi
akadnya tetap sah sehingga upaya yang dapat dilakukan ialah berupa
namun tidak terbatas pada usaha suami untuk menunaikan tanggung

140Rida, Tafsir Al-Mandr..., him. 349,

1Imanuddin, “Nikah Menggunakan Jasa Kadi Liar Perspektif Hukum Kel
uarga Islam,” Jurnal Hukum: Wagfeya, Vol. 3, no. 3 (2019), https://uin-arranry.ac
ademia.edu/imanuddinab.
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jawab serta kewajibannya kepada istri dan anak.!#? Langkah lainnya
adalah dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah poligami
oleh suami, atau permohonan isbat poligami yang dilakukan secara
siri (tidak tercatat). Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Gorontalo
tahun 2019 dengan Nomor: 0371/Pdt.G/2018/PA.Gtlo mengabulkan
isbat poligami siri demi kepentingan anak.'** Permasalahannya ialah
apabila suami tetap tidak menunaikan kewajibannya, terlebih suami
tidak mengajukan permohonan isbat poligami siri, maka pemerintah
tidak punya kuasa dan kewenangan dalam menekan apalagi memberi
sanksi hukum kepada suami atas kelalaiannya yang tidak memenuhi
kewajiban kepala rumah tangga. Ini karena tidak adanya bukti yang
kuat yang mampu menjelaskan status pernikahan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diakui
secara terbatas dalam hukum positif, praktiknya sering menimbulkan
masalah karena syarat-syarat yang ditetapkan tidak dipenuhi secara
konsisten. Oleh karena itu, pengadilan agama sebagai lembaga yang
berwenang berperan dalam menilai kelayakan permohonan poligami
dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan finansial,
serta persetujuan istri.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan poligami
lebih ketat lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan seorang ASN yang
hendak berpoligami wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang
berwenang.*** Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, yaitu istri tidak
dapat menjalankan kewajiban, istri mendapatkan cacat atau penyakit
yang tidak dapat dissmbuhkan, istri tidak bisa melahirkan keturunan.

142Rida, Tafsir Al-Mandr..., him. 349.

143M. Khoirur Rofig, Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam
Perkara Perceraian (Gresik: Penerbit Ilmu Literasi dan Riset, 2026), him. 337.

14Nurulia Shalehatun Nisa, Maulana Umar Inamul Hasan, dan Arum Al
Fakih, “Menyoroti Poligami bagi PNS dalam Kajian Perundang-undangan Hukum
Keluarga Islam,” Tahkim Vol. 18, no. 1 (14 Agustus 2022): 172—84, doi:10.33477/
thk.v18i1.3193.
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Selain itu, ASN yang hendak berpoligami harus membuktikan aspek
kemampuan finansial dan juga kesanggupan berlaku adil. Jika ASN
melakukan poligami tanpa izin, maka ia dapat dikenai sanksi disiplin
berat, termasuk pemberhentian dari jabatan.**®

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat
ulama kontemporer seperti ‘Abduh, Syahriir, Al-Qaradawt serta M.
Quraish Shihab menempatkan poligami ini sebagai ketentuan hukum
yang boleh dilaksanakan, tetapi dengan syarat yang ketat, bahkan dia
sebagai “pintu darurat” dalam syariat Islam, yang sekiranya hendak
dibuka hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu dan dengan kondisi
tertentu pula. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan hukum positif
Indonesia yang menegaskan prinsip monogami sebagai prinsip dasar
perkawinan, tetapi membuka peluang poligami dengan syarat ketat
melalui izin hakim di pengadilan persetujuan istri, bukti kemampuan
finansial, kesanggupan berlaku adil. Dalam kenyataan sosial, banyak
kasus poligami justru menimbulkan konflik hukum dan keluarga, ini
karena dilaksanakan tanpa izin resmi ditambah dengan diabaikannya
tanggung jawab yang ditetapkan syarak sehingga berdampak kepada
status perkawinan, nafkah, hak warisan, serta kedudukan anak. Bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN), aturan poligami cenderung lebih tegas
karena selain tunduk pada UU Perkawinan, mereka juga diwajibkan
memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang sesuai PP No. 10
Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990, dengan ancaman sanksi
disiplin berat sekiranya dilanggar.
5. Pandangan Tokoh Muslim Feminis-Liberalis

Apabila dilihat secara menyeluruh, keempat pandangan ulama
kontemporer tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda tentang
poligami. Muhammad Abduh menekankan bahwa poligami itu lebih
banyak membawa mudarat sehingga pada dasarnya haram kecuali di
dalam kondisi darurat. Muhammad Syahrtr melihat hukum poligami
sebagai kebolehan yang sangat terkait dengan tujuan sosial dan juga
upaya memberikan perlindungan kepada kalangan rentan, dan bukan
alasan seksualitas, yakni melindungi janda dan anak yatim. Yusuf al-

131 bid.
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Qaradawi menilai poligami sebagai hukum Islam yang pasti (qat i),
tetapi hanya boleh dilakukan dengan syarat ketat, terutama dalam hal
kemampuan berlaku adil serta memberi nafkah. Sementara, Quraish
Shihab memandang poligami sebagai pintu darurat, boleh dilakukan,
tetapi hanya dalam keadaan mendesak dan dengan syarat yang berat,
sehingga hakikat pernikahan tetap monogami.

Keempat tokoh sebelumnya tetap mengakui kebolehan praktik
poligami meskipun harus dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan
yang ketat. Tetapi dalam perspektif berbeda, kalangan tokoh muslim
feminis-liberalis justru muncul pandangan yang menolak secara total
praktik poligami. Terdapat banyak nama, baik dalam konteks lokal
Indonesia maupun di dunia Islam secara umum, menganggap bahwa
poligami terlarang, bahkan dinilai sebagai praktik lama yang kurang
sejalan dengan konteks masyarakat modern. Tidak hanya itu, praktik
poligami dinilai sebagai penghinaan terhadap perempuan. Pendapat
ini misalnya dipahami dari penjelasan Qasim Amin, bahwa poligami
pada hakikatnya adalah bentuk penghinaan terhadap perempuan. Dia
bahkan menyebutkan: Saya tidak melihat poligami kecuali sebagai
siasat hukum untuk memenuhi nafsu hewani pada diri laki-laki, yang
menjadi tanda rusaknya akhlak, terganggunya akal sehat, kerakusan
dalam mengejar kenikmatan.*#® la juga mengomentari ketentuan QS.
Al-Nisa’ ayat 3 serta ayat 129. Keduanya mengandung kebolehan di
satu sisi dan larangan di sisi lain. Tetapi bagi Qasim Amin, informasi
yang paling kuat dari kedua ayat tersebut adalah larangan poligami.
Karena tidak mungkin ada penegasan tentang keadaan laki-laki tidak
mampu berlaku adil, sementara syarat poligami itu sendiri harus adil
terhadap para istri.*4’

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Amina Wadud, tetapi
ia hanya mengomentari bahwa poligami itu tidak memiliki landasan
yang kuat. QS. Al-Nisa’ ayat 3 bukan berbicara poligami, akan tetapi
sikap wali terhadap anak yatim yang berada di bawah perwaliannya

146Qasim Amin, Tahrir AI-Mar’ah (Kairo: Muassasah Al-Hindawi, 2012),
him. 80.
471bid., him. 81.
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dan hartanya. Amina Wadud juga menolak minimal tiga alasan logis
rasional pembolehan poligami, yaitu karena kelebihan ekonomi bagi
laki-laki, karena perempuan atau istri tidak dapat memberi keturunan
dan karena hasrat seksual laki-laki yang tinggi. Ketiga alasan ini dia
tolak bahkan tidak dapat dijadikan sebagai alasan logis poligami.'*®
Senada dengan Amina Wadud, Asma Barlas juga mengomentari QS.
Al-Nisa’ ayat 3 bukanlah dasar legalitas poligini/poligami. Di akhir
catatannya, Asma Barlas menyatakan bahwa seorang laki-laki sangat
dianjurkan untuk menikahi satu istri. Sebab, memperlakukan banyak
istri secara adil (dalam nafkah, terlebih lagi pada urusan hati) hampir
mustahil (QS. Al-Nisa’: 129), karena Allah tidak memberikan laki-
laki banyak hati (QS. Al-Ahzab: 4).149

Pandangan lainnya dikemukakan Abdullahi Ahmed Al-Na’im.
la menilai mengemukakan prinsip penafsiran baru harus digunakan
agar poligami dibatasi secara hukum dan lelaki-perempuan memiliki
kesamaan mutlak di depan hukum. Prinsip penafsiran baru ini, bagi
An-Na’im, adalah prinsip evolusioner. Menurut prinsip evolusioner
ini, pengecualian atau penyebutan tidak mampu berlaku adil seperti
disebutkan dalam QS. Al-Nisa’ ayat 129 dan ketentuan QS. Al-Nisa’
ayat 3 yang mengizinkan poligami, haruslah dipahami sebagai suatu
kebutuhan pada saat itu. Dalam konteks syariah historis, perempuan
sangat bergantung pada laki-laki untuk keamanan dan kesejahteraan
ekonomi. Karena jumlah lelaki sedikit akibat perang pada abad VII,
maka yang terbaik bagi perempuan “‘khusus saat itu” adalah dimadu
dengan perempuan yang lain, dari pada menjadi perawan tua melarat
dan tidak berdaya. Sementara, untuk konteks saat ini, tidak memiliki
konsekuensi hukum dalam konteks modern.**® Artinya bahwa dalam
penafsiran Al-Na’im, poligami sebagaimana dilegalkan dalam QS.

48 Amina Wadud, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text From a
Woman'’s Perspective (New York: Oxford University Press, Inc., 1999), him. 82-
85.

14Asma Barlas dan David Raeburn Finn, Believing Women in Islam: A
Brief Introduction (Austin: University of Texas Press, 2019), him. 66-69.

150Abdullahi Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil
Liberties, Human Right, and International Law, (Terj: Ahmad Suaedy dan
Amiruddin Ar-Rany), (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), him. 104-105.
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Al-Nisa’ hanya berlaku pada masa lalu yang secara historis kalangan
perempuan sangat rentan, sementara hukumnya tidak berlaku untuk
konteks modern, sehingga poligami dibatasi secara hukum.

Selain beberapa tokoh di atas masih banyak yang lain memiliki
pandangan yang sama, sekurang-kurangnya mendukung monogami
dan keterlibatan pemerintah dalam pembatasan poligami. Pandangan
di atas menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendapat ulama
kontemporer yang membolehkan poligami bersyarat dengan muslim
liberalis-feminis yang menolak total atas praktik tersebut. Jika ulama
kontemporer masih menempatkan poligami sebagai opsi darurat, dan
sebaliknya tokoh feminis-liberalis justru menekankan poligami tidak
lagi relevan dengan prinsip kesetaraan gender serta keadilan sosial.
Penafsiran “klasik” terkait ayat Al-Qur’an yang selama ini dijadikan
dasar kebolehan poligami justru ditafsir ulang sehingga pesan yang
ditangkap dari ayat-ayat poligami menghendaki praktik monogami
dan melarang poligami, karena syarat keadilan yang mustahil untuk
dipenuhi. Selain itu pendekatan feminis-liberalis ini memperlihatkan
upaya dekonstruksi serta reinterpretasi terhadap tafsir klasik dengan
menekankan dimensi historis syariat sembari melihat dalam konteks
modern. Poligami dipandang sebagai solusi sosial di masa lalu ketika
perempuan berada dalam kondisi rentan akibat perang, serta struktur
ekonomi patriarkal. Namun di dalam konteks modern alasan tersebut
tidak lagi relevan karena perempuan memiliki akses yang lebih luas
terhadap pendidikan, pekerjaan, dan juga perlindungan hukum. Oleh
karena itu, penolakan poligami bagian dari upaya untuk menegakkan
prinsip kesetaraan gender dan hak asasi perempuan pada masyarakat
kontemporer.



BAB TIGA
ANALISIS HUKUM IZIN HAKIM SEBAGAI
SYARAT POLIGAMI

A. Argumentasi Para Ulama Kontemporer terhadap Izin Hakim
Sebagai Syarat Poligami dan Relevansinya dengan Putusan
Hakim tentang Praktik Poligami di Indonesia

Izin hakim pengadilan sebagai syarat poligami, pada dasarnya
sudah didiskusikan oleh para ulama, setidaknya baru terbaca di masa
modern ini.! Di badan peradilan, negara-negara Islam di dunia Islam
juga mengatur materi hukum ini,? bahkan regulasinya bersifat baku,

'Dalam beberapa catatan, misalnya tersebut oleh Al-*Attar dan Abii Zahrah
bahwa pengaturan izin hakim sebagai syarat yang harus dipenuhi di dalam praktik
poligami, sekurang-kurangnya muncul pada abad ke 19 M, ini bersamaan dengan
munculnya kodifikasi (tagnin) hukum Islam—termasuk hukum keluarga—dalam
bentuk hukum positif. Lihat, ‘Abd Al-Nasir Taufiq Al-°Attar, Ta ‘addad Al-Zaujat
min Al-Nawahi Al-Diniyyah Wa Al-Ijtima iyyah wa Al-Qanuniyyah (Jeddah: Dar
Al-Syurtg, 1977), him. 273-280; Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah..., him. 90-91.
Al-‘Attar dan Abu Zahrah sendiri tidak menyebut tahun secara pasti, tetapi dalam
uraian mereka, isu tentang ini belum dikenal di masa klasik, dan baru muncul masa
modern/kontemporer (mu ‘asirah).

2Di Malaysia, misalnya bagian Negeri Selangor melalui Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, menetapkan izin pengadilan di
dalam berpoligami, bahkan pada Pasal (Seksyen) 124, pelaku poligami yang tidak
melalui proses peradilan, atau tidak mendapat izin tertulis dari Mahkamah, maka
pelaku dinilai sudah melakukan kesalahan, dan karenanya dapat dihukum, berupa
denda paling banyak 1000 ringgit atau penjara paling lama 6 bulan. Negara Brunei
melalui Undang-Undang Keluarga Islam Brunei 1999, pada Pasal 23 ayat (1) yang
juga menyebutkan poligami harus resmi dan mendapat kebenaran (izin) dari pada
hakim syar 7. Beralih ke negara-negara muslim di Timur Tengah, juga menetapkan
ketentuan serupa. Sebut misalnya dalam Qaniin AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah Negara
Yordania, Nomor 15 Tahun 2019, yang menyebut pernikahan poligami dicatatkan
di Mahkamah.

Majelis hakim dapat menetapkan sejumlah syarat untuk menjamin mampu
finansial dan mampu adil bagi diri laki-laki yang hendak poligami, tujuannya agar
dapat melindungi hak-hak para pihak. Begitu juga Suriah (Damaskus), terutama
di Pasal 17 Qaniin Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Siriy. Di Irak, lebih tegas memuat
aturan ketat dalam Qaniin AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah Nomor 188 Tahun 1959 yang
mengatur bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali atas izin hakim. Izin hanya
diberikan dengan dua syarat: Pertama, suami memiliki kecukupan finansial untuk
menafkahi lebih dari satu istri. Kedua adanya kepentingan yang sah atau maslakah

106
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mengikat, menjadi bagian dari proses yang harus dilalui saat praktik
poligami dilaksanakan. Terdahulu bab dua sudah dijelaskan sepintas
ragam pendapat ulama kontemporer mengenai eksistensi izin hakim
di pengadilan sebagai syarat poligami. Di sini, perlu ada pendalaman
analisis mengenai argumentasi hukum ulama, berikut komentar yang
perlu diberikan terutama relevansinya atas beberapa putusan hakim
tentang praktik poligami di Indonesia.

Pandangan ulama kontemporer tentang izin hakim pengadilan
sebagai syarat dalam poligami memperlihatkan arah baru (jika boleh
disebut sebagai reformulasi dan rekonstruksi hukum poligami dalam
Islam) dalam pembacaan hukum Islam masa kini. Poligami tidak lagi
dipahami semata sebagai hak laki-laki yang dibatasi syarat keadilan,
dan kemampuan nafkah saja, melainkan sebagai praktik yang harus
dikontrol melalui mekanisme hukum negara, kuat, dan tegas. Ulama
yang mendukung syarat izin hakim, berangkat dari kesadaran bahwa
poligami sering kali menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti
ketidakadilan kepada istri, penelantaran anak, dan potensi kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT). Argumentasi ini terbaca dari beberapa
komentar ulama kontemporer yang setuju dengan syarat izin hakim,
dan syarat ini dinilai sebagai instrumen yang mampu menutup ruang
penyalahgunaan poligami, menolak kemudaratan (dar 'u al-mafasid)
serta memastikan supaya praktik poligami berjalan dalam kerangka
kemaslahatan (maslazah).

Al-Tanafi, menjadi salah satu tokoh yang paling tegas di dalam
merumuskan syarat izin hakim. Argumentasi yang dibangun, bukan
hanya didasari kepada persepsi logis (‘aqliyyah), seperti upaya untuk

syariyyah. Sekiranya dikhawatirkan tidak ada keadilan antara para istri, poligami
tidak diperbolehkan.

Di negara-negara muslim di Benua Afrika, semisal Mesir dan Maroko, juga
mengakomodasi syarat izin hakim dalam poligami. Terlepas dari adanya komentar
ulama yang “menentang” syarat ini sebut misalnya pandangan Wahbah Al-Zuhaili
terhadap Qanun Hukum Keluarga Suriah, selanjutnya pandangan Muhammad Aba
Zahrah yang mengomentari Qanun Hukum Keluarga Mesir, dan beberapa lainnya.
Poin intinya bahwa negara Muslim menetapkan syarat izin hakim dalam ketentuan
poligami, dan hakim punya wewenang menilai keadaan finansial (mampu materil)
laki-laki yang hendak poligami.
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menghindari kerusakan, penyelewengan dan penyalahgunaan dalam
praktik umum poligami, tetapi lebih jauh, justru dinilai mempunyai
landasan normatif yang jelas dalam teks nash syarak, yang oleh para
ulama klasik justru belum menyinggungnya lebih lanjut.

Paling kurang, argumentasi ulama mengenai pentingnya syarat
izin hakim ini dapat dikonstruksikan dalam dua argumentasi pokok,
yaitu sebagai berikut:

1. Argumentasi Berdasarkan Dalil Nagliyyah

Argumentasi atau alasan hukum nagliyyah yang dikemukakan
ulama kontemporer (setidaknya dalam bacaan Al-Tanaft),® mengacu
kepada salah satu riwayat hadis dari Imam Al-Bukhari, yang teksnya
sudah dikutip pada bab sebelumnya. Hadis ini menceritakan tentang
keinginan Ali bin Abi Thalib untuk meminang putri Aba Lahab, dan
saat bersamaan, Fathimah (putri Rasulullah SAW) mengadukannya
kepada Rasul SAW. Lalu Rasulullah SAW naik ke mimbar dengan
bersabda5 (matan hadis dapat dikutip kembali) sebagai berikut:

5 35 o faks LLb6 By Shay Fed pdll Al e

A 3l &y Aas gle D do bl Jpdg S i T Al os 28

(gl olyy) sl 2o I sty Jag e

Hadirin, aku telah menikahkan Abtu Al-Ash bin Al-Rabi’, lalu

dia bercerita kepadaku dan membenarkan aku. Sesungguhnya

Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka

bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan

berkumpul putri Rasulullah SAW dan putri dari musuh Allah

SWT pada satu orang laki-laki. Maka Ali (RA) pun kemudian
membatalkan pinangannya. (HR. Al-Bukhari).

Sekiranya dibaca riwayat ini, Imam Al-Bukhart menyebutkan
hadis ini di dalam kitab “Keutamaan Para Sahabat” Bab ke-62 (Kitab
Fada’il Al-Sahabah), dalam “Bab 16: Penyebutan Orang-orang yang
Memiliki Hubungan dengan Rasulullah SAW Melalui Pernikahan,
di antara Mereka lalah Abl Al-As bin Al-Rabi”. Riwayat ini, penting
dikemukakan sebagai argumentasi normatif yang dikemukakan oleh

3Al-Tanaff, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 193-194.
4Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhart..., No. 3450.
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ulama kontemporer, tentang pentingnya izin hakim dalam poligami.
Nabi Muhammad SAW, sebagai ayah Fathimah RA, membatasi apa
yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menikah lagi dengan
putri Abu Jahl.® Di sini argumentasi yang dibangun bukanlah adanya
larangan Nabi SAW terhadap Ali karena menikah dengan putri Abu
Jahal (notabene Abii Jahal merupakan paman Nabi yang menentang
Islam dan dakwah Nabi pada waktu itu). Tetapi, poin intinya adalah
melihat pada adanya larangan Nabi SAW bagi Ali untuk berpoligami
dan menimbang kedudukan Nabi SAW di saat itu, yang bukan hanya
sebagai ayah dari Fathimah RA, tapi sebagai pemimpin, pemerintah,
atau kepala negara (pada saat ini relevan dengan sebutan eksekutif),
pembuat hukum (legislatif), sekaligus sebagai hakim yang memutus
hukum (yudikatif).® Karena itu di dalam konteks hadis di atas, upaya

°Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, Jilid 18,
(Terj: Gazirah Abdi Ummah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), him. 643.

®Perlu digaris bawahi, bahwa di dalam kaca mata fikih siyasah dan hukum
tata negara Islam (figh al-daulah), para ulama bersepakat menyatakan kedudukan
Rasulullah SAW semasa hidup merangkap 3 (tiga) jabatan penting sekaligus selain
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintah dalam arti kepala negara) juga
sebagai pemegang kekuasaan legislatif (perumus pembentuk hukum/legislature),
dan pemegang kekuasaan yudikatif (pemegang kekuasaan kehakiman atau sebagai
hakim dan gadi) bagi umat Islam pada waktu itu. Al-Khallaf dan Al-Sallabi secara
gamblang mengemukakan masalah ini saat mereka mengomentari teori pemisahan
kekuasaan (fasl al-salfah dan separations of power/distributions of power). Dalam
kaca mata Barat, kekuasaan negara bagi tiga organ tersebut dijabat secara terpisah
dan masing-masing menjalankan fungsi check and balances (fungsi pengawasan,
dan penyeimbang). Teori ini digagas oleh John Lock (1704 M), dan dikembangkan
juga oleh Montesquieu (1748 M). Lihat di dalam, John Locke, Political Writings,
(Edited: David Wootton), (United State of America: Hackett Publishing Company,
1993), him. 335; Charles Baron De Montesquieu, The Spirit of Laws, (Translate:
Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), him. 151; Kedua pendapat
tersebut juga diterangkan oleh Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Edisi
Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), him. 282;

Bagi ahli hukum Islam, semisal Khallaf, Al-Sallabi, dan dikemukakan pula
oleh ahli sejarah seperti Al-Sirjani, bahwa posisi Rasulullah SAW pada masa lalu,
tidak bisa direduksi hanya pada satu bidang saja, tetapi merangkap semua jabatan
kekuasaan. Meskipun, untuk konteks kontemporer, kekuasaan tersebut mesti ada
pemisahan, sebab perlu ada fungsi penyeimbang antara satu lembaga dengan yang
lain, dan kondisinya berbeda dengan posisi Rasul pada waktu itu. Bahkan, Wahbah
Al-Zuhaili menyebut pola tersebut berlaku sampai masa Abt Bakar Al-Siddiq. Alf



110

mereduksi (menyempitkan) posisi atau kedudukan Nabi SAW hanya
sebagai ayah Fathimah tentu saja kurang tepat.

Nabi SAW, dalam posisi Beliau yang kuat sebagai pemegang
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, punya legitimasi untuk
membatasi perkara mubah berpoligami, demi kepentingan Fathimah
selaku warga masyarakat waktu itu. Ali Ibn Abi Thalib yang hendak
meminang putri Abu Jahl menjadi hujjah nagliyyah penting di dalam
pembatasan poligami dengan izin hakim di era kontemporer. Rasul
SAW menolak rencana Ali RA dengan alasan—paling kurang alasan
Rasul di sini dipahami secara tersirat—adanya potensi mudarat bagi
Fatimah RA. Penolakan itu dilakukan pada mimbar masjid, sehingga
memiliki dimensi hukum publik, dan bukan sekadar urusan pribadi.
Pada pembacaan hadis tersebut, Nabi SAW bertindak sebagai kepala
negara sekaligus hakim yang menetapkan larangan poligami dalam
kondisi tertentu.

Perlu juga dianalisis komentar ahli hadis mengenai riwayat Al-
Bukhari tersebut. Ibn Hajar memberikan komentar di dalam Fat/ Al-
Bart, bahwa nama anak perempuan yang hendak dinikahi Ali adalah
Juwairiyah, ada juga versi yang menyatakan namanya ialah Al-Aura
dan ada pula yang mengatakan Jamilah. Awalnya, Ali RA berpegang
kepada hukum umum ( ‘amm), yang membolehkan menikahi dengan
wanita yang tidak beriman.” Namun, di saat Nabi SAW mengingkari
perbuatannya, Ali RA memutuskan pinangannya. Dalam hal ini, lbn
Hajar Al-°Asgalant berkomentar, bahwa Nabi SAW menyampaikan

Al-Sallabi menyebutkan pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam,
baru muncul dan diterapkan pada masa Umar bin Al-Khattab.

Catatan menyangkut pemisahan kekuasaan (fasl al-salsah atau separations
of power/distributions of power) dalam perspektif Islam bisa dilihat pada beberapa
literatur, misalnya dalam, ‘Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, Al-Siyasah Al-Syariyyah
Aw Nizam al-Daulah al-Isiamiyyah fi al-Syu iun al-Dustariyyah wa al-Kharijiyyah
wa Al-Maliyyah (Kairo: Dar al-Ansar, 1977), hlm. 133; Lihat juga Ali Muhammad
Al-Sallabi, Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah, Terj: Masturi
Irham dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 45; Raghib Al-
Sirjani, Maza Qaddam Al-Muslimiin li Al-‘Alam, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan
Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), him. him. 397; Al-Zuhaili, Al-
Figh Al-Islami..., him. 358; Azhary, Beberapa Aspek..., him. 432.

"Al-*Asqalani, Fath Al-Bart..., him. 643.
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perkara tersebut kepada khalayak ramai agar mereka menjadikannya
sebagai pedoman baik di dalam konteks wajib atau lebih utama. Poin
ini yang diabaikan oleh sebagian orang misalnya Al-Murtada (ulama
kalangan Syi’ah) yang mengklaim hadis tersebut maugdii’ atau palsu,
dengan dalih dinukil dari al-Miswar yaitu seorang yang bertentangan
dengan Ali. Tetapi sebagian besar ulama lainnya menyatakan bahwa
hadis tersebut adalah sahih.

Al-*AinT menyebutkan bahwa redaksi hadis ini dengan makna
dan maksud hadis bersifat jelas karena bersesuaian dengan masa atau
waktu hidup Ali RA. Artinya, Al-°Aini mengakui bahwa riwayat ini
tidak ada ambiguitas di dalamnya. Komentar Al-°Aini dan Ibn Hajar
sebelumnya relatif sama, meski ada beberapa bagian tambahan. Arti
dan maksud Putri Abt Jahl di sini menurut Al-‘AinT namanya adalah
Juwairiyah, ada yang mengatakan namanya Al-Jamilah, dan ada pula
yang mengatakan al-‘Aura’. Ali yang hendak berpoligami di saat itu
berpegang pada keumuman kebolehan (poligami). Namun demikian,
niatnya menikah lagi diurungkan lantaran Nabi SAW menolak, atau
mengingkarinya. Putri Abu Jahl kemudian dinikahi oleh ‘Atab ibnu
Usayd. Penolakan dan anulir Rasulullah SAW tersebut agar hukum
yang dimaksudkan tersebar ke tengah-tengah masyarakat, kemudian
agar masyarakat kemudian mengambilnya sebagai pegangan hukum,
baik sebagai kewajiban maupun sebagai sesuatu hukum yang harus
dilaksanakan (prioritas).®

Dari dua komentar di atas, tampak jelas bahwa ada pelarangan,
atau paling tidak pembatasan dari Rasulullah SAW bagi Ali RA yang
hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Konteks hadis ini pada
dasarnya memang tampak tereduksi pada minimal tiga hal. Pertama,
mengenai posisi Nabi SAW sebagai ayah dari Fathimah RA. Kedua,
konteks larangan ini berlaku pada Ali RA. Ketiga, anak perempuan
yang hendak dinikahi Ali adalah anak Abt Jahal. Tiga aspek ini pada
prinsipnya perlu dianalisis secara lebih luas dan tidak dibatasi hanya

8Ibid.

*Badruddin Abt Muhammadi Mahmiid bin Ahmad Al-‘Aini, ‘Umdah Al-
Qari Syarh Sahih Al-Bukhari, Juz 16, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Tlimiyyah, 2001),
him. 318.
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pada tiga konteks tersebut. Ibn Hajar maupun Al-*AinT menyatakan
riwayat tersebut tertuju kepada khalayak ramai pada waktu itu, dasar
argumennya sebab Nabi menyampaikan larangannya di atas mimbar,
dan ini berlaku peralihan hukum dari mulanya hanya berlaku dalam
ranah domestik (kekeluargaan), menjadi ranah publik (sosial, ruang
masyarakat yang lebih luas, bahkan menjadi keputusan negara).
Dari riwayat di atas, dan seperti apa yang dikomentari oleh Al-
Tanafi dalam bukunya Mudawwanah Al-Usrah, tegas menyebutkan,
bahwa negara atau pemerintah memiliki wewenang dalam membuat
batasan syarat poligami dengan izin hakim di pengadilan. Argumen
tersebut menunjukkan tata cara membaca peluang poligami di dalam
perspektif multi disiplin ilmu. Paling tidak, memadukan dua dimensi
bidang hukum sekaligus, yaitu ranah hukum keluarga yang sifatnya
domestik, privat, atau di internal kerumahtanggaan, dan ranah politik
hukum (siyasah al-syar’iyyah) yang sifatnya sosial kemasyarakatan.
Riwayat serupa juga merujuk kepada salah satu hadis Muslim
berikut ini:
e U;L@\){w  day i A e SR B0
dw)d&b@\ | s wé.m«b.»uﬂib.» g 4 JB
;‘L’“u‘ J‘*"“”Jﬂjgj‘xé‘xb‘\‘ﬂu)ﬂu‘ﬁ
Q‘rfr“ :’S“u‘dybu J""J ur\‘“"d’w 05 by sl e
Lé\’ Es Q\Y (.gld.s Y(r réju-’w(" r@us\\)e J\Ld\
6 G gt o S L 0 5 0 0 o
10.((};.m o) 5,).BIST s Ls“-’jij
Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn ‘Abd Allah ibn
Yiinus dan Qutaibah ibn Sa‘id keduanya dari Al-Lais ibn Sa’d.
Ibn Yiinus berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Lais,
telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn ‘Ubaidullah
ibn Ab1 Mulaikah Al-Qurashi Al-Taim1, bahwa Al-Miswar ibn

Makhramah telah menceritakan padanya bahwa ia mendengar
Rasulullah di atas mimbar bersabda: “Sesungguhnya Bani

OAbli Al-Husain Muslim, Sakiz Muslim (Riyad: Dar Al-Salam, 2000),
him. 134.
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Hisyam ibn Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar ‘Ali ibn
Ab1 Talib menikahi putri mereka. Maka aku tidak mengizinkan
mereka, tidak mengizinkan mereka, tidak mengizinkan mereka
kecuali sekiranya Ibn Abt Talib ingin menceraikan putriku lalu
menikahi putri mereka. Sesungguhnya putriku adalah bagian
dariku, apa yang membuatnya resah membuatku resah dan apa
yang menyakitinya menyakitiku.

Informasi dalam hadis ini serupa dengan riwayat al-Bukhart di
awal. Ibrahtm Al-Qurtubi di saat menjelaskan hadis ini, memberikan
komentar tentang tidak ada izin dari Rasulullah SAW atas pinangan
Ali, hal ini sebagai bentuk penegasan untuk melarang penggabungan
di antara putrinya Fatimah dengan putri Aba Jahl dalam satu rumah
tangga. Itu karena, Nabi SAW khawatir Fatimah akan terkena fitnah
akibat rasa cemburu, serta juga karena beliau memperkirakan adanya
perselisihan dari pihak madunya. Permusuhan para ayah, terkadang
dapat berpengaruh kepada anak-anak mereka.! Imam Al-Nawawi di
dalam komentarnya juga menyebutkan bahwa makna hadis tersebut,
terkait dengan larangan menyakiti Nabi SAW dalam kondisi apa pun
dan dengan cara apa pun, meskipun karena timbulnya gangguan itu
berasal dari sesuatu yang asalnya mubah. Ini berbeda dengan selain
beliau. Rasulullah SAW melarang penggabungan di antara keduanya
(menggabungkan Fathimah dengan anak Abii Jahl) sebab dua alasan
yang disebutkan secara tegas:?

a. Hal itu akan mengakibatkan gangguan terhadap Fatimah, siapa
pun yang menyakitinya berarti menyakiti Nabi SAW, sehingga
binasa orang yang menyakitinya. Larangan itu, pada dasarnya
muncul dari kasih sayang Nabi SAW yang sempurna terhadap
‘Alf dan Fatimah.

b. Kekhawatiran adanya fitnah bagi Fatimah RA akibat dari rasa
cemburu.

1AbT Al-*‘Abbas Ahmad bin ‘Umar bin Ibrahim Al-Qurtubi, Al-Mufhim
Lima Asykal min Talkhis Kitab Muslim, Juz’ 6, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1996),
him. 353.

2Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya bin Syarf Al-Nawawi, Al-Minhdj fi
Syarh Sahth Muslim bin Al-Hajjaj: Syarh Al-Nawawi ‘ala Muslim, (Yordania: Bait
Al-Afkar Al-Dawliyyah, 2000), him. 1489.
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Dua komentar di atas tampak memberi batasan cakupan makna
hadis, yaitu hanya pada kasus Fathimah saja, bahkan penulisan hadis
juga diletakkan pada Bab Keutamaan Fathimah. Hanya saja, dalam
kerangka penggalian hukum, ulama kontemporer, seperti dijelaskan
oleh Al-Tanafi, riwayat tersebut justru dapat dijadikan sebagai suatu
indikasi bahwa kekuasaan penguasa bisa membatasi seseorang yang
hendak poligami dengan menetapkan syarat izin hakim sebagai satu
mekanisme hukum yang harus dilalui.*® Negara memiliki hak untuk
ikut campur dalam pengaturan hukum poligami baik dalam membuat
undang-undang, membatasi dengan syarat tertentu, mewajibkan izin
hakim, melarangnya bagi sebagian orang, ataupun melarangnya bagi
semua orang dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingan umum
maupun khusus. Poligami yang mubah serta menutup jalan terhadap
sesuatu yang mubah demi kemaslahatan ialah sah menurut syariat.'*

Peristiwa ketika Bani Hisyam, keluarga perempuan yang ingin
dinikahi ‘Al RA, meminta izin kepada Nabi SAW tetapi beliau tidak
mengizinkan. Ini menunjukkan bahwa membatasi poligami dengan
izin hakim memiliki dasar dalam Islam.*®

Hal ini berbeda dengan pandangan ulama kontemporer lainnya
yang menyebut izin hakim tidak perlu dalam poligami, terlebih jika
hakim diberi kewenangan di dalam menilai apakah laki-laki mampu
adil dan mampu nafkah. Artinya, poligami—sepanjang dilaksanakan
dengan memenubhi syarat/rukun nikah—boleh secara syarak, tinggal
pengadilan mencatatkan saja perkawinan itu, tanpa harus terikat atas
izin hakim. Ini misalnya dikemukakan Al-Zuhaili, yang menyatakan
bahwa Allah SWT menempatkan keinginan orang yang ingin kawin
itu sendiri untuk mewujudkan kedua syarat poligami (mampu nafkah
dan mampu adil). Hanya Allah SWT saja yang bisa menghargai rasa
khawatir untuk tidak bisa berlaku adil.*® Al-Zuhaili menambahkan,

BAl-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 193-194.

41bid.

Bibid., him. 194.

BAl-Zuhaili, Al-Figh Al-Isiami..., him. 165; Setidaknya menurut al-Zuhailt
ada 5 alasan kenapa pembatasan poligami dengan izin hakim ini tidak memiliki
manfaat dan kemaslahatan sama sekali. Pertama, suami lebih mengetahui kondisi
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dalam pengawasan perkawinan oleh hakim, itu sifatnya hanya semu,
tidak pasti, hanya orang yang ingin menikah saja yang dapat menilai
apakah ia mampu atau tidak. Poligami juga bukan sebab utama dari
adanya praktik penelantaran anak.

‘Abd Al-Karim Zaidan juga termasuk dalam golongan ini. Dia
berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan tanpa izin hakim. Oleh
karena itu, Zaidan menilai tidak ada dasar syar 7 untuk memberikan
wewenang ini bagi hakim, dan menggantungkan kebolehan poligami
pada izin hakim. la juga mengutip salah satu Fatwa dari Majma’ Al-
Buhiis al-Islamiyyah (Lembaga Riset Islam) Kairo yang menyatakan
pada intinya bahwa poligami adalah mubah berdasarkan nas-nas Al-
Qur’an yang jelas dengan batasan yang disebutkan di dalamnya, dan
pelaksanaan hak ini diserahkan kepada pertimbangan suami ini tanpa
memerlukan izin dari hakim pengadilan. Argumentasi lainnya ialah
bahwa tidak pernah ada riwayat dari fukaha yang mensyaratkan izin
hakim untuk membolehkan poligami. Seandainya syarat ini memang
sah menurut syariat, tentu kitab-kitab fikih dan peradilan tidak akan
kosong dari penyebutannya atau usulannya. Ketiadaan ini memberi

dan kemampuan sendiri sehingga suami lebih berkompetensi dan mampu di dalam
menilai keadaannya, serta menyeimbangkan pendapatan dengan kebutuhan rumah
tangga dan juga menjalankan perintah syariat berupa keadilan dan kebaikan dalam
pergaulan. Kedua, hakim sulit mengetahui keadaan nyata seorang suami, sehingga
pemeriksaan atas adil ataupun mampu tidaknya laki-laki justru tidak akan efektif,
bahkan bisa menyingkap rahasia pribadi, membatasi kebebasan, serta mengurangi
kewenangan dan pilihan pribadinya. Ketiga, poligami bukan suatu fenomena yang
menakutkan, karena di Mesir dan Libya misalnya hanya sekitar 4%, dan di Suriah
sekitar 1%. Angka yang kecil tidak layak dijadikan dasar untuk membuat undang-
undang khusus. Keempat, hukum tidak dapat memperbaiki keadaan tanpa adanya
niat baik dan kesungguhan dalam penerapannya. Kelima, poligami bukan menjadi
penyebab anak-anak terlantar, sebagaimana dituduhkan banyak orang. Melainkan
penyebab sebenarnya adalah laki-laki yang berpoligami menjauh dari adab syariat
dan hukum-hukumnya, khususnya ketika lalai saat mengurus keluarga, kecanduan
minuman keras, penyalahgunaan narkoba, berjudi, berkunjung ke tempat maksiat,
serta akibat kemiskinan dan kebodohan. Karena itu bagi Al-Zuhaili, dampak buruk
poligami justru dapat dihindari melalui pendidikan agama yang benar, pemahaman
terhadap tujuan syariat dalam pernikahan, kesadaran terhadap beratnya tanggung
jawab, menjadikan ikatan pernikahan berdiri di atas dasar kasih sayang, rahmat,
dan saling pengertian. Penjelasan Al-Zuhaili ini dapat dirujuk dalam: Wahbah Al-
Zuhaili, Al-Figh Al-Maliki Al-Muyassar (Damaskus: Dar Al-Kalim Al-Tayyib,
2010), him. 91.
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penegasan adanya ijma’ sukiiti (kesepakatan diam) bahwa kebolehan
poligami tidak bergantung izin hakim. Mengusulkan syarat tersebut,
atau bahkan aturan yang sudah berlaku di beberapa negara muslim,
pada masa kini berarti melanggar ijmak tersebut.'’

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Mustafa
Syalabi,'® Abii Zahrah,'® Mahmiid Syaltiit,?° yang intinya sama. Al-
Qaradawi misalnya, menyebut dengan tegas bahwa syarat adil hanya
dapat diperhitungkan oleh lelaki yang bersangkutan. Bagi laki-laki,
yang khawatir bahwa dirinya tidak mampu berlaku adil, maka haram
baginya untuk poligami.?! Pandangan-pandangan tersebut memberi
gambaran bahwa diskursus tentang hukum poligami serta penetapan
syarat izin hakim pengadilan masih menjadi diskusi alot para ulama
kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa bagi sebagian
ulama kontemporer yang setuju, bahkan menganggap penting syarat
izin pengadilan ini, meskipun sebagian dan tidak semuanya, menilai
adanya dasar syar 7 (nagliyyah) dengan mengacu kepada dua riwayat
hadis terdahulu. Dasar argumen yang dibaca ialah posisi Rasulullah
SAW sebagai pemerintah, pembuat undang-undang, dan hakim saat
itu melarang Ali memadu Fathimah. Landasan riwayat ini kemudian
dinilai sebagai legalitas hakim dalam menilai kemampuan laki-laki
yang hendak berpoligami.

2. Argumentasi Berdasarkan Dalil “‘Agliyyah

Argumen logis yang muncul, terutama bagi ulama yang setuju
terhadap izin hakim sebagai syarat poligami merujuk kepada adanya
kemungkinan mudarat yang muncul bagi pasangan terutama istri dan
anak-anak yang dilahirkan. Larangan dan pembatasan poligami tidak
boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus dipenuhi
dua syarat penting:

177aidan, Al-Mufassal fi Ahkam..., Juz 4:hlm. 293-294.

18Syalabi, Ahkam Al-Usrah..., him. 264.

19Zahrah, Tanzim Al-Islam..., him. 76; Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah...,
him. 90-91.

DGyaltiit, Al-Islam..., him. 162-164.

2Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram..., him. 288.
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a. Pembatasan praktik poligami dengan izin hakim harus benar-
benar membawa kemaslahatan nyata bukan nilai kemaslahatan
yang semu (hanya dugaan kuat), atau mencegah mudarat yang
nyata ataupun yang dikhawatirkan akan terjadi.

b. Rujukan di dalam melarang atau membatasi poligami haruslah
agama Islam bukan rujukan internasional berupa isi perjanjian,
konvensi, atau piagam global.

Dua pertimbangan di atas merupakan realisasi yang diterapkan
di dalam membentuk undang-undang yang mensyaratkan izin hakim
bagi lelaki yang ingin berpoligami. Landasan argumentasi aqliyyah
(dasar logika) atas pentingnya izin hakim berangkat dari setidaknya
atas pertimbangan rasional, yaitu mengenai keadilan, kemaslahatan,
dan perlindungan hak.

a. Keadilan yang menjadi syarat utama poligami sulit diukur dan
diidentifikasi secara subjektif oleh lelaki yang ingin menikah
secara poligami, sehingga diperlukan adanya otoritas eksternal
institusi ataupun lembaga peradilan untuk menilai kemampuan
(mampu adil serta mampu nafkah). Hakim dipandang sebagai
pihak yang dapat memberikan verifikasi objektif supaya klaim
keadilan tidak menjadi alasan semu, tetapi memberi kepastian
hukum bagi istri-istri dan anak-anak.??

b. 1zin hakim juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk
menutup pintu mudarat, sebab potensi poligami menimbulkan
konflik rumah tangga (antara istri pertama dan kedua, ataupun
seterusnya), ketidakadilan, serta kerugian bagi pihak istri atau
anak yang dilahirkan.

c. Dari sisi perlindungan hak perempuan, izin hakim ini dianggap
sebagai instrumen rasional yang bisa memastikan bahwa pihak

22Argumentasi pada poin a di atas juga dikemukakan oleh Al-‘Attar. Hanya
saja, posisi Al-‘Attar di sini hanya mengulas pendapat ulama, sementara sikapnya
tetap tidak setuju terhadap izin hakim sebagai syarat poligami. la bahkan menilai
dan mengatakan seperti berikut “Lebih bijak membiarkan poligami berjalan sesuai
syariat dengan syarat keadilan beserta kemampuan menafkahi daripada membatasi
dengan syarat yang sulit dibuktikan dan menimbulkan kerusakan sosial”. Lihat Al-
‘Attar, Ta’addad Al-Zaujat..., him. 291.
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yang lebih lemah secara sosial, ekonomi, tidak dirugikan oleh

keputusan sepihak suami.

d. Izin hakim memberikan kepastian hukum dan juga kepastian
dalam administrasi, sehingga hak-hak keluarga terkait nafkah,
warisan dan status anak dapat diatur dengan jelas.?® Oleh sebab
itu, sebagai fungsi pengikat, maka perkawinan poligami tanpa
adanya izin hakim menimbulkan kekacauan administratif, dan
sebagai bentuk hukuman bagi pasangan itu, hakim berwenang
untuk tidak mengintervensi terkait masalah yang timbul yang
dihadapi oleh pasangan tersebut, misalnya terkait gugatan dari
suami karena ketidaktaatan istri, gugatan istri atas nafkah, hak
waris, hak anak, dan lainnya.?*

e. Analogi dengan talak. Alasan ini memberi gambaran bahwa di
dalam talak perlu ada keputusan pengadilan. Sekiranya dalam
permasalahan perceraian yang asal hukumnya mubah saja bisa
dibatasi demi kemaslahatan, maka poligami pun dapat dibatasi
dengan izin hakim, dan peraturan syarat izin hakim dipandang
memenuhi nilai maslazah.

Berdasarkan argumentasi di atas, mekanisme poligami dengan
izin pengadilan dinilai sebagai instrumen rasional untuk memelihara
keseimbangan antara kebolehan syariat (misalnya merujuk pada QS.
Al-Nisa’ ayat 3 dan beberapa hadis Nabi SAW seperti telah dikutip
terdahulu) dan kebutuhan sosial modern. Poligami dibolehkan dalam
Islam, tapi syarat utamanya adalah keadilan dan kemampuan nafkah.
Dua syarat ini sulit diverifikasi secara subjektif oleh suami, sehingga
otoritas lembaga peradilan diperlukan untuk memastikan klaim dua
syarat mampu adil, dan nafkah benar-benar dipertanggungjawabkan.
Dengan izin hakim, poligami tidak lagi bergantung kepada penilaian

BAl-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 192-194; Al-Attar, Ta ‘addad
Al-Zaujat..., him. 139-145.

24« Atiyyah Saggar juga menyinggung alasan tersebut sebagai argumentasi
logis yang dikemukakan oleh sebagian ulama dalam menerima syarat izin hakim.
Hanya saja, bagi ‘Atiyyah Saqgar sendiri, syarat izin pengadilan ini tidaklah bisa
diterima. Lihat dalam ulasan Saqqar, ‘Atiyyah Saqqar, Mausii’‘ah Al-Usrah Tahta
Ri’ayah al-Islam: Musykilat Al-Usrah, Juz’ 6, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006),
him. 128-132.
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pribadi yang rawan bias. Ini karena kecenderungan orang (laki-laki)
untuk berpoligami, apalagi hanya didasarkan pada kepuasan seksual,
biasanya akan menafikan kekhawatiran berlaku adil berpoligami dan
syarat poligami untuk mampu di dalam dua aspek tersebut tidak lagi
menjadi pertimbangan utamanya. Dengan adanya syarat izin hakim,
akan memeroleh legitimasi hukum yang lebih kuat dan memberikan
perlindungan nyata bagi pihak yang berpotensi dirugikan, khususnya
istri dan anak-anak.

Selain itu, izin hakim berfungsi sebagai mekanisme preventif,
yang sejalan dengan prinsip rasional dalam hukum Islam, yaitu suatu
upaya dalam mencegah mudarat sebelum terjadi. Poligami memiliki
potensi menimbulkan ketidakadilan, konflik rumah tangga, sehingga
pengawasan hakim melalui mekanisme izin hakim ini dinilai sebagai
langkah antisipatif untuk menutup pintu kerusakan (sadd al-zari’ah)
dan memastikan tercapainya kemaslahatan (maslakah), ini pula yang
dipahami oleh Al-Tanafi saat mengomentari riwayat hadis Imam Al-
BukharT dan muslim sebelumnya.?® Dengan adanya izin hakim, hak-
hak keluarga terkait nafkah, warisan, status anak dapat diatur secara
lebih jelas, serta memberi kepastian hukum (legal certainty/al-yaqin
al-ganuni) dapat terjamin. Ini menjadi bagian penting dalam proses
pembaruan hukum keluarga Islam di beberapa negara muslim dunia,
termasuk Indonesia, Malaysia,?® Brunei, dan negara-negara muslim
di Timur Tengah.?’

Penting pula dikemukakan di bagian ini, bahwa intervensi dari
negara dalam bentuk pemberian izin poligami secara prinsip bagian
dari kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dan
bagian dari bentuk siyasah syar 'iyyah. Bagaimana pun, pelaksanaan
poligami ini bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak dan juga
kewajiban antara warga negara, sehingga negara punya kewenangan
di dalam membuat kebijakan terkait perlunya izin hakim. Pola ini di
dalam politik hukum Islam kontemporer disebut proses tagnin yaitu

B Al-Tanaft, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 192-194.

ZManan, Pembaruan Hukum..., him. 159-170 dan 197.

Z’Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam..., him.
122.
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positivisisasi dan penormaan hukum Islam di dalam hukum positif.2
Pola ini dianggap membantu para hakim dalam menyelesaikan isu-
isu hukum Islam, termasuk hukum keluarga. Al-Zibari menyebutkan
bahwa di antara materi hukum Islam yang dapat diakomodasi dalam
proses tagnin al-hukm adalah hukum privat, yang mencakup hukum
muamalah dan hukum keluarga. Tujuannya untuk memudahkan para
hakim dalam memutuskan perkara di persidangan.?® Begitu juga Al-
Qaradawi, bahwa kebutuhan yang berdasarkan kepada kemaslahatan
dalam penerapan hukum saat ini adalah diundangkannya fikih Islam
pada bentuk materi yang solid memuat prinsip-prinsip perundangan
modern,*® bentuk formulasinya ialah melalui mekanisme tagnin. Ini
bertujuan untuk memudahkan hakim di dalam menetapkan hukum. 3

2Secara terminologi, fagnin merupakan membuat susunan hukum-hukum
mengenai muamalah serta yang lainnya menyangkut akad-akad tertentu berbentuk
pasal-pasal hukum yang mudah dirujuk. Istilah tagnin juga disebut dengan proses
kodifikasi, proses pengumpulan kaidah-kaidah yang mengatur satu cabang hukum
tertentu, setelah dilakukan pengelompokan penataan dan penghapusan kontradiksi
dan penghilangan ambiguitas yang mungkin ada di antara kaidah-kaidah tersebut,
ke dalam satu code atau kitab hukum. Selanjutnya, kodifikasi itu diterbitkan dalam
bentuk undang-undang, diberlakukan oleh negara melalui lembaga yang memiliki
kewenangan legislasi. Lihat dalam, Wahbah Al-Zuhaili, Juhid Tagnin Al-Figh Al-
Islami, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1987), him. 26; Muhammad Zaki ‘Abd
Al-Barr, Al-Mabda’ wa Al-Manhaj wa Al-Tazbig, (Qatar: Idarah Thya’ Al-Turas
al-Islami, 1986), hlm. 21.

29<Tyad Kamil Ibrahtm Al-Zibari, Siyasah Al-Tadarruj fi Tatbig Al-Ahkam
Al-Syar’iyyah, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2022), him. 200-201.

OAl-Qaradawi, Siydasah Al-Syar’iyyah..., him. 134.

31Bagi Al-Qaradawi, ada empat tujuan penting dilakukannya proses tagnin
hukum Islam, yaitu: (1) Secara faktual hakim memerlukan ketentuan umum dalam
masalah hukum sehingga mereka bisa merujuk kepastian hukum dan tidak muncul
serampangan di dalam menyikapi kontradiksi hukum. Sementara itu, tidak semua
hakim mampu memilih dan memilah hukum yang ada dalam sumber-sumbernya.
Di sisi lain, sangat dimungkinkan ada pengaruh emosi, hawa nafsu ketika merujuk
ke sumber-sumbernya, sehingga menimbulkan hakim memberi keputusan hukum
yang berbeda antara seseorang dengan orang yang lain. (2) Orang yang berselisih,
dapat mengetahui ketentuan-ketentuan hukum secara global. (3) Hakim tidak lagi
harus menghafal semua pasal, sebab itu akan mempersulit. Undang-undang hanya
memberikan arah dan menjelaskan tujuan hukum. (4) Walaupun kodifikasi hukum
melalui tagnin telah melahirkan banyak pasal, serta pembahasan yang luas, namun
tidak membahas semua persoalan yang diperselisihkan. Para hakim dapat merujuk
kepada undang-undang sebagai standar sumber yang dapat dijadikan rujukan oleh
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Al-Zuhaili juga menyebutkan pentingnya proses tagnin untuk dapat
memudahkan hakim memutus perkara dan memberikan kepastian.®2
Dalam konteks pengaturan izin hakim dalam poligami menjadi
bagian integral sebagai usaha beberapa negara Muslim, termasuk di
Indonesia, dalam mengontrol dan mengawasi praktik poligami yang
dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu, dimensi politik hukum Islam
perlu diakomodasi dalam membuat kebijakan izin pengadilan dalam
poligami.
3. Metode Penalaran
Pola penalaran hukum dalam konstruksi hukum Islam tidaklah
dibatasi pada satu metode saja, misalnya hanya menggunakan nash-
nash Al-Qur’an dan hadis. Jauh lebih luas lagi, bahwa pola penalaran
hukum perspektif Islam mencakup dimensi kekuatan konseptual dan
penalaran rayi terhadap masalah-masalah yang belum terbaca jelas
dalam dua nash tersebut. Begitu juga dalam upaya melegitimasi izin
hakim sebagai syarat dalam poligami. Sekurang-kurangnya, ada tiga
model, pola atau metode penalaran yang digunakan oleh para ulama
kontemporer dalam menetapkan izin hakim sebagai syarat poligami,
seperti dapat dianalisis dalam uraian berikut:
a. Pola penalaran istislahi
Penalaran istis/ahi merupakan metode penggalian (istinbat
al-akkam) dengan bertumpu pada analisis ada tidaknya maslahat
dan mudarat. Al-Ramili menyatakan bahwa istis/ahr adalah suatu
metode dengan menekankan nilai kemaslahatan, atau menetapkan
hukum terhadap suatu perkara yang di dalamnya terkandung nilai
maslahah.®® Al Hasballah menyatakan bahwa metode ini disebut
dengan beberapa istilah seperti maslakzah al-mursalah, istidlal al-
mursal al-mangasib al-mursal. Pola penalaran ini menitikberatkan
pada aspek penelaahan sisi maslahat. Tidak ada dalil khusus dari
syariat yang menegaskan penerimaan atau penolakannya. Hal ini

hakim. (5) Dengan kodifikasi hukum, hakim tidak lagi punya kebebasan di dalam
melakukan proses kreativitas di dalam memilih pendapatnya. Lihat, Al-Qaradawi,
Madkhal i Dirasah..., him. 293-295.

$2Al-Zuhaili, Juhiid Tagnin..., him. 26.

BAl-Ramili, Taghayyur Al-Fatwa..., him. 520.



122

tidak berarti bertentangan dengan maslakah al-mu ‘tabarah (yang
sudah ada ketentuannya dalam nas secara pasti sehingga maslahat
berlaku bersamaan dengan hukum yang ditetapkan itu).34

Para ulama kontemporer semisal Muhammad ‘Abduh, Rida
Muhammad Syahrur, Al-Tanafi, dan yang lainnya menilai aturan
tentang izin pengadilan sebagai ketentuan yang bersifat al-qada 7,
atau adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan hukum,
atau disebut juga dengan syarat tambahan yang dapat ditetapkan
melalui mekanisme peradilan. Perlu adanya pembatasan poligami
atas laki-laki dengan syarat izin hakim. ‘Abduh misalnya, menilai
legalitas poligami dengan dampak kemudaratan (madarrah) yang
ditimbulkan dan atas dasar itu poligami perlu dibatasi dengan izin
hakim pengadilan.® Beliau beralasan, kerusakan akibat poligami
ini telah meluas dan menggunakan kaidah Ushul Figh yang sering
dijadikan dasar dalam menggunakan pertimbangan maslahat dan
mudarat dalam satu kasus-kasus hukum. Kaidah yang digunakan
adalah:

.tLal\ e e paio aLlill o)

Menolak kerusakan (mudarat), lebih diutamakan dari pada

menarik manfaat.

Kaidah di atas juga digunakan oleh Al-Tanafi dalam upaya
mendukung argumentasinya tentang perlunya pengaturan negara
dalam masalah poligami. Maknanya, pertimbangan maslahat dan
mudarat menjadi satu aspek yang dinilai penting oleh sebagian
ulama kontemporer dalam pengaturan izin hakim. Pola ini dapat
digolongkan sebagai penalaran maslakah (istinbat al-ahkam bi
al-istislahiyyah).

b. Pola penalaran bayant

Selain pertimbangan maslahat dan mudarat, pertimbangan

ulama kontemporer juga merujuk pada sisi kebahasaan atau aspek

34¢AlT Hasballah, Dirasat fi Falsafah Usil Al-Figh wa Al-Syari’ah wa
Nazariyyah Al-Magasid, (Beirut: Dar Al-Hadi, 2005), him. 188-189.

®Ibrahtim Muhammad Jamal, Ta 'addad Al-Zaujat fi al-Islam: Al-Radd ‘Ala
Iftira’at AI-Mugharridin fi Misr, (Kairo: Dar Al-I’tisam, 1986), hlm. 179.
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linguistik dalam nash. Pola penalaran bayani merupakan metode
yang umum digunakan oleh para ulama saat menetapkan hukum.
Pola ini beranjak dari penelaahan sisi kebahasaan dalam nash Al-
Qur’an maupun hadis, misalnya ketentuan lafaz yang digunakan
nash, yang mencakup banyak aspek, seperti umum ( ‘am), khusus
(khas), mutlag, mugayyad, perintah (‘amar), larangan (nahi), dan
lain sebagainya.®

Nash yang menjadi dasar penggalian hukum dalam masalah
izin poligami ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam
Muslim seperti telah dikutip terdahulu. Riwayat ini menjadi dasar
pentingnya keterlibatan otoritas negara ataupun pengadilan dalam
membatasi, mengawasi serta mengevaluasi kondisi laki-laki yang
ingin poligami. Hal ini seperti dikemukakan Syahrir, bahwa jika
negara menetapkan kebolehan poligami, hal itu sah secara hukum
dan jika sebaliknya ada negara yang membatasi poligami, bahkan
jika ada yang melarangnya sama sekali, maka itu juga sah. Karena
kedua ketetapan itu, apabila ada, bukanlah bersifat ideologis yang
menyangkut halal dan haram, tapi hanya sekedar realisasi bentuk
mamni’ (pembatasan), pelarangan yang sifatnya administratif.3’
Al-Tanafi mengemukakan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam
Muslim berlaku umum ( ‘amm) terutama ketika Nabi SAW naik
ke mimbar untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa
beliau mengintervensi keinginan Ali RA untuk menikah lagi, dan
menganulir keinginan tersebut. Artinya, dalam batasan seperti ini,
kedudukan Rasulullah SAW dinilai bukan hanya sebagai ayah
bagi Fathimah RA saat itu, tetapi juga pemimpin sekaligus hakim
bagi umat Islam saat itu, serta berlaku pula untuk sekarang ini.>®
Pola penalaran dengan melihat kepada aspek keumuman riwayat
hadis ini menunjukkan pada pola penalaran kebahasaan yang ada
di dalam nash (istinbat al-ahkam bi al-bayaniyyah).

%68yarifuddin, Ushul Figh..., him. 221; Abubakar, Metode Istis/akiah...,
him. 112; Satria Effendi M. Zein, Ushul Figih, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), him. 230.

8'Syahrtir, Dirasat Islamiyyah..., him. 306-307.

8Al-Tanaft, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 192-194.
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c. Pola penalaran ta 'lilt
Selain pertimbangan kemaslahatan, kemudian penilaian sisi
linguistik terhadap nash, ulama kontemporer juga mendasarinya
dengan analogi hukum, terutama melihat kepada perceraian yang
dilakukan depan hakim, yang tumpuan dasarnya ialah persamaan
illat atau alasan hukum (za ’/il). Sekiranya dalam perceraian saja
diperlukan intervensi hakim, hal ini justru jauh lebih penting lagi
dalam masalah izin hakim pengadilan. Pola penggalian hukum ini
cenderung mengarah pada pencarian ilat hukum, rasio legis, atau
alasan hukum. Hal ini tampak pula pada saat adanya ilat, tanda,
atau alasan di balik Rasulullah SAW naik mimbar saat menolak
dan menganulir keinginan Ali RA berpoligami. Posisi Rasulullah
SAW waktu itu dapat dipahami sebagai satu ilat, yaitu ada suatu
petunjuk intervensi pelarangan poligami bukan hanya terbatas di
dalam kasus Ali RA saja, tetapi dipahami juga untuk umat Islam
hingga sekarang ini.*® Untuk itu, pola penalarannya merujuk pada
penalaran pencarian illat hukum (istinbat ahkam bi ta liliyyah).
Berdasarkan pemahaman di atas maka dapat dimengerti bahwa
ulama kontemporer, seperti ‘Abduh, Syahriir, dan Al-Tanafi, tampak
menggunakan pola penalaran bayant, istislahi dan ta’/ilz. Penalaran
bayant merupakan penalaran hukum dengan beranjak pada analisis
sisi kebahasaan dalam nas. Penalaran istis/@hi merupakan penalaran
dengan bertumpu pada penilaian terhadap aspek maslahat-mudarat.
Sementara itu, penalaran za '/ili merupakan penalaran hukum dengan
melihat kepada illat/alasan logis hukum.%° Ketiga pola penalaran ini
memang tidak disebut di dalam argumentasi mereka, dan tidak pula
disebutkan spesifikasi penalaran mana yang digunakan. Hanya saja,
dari argumentasi yang dibangun, tiga pola ini muncul saat berupaya
menganalisis nas hadis, melihat pada pertimbangan kemaslahatan di
satu sisi dan kemudaratan di sisi lain, serta pertimbangan pada upaya
pencarian illat hukum.

®1bid.
40Hasballah, Usil Al-Tasyri’..., him. 299; Abubakar, Metode Istisiahiah...,
him. 176.
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4. Relevansi dengan Putusan Hakim Pengadilan di Indonesia

Sejauh ini, keputusan permohonan izin poligami di Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syar’iyyah di Indonesia cukup banyak. Pada
konteks ini, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun
1975, PP No. 10 Tahun 1983, dan KHI menjadi landasan yuridis izin
hakim. Izin pengadilan merupakan syarat mutlak poligami. Regulasi
ini menempatkan hakim sebagai otoritas berwenang menilai apakah
suami layak tidaknya berpoligami, tetap dengan mempertimbangkan
persetujuan istri, kemampuan nafkah dan jaminan keadilan.

Permohonan izin poligami di Mahkamah Syar’iyyah di Aceh,
menunjukkan data dengan pola yang cukup konsisten, artinya bahwa
permohonan izin poligami terus muncul setiap tahun terhitung tahun
2020 hingga per April 2026. Minimal di tiga wilayah kabupaten/kota
yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie. Datanya dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus Permohonan Izin Poligami di Mahkamah
Syar’iyyah Kota Banda Aceh Per-2020/2026

§ Klasifikasi
No. Nomor Perkara Tanggal Register Perkara
1  146/Pdt.G/2026/MS.Bna 20 April 2026  Izin Poligami
2 | 373/Pdt.G/2024/MS.Bna 28 Oktober 2024 = Izin Poligami
3 | 206/Pdt.G/2024/MS.Bna 27 Juni 2024  Izin Poligami
4 | 364/Pdt.G/2023/MS.Bna 03 Oktober 2023 = Izin Poligami
5  272/Pdt.G/2023/MS.Bna 25 Juli 2023 | Izin Poligami
6 | 265/Pdt.G/2023/MS.Bna 20 Juli 2023 | Izin Poligami
7  237/Pdt.G/2023/MS.Bna 04 Juli 2023  Izin Poligami
8 | 231/Pdt.G/2023/MS.Bna 26 Juni 2023 Izin Poligami
9 | 254/Pdt.G/2021/MS.Bna 30 Juli 2021 = Izin Poligami
10 247/Pdt.G/2021/MS.Bna 26 Juli 2021 = Izin Poligami
11 142/Pdt.G/2021/MS.Bna 08 April 2021  Izin Poligami

12 382/Pdt.G/2020/MS.Bna 27 Oktober 2020 | Izin Poligami
Sumber: Website SIPP MS Kota Banda Aceh, 2026.

Tabel 3. Jumlah Kasus Permohonan Izin Poligami di Mahkamah
Syar’iyyah Jantho Aceh Besar Per-2020/2026

. Klasifikasi
No. Nomor Perkara Tanggal Register Perkara
1  159/Pdt.G/2020/MS.Jth 10 Juni 2020 = Izin Poligami

2 | 216/Pdt.G/2020/MS.Jth 10 Juli 2020 =~ Izin Poligami
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106/Pdt.G/2022/MS.Jth 16 Februari 2022 = Izin Poligami
188/Pdt.G/2022/MS.Jth 11 Mei 2022 | Izin Poligami
463 /Pdt.G/2022/MS.Jth 11 Oktober 2022  Izin Poligami
479/Pdt.G/2022/MS.Jth 26 Oktober 2022 | Izin Poligami
134/ Pdt.G/2024/MS.Jth 26 Maret 2024  Izin Poligami
238/Pdt.G/2024/MS.Jth 13 Juni 2024  Izin Poligami
454 /Pdt.G/2025/MS.Jth 13 Oktober 2025  Izin Poligami

Sumber: Website SIPP MS Jantho, 2026.

No.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Tabel 4. Jumlah Kasus Permohonan Izin Poligami di Mahkamah
Syar’iyyah Sigli-Pidie Per-2020/2026
Klasifikasi
Perkara
30/Pdt.G/2026/MS.Sgi 22 Januari 2026 -~ Izin Poligami
509/Pdt.G/2024/MS.Sgi = 14 November 2024 = Izin Poligami
458 /Pdt.G/2024/MS.Sgi 19 September 2024 = Izin Poligami

Nomor Perkara Tanggal Register

279/Pdt.G/2024/MS.Sgi 14 Juni 2024 | Izin Poligami
229/Pdt.G/2024/MS.Sgi 13 Mei 2024  Izin Poligami
163/Pdt.G/2023/MS.Sgi 04 Mei 2023  Izin Poligami

93/Pdt.G/2023/MS.Sgi 16 Februari 2023 = Izin Poligami
1/Pdt.G/2023/MS.Sgi 11 Januari 2023 | Izin Poligami
335/Pdt.G/2021/MS.Sgi 16 Agustus 2021 Izin Poligami
516/Pdt.G/2020/MS.Sgi 16 November 2020 = Izin Poligami
266/Pdt.G/2020/MS.Sgi 06 Juli 2020 . Izin Poligami

Sumber: Website SIPP MS Sigli, 2026.

a.

Data Banda Aceh: Kasus paling banyak tercatat di sini, dengan
rentang waktu 2020-2026 dengan lonjakan terlihat pada tahun
2023 dengan enam perkara. Ini menunjukkan adanya intensitas
permohonan yang lebih tinggi dibanding tahun lainnya.

. Data Janto Aceh Besar: Data menunjukkan bahwa konsistensi

perkara dari 2020 hingga 2025. Di tahun 2022 menjadi puncak
dengan empat perkara, lalu menurun di tahun berikutnya.
Data Pidie/Sigli: Kasus muncul sejak tahun 2020 dan berlanjut
hingga 2026. Di tahun 2024 menjadi titik tertinggi dengan lima
perkara, sementara tahun lain relatif lebih sedikit.

Putusan hakim di pengadilan agama menunjukkan konsistensi

dengan regulasi pembatasan izin hakim di pengadilan. Permohonan
izin poligami sebagaimana dalam perkara di atas menunjukkan akan
dikabulkan sekiranya syarat-syarat ketat yang ditetapkan dalam UU
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Perkawinan, PP tentang UU Perkawinan, dan KHI terpenuhi. Hakim
berperan dalam memastikan bahwa poligami tidak menjadi sumber
ketidakadilan atau penelantaran. Izin itu baru berlaku ketika majelis
hakim telah melakukan penilaian beberapa aspek terhadap ketentuan
dalam UU Perkawinan, misalnya kedua pihak mengehendaki (Pasal
3 ayat 2), suami mengajukan permohonan kepada pengadilan (Pasal
4 ayat 1), istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri
(Pasal 4 ayat 2 huruf a), istri cacat badan, penyakit yang tidak dapat
disembuhkan (Pasal 4 ayat 2 huruf b), istri tidak mampu melahirkan
keturunan (Pasal 4 ayat 2 huruf ¢), adanya persetujuan dari istri/istri-
istri (Pasal 5 ayat 1 huruf a),*! adannya kepastian bahwa suami dapat
menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak mereka (Pasal 5
ayat 1 huruf b), dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat 1 huruf c).*?
Hakim juga melakukan penelaahan atas beberapa aspek seperti yang
ditetapkan di Pasal 41 PP tentang UU Perkawinan mengatur tentang
pemeriksaan mengenai semua aspek yang diatur UU Perkawinan.
Data perkara izin poligami di Banda Aceh, Jantho, serta Sigli,
seperti dikemukakan di awal menunjukkan adanya relevansi dengan
gagasan ulama kontemporer mengenai pembatasan poligami melalui
mekanisme pengadilan. Muhammad ¢ Abduh,* dan kemudian diikuti
Muhammad Rasyid Rida,** menekankan bahwa poligami tidak bisa

4lKetentuan lebih lanjut mengenai cara hakim Pengadilan Agama ataupun
Mahkamah Syar’iyyah (di Aceh) dimuat pada Pasal 41 PP tentang UU Perkawinan
mengatur pemeriksaan ada atau tidak alasan yang memungkinkan seorang suami
kawin lagi misalnya memeriksa bahwa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya
sebagai istri, pemeriksaan cacat badan atau penyakit yang dialami istri, bahwa istri
tidak dapat melahirkan keturunan.

42Ketentuan lebih lanjut mengenai cara hakim Pengadilan Agama ataupun
Mahkamah Syar’iyyah di dalam melihat kemampuan suami menjamin keperluan
hidup para istri dan anak dengan memperlihatkan beberapa alat bukti: (1) Surat
keterangan terkait penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat
bekerja. (2) Surat keterangan pajak penghasilan. (3) Surat keterangan lainnya yang
dapat diterima oleh Pengadilan. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji
dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Rida, Tafsir Al-Manar..., him. 349-350.

#Rida, Hugiig Al-Nisa’..., him. 64-65.
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dilepaskan dari prinsip keadilan, serta pengadilan berfungsi sebagai
instrumen untuk menilai apakah syarat keadilan benar-benar mampu
dipenuhi suami atau tidak.*® Lonjakan perkara di Banda Aceh pada
tahun 2023, dengan 6 (enam) permohonan sekaligus, menjadi bukti
bahwa proses poligami di Indonesia bersifat mengikat, yaitu harus
dilalui dengan mekanisme peradilan.

Muhammad Syahrtir juga memberikan penekanan lebih tegas
dengan menyebut poligami sebagai opsi darurat yang harus diawasi
ketat.“® Pendapatnya menegaskan bahwa poligami bukan hak mutlak
melainkan ruang terbatas yang hanya dapat dibuka ketika ada alasan
yang benar-benar mendesak.*” Al-Tanafi juga mengulas bahwa izin
hakim ialah syarat yang harus dipenuhi. Negara punya kewenangan
di dalam melakukan pengawasan dan pengendalian praktik poligami
dengan mekanisme perlu adanya izin pengadilan.

Persoalan yang muncul jika izin tidak diperoleh, adalah praktik
poligami dipandang tidak tercatat. Hanya saja, perkawinan poligami
yang tidak tercatat dan tidak mendapatkan izin pengadilan tetap sah.
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 4 KHI telah
memberi legitimasi bahwa sah atau tidaknya perkawinan mengikuti
ketentuan masing-masing agama. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum ma-
sing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya pada ayat (2) UU Perkawinan menambahkan agar
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kemudian, pasal 4 KHI juga menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dua ketentuan ini, sekiranya diperhatikan, tidak menyebutkan
apakah pasal itu berlaku hanya untuk perkawinan untuk pertama kali

“1bid.
46Syahriir, Dirasat Islamiyyah..., him. 306-307.
4"Syahrir, Al-Kitab wa Al-Qur’an..., him. 597-600.
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atau untuk perkawinan kedua, ketiga atau keempat kali dalam kasus
poligami. Sehingga, ketentuannya berlaku umum, termasuk di dalam
praktik perkawinan poligami yang tidak dicatat. Sahnya perkawinan
di dalam perspektif Islam harus memenuhi syarat-syarat dan rukun
nikah.*® Unsur utama, dan bersifat pokok yang harus dipenuhi adalah
adanya calon wanita serta pria, adanya wali dari perempuan, adanya
saksi, dan ijab kabul.*® Kelima unsur ini harus pula memenuhi syarat
misalnya antara keduanya tidak ada halangan menikah, wali bersifat
adil, begitu juga dengan saksi minimal dua orang dan ijab kabul yang
dilakukan dalam satu majelis. Sekiranya kelima unsur tersebut sudah
dipenuhi, tanpa memperhatikan apakah dicatat secara resmi ataupun
tidak (poligami dilaksanakan secara siri atau di bawah tangan), maka
perkawinannya tetap dipandang sah secara hukum Islam.

Dalam kasus poligami yang dilakukan secara tidak tercatat dan
tidak mendapat izin pengadilan, konsekuensinya ialah intervensi dan
kontrol negara menjadi tidak ada sama sekali. Kedua pihak tidak bisa
mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk
anak yang dilahirkan. Oleh sebab itu, selaras dengan yang dijelaskan
oleh al-Tanafi, bahwa poligami yang tidak mendapat izin pengadilan
tidak memiliki kepastian hukum. Negara tidak dapat mengintervensi
yang sewaktu-waktu kedua belah pihak mempunyai sengketa dalam
perkawinannya. Bahkan lebih tegas, Al-Tanafi justru menilai adanya
kewenangan negara dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku
poligami yang tidak dilakukan melalui proses peradilan resmi.*° Hal
ini juga selaras dengan keterangan Al-*Attar,>* dan ‘Atiyyah Saqaar,
di saat mereka menjelaskan argumentasi para pendukung syarat ini,
bahwa sebagai fungsi pengikat, perkawinan poligami tanpa ada izin
hakim berakibat pada kekacauan administratif. Hakim mempunyai
kewenangan untuk tidak mengintervensi terkait masalah yang timbul
yang dihadapi oleh pasangan tersebut, misalnya terkait gugatan dari

“8Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Isiami..., him. 39; Lihat juga dalam Al-Jazir1, Figh
‘Ala Al-Mazahib..., him. 44,

“Imanuddin, “Poligami Antara Teks dan Konteks...,” hlm. 60-80.

S0Al-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 192-194.

SLAl-“Attar, Ta addad Al-Zaujat..., him. 139-145.
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suami karena ketidaktaatan istri, gugatan istri atas nafkah, hak waris,
hak anak, dan lainnya.>? Penyelesaian kasus-kasus rumah tangga di
antara pasangan nikah tersebut hanya bisa dilakukan di antara kedua
pasangan itu sendiri. Fungsi pengadilan sebagai pengontrol, sebagai
pengawas tidak lagi mengikat, dan mengancam kepastian hukum di
dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak.

Sepintas, pendapat ulama kontemporer tersebut di atas relevan
dengan konteks hukum dan peradilan di Indonesia. Bagi perkawinan
poligami yang tidak tercatat, pengadilan memang tidak mempunyai
otoritas hukum (jika ada yang menggugat) untuk menerima gugatan
dari kedua pihak. Namun, hukum positif di Indonesia belum memuat
ketetapan mengenai kewenangan hakim atau aparat penegak hukum
dalam menindak pelaku poligami liar, tidak tercatat dan tidak adanya
izin hakim. Oleh sebab itu, ketiadaan aturan sanksi bagi praktik liar
dalam poligami ini menunjukkan hukum di Indonesia belum mampu
dan belum benar-benar menerapkan mekanisme taqyid dan mamnii’
(pembatasan dan penghalangan) sebagaimana yang dipahami ulama
kontemporer sebelumnya. Maknanya kemungkinan praktik poligami
tanpa izin hakim, sejauh aturan mengenai sanksinya belum ada, tetap
terbuka lebar. Sementara, terhadap masyarakat yang ingin mengikuti
prosedur poligami secara resmi, maka langkah yang harus dilakukan
adalah dengan mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan
dengan berbagai alasan yang dapat diajukan laki-laki, dengan terikat
dan dibatasi oleh ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 ketentuan
UU Perkawinan, kemudian Pasal 41 PP tentang UU Perkawinan, dan
bagi umat Islam merujuk kepada ketentuan KHI.

B. Transformasi Regulasi Poligami dan Kaitan dengan Upaya
Perlindungan Perempuan

Ketentuan regulasi poligami dalam hukum positif di Indonesia
tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma hukum keluarga di
dunia Islam secara umum. Bagaimanapun pengaturan poligami yang
ada di Indonesia tidak selalu mempertimbangkan aspek sosiologis di

2Saqqar, Mausii ‘ah Al-Usrah..., him. 128-132.
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masyarakat lokal, tapi lebih jauh justru perimbangan terhadap aturan
poligami yang diatur di negara-negara muslim dunia. Ketentuan izin
pengadilan sebagai syarat administratif poligami di Indonesia adalah
usaha untuk menyeimbangkan di antara norma agama dan kebutuhan
perlindungan perempuan. Di masa sebelum lahirnya UU Perkawinan
tahun 1974, praktik poligami yang ada masih mengikuti buku-buku
atau kitab fikih, yang syaratnya relatif masih sederhana. Suami harus
mampu berlaku adil dan memberi nafkah. Abdul Manan menyatakan
bahwa sebelum Indonesia merdeka sudah ada hukum tertulis tentang
perkawinan bagi golongan-golongan tertentu, tetapi bagi umat Islam
tidak ada aturan tersendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak
ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan di dalam
pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Yang berlaku hanya hukum
Islam.%

Namun, regulasi modern berusaha melakukan reformulasi dan
transformasi syarat poligami dengan menambahkan izin pengadilan,
dan persetujuan istri sebagai instrumen kontrol ruang gerak praktik
poligami. Perubahan ini sebetulnya sebagai penanda atas pergeseran
norma, dari awalnya menggunakan pendekatan normatif fikih klasik
menjadi pendekatan hukum positif yang lebih protektif dan memberi
perlindungan kepada perempuan.

UU Perkawinan menjadi tonggak sangat penting, karena untuk
pertama kali negara menempatkan pengadilan sebagai otoritas yang
menentukan diakui tidaknya oleh negara terhadap poligami. Pasal 3,
Pasal 4, sampai dengan Pasal 5 UU Perkawinan menegaskan bahwa
poligami hanya boleh dilakukan dengan alasan tertentu, seperti istri
tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat, atau tidak bisa
melahirkan keturunan, dan syarat lainnya, termasuk penjaminan dan
kepastian bagi suami untuk berlaku adil dan mampu memenuhi hak-
hak istri dan anak. Regulasi ini jelas berorientasi pada perlindungan
perempuan, karena memberikan ruang bagi istri untuk menolak dan
melindungi hak-haknya.

S3Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 3.
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Pada dasarnya, jika pun poligami dilakukan bukan dengan izin
pengadilan, atau setidak-tidaknya hanya mengikuti syarat sederhana
dan tidak ketat yang ditetapkan dalam fikih Islam, perlindungan atas
perempuan juga sebetulnya tetap berlaku, alasannya bahwa di dalam
hukum Islam sendiri menetapkan kewajiban bagi laki-laki untuk adil
dan mampu menafkahi (QS. Al-Nisa’ [4]: 3), dan ada ancaman dosa
bagi yang tidak adil dan berbuat zalim terhadap istri. Sekiranya laki-
laki (suami) mengikuti ketentuan tersebut, maka hak-hak perempuan
selaku istri dan anak-anak tetap terlindungi. Pada kondisi inilah, oleh
sebagian besar ulama kontemporer menilai ada kewenangan majelis
hakim (pengadilan) atau negara untuk menghukum pelaku poligami
yang berbuat zalim. Ini bersesuaian dengan pendapat Abai Zahrah,>*
Khasyi’ Haqqt,>® Al-‘Attar,*® *Atiyyah Saqqar,®’ dan lainnya, bahwa
tuntutan untuk berlaku adil dan juga mampu memberi nafkah adalah
tuntutan agama, bukan tuntutan hukum yang dapat dijalankan hakim
di pengadilan. Campur tangan pengadilan hanya berlaku pada kasus
membatalkan atau memutuskan akad, dan itu pun hanya jika terdapat
kezaliman nyata, bukan kezaliman yang masih berupa kemungkinan.
Sebab, pengadilan bertugas mencegah kezaliman yang sudah terjadi,
bukan yang masih diperkirakan. Kezaliman pada saat akad, dengan
asumsi akad itu sah, hanyalah kezaliman yang diperkirakan, bukan
yang nyata. Bisa jadi seseorang merasa akan berbuat zalim kemudian
Allah melimpahkan kepadanya kemampuan untuk berlaku adil. Bisa
pula ia adil pada awalnya, lantas Allah menjerumuskannya ke dalam
kezaliman. Untuk itu, bentuk perlindungan hukum pada perempuan
sebetulnya cukup dengan melegalkan poligami tanpa perlu ada izin
hakim pengadilan.

Hanya saja, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Rida,
‘Abduh, Syahrur dan Al-Tanaft seperti telah diulas terdahulu, justru

S4Zahrah, Tanzim Al-Islam..., him. 76; Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah...,
him. 90-91.

SKhasyi’ Haqqi, Ta addad Al-Zaujat Am Ta’addad Al-‘Asyiqat: Dirdasah
‘llmiyyah Mugaranah, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), him. 74.

SSAl-“Attar, Ta addad Al-Zaujat..., him. 139-145.

S"Saqqar, Mausii'ah Al-Usrah..., him. 128-132.
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melihat pengakuan negara melalui izin pengadilan menjadi penting
serta mengikat dengan tujuan untuk menguatkan, memberi kepastian
hukum kepada para pihak. Tetapi, ketiadaan izin pengadilan ini tidak
menjadikan poligami tidak sah. Bersesuaian dengan ini, menarik apa
yang dikemukakan oleh Syahriir:

“Jika suatu negara memutuskan untuk melarang poligami, lalu
ada individu yang melanggar keputusan tersebut, maka hukum
positif akan menindak dengan denda karena sudah melanggar
ketentuan hukum dan juga keputusan sosial. Namun, dia tidak
dianggap melakukan zina atas poligami itu, karena persoalan
ini tidak berkaitan dengan halal dan haram. Dengan demikian,
tidak sah bagi siapa pun untuk mengatakan bahwa pelarangan
poligami di suatu negara berarti mengharamkan apa yang telah
dihalalkan Allah. Haram tidak mungkin dijadikan halal, tetapi
yang halal dapat dilarang, dan larangan itu tidak bersifat abadi
atau menyeluruh. Jika larangan bersifat abadi dan menyeluruh,
maka itulah haram, dan itu merupakan otoritas eksklusif Allah

SWT”.%8

Untuk itu, peraturan pembatasan poligami dengan izin hakim
memberikan kontrol yang lebih ketat, dan negara punya kuasa untuk
memaksa, dan terlibat mengintervensi kasus-kasus penelantaran dan
ketidakadilan yang dialami perempuan yang dipoligami. Jika dalam
suatu kondisi suami tidak menjalankan kewajibannya menafkahi dan
adil terhadap istri serta anak, maka negara dapat mengambil langkah
kuratif penindakan, menyita hak harta istri dan membagikannya, hak
waris, dan lain sebagainya.

Berikut ini dapat disajikan tabel perbandingan hukum tentang
perlindungan perempuan dalam perkawinan poligami menurut fikih
dan peraturan perundang-undang:

Tabel 5. Perlindungan Perempuan dalam Poligami
Perlindungan dalam Fikih Perlindungan Melalui
Klasik (Tanpa Izin Hakim) Transformasi Izin Pengadilan

QS. Al-Nisa [4]: 3. Kewajiban Regulasi negara melalui hukum

Dasar Hukum adil dan menafkahi. Ancaman positif izin hakim sebagai syarat
dosa bagi suami yang zalim.  administratif, dan mengikat.

Aspek

S8Syahriir, Dirasat Islamiyyah..., him. 306-307.



Peran Suami

Peran Hakim/
Negara

Pandangan
Ulama

Bentuk
Perlindungan

Implikasi
Praktis

Suami wajib berlaku adil serta
memberi nafkah, apabila tidak
maka berdosa.

Hakim mempunyai wewenang
membatalkan akad apabila ada
kezaliman nyata, bukan hanya
kemungkinan. Jadi, tidak perlu
ada izin hakim dalam poligami
Abii Zahrah, Al-Zuhaili, Attar,
‘Atiyyah Saqgar, Al-Qaradawi
Khasyi’ Haqqt, Kartm Zaidan,
Mustafa Syalabi, Syaltit, Serta
yang lainnya: Keadilan/nafkah
adalah tuntutan agama, bukan
syarat hukum positif.
Perlindungan bagi perempuan
cukup dengan cara memenuhi
syarat adil dan nafkah dari si
suami, tanpa perlu adanya izin
hakim. Pihak istri juga punya
hak menggugat cerai.

Poligami sah tanpa izin hakim
selama syarat agama dipenuhi.
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Wajib adil, mampu nafkah, tapi
negara bisa memaksa/ intervensi
bila terjadi pelanggaran.
Hakim/negara punya wewenang
memberi izin, mengontrol, atau
memberi sanksi hukum terhadap
suami bila lalai serta menzalimi
istri.

‘Abduh, Rasyid Rida, Al-Tanafi
dan Syahrir: 1zin hakim penting
untuk kepastian hukum dan agar
memberikan perlindungan pada
perempuan.

Perlindungan lebih kuat, karena
negara atau hakim di pengadilan
bisa mengintervensi kasus kasus
penelantaran dan ketidakadilan.
Istri juga diberikan kewenangan
menggugat suami.

Poligami juga dinilai sah meski
tidak ada izin, tetapi tidak diakui
negara.

Transformasi berikutnya tampak dalam PP No. 9 Tahun 1975

yang memperinci pelaksanaan UU Perkawinan. PP ini menegaskan
prosedur administratif dan bersifat teknis pengajuan izin poligami ke
pengadilan. Kemudian, dalam PP No. 10 Tahun 1983 secara khusus
mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menambahkan
dimensi disiplin birokrasi mengenai praktik poligami tidak merusak
integritas aparatur negara. Selanjutnya, ketentuan KHI memperkuat
posisi perempuan dan perlindungan terhadapnya. Pada Pasal 56 KHI
menegaskan bahwa izin pengadilan adalah syarat mutlak, meskipun
KHI sendiri merujuk kepada kitab fikih klasik.

Meski regulasi sudah ketat namun praktik “poligami liar” tetap
marak, kondisi ini justru mengancam perlindungan terhadap hak-hak
perempuan (istri) dan anak-anak. Banyak suami memilih jalur nikah
poligami secara siri tanpa ada izin dari pengadilan,® sehingga hak-

*Nafis, Fikih keluarga, him. 31.
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hak perempuan dan anak sering terabaikan.®® Pada satu sisi, hukum
positif berusaha melindungi perempuan dengan mekanisme taqyid
(pembatasan) dan mamnu (pelarangan) poligami kecuali dengan izin
pengadilan. Di sisi lain norma hukum positif yang selama ini berlaku
di Indonesia, cenderung atau bahkan dapat dikatakan masih sangat
longgar, sehingga memberikan peluang kepada masyarakat mencari
jalan pintas poligami tidak resmi, liar, ataupun tanpa tercatat. Inilah
tantangan besar dalam implementasi regulasi poligami di Indonesia.

Regulasi hukum poligami dalam konteks hukum di Indonesia
masih menunjukkan dilema keadilan dan kepastian hukum, terutama
terkait perlindungan perempuan. Adanya pembatasan yang ketat izin
pengadilan dalam poligami, tetap masih memunculkan problem baru
terhadap praktik “poligami liar” yang tidak tercatat. Membaca pasal-
pasal hukum poligami yang diatur UU Perkawinan, atau PP Tentang
Perkawinan dan KHI, tidak berhenti hanya membicarakan unsur atau
ketentuan pengikat dan tagyid berupa izin hakim. Hal terpentingnya
adalah kenyataan hukum positif Indonesia cenderung masih terbatas,
dan seolah batasan syarat izin hakim ini menjadi sia-sia karena ada
banyak kasus perkawinan poligami yang dilakukan secara siri, tidak
tercatat, dan pelakunya tidak dikenakan sanksi hukum.

Perlindungan perempuan dalam regulasi poligami di Indonesia
tampak menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif,
dan pendekatan kuratif:

a. Pendekatan preventif dalam perlindungan perempuan terhadap
transformasi regulasi Indonesia lebih menekankan pada upaya
pencegahan sejak awal agar praktik poligami tidak muncul dan
menimbulkan kerugian kepada pihak perempuan. Preventif di
sini dapat dikatakan sebagai pencegahan, regulasi dibuat untuk
membatasi ruang gerak poligami dengan ketentuan syarat yang
ketat, misalnya melalui izin di pengadilan, pemeriksaan alasan
yang diajukan suami, memastikan adanya persetujuan dari istri
pertama. Dengan cara ini, negara berperan sebagai pengawas,

80Asrorun Ni’am Sholeh, Membumikan Islam Rahmatan Lil Alamin, Cet.
2, (Depok: Pena Nusantara, 2013), him. 16-17.
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atau pengontrol yang mampu mencegah potensi penelantaran,
ketidakadilan, atau penyalahgunaan hak poligami. Pendekatan
ini juga berfungsi sebagai filter, penyaring, atau penghalang di
awal sebelum dilaksanakannya poligami. Karena, sebelum izin
poligami diberikan, majelis hakim dapat menilai apakah syarat
keadilan dan kemampuan nafkah secara lahiriah (sesuai bukti
surat, pengakuan dan yang lain) benar-benar terpenuhi ataukah
tidak. Dengan begitu, perempuan terlindungi sejak tahap awal,
bukan hanya setelah terjadi pelanggaran dan regulasi berfungsi
sebagai pagar yang mengurangi risiko kerusakan dalam rumah
tangga maupun masyarakat.

Pendekatan ini tampak selaras dengan pandangan ulama
kontemporer yang setuju dengan ketentuan izin hakim sebagai
syarat administratif di dalam berpoligami. Artinya pencegahan
terhadap kemungkinan terjadinya kezaliman dan ketidakadilan
akan bisa dicegah dan dideteksi sedini mungkin. Caranya ialah
pada saat persidangan, majelis hakim dapat memeriksa secara
langsung berkas permohonan, kondisi suami, kelengkapan alat
bukti, kondisi istri pertama, kedua atau ketiga, kemampuan di
dalam memenuhi nafkah melalui surat keterangan penghasilan
suami, surat keterangan pajak penghasilan dan lainnya, selain
itu hakim juga dapat mengonfirmasi suami bahwa dia mampu
berlaku adil melalui surat pernyataan atau janji berlaku adil.

. Pendekatan kuratif, lebih. menekankan pada penanganan kasus
setelah terjadi pelanggaran ataupun ketidakadilan pada praktik
poligami. Kuratif di ini bermakna negara dan pengadilan hadir
untuk memberikan solusi hukum saat perempuan mengalami
penelantaran kekerasan ataupun ketidakadilan akibat poligami
yang dijalankan tanpa memenuhi syarat. Di dalam pendekatan
ini, hakim dapat membatalkan pernikahan, memutuskan akad,
memberikan sanksi kepada suami yang lalai, serta memastikan
hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi. Kuratif ini juga
mencakup intervensi negara pada bentuk perlindungan hukum,
misalnya melalui gugatan cerai, tuntutan nafkah, perlindungan



137

anak dan lain sebagainya. Dengan cara ini regulasi tidak hanya
bersifat tekstual, namun benar-benar menjadi instrumen yang
memperbaiki kondisi perempuan yang dirugikan. Pendekatan
kuratif memastikan perempuan tetap memiliki akses terhadap
keadilan dan perlindungan yang nyata.

Pendekatan ini tampak selaras dengan pandangan ulama
kontemporer yang kurang setuju dengan ketentuan izin hakim
sebagai syarat administratif di dalam berpoligami. Pendekatan
inilah yang sebetulnya harus dilakukan, yaitu menindak ketika
terjadi kezaliman yang nyata pasca akad, tanpa harus memberi
batasan di dalam poligami. Pendekatan ini juga sejalan dengan
pandangan ulama kontemporer yang setuju dengan syarat izin
hakim.8* Namun mekanismenya adalah pendekatan ini berlaku

®1Terkait pendekatan kuratif di atas, penting dikemukakan perbedaan antar
masing-masing ulama, bagi ulama yang tidak setuju izin pengadilan sebagai syarat
poligami, menilai hakim punya kewenangan dalam membatalkan akad, atau dapat
menerima gugatan istri. Sekiranya memang ada aturan hukum yang berlaku positif
dan mengikat dalam bentuk undang-undang, maka materi hukumnya adalah hakim
berwenang dalam menerima gugatan para pihak meskipun poligami dilaksanakan
tanpa izin pengadilan. Pola seperti ini sebetulnya tidak hanya dikemukakan ulama
kontemporer seperti Ab@i Zahrah, Al-Zuhaili, Al-Qaradawi, Al-‘Attar, serta yang
lainnya. Namun lebih awal lagi sudah dikemukakan ulama mazhab klasik dahulu
(Hanaft, Maliki, Syafi’1, dan Hanbali). Artinya, fungsi hakim di sini memang pada
tingkat kuratif saja, menindak ketika terjadi pelanggaran. Pendekatan ini memang
cenderung tradisional, tetapi dalam konteks penegakan hukum (law enforcement),
yang difokuskan itu hanya pada kasus-kasus yang sudah terjadi, tampak nyata dan
bukan pada sesuatu yang masih diperkirakan. Karena itu, sesuai dengan salah satu
riwayat hadis yang menyebutkan:
Al dsn &1y allall (SS
Artinya, sesungguhnya kami hanya menghukum berdasarkan yang tampak,
sedangkan Allah yang mengurus rahasia dalam hati. Riwayat hadis ini, meskipun
diingkari oleh Al-Muzani (seperti dikemukakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalant dalam
Talkhis Al-Habir), namun jumhur ulama sepakat mengenai makna umum riwayat
tersebut. Bahwa memang untuk urusan dunia dan penyelesaian suatu perkara harus
berdasarkan kepada yang tampak, sementara Allah SWT mengatasi masalah yang
tidak tampak (batin). Di dalam masalah poligami, pendapat pertama ini bertumpu
kepada kaidah hukum menurut lahiriah. Urusan kemampuan suami serta sifat adil
bersifat batin sehingga hanya Allah SWT dan diri suami saja yang mengetahuinya.
Berbeda dengan pendapat kedua, bahwa bagi ulama yang setuju izin hakim
pengadilan sebagai syarat poligami, menilai bahwa hakim punya wewenang dalam
membatalkan akad, atau bisa menerima gugatan istri sekiranya ada penyimpangan
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lebih tegas melalui surat gugatan pihak istri, misalnya gugatan

hak nafkah, harta bersama, hak waris, pengasuhan, hak nafkah

anak, dan lain sebagainya.

Membaca perjalanan transformasi hukum regulasi poligami di
Indonesia, ke depannya cenderung mengarah pada kebijakan hukum
keluarga Indonesia yang semakin ketat, serta memberi perlindungan
penuh bagi perempuan. Peneliti “menduga kuat” bahwa trend global
pada beberapa negara muslim, seperti Maroko,? dan juga Tunisia,®
menunjukkan ada upaya penghapusan legalitas poligami. Indonesia
mungkin tidak langsung menghapus, tapi transformasi regulasi yang
semakin memperketat syarat poligami bisa menjadi langkah menuju
pembatasan lebih lanjut. Terlebih ada gerakan gender yang bersifat
masif yang mendukung penghapusan total poligami di Indonesia, di
antaranya seperti dikemukakan oleh Musdah Mulia, bahwa apa yang
berlaku di Maroko juga mungkin terjadi di Indonesia. Untuk konteks
Indonesia, alasan yang dapat dipakai melarang poligami ialah begitu
banyak problem sosial yang muncul akibat poligami.®*

Hipotesis yang dapat diajukan di sini ialah arah kebijakan izin
hukum poligami di Indonesia berpotensi mengalami pengetatan dan
lebih lanjut sebagai respons atas problem sosial yang nyata, misalnya
penelantaran istri dan anak, serta munculnya kasus kekerasan dalam
rumah tangga yang dikaitkan dengan praktik poligami. Tren global
di beberapa negara muslim, misalnya Maroko dan Tunisia, memang

yang dilakukan suami. Hakim juga dapat menetapkan sanksi pada pelaku apabila
terbukti secara lahir ada kezaliman, ketidakadilan, atau bahkan sampai pada kasus
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pendekatan ini bersifat kuratif. Adapun
pendekatan preventif, izin hakim diperlukan untuk memastikan fungsi kontrol bagi
negara dalam mengawasi warga negara melakukan suatu peristiwa hukum. Untuk
itu, pendapat Al-Tanaft dan lainnya melihat perlunya izin pengadilan untuk dapat
mengontrol praktik perkawinan, yang bukan hanya sah secara agama, namun juga
tertib secara administrasi dan perlindungan hukum bagi perempuan.

82Muhammad, Poligami..., him. 10; Kharlie, Hidayat, dan Hafiz, Kodifikasi
Hukum Keluarga Islam..., him. 165.

83Sulistyowati Irianto, ed., Perempuan dan Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2006), him. 136; Mulia, Membangun Surga..., him. 318.

®4Musda Mulia, Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Kibar
Press, 2007), him. 147.
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menunjukkan ada kecenderungan penghapusan legalitas poligami di
dalam hukum positif, namun untuk konteks Indonesia kemungkinan
itu masih terbuka dan juga bergantung pada dinamika politik hukum
nasional, gerakan gender, konfigurasi politik hukum keluarga, serta
tekanan sosial yang semakin masif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meski regulasi telah
menetapkan izin pengadilan sebagai syarat mutlak, praktik poligami
sering berjalan di luar mekanisme resmi. Di Aceh, misalnya, banyak
praktik perkawinan poligami dilakukan melalui jalur informal tanpa
melibatkan pengadilan. Hal ini diungkap oleh beberapa penelitian di
samping putusan-putusan permohonan izin poligami. Misalnya pada
putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna terungkap bahwa pemohon
awalnya telah melakukan poligami secara siri dan dilakukan secara
sah menurut hukum Islam, kemudian mengajukan surat permohonan
izin pengadilan untuk diakui secara resmi oleh negara.%® Begitu juga
dalam penjelasan Ihsan Ali-Fauzi, dan kawan-kawan, masih banyak
kasus poligami yang dilakukan melalui kawin siri.®® Secara faktual,
memang ada keterkaitan erat di antara poligami dan nikah siri. Nikah
poligami yang dilakukan secara siri dilakukan agar supaya pihak istri
pertama tidak mengetahui, atau sekurang-kurangnya laki-laki yang
berpoligami sekedar menghindari prosedur formal yang begitu rumit
yang terdapat dalam undang-undang.®” Ini selaras dengan keterangan
Budhy Munawar-Rachman, bahwa walau sudah ada undang-undang
perkawinan yang tidak membolehkan dan membatasi laki-laki untuk
berpoligami, akan tetapi tetap saja akan ada laki-laki yang menikah
di bawah tangan (nikah siri) sebagai solusinya.5®

®Mansari, Zahrul Fatahillah, dan Siti Sahara, “Overruling Polygamy
Alternative Provisions to Grant a Marriage License,” Jurnal Yudisial Vol. 16, no.
3 (29 Desember 2023): him. 364, doi:10.29123/jy.v16i3.659.

%1hsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, dan J.H. Lamardy, Demi Toleransi Demi
Pluralisme Esai-Esai Untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo, (Jakarta:
Democracy Project, 2012), him. 471.

7lmanuddin, “Poligami Antara Teks dan Konteks...,” him. 20-21.

®Budhy Munawar-Rachman, ed., Membela Kebebasan Beragama: Perca
kapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, Buku Il, (Jakarta: Demo
cracy Project, 2011), him. 751.
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Ketika akad nikah tidak dilakukan secara resmi, terutama bagi
pasangan poligami (istri kedua, atau yang ketiga dan keempat), maka
berdampak kepada beberapa hak yang tidak mungkin bisa dipenuhi.
Hak tersebut terdiri dari:®°

a. Tidak memiliki buku nikah.

b. Suami atau istri akan mengalami kesulitan di dalam mengurus
administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan lainnya.

c. Secara hukum negara, mereka tidak diakui sebagai suami dan
istri yang sah.

d. Sulit membuat akta kelahiran anak.

e. Anak hanya memiliki hak keperdataan dari pihak istri saja.

f. Istri tidak dapat menggunakan hak nafkah ‘iddah, dan hak-hak
lainnya ketika terjadi perceraian dan beberapa dampak negatif
lainnya.

Menimbang bahwa regulasi formal belum sepenuhnya mampu
mengendalikan praktik sosial, sehingga muncul fenomena “poligami
liar” yang justru melemahkan perlindungan perempuan. "

Sekiranya merujuk kepada pendapat ulama kontemporer yang
setuju izin pengadilan sebagai syarat administratif poligami, tampak
ada penekanan pada kewenangan negara dan hakim dalam membuat
aturan tentang sanksi hukum pada pelaku poligami yang tidak punya
izin resmi. Al-Tanafi secara tegas menyatakan bahwa negara punya
hak prerogatif dalam mengatur poligami, dan menghukum laki-laki
yang berpoligami tanpa ada izin pengadilan (atau poligami siri).”* Di
kesempatan lain, Syahriir juga mengungkap bahwa negara memiliki
kewenangan dalam melarang poligami, dan punya wewenang dalam
menetapkan sanksi berupa denda atau sanksi lainnya terhadap pelaku
yang tidak mendapat izin pengadilan.’® Hal ini menunjukkan bahwa

89Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet.
2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), him. 30 dan 44; Imanuddin,
“Nikah Menggunakan...,” hlm. 12.

Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, Demi Keadilan dan Kesetaraan:
Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia, (Jakarta:
Puskumham UIN Syarif Hidayatullah, 2009), him. 75-78.

"LAl-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 192-194.

"2Syahriir, Dirasat Islamiyyah..., him. 306-307.
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pembatasan (taqyid) poligami secara prinsip tidaklah cukup dengan
pengaturan izin pengadilan saja. Pembatasan poligami yang efektif,
dan berlaku secara mengikat di masyarakat sekiranya ada ketentuan
lebih lanjut mengenai sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin
pengadilan (poligami siri).

Di dalam konteks Indonesia, pengaturan pembatasan poligami
ini justru hanya terkait dengan keharusan mengikuti prosedur formal
berupa permohonan izin poligami ke pengadilan. Sampai sejauh ini,
justru belum ada aturan yang mengikat bagi semua warga Indonesia
(kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS) tentang adanya sanksi
bagi praktik poligami siri. Yang ada sejauh ini adalah peraturan bagi
PNS, bahkan bisa dikatakan lebih mengikat dan cenderung memberi
kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak-anak. Di
dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil, yang berbunyi:

(1) Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan
secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam
ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari
permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya, pada Pasal 15 PP tersebut lebih tegas menyatakan
tentang sanksi hukum bagi yang melanggar Pasal 4. Bunyinya dapat
ditranskripsi berikut ini:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih
kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1),
Pasal 4 ayat 1, Pasal 14 tidak melaporkan perceraiannya dalam
jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai
terjadinya perceraian, tidak melaporkan perkawinannya yang

kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambat
nya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsung
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kan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal
4 ayat 2 dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peraturan poligami di

Indonesia masih bersifat parsial dan belum integral/menyeluruh, dan
belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Pola yang muncul
adalah adanya dualisme regulasi. Bagi masyarakat umum, poligami
hanya dibatasi melalui prosedur izin pengadilan tanpa adanya sanksi
tegas sekiranya dilakukan secara siri. Sementara itu, bagi ASN/PNS,
aturan lebih ketat diberlakukan dengan ancaman sanksi disiplin yang
berat. Hal ini menurut peneliti menimbulkan beberapa implikasi:

a.

Kesenjangan perlindungan hukum. Perempuan dan anak-anak
dalam poligami siri, tidak resmi dan tidak ada izin pengadilan
tidak memperoleh kepastian hukum yang sama dengan mereka
yang berada di dalam perkawinan resmi ASN. Akibatnya, hak-
hak masyarakat (terutama perempuan sebagai istri kedua atau
ketiga dan seterusnya) sering terabaikan, terutama di dalam hal
waris, nafkah, dan status hukum anak.

Aspek keadilan gender. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 45
Tahun 1990 yang melarang bagi PNS perempuan menjadi istri
kedua, ketiga, keempat menunjukkan ada perlindungan khusus
terhadap perempuan ASN. Namun begitu, aturan ini sekaligus
menegaskan ada diskriminasi gender karena hanya membatasi
perempuan, sementara laki-laki tetap diberi peluang poligami
dengan syarat izin dari atasan atau pejabat dan seterusnya pada
hakim pengadilan.

Kepastian hukum dan disiplin ASN. Sanksi yang diatur dalam
Pasal 15 PP No. 45 Tahun 1990 memperlihatkan bahwa negara
menekankan urgensitas, dan pentingnya kepatuhan ASN-PNS
terhadap norma hukum dan etika publik. Sanksi disiplin berat,
termasuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana isi
Pasal 15 menjadi instrumen untuk menjaga integritas birokrasi
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pemerintah di satu susu dan sekaligus melindungi perempuan
di sisi yang lain.
d. Keterbatasan regulasi umum. Ketiadaan sanksi bagi poligami
siri—terkecuali pada ASN—menunjukkan posisi hukum yang
berlaku bagi masyarakat cenderung masih lemah, dan prinsip
perlindungan hukum pada perempuan belum sepenuhnya bisa
direalisasikan. Praktik poligami tanpa izin yang umum berlaku
secara diam-diam (tidak tercatat, siri, di bawah tangan) akan
berpotensi merugikan perempuan dan anak.
Secara garis besar, transformasi regulasi poligami di Indonesia
dalam perlindungan perempuan dapat direduksi dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perlindungan Perempuan dalam Poligami Masyarakat Umum dan

Aspek
Perlindungan
Perempuan

Persetujuan Istri

Hak atas Keadilan

Perlindungan dari
Poligami Siri

Kepastian Hukum

PNS
Masyarakat Umum

Wajib ada persetujuan
dari istri/istri-istri yang
sudah ada sebelum izin
pengadilan diberikan
Suami membuktikan
mampu berlaku adil
terhadap istri-istri
Tidak ada sanksi tegas,
sehingga perempuan
dalam poligami siri
rentan tidak terlindungi
Perlindungan lebih
bersifat prosedural-
formal bergantung pada
izin pengadilan

PNS

Wajib ada persetujuan dari
istri/istri-istri yang sudah
ada sebelum izin pengadilan
diberikan, dan izin pejabat
Pertimbangan izin pejabat
juga menilai alasan dan
kemampuan suami

Sanksi disiplin berat bagi
PNS pria yang menikah
tanpa izin, perempuan lebih
terlindungi secara hukum
Perlindungan lebih kuat
karena ada sanksi jelas dan
konsekuensi hukum bagi
pelanggaran poligami

Baik bagi masyarakat umum maupun PNS, perempuan sebagai istri memiliki
akses yang terbuka untuk mengadukan menggugat hak-hak keperdataan, seperti
hak nafkah warisan, hak pasca cerai (nafkah idah, mut’ah, madiah), kemudian
hak atas pengasuhan anak, kemudahan membuat administrasi kependudukan,
data diri dan perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi
poligami Indonesia dan transformasi dari ketentuan UU Perkawinan
(tahun 1974), PP tentang Perkawinan (1975), PP tentang Perkawinan
dan Perceraian bagi PNS (1983/1990), kemudian dalam KHI (1991),
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masih bersifat sektoral. Artinya, peraturan yang ketat dengan sanksi
jelas hanya diterapkan pada sektor ASN/PNS. Olah karena itu, maka
regulasi poligami Indonesia masih bersifat parsial/tidak menyeluruh,
belum mampu memberikan kepastian hukum di dalam perlindungan
hukum bagi perempuan secara menyeluruh. Bagi ASN, aturan lebih
ketat dengan sanksi tegas dan jelas. Adapun bagi masyarakat umum,
pembatasan poligami bersifat prosedural-administratif-formal, tanpa
ada konsekuensi hukum yang kuat sekiranya dilaksanakan tanpa izin
hakim. Kondisi regulasi seperti ini justru belum memberi kepastian
hukum dalam perlindungan terhadap perempuan.

Perspektif kepastian hukum (legal certainty) di dalam undang-
undang memerlukan adanya materi hukum yang jelas, tidak ambigu
(multi tafsir), dan mudah dijalankan. Meminjam pendapat Rahardjo
bahwa kepastian hukum dalam materi undang-undang paling kurang
harus memenuhi empat unsur pokok:"

1. Bahwa hukum itu positif, maknanya bahwa ia adalah perundang-
undangan.

2. Bahwa hukum ini didasarkan kepada fakta, bukan suatu rumusan
tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, misalnya
“kemauan baik” atau ‘kesopanan”.

3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara-cara yang jelas, sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga harus
mudah dijalankan.

4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Merujuk kepada empat formula di atas maka dapat dimengerti
bahwa suatu hukum idealnya telah dipositifkan ke dalam perundang-
undangan, tujuannya agar sifat mengikat dan sifat memaksa sebuah

SLihat di dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban Bacaan
Mahasiswa Program Doktor lImu Hukum Universitas Diponegoro, (Jakarta: UKI
Press, 2006), him. 134; Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di dalam, Achmad Ali,
Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
termasuk Interpretasi Undang-Undang-Legisprudence (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2017), him. 235; Juga di dalam, Imanuddin, “Telaah Asas Kepastian
Hukum dalam Teks Undang-Undang, Putusan Hakim dan Realisasinya dalam
Fikih Islam (Islamic Jurisprudence),” Journal Wagfeya Vol. 2, no. 1 (23 Maret
2024): him. 10-11.
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hukum dapat efektif berlaku. Hukum yang tidak memiliki daya ikat
dan daya paksa ialah hukum yang belum memberi kepastian hukum.
Selain harus dalam bentuk positif, suatu hukum juga harus mengatur
tentang fakta, artinya suatu peristiwa hukum yang memang terjadi di
masyarakat, bukan sesuatu yang masih diduga, diprasangkakan, atau
dinilai kemungkinannya terjadi di masa mendatang. Berikutnya ialah
materi hukum harus ditulis dengan jelas, tegas, tidak ambigu makna,
sehingga mudah dilaksanakan oleh hakim. Terakhir ialah ketentuan
hukum yang bersifat pasti idealnya tidak sering dilakukan perubahan
atau revisi.

Sekiranya teori kepastian hukum tersebut dibaca dalam praktik
pengaturan poligami di Indonesia, terutama mengenai implementasi
perlindungan hukum kepada perempuan, sejauh analisis, cenderung
masih belum memberi kepastian hukum yang tegas dalam prosedur
perlindungan perempuan. lIdealnya, aturan tentang poligami dan juga
pembatasan melalui izin hakim memiliki arah yang progresif, dapat
mencakup semua aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum
perempuan. Sehingga, aturan tentang prosedur formal yang bersifat
administratif tentang izin hakim masih belum cukup dan belum pula
memberi kepastian hukum apabila tidak didukung dengan instrumen
materi (pasal) hukum yang menetapkan sanksi pada pelaku poligami
tanpa izin hakim.

Satu sisi, hukum positif Indonesia terutama di UU Perkawinan,
PP tentang Perkawinan dan KHI menetapkan prosedur poligami itu
harus melalui mekanisme izin pengadilan. Di sisi lain, tidak adanya
aturan lanjutan mengenai konsekuensi jika syarat itu tidak dipenuhi.
Kondisi ini, menimbulkan ketidakjelasan apakah perkawinan tanpa
izin pengadilan dianggap batal, tidak sah, atau tetap sah, tetapi tidak
memiliki akibat hukum tertentu bagi pelaku.

Hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa ketentuan
perundang-undangan tentang suatu persoalan harus bersifat rinci dan
menyeluruh, mengatur semua aspek. Sekiranya tidak, maka muncul
kekosongan hukum yang oleh hakim akan sulit menyelesaikannya di
peradilan karena tidak memiliki ketentuan yang mengatur persoalan
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tersebut.”* Dengan kata lain adalah masih ada kekosongan hukum di
dalam pengaturan poligami dalam UU Perkawinan, PP Perkawinan,
dan dalam KHI. Kekosongan hukum (normative gap) biasanya diisi
melalui penemuan hukum oleh hakim (rechtsvinding), atau melalui
pembentukan regulasi baru.

1. Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan bagi Perempuan
dalam Poligami dengan Mekanisme Penemuan Hukum oleh
Hakim (Rechtsvinding)

Teori penemuan hukum, seperti telah disinggung di dalam bab
terdahulu, sebetulnya hanya muncul dalam empat kategori. Merujuk
kepada pendapat Sudikno Martokusumo,”® penemuan hukum adalah
proses konkretisasi norma bersifat umum dalam kasus yang bersifat
individual. Penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan
hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk
penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret.”® Paling
tidak, seperti disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, ada 4 (empat)
proses penemuan hukum, yaitu:

a. Pembentukan hukum (rechtsvorming). Prosedur pembentukan
hukum adalah salah satu cara yang paling ideal bagi hakim di
dalam menemukan hukum, yang notabene suatu hukum belum
Jjelas materi hukumnya, atau bahkan sama sekali belum adanya
aturan yang relevan dengan kasus yang diselesaikannya. Salah
satu contoh yang dikemukakan Marzuki dalam konteks hukum
perkawinan adalah pembentukan hukum (rechtsvorming) oleh
hakim Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dalam permohonan
perkawinan beda agama. Tepatnya pada Putusan MA Reg. No.
1400 K/Pdt/1986 tentang Perkawinan Antar Agama. Di dalam
perkara ini, perempuan Muslim hendak menikah dengan laki-
laki Non Muslim (Kristen), dan keduanya menghadap ke KUA
di Jakarta (karena keduanya berdomisili di sana). KUA justru

"Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, (Terj: Siwi
Purwandari), (Bandung: Nusa Media, 2019), him. 130.

>Martokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, him. 37-38.

®Mochtar dan Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu..., him. 412,
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menolak permohonan menikah.”” Keduanya lantas menghadap
ke Kantor Catatan Sipil di Jakarta, dan juga ditolak. Alasannya
sama bahwa keduanya berbeda agama. UU Perkawinan belum
mengatur pernikahan beda agama sehingga menimbulkan pada
kekosongan hukum. Kemudian mereka mengambil langkah ke
Pengadilan Negeri Jakarta untuk mendapatkan penetapan, dan
PN Jakarta juga menolak. Akhirnya, keduanya mengajukan ke
MA (kasasi dan di sini tidak dijelaskan lanjut apakah kasusnya
didahului oleh permohonan banding tingkat Pengadilan Tinggi
Negeri atau tidak). Majelis hakim MA tingkat kasasi kemudian
mengabulkannya. Pertimbangan hakim adalah, tidak diaturnya
perkawinan berbeda agama tidak berarti UU Perkawinan (No.
1 Tahun 1974) menjadi halangan bagi mereka berbeda agama
untuk melangsungkan perkawinan. Hakim MA berpandangan,
bahwa dengan diajukannya permohonan melangsungkan akad
nikah pada kepala kantor catatan sipil Jakarta harus ditafsirkan
bahwa pemohon berkehendak melangsungkan perkawinannya
tidak secara Islam. Sehingga, kantor catatan sipil sebagai satu-
satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau
membantu melangsungkan perkawinan bagi dua calon suami-
istri yang tidak beragama Islam. Posisi hakim MA di sini ialah
melakukan penemuan hukum, yaitu mekanisme pembentukan
hukum (rechtsvorming).”

Jika dibaca kasus di atas, jelas bahwa aturan hukum atas
kawin beda agama tidak ada pada UU Perkawinan, PP tentang
UU Perkawinan, terlebih lagi dalam KHI. Begitu pula di dalam
regulasi perlindungan perempuan yang lebih mengikat dalam
konteks hukum poligami. Aturan mengenai sanksi hukum bagi
pelaku poligami tanpa izin hakim masih kosong dari ketentuan
yang ada, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan juga,
menurut penulis, masih lemah. Karena itu, langkah yang dapat
dilakukan oleh hakim ialah dengan menetapkan sanksi kepada

""Marzuki, Pengantar IImu..., him. 286-287.
B1bid.
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pelaku. Paling tidak, sanksinya adalah sanksi denda, sekiranya
memang tidak ingin menghukum pelaku dengan sanksi pidana
penjara/kurungan. Terlebih, kasusnya adalah kasus hukum di
bidang perdata, maka sanksi yang paling ideal adalah hukuman
denda. Pada posisi ini, majelis hakim dalam posisi kekosongan
hukum ini bisa melaksanakan pembentukan hukum sepanjang
dipahami sebagai bentuk pemberian prinsip keadilan dan juga
perlindungan hukum bagi perempuan.

Poligami tanpa izin dari hakim pada dasarnya tidak dapat
dijatuhi sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Agama, lantaran
ranah kewenangan Pengadilan Agama ini terbatas hanya pada
perkara perdata. Melalui pembentukan hukum yang kosong ini
maka Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah.
Di dalam konteks teori rechtsvinding kategori rechtsvorming,
hakim memang tidak bisa menetapkan hukum baru berbentuk
penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, tapi bisa membentuk
hukum baru melalui putusan perdata yang berorientasi kepada
perlindungan perempuan. Misalnya, jika ada gugatan dari istri
pertama yang sah, hakim dapat menolak pengakuan poligami
dari suami, dan bisa menetapkan beban nafkah kepada istrinya
yang terabaikan. Karena hakim pengadilan tidak bisa memberi
sanksi pidana kepada pelaku poligami tanpa izin hakim, maka
bersamaan dengan itu, pemerintah bersama DPR RI perlu agar
merumuskan kebijakan hukum pidana, supaya poligami tanpa
izin hakim dapat diminimalisir.

. Analogi (rechtsanalogie). Dalam kondisi kekosongan hukum,
hakim dapat menggunakan analogi dengan ketentuan hukum
lain yang ada kesamaan substansi. Misalnya, UU Perkawinan
mengatur bahwa perceraian harus melalui pengadilan agar hak
perempuan (nafkah, hak asuh anak, status hukum) terlindungi.
Walaupun tidak ada sanksi eksplisit bagi poligami tanpa izin
hakim, hakim memiliki legalitas serta kewenangan melakukan
analogi hukum, bahwa poligami tanpa izin pengadilan ini sama
halnya dengan perceraian tanpa putusan pengadilan, keduanya
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menimbulkan kerugian kepada perempuan karena hak-haknya
tidak terlindungi. Dengan analogi ini, hakim bisa menetapkan
bahwa poligami tanpa izin harus dianggap melanggar prosedur
hukum. Sehingga, perempuan ada hak menuntut perlindungan
berupa nafkah, hak anak, dan status hukum perkawinan. Upaya
ini sekaligus dapat mempertegas bahwa sahnya perkawinan di
dalam Pasal 2 UU Perkawinan adalah menurut masing-masing
agama. Ketika perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin
pengadilan misalnya poligami liar ataupun siri, yang dilakukan
dengan secara sah menurut hukum Islam, terlebih jika wanita
selaku istri siri dari poligami juga dapat membuktikan dengan
saksi, maka langkah hakim dengan penemuan hukum melalui
mekanisme analogi hukum juga dapat diakui. Persoalannya di
sini bukan pada sah tidaknya perkawinan poligami tanpa izin,
tetapi pada perlindungan perempuan menjadi rentan sekiranya
hukum belum mengakomodasinya. Untuk itu, proses ini dapat
dipahami sebagai salah satu bentuk upaya mengisi kekosongan
hukum perlindungan bagi perempuan dalam poligami dengan
mekanisme penemuan hukum melalui rechtsanalogie (analogi
hukum).

Pola analogi ini juga dapat dilakukan untuk beberapa sisi
dan kasus hukum lainnya, atau dapat pula dianalogikan dengan
ketentuan hukum yang sudah pasti. Hakim juga dapat merujuk
dengan proses analogi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 46/PUU-V111/2010 tentang judicial review atas
keperdataan anak luar nikah. Kasus pada Putusan MK ini bagi
penulis justru lebih relevan lagi, sebab pemohon Machica, dan
anaknya Muhammad Igbal, tetap mendapatkan pengakuan hak
atas perkawinan luar nikah yang tidak tercatat (siri), maknanya
bagi perkawinan poligami yang dilakukan secara siri, hukum
tetap harus diposisikan untuk melindungi dan mengayomi hak
perempuan selaku istri. Analogi ini bisa juga merujuk kepada
kasus hukum yang digambarkan oleh Marzuki sebelumnya, di
mana hakim MA menilai ketiadaan materi hukum kawin beda
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agama di dalam UU Perkawinan bukan berarti menutup jalan
bagi keduanya untuk menikah terlebih lagi keduanya berupaya
menundukkan diri mengajukan permohonannya pada Kantor
Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri, notabene kedua instansi
ini mengurusi masalah orang-orang non Muslim. Begitu juga,
dapat dianalogikan pada kasus poligami tanpa izin pengadilan.
UU Perkawinan dan turunannya belum mengatur mekanisme
lebih lanjut jika perkawinan poligami dilakukan tanpa ada izin
pengadilan, maka majelis hakim bisa menerima, memutus dan
menyelesaikan persoalan yang dihadapi perempuan sepanjang
perkawinan poligami itu dilakukan secara sah menurut hukum
agama (Pasal 2 UU Perkawinan), dan memiliki bukti yang kuat
untuk diajukan kepada hakim. Hal ini dilakukan semata untuk
melindungi perempuan.

. Penghalusan hukum (rechtsverfijning). Untuk mekanisme ini,
penting dikemukakan contoh yang singgung oleh Marzuki atas
pandangan Brouwer, terutama tentang Pasal 249 KUHP lama.
Ketentuan itu menetapkan sebagai perbuatan pidana ialah bagi
mereka yang aktif dalam pemeliharaan kesehatan, atau kepada
pemeliharaan sosial dan melakukan perbuatan mesum dengan
pasien atau klien yang telah percaya padanya karena bantuan
yang telah diberikannya. Pertanyaan yang timbul ialah apakah
ketentuan ini berlaku bagi pemberi bantuan itu apabila ia hidup
bersama di luar perkawinan dengan pasien ataupun klien yang
telah ditolongnya. Dalam konteks ini, di masyarakat Belanda,
hidup bersama di luar perkawinan atau mereka sebut “samen
wonen” (living together) bukan merupakan perbuatan mesum.
Oleh karena itu, dalam menghadapi hal semacam itu, perlunya
mengintroduksi adanya pengecualian dalam penerapan aturan
itu. Dengan pengecualian berarti adanya syarat tambahan yang
ditetapkan oleh hakim. Dalam hal demikian inilah hakim telah
menghaluskan (verijnen) hukum dan aturan yang masih belum
operasional.”

“Ibid., him. 290.
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Di dalam posisi ini, peneliti bukan berarti setuju dengan
realisasi dari contoh tersebut. Tetapi, melalui contoh itu, dapat
dimunculkan satu argumen dalam kaitan dengan perlindungan
hukum bagi perempuan terkait kekosongan hukum peraturan
poligami di Indonesia. Hakim dapat melaksanakan peranannya
dengan mekanisme penghalusan hukum dengan pertimbangan
perlindungan hukum bagi perempuan yang dipoligami terlebih
dilakukan secara sah menurut hukum Islam. Hakim pengadilan
agama atau Mahkamah Syar’iyyah juga dapat merujuk kepada
pendapat-pendapat ulama kontemporer terdahulu telah peneliti
kutip, misalnya pendapat Abii Zahrah,?® Khasyi’ Haqqi,®* Al-
‘Attar,®? < Atiyyah Saqgar,® dan lainnya. Meski mereka kurang
setuju dan menganulir izin hakim pengadilan sebagai syarat
poligami, tetapi pandangan mereka mengenai adanya otoritas
hakim dalam melindungi perempuan melalui penetapan sanksi
kepada suami, membatalkan perkawinan, dan menghukumnya
karena kezaliman nyata, maka hakim dapat melakukan proses
kombinasi antara pembentukan hukum, analogi hukum dengan
penghalusan hukum. Misalnya, dengan memperhatikan Pasal
2 UU Perkawinan, bahwa sahnya perkawinan itu dilaksanakan
menurut masing-masing agama, dalam hal ini ialah ketentuan
Islam. Selanjutnya hakim juga dapat merujuk kepada hak-hak
asasi manusia dengan memeluk ajaran agama dan kepercayaan
yang diamanahkan di dalam konstitusi di Indonesia (Undang-
Undang Dasar 1945).

Penghalusan hukum (rechtsverfijning) dilakukan hakim
untuk menyesuaikan norma yang ada dengan prinsip keadilan
dan perlindungan. Mekanismenya dapat dilakukan dengan dua
cara.

80Zahrah, Tanzim Al-Islam..., him. 76; Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah...,
him. 90-91.

81Haqqt, Ta addad Al-Zaujat..., him. 74.

82Al-“Attar, Ta addad Al-Zaujat..., him. 139-145.

8Saqqar, Mausii‘ah Al-Usrah..., him. 128-132.
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1) Hakim dapat merujuk materi di dalam undang-undang yang
sudah ada. Dalam ketentuan UU Perkawinan dan KHI, izin
hakim pengadilan untuk poligami dipahami sekadar sebagai
syarat administratif bukan syarat sahnya perkawinan. Sebab
sekali lagi, sahnya sebuah perkawinan menurut Pasal 2 UU
Perkawinan adalah menurut ketentuan agama. Dalam posisi
ini, hakim dapat memperhalus norma tersebut, menegaskan
bahwa izin pengadilan hanya formalitas sebagai instrumen
substantif untuk melindungi hak-hak perempuan. Terhadap
langkah inilah hakim menjalankan proses penemuan hukum
berupa penghalusan. Majelis Hakim dapat mengemukakan
bahwa poligami tanpa izin tetap sah, namun mengabaikan
perlindungan perempuan sehingga perkawinan poligami itu
secara hukum sah, sehingga hak perempuan di dalam ikatan
perkawinan tetap wajib dipenuhi. Sementara, konsekuensi
bagi suami dapat dikenakan sanksi hukum, sebab dia tidak
menjalankan amanah undang-undang agar poligami itu atas
izin pengadilan. Penghalusan hukum seperti ini menjadikan
izin pengadilan sebagai mekanisme formalitas administratif
dengan tetap menghargai Pasal 2 UU Perkawinan. Terlebih
dalam perspektif ulama kontemporer sebelumnya, langkah
ini bagi peneliti cukup kuat, karena hakim berfungsi untuk
menegakkan keadilan hukum bagi masyarakat.

2) Langkah kedua—dan hal ini lebih kepada kombinasi antara
penghalusan hukum/rechtsverfijning, dengan pembentukan
hukum (rechtsvorming)—yaitu hakim punya wewenang di
dalam menetapkan sanksi kepada suami, misalnya penjara,
kurungan atau denda untuk melindungi hak-hak perempuan
di samping menyatakan perkawinan poligami itu tidak sah.
Artinya hakim bisa memperluas bahwa sahnya perkawinan
itu ketika dilakukan menurut ketentuan hukum positif, yaitu
harus ada izin pengadilan yang memastikan keadaan suami,
kondisi dan kemampuan suami. Jika mengikuti pola seperti
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ini, persoalannya pada keharusan untuk merevisi ketentuan
yang sudah ada, yaitu Pasal 2 UU Perkawinan.

d. Penafsiran (interpretatie). Mekanisme penemuan hukum pada
bentuk penafsiran ini berkaitan dengan upaya hakim di dalam
menginterpretasikan hukum yang sudah ada. Suatu interpretasi
yang jelas bisa berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang
tersembunyi. Interpretasi dapat dibedakan menjadi interpretasi
gramatikal (grammaticale interpretati), interpretasi dari sudut
sejarah pembentukan materi undang-undang (wetshistorische-
interpretatie), kemudian interpretasi sistematik (systamatische
interpretatie) dan terakhir interpretasi teleologi (teleologische
interpretatie).

Penafsiran dilakukan hakim untuk memberi makna baru
pada norma yang ada agar sesuai dengan tujuan hukum. Dalam
UU Perkawinan, tujuan utamanya adalah membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Prinsip Ketuhanan Yang
Maha Esa. Hakim dapat menafsirkan bahwa izin pengadilan di
dalam poligami adalah syarat substantif yang melekat di dalam
tujuan tersebut. Artinya, tanpa izin pengadilan, poligami tentu
bertentangan dengan tujuan UU karena poligami tanpa ada izin
mengabaikan perlindungan perempuan dan anak. Dalam KHI,
hakim bisa menafsirkan pasal-pasal mengenai keadilan suami
dalam poligami sebagai dasar untuk menolak poligami tanpa
izin begitu juga dalam PP tentang Perkawinan, karena keadilan
tidak mungkin terwujud sekiranya prosedur hukum diabaikan.
Penafsiran hukum ini memperkuat posisi perempuan dengan
menjadikan izin pengadilan sebagai syarat yang esensial bukan
sekadar administratif.

Kegiatan-kegiatan seperti itu dalam sistem hukum kontinental
disebut sebagai penemuan hukum (rechtsvinding).® Di dalam upaya
mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan perempuan dalam
regulasi poligami. Dalam konteks izin poligami, hakim Pengadilan

8Marzuki, Pengantar IImu..., him. 286-287.
®bid., him. 282.



154

Agama ataupun Mahkamah Syar’iyyah (di Aceh) melakukan proses
konkretisasi norma dengan menggunakan model rechtsvinding yang
telah disebutkan terdahulu. Hakim memiliki wewenang menafsirkan
pasal-pasal yang bersifat umum, tidak jelas, atau kekosongan hukum
sesuai dengan fakta konkret dan menyusun argumentasi hukum yang
berlandaskan asas keadilan dan perlindungan perempuan membatasi
ruang lingkup norma supaya tidak diterapkan secara berlebihan serta
menguraikan keterkaitan antar ketentuan dalam UU Perkawinan, PP
No. 9 Tahun 1975, dan KHI.

2. Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan bagi Perempuan
dalam Ketentuan Poligami dengan Mekanisme Pembentukan
Regulasi Baru

Pola ini dapat disebut sebagai legislasi, yaitu pembentukan dan
penormaan hukum Islam ke dalam hukum positif, atau dapat disebut
pula dengan proses tagnin seperti telah dikemukakan terdahulu. Pola
ini konsentrasinya bukan pada hakim, tetapi lembaga legislatif serta
eksekutif.

Perspektif hukum Islam tentang legislasi ini juga diakui ulama
kontemporer, seperti Al-Zuhaili,®® Al-Zibari,®” Al-Qaradawi,® serta
yang lainnya. Cakupan hukum yang dapat dibentuk dan dipositifkan
dalam bentuk undang-undang adalah semua dimensi hukum, hukum
pidana, administrasi, perdata muamalah, dan hukum keluarga. Wakil
rakyat yang direpresentasikan oleh anggota legislatif punya otoritas
dan kekuasaan dalam membentuk hukum.8®

Perspektif hukum positif/konvensional juga berlaku hal yang
sama, di mana lembaga legislatif berfungsi sebagai legislature, yaitu
perumus dan pembentuk undang-undang.®® Dengan demikian, upaya

8Al-Zuhaili, Juhiid Tagnin..., him. 26; Lihat juga, Al-Barr, Al-Mabda’ wa
Al-Manhaj..., him. 21.

87Al-Zibari, Siyasah Al-Tadarruj..., him. 200-201.

8BAl-Qaradawi, Madkhal li Dirasah..., hlm. 293-295.

8Al-Sallabi, Al-Barlaman fi Al-Daulah..., him. 45.

Budiardjo, Dasar-Dasar IImu..., him. 188; Jimly Asshiddigie, Pengantar
llmu Hukum Tata Negara, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), him. 191; Moh.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), 98; Moh.
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mengisi kekosongan hukum perlindungan hukum perempuan dalam
ketentuan poligami bisa dilakukan dengan mekanisme pembentukan
regulasi baru, atau bisa pula dalam bentuk revisi.

Sejauh ini, ketentuan UU Perkawinan sudah satu kali diubah,
yaitu melalui UU No. 16 Tahun 2019. Pasal yang diubah ialah Pasal
7 tentang batas umur yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Revisi
ini tentu mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, serta yuridis
tentang keadaan masyarakat Indonesia sehingga perlu dilakukannya
revisi. Begitu pula dalam masalah poligami, kekosongan hukum ini
dapat dilakukan dengan melakukan revisi dan menambah, mengubah
ketentuan yang ada yang dinilai perlu agar memperkuat prinsip nilai
perlindungan perempuan. Misalnya, menambahkan ketentuan sanksi
sekiranya perkawinan poligami dilaksanakan tanpa izin pengadilan,
atau dilaksanakan secara siri.

Di dalam penyusunan perundang-undangan, ketentuan pidana
memang tidak dapat diterapkan ke dalam perundang-undangan yang
bukan hukum pidana, tapi sanksi pidana harus diatur dan diakomodir
dalam undang-undang tersendiri seperti pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.®* Selebihnya, misalnya hukuman administratif dapat
dimasukkan dalam peraturan yang bukan hukum pidana. Oleh sebab
itu, tepat kiranya PP Tahun 1983/1990 yang mengatur sanksi kepada
PNS yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan dengan sanksi
administratif. Pola ini sebetulnya dapat juga dilakukan ke depan bagi
perbaikan ketentuan UU Perkawinan, PP Tentang Perkawinan, serta
KHI. Artinya, dengan adanya sanksi kepada pelaku, maka kekuatan
hukum mengikat satu undang-undang dapat dilaksanakan maksimal
dan memberi kepastian hukum bagi perlindungan hak perempuan.

Mekanisme pembentukan regulasi baru pada konteks poligami
menuntut adanya konsistensi sistem hukum. Ketentuan yang ada saat

Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah,” Jurnal Hukum, Vol
14, no. 1 (Januari 2007): him. 774.

*Limly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2006), him. 201; Mochtar dan Hiariej, Dasar-Dasar IImu..., him. 183; Barda
Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Ed. 2, Cet. 6, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 78.
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ini masih parsial dan tersebar di dalam berbagai peraturan, sehingga
sering memunculkan ketidakpastian. Legislasi lebih komprehensif,
diperlukan agar perlindungan terhadap perempuan tidak bergantung
pada interpretasi hakim semata, melainkan memiliki dasar normatif
yang jelas dan mengikat.

Regulasi baru yang dibentuk idealnya memperhatikan dimensi
efektivitas hukum. Artinya, aturan yang dibentuk tidak berhenti pada
teks undang-undang, tetapi memiliki mekanisme implementasi yang
realistis. Oleh karena itu, meminjam pendapat Soekanto, efektivitas
hukum sekurang-kurangnya meliputi lima faktor, yaitu ketentuan isi
atau materi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat
dan faktor kebudayaan.® Lebih sederhana seperti yang dikemukakan
oleh Syahrizal Abbas ada empat faktor, yaitu materi hukum, penegak
hukum, masyarakat hukum, sarana-prasarana penegakan hukum.®
Dalam konteks poligami misalnya, pengaturan sanksi administratif
bagi pelaku poligami tanpa ada izin pengadilan harus disertai dengan
sistem pengawasan yang dapat dijalankan oleh lembaga terkait atau
penegak hukum. Tanpa mekanisme pengawasan, sanksi hanya akan
menjadi norma mati yang tidak memberi efek jera.

C. Dinamika Penguatan Regulasi Izin Poligami dalam Tinjauan
Magqasid Syart’ah dan Implikasinya Terhadap Perlindungan
Perempuan

Penguatan regulasi izin poligami dalam perspektif magasid al-
syari’ah dalam pembahasan ini, berangkat dari ada kebutuhan yang
mendesak untuk menempatkan regulasi poligami sebagai instrumen
perlindungan bagi perempuan. Dalam perspektif magasid syari’ah,
seperti yang diungkapkan oleh para ahli hukum Islam, hukum harus
diarahkan kepada pencapaian kemaslahatan/maslakah.®* Perspektif
hukum Islam menempatkan kemaslahatan sebagai magqasid syari’ah,

92Sperjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum
Cet. 16, (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 8.

9Syahrizal Abbas & Munawar A. Djalil, Paradigma Baru Hukum Syariah
di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), him. 34.

% Al-Qaradawi, Siyasah Al-Syar’iyyah..., him. 109-110.
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atau tujuan ditetapkan hukum di dalam Islam.®® Baik hukum tersebut
sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul dalam Al-Qur’an serta
hadis, maupun hukum yang sudah ditetapkan oleh fukaha berbentuk
produk fikih atau hukum yang hendak dibentuk, semuanya bertujuan
untuk kemaslahatan. Oleh sebab itu, agama Islam dengan nilai ajaran
hukumnya, menurut Abii Zahrah, bertujuan sebagai rahmat terhadap
manusia secara utuh.®® Begitu pun berlaku dalam perumusan hukum
izin poligami melalui prosedur peradilan idealnya diasumsikan lebih
awal untuk menciptakan kemaslahatan dan rahmat bagi masyarakat.

Regulasi izin pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol
supaya praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Dengan peraturan yang ketat, perlindungan bagi perempuan menjadi
lebih kuat, ini karena ada otoritas negara yang dapat mengintervensi
sekiranya di kemudian hari ada hak-hak perempuan yang dilanggar.

Dinamika regulasi izin poligami melalui prosedur pengadilan
di Indonesia mengarah kepada pembatasan (¢aqyid) yang cenderung
belum tuntas, karena masih ditemukan fakta lapangan bahwa praktik
poligami tanpa prosedur resmi masih terjadi. Artinya pembatasan ini
meskipun ada, tetapi belum ada aturan yang tegas (kecuali bagi PNS)
yang menetapkan konsekuensi lanjutan di ketika izin tidak dipenuhi.
Dalam tinjauan magasid syari’ah, dinamika penguatan regulasi izin
poligami melalui otoritas badan peradilan Indonesia tampak relevan
dengan pendekatan magqasidi (maqasid syari’ah). Para ulama sudah
membagi minimal ada lima tujuan utama ditetapkannya hukum yaitu

%Pada mulanya tujuan syariat (maqasid al-syari’ah) hanya dibatasi kepada
lima aspek saja, yaitu memelihara agama (4ifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (kifz
al- ‘agl), harta (hifz al-mal) dan keturunan (kifz al-nasl). Pendapat ini dikemukakan
oleh Al-Ghazali, dan dikembangkan oleh Al-Syatibi. Al-Ghazali, Al-Mustasfa...,
hlm. 91; Abi Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usiil Al-Syari’ah, (Beirut: Dar Al-
Kutb Al-"TIlmiyyah, 2004), him. 201; Namun belakangan, para ulama melakukan
reformulasi dengan menambahkan penjagaan terhadap kehormatan (%ifz al-ird) ini
dikemukakan oleh Al-Qurafi. Sementara itu, ulama kontemporer juga melakukan
reformulasi menjadi lebih luar. Misalnya, memelihara lingkungan (kifz al-bi’ah).
Lihat di dalam, Al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Magasid..., him. 78; Al-Qaradawi,
Ri’ayah Al-Bt’ah..., him. 45; Al-Zuhaili, Himayah Al-Bi’ah..., him. 12.

%Muhammad Abii Zahrah, Usi/ AI-Figh, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi,
1958), him. 47.
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memelihara (kifz) agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aq/), harta (al-mai)
dan keturunan (nasl).®” Namun, tidak sebatas itu, ulama belakangan
menambahkan beberapa konsep pemeliharaan lainnya, seperti upaya
dalam memelihara kehormatan (kifz al-ird), memelihara lingkungan
(hifz al-b7’ah) dan lainnya.

Di dalam konteks dinamika penguatan regulasi izin poligami,
terutama implikasinya terhadap perlindungan perempuan, memiliki
relevansi dengan menjaga agama (din), jiwa (nafs), harta (mal), dan
memelihara keturunan (nasl) serta kehormatan (ird). Masing-masing
analisisnya dapat dikemukakan berikut:

1. Tinjauan Kategori Magqasid
a. Aspek Hifz Al-Din

Dalam konteks memelihara agama (4ifz al-din), hal ini terkait
langsung dengan akomodasi nilai-nilai syariat Islam yang ditetapkan
dalam nash Al-Qur’an dan hadis tentang bolehnya poligami, beserta
menjaga agar ketentuan hukum Islam dapat dipenuhi oleh pasangan
suami istri. Hukum di Indonesia tidak sampai pada pelarangan atau
pengharaman secara mutlak poligami seperti yang berlaku di negara
Maroko dan Tunisia. Artinya, dimensi ajaran Islam tetap diserap dan
diakomodir dengan pembolehan poligami meskipun terdapat syarat-
syarat tambahan berupa keharusan izin dari pengadilan.

Dalam dinamika penguatan regulasi izin poligami di Indonesia
prinsip kifz al-din (memelihara agama) ini menjadi landasan penting
yang menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus tetap berakar
kepada nilai-nilai syariat, terlebih dalam dimensi hukum privat yang
bersangkut paut dengan hukum keluarga Muslim di Indonesia, yang
idealnya memang harus tetap diserap melalui proses eklektis. Proses
eklektisasi merupakan proses memilah dan memilih nilai-nilai yang
terbaik dari berbagai sumber hukum (dalam konteks ini ialah hukum
Islam mengenai poligami) untuk dipositifkan menjadi hukum yang
baku.®® Proses eklektisasi nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat,

% Al-Qaradawi, Siyasah Al-Syar’iyyah..., him. 110.

%Moh. Mahfud MD, “Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif
Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal: “Karsa Jurnal Sosial dan Budaya
Keislaman”. Vol. 24, no. No. 1, (Juni 2016): him. 7.
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sebagai cara menyerap aspirasi hukum di dalam proses pembentukan
norma baku dalam aturan perundang-undangan Indonesia, sehingga
mengikat, bukan sekedar norma agama, tetapi nilainya ada dan diikat
dalam bentuk perundang-undangan.®®

Regulasi izin poligami melalui pengadilan di Indonesia bukan
bentuk penolakan terhadap ajaran Islam, tapi melainkan mekanisme
untuk memastikan bahwa praktik poligami ini berjalan sesuai tujuan
syariat. Al-Qur’an memang memberikan ruang bagi poligami, tetapi
dengan syarat keadilan yang sangat berat dipenuhi. Oleh karena itu,
pengadilan muncul sebagai instrument untuk menguji apakah syarat
adil tersebut benar-benar mampu dijalankan oleh laki-laki atau tidak.
Dengan cara inilah agama tetap terjaga dari penyalahgunaan tekstual
karena poligami tidak lagi dipraktikkan secara bebas tanpa kontrol,
melainkan melalui prosedur hukum yang menegaskan bahwa agama
menghendaki keadilan, bukan sekadar formalitas pernikahan. Bukan
menuntut pelaksanaan kebolehannya saja, tetapi yang justru penting
dan paling utama adalah bagaimana poligami yang sudah Allah Swt
bolehkan itu dapat dilaksanakan tanpa melanggar hak dan kewajiban
hubungan suami istri, misalnya kewajiban nafkah atas anak dan istri,
perhatian, kasih sayang dan kewajiban rumah tangga lainnya. Untuk
itu intervensi negara dengan menetapkan adanya kebijakan poligami
dengan izin hakim bertujuan untuk melindungi ajaran agama Islam
(hifz al-din).

Hifz al-din di sini bermakna menjaga agama di setiap individu
Muslim dari segala hal yang dapat merusak keyakinan dan amalnya,
serta mengangkat (menolak) segala sesuatu yang berpotensi merusak
pokok-pokok agama.'® Dengan makna lain, Al-Zuhaili menyatakan
bahwa memelihara agama berarti menegakkan rukun Islam sebagai

9Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional,” Jurnal Varia Peradilan Vol. 2, no. 290 (Januari 2010): him. 24; Moh.
Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum,
Vol. 16, no. No. 3, (Juli 2009): him. 292-293.

10A|-Raisiini, Nazariyyah Al-Magasid..., him. 173; Isma’il Al-Hasani,
Nazariyyah Al-Magqasid ‘inda Al-Imam Muhammad Al-Tahir ibn ‘Asyir (Virginia:
Al-Ma’had Al-’Alimi 1i Al-Fikr Al-Islami, 1995), hlm. 238.
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dasar iman sekaligus melindungi dari adanya ancaman yang merusak
keyakinan. Agama dinilai sebagai fitrah batiniah yang menunjukkan
kemuliaan manusia dan kesungguhan memperkuat hubungan kepada
Allah yang berperan penting dalam menjaga keteraturan masyarakat,
karena ajaran agama menjadi pengawas hati nurani yang menuntun
perilaku agar tetap berada dalam jalur moral dan keadilan.'®* Dalam
konteks regulasi izin poligami di Indonesia, prinsip ini bisa dipahami
sebagai usaha negara untuk memastikan praktik poligami tersebut di
masyarakat tidak memunculkan kemudaratan bagi perempuan serta
anak-anak. Jika dipahami lebih jauh aturan ini sebenarnya hadir agar
menjaga agar praktik keagamaan tetap berjalan sesuai tujuan syariat.

Menarik apa yang dikemukakan Al-Tanafi, bahwa pemerintah
atau negara memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dalam
pengaturan praktik poligami, baik dengan cara menetapkan batasan
Syarat-syarat tertentu, mewajibkan izin dari hakim, membatasi bagi
individu atau bahkan melarangnya secara menyeluruh sekiranya ada
maksud untuk mengawasi serta mengontrol praktik poligami dalam
masyarakat muslim.2%? Dalam konteks #ifz al-din, intervensi negara
dalam mengatur poligami melalui izin pengadilan sebagaimana yang
berlaku di Indonesia (UU Perkawinan, PP tentang UU Perkawinan,
KHI) justru menjadi bentuk penjagaan terhadap ketentuan agama itu
sendiri berikut dengan tuntutan hukum yang ditetapkan di dalamnya.
Sebab tanpa regulasi yang ketat, poligami berpotensi disalahgunakan
dan menimbulkan mudarat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan
persepsi negatif terhadap ajaran Islam. Dengan adanya pembatasan,
agama tetap dihormati sebagai sumber nilai yang membawa rahmat.

Kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan, regulasi
izin poligami melalui pengadilan adalah wujud nyata dari magasid
al-syari’ah. Ajaran agama Islam (din) menekankan keadilan sebagai
syarat utama poligami. Di sini, pengadilan hadir untuk memastikan
syarat itu benar-benar terpenuhi. Dengan cara ini ajaran agama Islam

lWahbah Al-Zuhaili, Nazariyyah Al-Dariirah Al-Syar’ivyah Mugaranah
ma’a Al-Qaniim AI-Wad'’t (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985), him. 52-53.
102A|-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 193-194.
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diakomodasi dan mendapat kepastian hukum dari sisi implementasi,
sehingga perempuan terlindungi hak-haknya. Memperkuat argumen
bahwa penguatan aturan izin poligami Indonesia melalui izin hakim
adalah bagian dari upaya menjaga agama. Negara berhak membatasi
sesuatu yang mubah demi kemaslahatan, dan ini sah secara syarak.
Dalam kerangka magasid al-syari’ah khususnya #ifz al-din, regulasi
kebijakan poligami dengan izin pengadilan selain sebagai prosedur
administratif, juga menjadi suatu mekanisme untuk bisa memastikan
bahwa ajaran agama dalam perkawinan Islam tetap terealisasi seperti
kewajiban suami untuk menafkahi semua istri dan anak secara adil-
seimbang, kewajiban adil dalam giliran terhadap istri, memberikan
pemenuhan tiga kebutuhan berupa sandang (pakaian), papan (tempat
tinggal), dan pangan (makanan).

Lebih jauh, regulasi izin poligami yang diatur melalui izin dari
pengadilan juga berfungsi sebagai benteng supaya agama Islam tidak
dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Apabila poligami dilakukan
secara sewenang-wenang, maka ajaran Islam akan dianggap sebagai
legitimasi bagi ketidakadilan terhadap perempuan, sebaliknya tujuan
untuk melindungi perempuan justru terabaikan. Dengan mekanisme
izin pengadilan, agama tampil sebagai sumber nilai yang melindungi
perempuan dan anak sekaligus. Selain itu, negara Indonesia menutup
ruang bagi semua bentuk perlanggaran terhadap perempuan. Namun
negara tidak menutup hukum poligami sepanjang dilakukan dengan
tertib hukum.

Dalam Islam, adil adalah syarat mutlak poligami. Tanpa sikap
adil, poligami menjadi bentuk kezaliman yang bertentangan dengan
magqasid al-syari’ah. Untuk memberikan jaminan terhadap keadilan
tersebut, hukum Indonesia menetapkan agar poligami mendapatkan
izin dari pengadilan. Izin ini baru diberikan setelah ada permohonan,
dan di situ pula hakim memeriksa kondisi laki-laki. Sejalan dengan
Pasal 41 PP tentang UU Perkawinan, hakim memeriksa beberapa hal
di antaranya ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin
keperluan hidup istri dan anak-anak. Caranya ialah laki-laki tersebut
memperlihatkan surat keterangan penghasilan suami yang ditanda-
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tangani bendahara tempat bekerja dan keterangan pajak penghasilan,
surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Majelis
hakim juga memeriksa tentang ada atau tidak adanya jaminan bahwa
suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan
pernyataan ataupun janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang
ditetapkan untuk itu.1% Sekiranya dikaitkan Pasal 41 PP tentang UU
Perkawinan dengan izin hakim, sebenarnya terlihat jelas bagaimana
negara berusaha menyalurkan prinsip dan nilai hukum Islam dalam
mekanisme hukum positif. Ketentuan atas pemeriksaan kemampuan
suami memberikan nafkah serta jaminan berlaku adil ini merupakan
bentuk kontrol ketat supaya praktik poligami tidak dilakukan secara
sewenang-wenang. Dari sisi perlindungan perempuan, maka aturan
tersebut setidak-tidaknya di dalam batas jangkauan perkiraan hakim
dapat memastikan bahwa hak-hak istri serta anak tidak dikorbankan
hanya karena suami ingin berpoligami. Di dalam perspektif magasid
al-syart’ah, ini ialah upaya memelihara ketentuan agama Islam dari
penyalahgunaan hukum poligami. Artinya bahwa poligami memang
mubah, tapi syarat keadilan adalah inti ajaran Islam.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa penguatan regulasi izin poligami
melalui pengadilan memperkuat legitimasi ketentuan agama sebagai
sumber hukum bagi masyarakat Indonesia. Jika poligami dilakukan
dengan kontrol yang ketat, maka hukum positif selain membolehkan
poligami, jJuga memberi kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak
mendasar perempuan, seperti hak nafkah, hak tempat tinggal dan hak
lainnya yang berhubungan dengan keluarga.

b. Tinjauan Hifz Al-Nafs

Dalam dinamika penguatan regulasi izin poligami di Indonesia
prinsip Aifz al-nafs (memelihara jiwa) menjadi sangat relevan karena
menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap
hak-hak perempuan serta anak-anak dari efek negatif poligami yang
dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan. Banyak kasus di lapangan
menunjukkan bahwa poligami seringkali berujung kepada kekerasan
di dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran nafkah hingga konflik

1%Mardani, Hukum Keluarga..., him. 225.
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psikologis yang mengancam kesehatan mental pasangan atau anak.
Klaim ini menurut peneliti cukup beralasan. Jika ditelusuri beberapa
penelitian terdahulu menyebutkan bahwa istri yang dipoligami tidak
mendapat nafkah dari suami. Astri dan kawan-kawan menyebutkan
3 kasus poligami yang dilakukan tidak sesuai perundang-undangan
Indonesia, namun pada praktiknya suami tidak sepenuhnya memberi
dan memenuhi hak-hak semua istri dan anak-anaknya. Bahkan kasus
tersebut sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
terutama kekerasan fisik dan psikis. Kasus ini terjadi di Kecamatan
Dulupi Kabupaten Boalemo.'** Dalam Laporan LBH APIK Jakarta,
menyebutkan bahwa kasus poligami cukup rentan terjadi kekerasan
dalam rumah tangga. Disebutkan bahwa poligami memberi beragam
dampak terhadap istri pertama yang mencakup aspek ekonomi, fisik,
psikis, hingga sosial. Tercatat sebanyak 37 kasus istri tidak diberikan
nafkah, 21 kasus mengalami tekanan psikologis, 7 kasus mengalami
penganiayaan fisik dan 6 kasus dicerai suami 23 kasus diterlantarkan
atau ditinggalkan, 11 kasus mengalami pisah ranjang, serta 2 kasus
mendapat teror dari istri kedua. Secara keseluruhan ada 107 variasi
dampak, dengan catatan bahwa satu orang istri mengalami lebih dari
satu jenis dampak sekaligus. % Data ini menunjukkan bahwa praktik
poligami tidak hanya menimbulkan persoalan dalam relasi hubungan
rumah tangga, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kesejahteraan
dan perlindungan hak-hak perempuan.

104Astri Yulisti Datau, Mutia Cherawaty Thalib, dan Julisa Aprilia Kaluku,
“Hak Istri Sah Atas Nafkah Pasca Poligami Dalam Perspektif Perlindungan
Hukum,” Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan lImu Komunikasi Vol. 1, no. 4
(21 Oktober 2024): him. 24 dan 28-30, doi:10.62383/federalisme.v1i4.226.

195Siti Hikmah, “Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan Perempuan,”
Sawwa: Jurnal Studi Gender 7, No. 2 (30 April 2012): him. 16, doi:10.21580/sa.
V7i2.646; Data LBH APIK di atas dirilis oleh LBH APIK Jakarta. Adapun untuk
data nasional, juga telah dirilis LBH APIK Indonesia di tahun 2022, menunjukkan
bahwa kasus poligami terutama yang tidak tercatat tanpa dilakukan prosedur resmi
pengadilan, sangat rentan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terlebih lagi,
jika perkawinan dilakukan tidak tercatat, maka pada perkawinan itu memunculkan
peluang bagi laki-laki untuk menikah lagi secara poligami yang juga tidak tercatat.
Lihat pada Arsa lImi Budiarti dkk., Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum
bagi Kelompok Rentan 2022 (Jakarta: 1JRS-PBHI-LBH APIK Indonesia-YLBHI-
NCHR, 2023), him. 76-78.
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Kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, baik kekerasan
fisik, psikis, termasuk ekonomi dalam perkawinan poligami menjadi
pemberitaan di berbagai media online, misalnya di dalam BBC New,
ada satu istri mendapat perlakuan kasar dan tidak mendapatkan hak-
hak nafkah dalam rumah tangga karena suami poligami secara tidak
resmi. % Begitu pun dalam sitiran Konde.co bahwa istri seorang TNI
melakukan poligami siri, sementara istri pertama tidak diberi nafkah,
mendapat perlakuan kasar dan KDRT dari oknum tersebut meskipun
kasusnya telah ditangani Pengadilan Militer namun demikian pelaku
dilepaskan.'®’ Di Aceh Selatan, tepatnya di Samadua, sebagaimana
disitir dalam Aceh Tribun News, mengabarkan adanya kasus KDRT
suami terhadap istri yang dipoligami.'® Beberapa kasus yang dimuat
ini menunjukkan dampak dari perkawinan poligami yang tidak ada
mekanisme kontrol pengadilan, atau umumnya dilakukan tanpa ada
pencatatan remis. Data-data serupa juga cukup banyak, namun tidak
mungkin diuraikan satu-satu dalam penelitian ini. Peneliti berupaya
dan bermaksud menjelaskan bahwa kasus poligami tidak terkontrol,
memunculkan berbagai dampak negatif, penelantaran anak dan istri
dan tidak sedikit muncul kasus KDRT.

Dengan adanya mekanisme izin pengadilan, negara berusaha
memastikan bahwa poligami tidak menimbulkan ancaman terhadap
jiwa dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat. Bagi peneliti, kasus-
kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengancam jiwa
pasangan (karena misalnya tidak diberi nafkah, diabaikan atau justru
dipukul) pada prinsipnya bukan hanya dapat terjadi pada perkawinan

1%Tim BBC News Indonesia, “Kampung Poligami Sidoarjo Menyisakan
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” BBC News Indonesia, 2017, https://ww
w.bbc.com/indonesia/majalah-41591696.

107 Anita Dhewy, “Istri TNI Bersuara: Suami Saya Poligami dan KDRT tapi
Pengadilan Militer Melepaskannya” Non Government Organization Media Online
Konde.Co (24 Juli 2023), https://www.konde.co/2023/07/istri-tni-bersuara-suami-
saya-poligami-dan-kdrt-tapi-pengadilan-militer-melepaskannya/.

1%8]lhami Syahputra dan Saifullah, “Polisi Mediasi Konflik Pasutri, Kasus
KDRT di Samadua Aceh Selatan Diselesaikan secara RJ,” Non-Government
Organization Media Online, Serambi (tribunnews, 2026), https://aceh.tribunnews.
com/nanggroe/1027673/polisi-mediasi-konflik-pasutri-kasus-kdrt-di-samadua-ac
eh-selatan-diselesaikan-secara-rj.
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poligami yang tidak tercatat, tetapi bisa juga terjadi pada perkawinan
poligami resmi yang mendapat izin pengadilan. Hanya saja, kondisi
keduanya saja yang berbeda, jika dalam poligami tidak resmi muncul
kesulitan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, maka di
dalam praktik poligami resmi, hak-hak perempuan dapat diajukan ke
pengadilan, sehingga perlindungan terhadap istri dapat diintervensi
dan diberikan oleh negara melalui mekanisme peradilan.

Hakim diberi kewenangan untuk menilai apakah suami benar-
benar mampu menjamin kebutuhan hidup dan berlaku adil, sehingga
praktik poligami tidak menjadi pintu masuk bagi terjadinya tindakan
sewenang-wenang. Paling tidak, dengan adanya mekanisme izin ini,
laki-laki yang berpoligami mewanti-wanti dan akan sangat hati-hati
memperlakukan istri-istrinya, sebab jika tidak, istri dapat melakukan
upaya hukum untuk melindungi hak-haknya.

Lebih jauh, regulasi tentang izin hakim juga berfungsi sebagai
instrumen pencegahan terkait potensi mudarat yang bisa saja timbul
dari poligami. Dalam magasid syari’ah, menjaga jiwa bukan hanya
berarti melindungi dari ancaman fisik secara sempit tetapi harus juga
dari ancaman psikis, bahkan lebih luas lagi terhadap sosialnya. Saat
perempuan selaku istri (pertama, kedua, seterusnya) atau anak-anak
mengalami tekanan batin, rasa tidak aman, kehilangan hak nafkah,
maka hal itu termasuk bentuk pelanggaran terhadap prinsip #ifz al-
nafs. Menurut Al-Raistini, £ifz al-nafs ini bermakna larangan untuk
membunuh jiwa sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An’am ayat
151109
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B Vg Blas) 3503 G ey 15555 W1 aSCLe 0855 355 L T 35 ofs
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Oshass (._{LJ Ly v.i«a) va q}L\/; M o ng\ Sl 1lias Vg
Katakanlah (Nabi Muhammad SAW); Kemarilah! Aku akan
membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu)

janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun dan berbuat
baiklah pada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-

19A|-Raistint, Nazariyyah Al-Magasid..., him. 173.
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anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman): Kamilah

yang memberi rezeki padamu dan kepada mereka.” Janganlah

pula kamu mendekati perbuatan keji baik yang terlihat maupun
yang tersembunyi. Janganlah kamu sekalian membunuh orang
yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar.

Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan beberapa hal
yang dilarang Allah SWT, di antaranya larangan membunuh anak-
anak karena takut kemiskinan, larangan membunuh jiwa yang telah
diharamkan oleh Allah SWT .1 Menurut Al-Hasani menjaga jiwa di
sini bermakna menjaga kehidupan manusia supaya tidak binasa, baik
secara individu maupun kelompok. Maksudnya adalah melindungi
jiwa dari kebinasaan sebelum terjadi, termasuk melalui upaya untuk
pencegahan.'! Oleh karena itu, poligami yang di dalamnya terdapat
tindakan yang membahayakan jiwa harus ditutup sedapat mungkin.
Melalui kebijakan izin pengadilan dalam poligami, tentunya menjadi
mekanisme untuk menutup jalan menuju kerusakan, sadd al-zari’ah,
memastikan bahwa poligami hanya dilakukan jika benar-benar tidak
menimbulkan bahaya bagi jiwa dan kehidupan keluarga.

Dalam konteks perlindungan perempuan, izin hakim menjadi
benteng penting agar supaya perempuan tidak menjadi korban dari
keputusan sepihak dari suami. Ketentuan hukum yang mewajibkan
adanya bukti kemampuan suami memenuhi hak nafkah dan jaminan
berlaku adil sebagaimana dipahami di dalam Pasal 41 PP tentang UU
Perkawinan yang dikutip dahulu, menurut peneliti ialah bentuk nyata
dari perlindungan jiwa bagi perempuan, terlebih jika suami memang
memiliki harta, dan ia juga tidak merasa khawatir tidak berlaku adil,
sehingga perlu ada surat jaminan dan pengakuan untuk berlaku adil
kepada anak dan istri-istrinya. Sebab, jika kebutuhan mendasar tidak
terpenuhi, perempuan dan anak-anaknya akan menghadapi ancaman
serius terhadap kelangsungan hidup mereka. Jadi, di dalam tinjauan
magqasid al-syari’ah, kebijakan poligami melalui izin pengadilan di
dalam hukum Positif Indonesia (UU Perkawinan, PP terkait Undang-

UOAI-Qurtubi, Jami’ li Ahkam..., Juz 7, him. 324-30.
H1Al-Hasani, Nazariyyah Al-Magasid..., him. 238.
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Undang Perkawinan, dan juga KHI), jika tidak seluruhnya memberi
kepastian terhadap perlindungan terkait hak-hak perempuan selaku
istri pertama, kedua atau seterusnya, setidak-tidaknya kebijakan izin
pengadilan tersebut memberi ruang bagi terbukanya jalan bagi pihak
istri untuk melakukan upaya hukum. Bahwa benar ia merupakan istri
sah secara poligami dari suaminya, dan hak-haknya dapat dilindungi
oleh negara melalui intervensi pengadilan.
c¢. Tinjauan Hifz Al-Mal

Memelihara harta atau %ifz al-mal merupakan salah satu tujuan
hukum Islam yang masuk dalam kategori dariiriyyah. Menjaga harta
bermakna menjaga harta umat dari kerusakan dan dari berpindah ke
tangan pihak lainnya tanpa imbalan yang sah, serta menjaga bagian-
bagian harta yang bernilai agar tidak hilang tanpa adanya pengganti
atau terlindunginya pemenuhan hak harta bagi seseorang.**> Ahmad
Al-Raistini menyatakan bahwa memelihara harta atau 4ifz al-mal ini
diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan seperti larangan melakukan
kezaliman, larangan memakan harta anak yatim, larangan bersikap
boros, larangan berbuat aniaya terhadap orang, larangan mengurangi
takaran dan timbangan, serta larangan melakukan kerusakan di muka
bumi. 3

Dalam konteks memelihara harta, juga relevan ketika di dalam
perjalanan pernikahan pasangan poligami menghasilkan harta secara
bersama-sama, bagian hak harta masing-masing tetap mampu dijaga,
bisa diintervensi negara melalui penyelesaian kasus hukum atas istri
atau suami yang zalim secara bersamaan dengan proses mekanisme
peradilan. Keduanya sama-sama memiliki peluang yang sama dalam
memperoleh hak harta. Dalam praktik poligami tanpa tercatat karena
tidak ada izin pengadilan mudaratnya akan lebih berat. Perlindungan
terhadap perempuan akan lebih sulit dipenuhi. Perempuan tidak bisa
mengajukan gugatan saat terjadi kezaliman, tidak diberikan nafkah,
sengketa harta bersama, tuntutan nafkah anak, dan lain sebagainya.
Bagaimana pun, secara hukum negara, perkawinan poligami dengan

121pid., him. 239.
18A|-Raistint, Nazariyyah Al-Magasid..., him. 174.
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tanpa izin pengadilan atau dilakukan di bawah tangan (tidak dicatat),
istri tidak dapat membuktikan bahwa laki-laki tersebut benar-benar
suaminya yang sah. Karena itu, dengan jalan kebijakan izin poligami
melalui pengadilan, hukum positif menjadi instrumen dalam upaya
menjaga hak-hak harta pasangan poligami.

Menurut tinjauan #ifz al-mal, intinya adalah bagaimana syariat
menekankan pentingnya menjaga harta supaya kehidupan keluarga
tetap aman serta sejahtera. Harta di sini bukan cuma soal uang. Harta
merupakan segala bentuk nafkah dan juga kebutuhan dasar yang ada
dan menjadi penopang hidup bagi pasangan suami istri. Aturan yang
ada dalam UU Perkawinan, PP mengenai UU Perkawinan dan KHI,
kemampuan ekonomi harus benar-benar diperhitungkan sebelum ia
mengambil keputusan besar dalam rumah tangga. Tujuannya jelas,
yaitu jangan sampai ada pihak yang dirugikan, apalagi sampai anak
dan istri kehilangan hak mereka untuk hidup secara layak, dan tentu
sesuai dengan kemampuan (ma 'riif).

Prinsip 4ifz al-mal ini juga bermakna menjaga keadilan dalam
distribusi harta dan nafkah untuk masing-masing pasangan dan anak
yang dilahirkan. Jika kemampuan ekonomi diabaikan, yang muncul
adalah ketimpangan, penelantaran, bahkan konflik dalam keluarga.
Adanya pengawasan dari pengadilan dipahami sebagai pagar supaya
keputusan besar untuk berpoligami tidak diambil sembarangan tanpa
mempertimbangkan kesiapan finansial. Dengan begitu, pemeriksaan
oleh hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah (di Aceh)
untuk memastikan bukti kemampuan suami memenuhi hak nafkah
dan jaminan berlaku adil sebagaimana dipahami dalam Pasal 41 PP
tentang UU Perkawinan, menurut peneliti, maka dapat dikategorikan
sebagai bentuk #Zifz al-mal, hal ini sejalan pula dengan keterangan
Al-Raisiini dan Al-Hasani di awal, bahwa memelihara harta atau /ifz
al-mal merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang masuk dalam
kategori darariyyah, menjaga bagian-bagian harta yang bernilai agar
tidak hilang tanpa adanya pengganti atau terlindunginya pemenuhan
hak harta bagi seseorang termasuk istri, adanya larangan melakukan
kezaliman termasuk kepada pasangan, larangan berbuat aniaya pada
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orang lain terlebih kepada keluarga atau anak dan istri yang menjadi
tanggungan wajib yang harus dipenuhi suami.t4

QS. Al-Nisa’ ayat 3 jelas menyebutkan keadilan sebagai syarat
pokok dalam poligami. Laki-laki yang hendak menikah secara intern
dirinya harus mampu mengukur dan menimbang kondisinya, apakah
dapat berlaku adil terhadap istri atau justru khawatir tidak mampu di
dalam memenuhi syarat adil tersebut. Di sini, seperti sudah peneliti
singgung pada bagian awal bab ini, sebagian ulama, sebut misalnya
Abi Zahrah, kemudian Wahbah Al-Zuhaili yang berpendapat bahwa
adil itu hanya bisa dirasakan oleh laki-laki yang bersangkutan, tidak
perlu ada upaya untuk memastikan keadilan dan kemampuan itu dari
hakim.'® Demikian juga dijelaskan Zaidan,!'® Syalabi,'!’ Syaltit,'!8
Al-“Attar,™° “Atiyyah Saqgar,'? dan lainnya, yang menyatakan adil
itu hanya bisa diperhitungkan, dikira-kira, dirasakan oleh lelaki yang
bersangkutan. Allah SWT yang memberi kemampuan dalam nafkah
dan keadilan. Bagi laki-laki yang khawatir bahwa dirinya tidak dapat
berlaku adil, maka mencukupkan hanya satu istri saja.'?* Akan tetapi
sebagian ulama lain, yang juga sudah peneliti singgung terdahulu di
bagian awal maupun pada bab ini, misalnya Al-Tanafi,'?? Al-Khili,
‘Adawi, Al-Sa’id, dan lainnya, yang menilai izin hakim (izn al-gadr)
atau pengadilan diperlukan bagi laki-laki yang hendak berpoligami,
tujuannya jelas untuk melindungi hak-hak perempuan selaku istri.*?3
Bagi peneliti pendapat yang kedua ini lebih dekat dengan prinsip dan
nilai syariat Islam, memberikan perlindungan kepada perempuan. Di

H4Al-Hasani, Nazariyyah Al-Magasid..., hIm. 239; Al-Raisiini, Nazariyyah
Al-Magasid..., him, 174.

1157ahrah, Tanzim Al-Islam..., him. 76; Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah..,
hlm. 90-91; Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 165; Al-Zuhaili, Al-Figh Al-
Maliki..., him. 91.

167aidan, Al-Mufassal fi Ahkam..., Juz 4:hlm. 293-294.

17Syalabi, Ahkam Al-Usrah..., him. 264.

H8Qyaltat, Al-Islam..., him. 162-164.

YUSAl-“Attar, Ta ' addad Al-Zaujat..., him. 139-145.

120Saqqar, Mausii’ah Al-Usrah..., him. 128-132.

2Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram..., him. 288.

122A|-Tanafi, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 193-194.

123K hairat, Markaz Al-Mar’ah..., him. 76.
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sini pula, perlindungan serta penjagaan terhadap harta selama masa
perkawinan, seperti harta bersama sekiranya ada sengketa, hak atas
nafkah istri, baik ketika dilalaikan selama perkawinan ataupun pasca
perceraian di dalam poligaminya semua kemungkinan-kemungkinan
negatif ini dapat dicari jalan keluar melalui mekanisme perlindungan
dan intervensi oleh negara melalui mekanisme upaya hukum sidang
pengadilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum dalam
poligami dengan izin pengadilan dapat dipandang sebagai jalan yang
menegakkan keadilan dalam melindungi perempuan terhadap harta,
dan selaras dengan tujuan syariat Islam (magqasid al-syari’ah) untuk
memelihara harta benda (%ifz al-mal) selama masa perkawinan.
d. Tinjauan Hifz Al-Nasl

Menjaga keturunan atau /ifz al-nasl, juga menjadi aspek yang
dinilai sangat penting, bahkan posisinya menurut ulama menempati
posisi kebutuhan daruriyyah, namun kedudukannya saja yang masih
diperdebatkan, apakah setelah hifz al-mal atau sebelumnya.'?* pada
kerangka magasid al-syari’ah, hifz al-nasl merupakan prinsip yang
menuntut kejelasan asal-usul keturunan. Anak harus lahir dari ikatan
pernikahan yang sah, karena hanya dengan cara itulah, nasab dapat
dijaga tanpa celah keraguan.?® Jadi, bagi peneliti tentang kebijakan
poligami, yang harus dilakukan justru menyoroti bagaimana izin dari
pengadilan berfungsi sebagai pagar supaya keputusan poligami tidak

124A]l-Ghazali, Al-Mustasfa..., him. 328; Al-Syatibi, Al-Muwafagat..., him.
222. Penentuan posisi secara tertib sangat penting karena sekiranya berbenturan di
antara masing-masing, maka posisi yang paling diunggulkan adalah posisi #ifz al-
din, misalnya hifz al-din berbenturan dengan #4ifz al-nafs, harus didahulukan #ifz
al-din. Sekiranya hifz al-nafs berbenturan dengan #ifz al- ‘aql, didahulukan Aifz al-
nafs, begitu pula seterusnya, hingga pada 4ifz al-nasl. Misalnya ada orang diancam
untuk dibunuh namun dengan syarat menanggalkan agama dan juga keyakinannya
(murtad). Pada posisi ini, maka harus didahulukan #ifz al-din meskipun risikonya
meninggal dunia. Begitu pun pada kasus orientalis menjanjikan memberikan harta
kepada orang miskin dengan syarat meninggalkan agama Islam, maka memelihara
harta dan jiwa dalam kondisi miskin tersebut harus dianulir dengan mementingkan
pemeliharaan terhadap akidah dan keyakinan agama. Pada #ifz al-nasl dan al-mal
ini, ulama berbeda pendapat, hal ini telah disinggung oleh Al-Syatibi dalam kitab
Al-Muwafagqat.

125Muhammad Al-Tahir Ibn ‘Asyir, Magasid Syari’ah Islamiyyah
(Yordania: Dar Al-Nafa’is, 2001), him. 441.
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merusak kejelasan nasab. Posisi ini tidak bahaya, sebab memastikan
hak anak atas nasab yang sah tetap terlindungi sekaligus menegaskan
bahwa agama berdiri untuk menjaga kehormatan keluarga dan bukan
membuka ruang fitnah.

Menjaga nasab keturunan ini berarti menutup pintu bagi segala
bentuk perselisihan yang lahir dari ketidakjelasan asal usul dari anak.
Jika nasab dibiarkan kabur, maka yang muncul adalah konflik, rasa
cemburu, dan pertikaian yang bisa menghancurkan tatanan keluarga.
Jadi, fungsi substantif izin dari pengadilan memastikan bahwa setiap
anak lahir dengan status yang jelas dan setiap perempuan terlindungi
dari praktik yang bisa menimbulkan keraguan dalam nasab. Dengan
cara ini, agama dipahami sebagai sistem yang menegakkan keadilan
serta kehormatan, bukan sebagai legitimasi untuk menambah beban
perempuan atau anak.

Dimensi perlindungan terhadap perempuan dan anak di dalam
hifz al-nasl sangat tajam. Apabila perempuan tidak dilindungi, maka
anak berisiko kehilangan haknya atas nasab yang sah ia juga menjadi
terabaikan sekiranya suami mengabaikan tanggung jawabnya selaku
ayah yang sah dan ini akan berimbas pada masa depan generasi. Jadi,
bagi peneliti, izin pengadilan selain bagian dari prosedur, izin hakim
juga menjadi pagar, benteng, yang bisa memastikan perempuan tidak
ditinggalkan sendirian menanggung beban, si anak tidak kehilangan
haknya atas kasih sayang serta perlindungan dari orang tua. Dengan
demikian, menjaga nasab adalah menjaga masa depan keluarga dan
masyarakat agar tetap tumbuh dalam keadilan, kehormatan, dan juga
keteraturan melalui mekanisme izin dan pencatatan poligami.

Problem yang muncul, seperti juga telah penulis ulas di dalam
bagian Sub Bab sebelumnya, bahwa poligami sering muncul dengan
tanpa mekanisme resmi. Hukum Indonesia belum mengakomodasi
perkawinan poligami yang tidak dicatat dan tidak ada izin ini sebagai
suatu kejahatan dalam rumah tangga. Perkawinan tetap dinilai sahih
secara hukum. Sebab prinsip utamanya ada di dalam Pasal 2 ayat (1)
UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah sah bila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
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yang dianut oleh masing-masing pemeluk agama.'?® Arti perkawinan
yang sah pada Pasal 2 tersebut tidak dibatasi hanya pada perkawinan
pertama, tetapi berlaku pula pada perkawinan kedua, ketiga dan yang
seterusnya. Jadi, perkawinan poligami yang dilakukan dengan rukun
dan syarat nikah yang lengkap menurut Islam, tetap dipandang sahih
dan mengikat. Posisi kebijakan inilah yang rentan disalahgunakan di
dalam perkawinan poligami. Sehingga, dengan adanya pembatasan,
kontrol atau pengawasan melalui mekanisme izin pengadilan, maka
selain melindungi perempuan selaku istri (ia bisa menggugat suami
secara hukum jika haknya dilalaikan), juga dapat memelihara anak-
anak keturunannya.

Relevansi /Zifz al-nasl dengan izin pengadilan dalam poligami
ini menjadikan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami
tersebut dapat terlindungi, misalnya keperdataan anak, nafkah anak,
warisan, pengasuhan dan lain sebagainya. Dengan ada izin poligami
maka regulasi menjadi lebih kuat dan adanya kepastian hukum. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan magqasid al-syari’ah, izin
hakim pengadilan dalam poligami yang diatur melalui hukum positif
Indonesia (UU Perkawinan, PP Perkawinan, serta KHI) memberikan
ruang bagi perlindungan dan pemeliharaan anak.

e. Tinjauan Hifz Al-‘Ird

Posisi pemeliharaan terhadap kehormatan ataupun #ifz al- ‘ird,
meskipun ulama klasik tidak memasukkannya sebagai cakupan dari
kebutuhan darariyyah (sekali lagi, bagi ulama klasik seperti Imam
Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi tidak memasukkan
hifz al-ird ini sebagai aspek daririyyah),**’ tetap dipandang penting
oleh ulama belakangan misalnya Al-Qurafi, dan ulama kontemporer,
di antaranya Al-Zuhaili,}?® Al-Qaradawi,*?® dan Al-Raisiini.*** Pada

126\Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan..., him. 112.

27 Al-Juwaini, Al-Burhan fi Usiil Al-Figh..., him. 923; Juga, Al-Ghazal, Al-
Mustasfa..., hIm. 328; Lihat juga, Al-Syatibi, Al-Muwadfagat..., him. 222.

18 Al-Zuhaili, Nazariyyah Al-Dariirah..., him. 24.

18Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah..., him. 201; Al-Qaradawi, Dirdasah fi
Figh Magasid..., him. 27.

10A|-Raisiini, Al-Fikr Al-Magasid:..., him. 34.



173

posisi ini, pemeliharaan terhadap kehormatan ini, cukup luas tentang
semua aspek kehormatan manusia. Seperti larangan menuduh orang
lain berbuat zina, larangan menelantarkan keluarga, anjuran di dalam
menghormati pasangan.

Pada konteks memelihara kehormatan, poligami yang diatur
melalui izin pengadilan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi
terlebih penting ialah sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa
tujuan syariat di dalam menjaga martabat, kehormatan dan juga hak-

hak perempuan dapat tercapai.

Tabel 7. Kategori Maqasid dalam Kebijakan Izin Poligami
Kategori

No z Contoh/Keterangan
Magqasid
Hifz al-Din Pengadilan memastikan syarat keadilan dalam poligami
1 (Menjaga terpenuhi, sehingga ajaran Islam tidak disalahgunakan
Agama) sebagai legitimasi ketidakadilan terhadap perempuan.
Hifz al-Nafs  lzin hakim mencegah KDRT dan penelantaran nafkah;
2  (Menjaga istri dapat menuntut haknya secara hukum bila terjadi
Jiwa) kekerasan atau pengabaian.
Hifz al-Mal Hakim memeriksa bukti kemampuan finansial suami
3  (Menjaga sebelum memberi izin poligami, sehingga hak nafkah
Harta) istri dan anak tetap terjamin.
Hifz al-Nasl  Pencatatan resmi melalui izin pengadilan memastikan
4 (Menjaga nasab anak jelas, sehingga hak waris, nafkah, dan

Keturunan) pengasuhan terlindungi.
Hifz al-‘Ird Izin pengadilan menjaga martabat perempuan agar tidak
5  (Menjaga direndahkan oleh praktik poligami tanpa kontrol,
Kehormatan) = menegaskan kedudukan sah istri di mata hukum.
Sumber: Data Analisis Penulis, 2026.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dinamika penguatan
regulasi izin poligami dalam prinsip magasid syari ’ah menunjukkan
adanya orientasi hukum yang semakin berpihak pada perlindungan
perempuan. Regulasi yang ketat, fungsi preventif, serta mekanisme
kuratif menjadi bukti bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia
bergerak menuju sistem yang lebih adil dan juga berkeadilan gender.
Implikasi utama dari dinamika tersebut adalah terciptanya kepastian
hukum, perlindungan hak-hak perempuan, dan penguatan nilai-nilai
keadilan dalam keluarga.

Kalau dilihat dari keseluruhan tinjauan maqasid syari’ah (hifz
al-din, al-nafs, al-mal, al-nasl, dan al- ‘ird), maka yang paling cocok
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serta relevan untuk dijadikan dasar kebijakan izin pengadilan dalam
poligami adalah #ifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Alasannya, izin
pengadilan secara langsung berfungsi sebagai mekanisme kontrol di
dalam mencegah mudarat yang nyata terhadap perempuan dan anak,
seperti kekerasan di dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, serta
tekanan psikologis. Prinsip menjaga jiwa dalam magasid al-syari’ah
bukan hanya berarti melindungi dari ancaman fisik, namun jauh dari
itu adalah ancaman mental, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya izin
hakim negara dapat memastikan bahwa poligami tidak menjadi pintu
masuk kezaliman.

Terdapat beberapa penelitian yang mengungkap contoh kasus
kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan jiwa pasangan
dalam perkawinan poligami. Misalnya dalam penelitian Siti Hikmah
yang mengemukakan beragam kasus KDRT sebagai akibat praktik
poligami.®*! Begitu pun disinggung oleh Rahmi dan Kasmarani yang
menyebutkan data dari Komnas Perempuan, mengemukakan bahwa
perkawinan poligami rentan dan menjadi salah satu penyebab terjadi
KDRT, yang lingkupnya adalah penelantaran kebutuhan dan nafkah
keluarga, sehingga masuk pada kategori KDRT berupa penelantaran
ekonomi. 1%

Berdasarkan catatan data Komnas Perempuan dalam rentang 2
dekade lebih (yaitu 1998 sampai dengan 2025 di saat catatan tersebut
dipublikasikan), dikemukakan bahwa tercatat 582.780 kasus KDRT,
dengan 90 persen di antaranya ialah kekerasan terhadap istri. Bentuk
kekerasan yang paling umum dialami istri adalah kekerasan psikis
(verbal, ancaman), fisik (dipukul, dicekik, ditendang, dan lainnya),
seksual (perkosaan), ekonomi (tidak diberi nafkah ataupun dibebani
utang), yang kasus-kasus tersebut masuk di dalamnya pada pasangan
poligami baik dilakukan dengan prosedur formal maupun yang lebih

181Giti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap
Perempuan,” Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol. 7, no. 2 (30 April 2012): 1-20,
d0i:10.21580/sa.v7i2.646.

132Rahmi Nurtsani dan Yuli Kasmarani, “Criminalization of Polygamy,”
Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana Vol. 7, no. 1 (23 Juli 2026): him. 34-47,
doi:10.19109/tazir.v7il1.17710.
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tinggi lagi dalam kasus poligami tanpa izin pengadilan ataupun tidak
tercatat secara resmi.**® Ini artinya bahwa izin hakim pengadilan di
dalam hukum poligami penting diperketat sehingga ruang kezaliman
dapat ditutup secara rapat, sehingga perlindungan terhadap kalangan
perempuan/istri bisa diwujudkan secara maksimal berdasarkan nilai
dan prinsip Aifz al-nafs dalam pemberlakuan hukum..

Namun demikian, penting dicatat bahwa meskipun #ifz al-nafs
paling menonjol, tetapi kebijakan izin pengadilan di dalam poligami
sebenarnya bagian dari sintesis semua prinsip magqasid al-syari’ah.
Menjaga agama supaya ketentuan ajaran Islam tentang perkawinan
poligami, pemenuhan tanggung jawab suami terhadap istri, hak dan
kewajiban didalamnya tidak disalahgunakan, kemudian memastikan
nafkah dan harta keluarga (%ifz al-mal), melindungi nasab anak (%ifz
al-nasl), serta menjaga martabat perempuan (kifz al- ird). Jadi, titik
tekannya ada dalam perlindungan jiwa, tetapi kekuatan kebijakan ini
justru terletak pada integrasi seluruh nilai magasid.

2. Tinjauan Maslakah

Untuk menutup analisis pembahasan ini, peneliti juga menilai
penting melihat dan meninjau posisi kebijakan izin poligami melalui
pengadilan dalam teori maslakah, yang juga menjadi landasan dalam
menilai apakah kebijakan tersebut memberikan maslasah di satu sisi
dan menghindari madarrah di sisi lain.

Dalam teori maslasah, kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan,
adalah tujuan dari ditetapkannya hukum Islam. Oleh karena itu, pada
bagian teori, sudah peneliti sebutkan dengan jelas bahwa maslazah
ini teori mikro yang berada dalam jangkauan pembahasan magasid
al-syari’ah sebagai teori makronya. Dalam teori ini, juga relevan di
dalam mengukur dinamika kebijakan izin poligami melalui majelis
hakim di pengadilan, bahkan bersentuhan langsung dengan upaya di
dalam perlindungan perempuan.

133 Komnas Perempuan, “Dua Dekade Perjuangan: Refleksi Hasil Kajian
Komnas Perempuan Tentang KDRT,” Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan, Jurnal Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), dimuat pada
situs: http://www.jurnalperempuan.org/8/post/2025/01/dua-dekade-perjuangan-re
fleksi-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-kdrt.html.
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Teori maslakzah membatasi cakupan kemaslahatan itu di dalam
tiga jenis, yaitu maslakah mu tabarah, berupa kemaslahatan sejalan
dengan petunjuk nash, maslakah mulghah yaitu kemaslahatan yang
hanya diakui oleh akal, atau akal dan logika menilainya sebagai satu
yang maslahat dan baik, tetapi ditolak oleh petunjuk Al-Qur’an, dan
hadis. Ketiga adalah maslazah mursalah yaitu kemaslahatan muncul
bersamaan dengan hukum itu sendiri, tetapi tidak ada petunjuk dalil
nash yang menolak ataupun menerimanya.!3*

Teori maslakah memberikan sudut pandang yang lebih tajam
terhadap kebijakan izin poligami melalui pengadilan. Pada kerangka
ini yang harus ditegaskan adalah bahwa kebijakan tersebut berdiri di
atas prinsip maslakzah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak
secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi juga tidak ditolak oleh
nash. Jadi, bagi peneliti yang menelaah kebijakan ini, menilai bahwa
kebijakan izin pengadilan dalam poligami tersebut berfungsi sebagai
instrumen untuk memastikan kemanfaatan nyata kepada perempuan
dan anak, sekaligus menutup pintu madarrah berupa penelantaran,
ketidakadilan, kerusakan sosial. Posisi ini jelas menunjukkan bahwa
hukum Islam tidak berhenti pada teks, tetapi hukum Islam berjalan,
bergerak dan bisa ditransformasikan sesuai dengan kebutuhan untuk
menjawab kebutuhan sosial yang nyata saat ini. Sebab, izin poligami
oleh hakim pengadilan memang aturan yang baru, terlebih jika harus
melalui mekanisme pemeriksaan terhadap kondisi suami, memeriksa
jaminan adil dari suami sebagaimana dipahami di dalam Pasal 41 PP
tentang Undang-Undang Perkawinan. Meski baru, tapi memberikan
kemaslahatan terhadap perlindungan perempuan.

Kebijakan izin poligami melalui pengadilan, dapat dipandang
sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang menegaskan fleksibilitas di
dalam hukum Islam di dalam merespons realitas sosial. Al-Qaradawi1
di dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa hukum Islam di
dalam konteks sosial itu sangat fleksibel, dan dapat dilakukan pada
kasus-kasus yang baru. Pada konteks inilah, proses ijtihad dilakukan

13 Al-Ramili, Taghayyur Al-Fatwa..., him. 510; Lihat juga pada, Abubakar,
Metode lIstisiahiah..., him. 133; Manan, Pembaruan Hukum..., him. 114,
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dengan membahas terkait masuk tidaknya permasalahan yang belum
ada nasnya tersebut ke dalam “indikasi” nasnya, dengan ditinjau dari
berbagai seginya.!®® Begitu juga dalam konteks izin pengadilan pada
dasarnya tidak ada nash yang tegas dalam Al-Qur’an maupun dalam
hadis. Karena itu, ia masuk dalam kategori ijtihad kontemporer yang
harus ditemukan indikasi dan petunjuk nash yang umum sehingga di
dalam rumusan kebijakan izin pengadilan dalam poligami mendapat
landasan yang kuat berdasarkan sisi kemaslahatan.

Regulasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan
instrumen substantif agar memastikan bahwa praktik poligami tidak
menjadi sarana penindasan perempuan. Dengan menempatkan izin
hakim sebagai syarat, maka didalamnya ada upaya di dalam menutup
celah terjadinya ketidakadilan, penelantaran kekerasan dalam rumah
tangga.

Dari perspektif teori maslaszah kebijakan tersebut lebih dekat
pada kategori al-maslakah al-mursalah, karena tidak secara eksplisit
diatur dalam nash, tetapi juga tidak ditolak. Justru, ia menghadirkan
manfaat nyata berupa perlindungan perempuan dan anak, sekaligus
mencegah mudarat sosial yang lahir dari praktik poligami tanpa ada
kontrol dan pengawasan. Misalnya, seorang suami berniat poligami
diwajibkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, ataupun
Mahkamah Syar’iyyah. Dalam proses persidangan, hakim meminta
bukti kemampuan finansial/ekonomi berupa slip gaji dan juga surat
keterangan pajak, serta pernyataan tertulis bahwa ia sanggup berlaku
adil terhadap semua istri dan anak. Jika hakim menilai bukti tersebut
tidak meyakinkan, izin poligami ditolak demi mencegah mudarat di
satu sisi dan menggapai kemaslahatan pada sisi lain. Sebaliknya, jika
terbukti mampu, izin diberikan dengan catatan bahwa istri memiliki
hak untuk menggugat bila suami lalai memenuhi kewajiban. Dengan
mekanisme ini, kebijakan izin pengadilan ini melindungi perempuan
dari potensi ketidakadilan sesuai dengan prinsip maslakzah mursalah

15y #isuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata’amal Ma’a Al-Turas wa Al-Mazhab wa
Al-Ikhtilaf, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Atik Fikri Ilyas, dan Ahmad Ikhwani),
(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), him. 413.
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yang menekankan perlindungan dan kemanfaatan sosial. Ini sejalan
dengan pandangan Al-Tanafi, bahwa negara memiliki hak untuk ikut
campur dalam pengaturan poligami, baik dengan cara membatasinya
melalui syarat-syarat tertentu, mewajibkan ada izin dari hakim, yang
sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum (maslakah al- ‘ammah),
maupun khusus (khassah). Sebab poligami merupakan perkara yang
secara ijmak dihukumi mubah, maka menutup sesuatu yang mubah
demi kemaslahatan (maslakah) adalah sah menurut syariat. ¢ Hal
ini sejalan pula dengan pendapat Muhammad ‘Abduh, sebagaimana
dikutip Muhammad ‘Imarah, yang lebih ekstrem menyatakan bahwa
pemerintah/negara mempunyai kewenangan dalam melarang secara
mutlak poligami dengan pertimbangan kondisi mayoritas lelaki yang
tidak mampu berlaku adil dan mampu nafkah.'” Artinya, kebijakan
hukum poligami di Indonesia dengan izin hakim adalah bagian dari
upaya mendatangkan kemaslahatan, contohnya menekan angka dari
kasus poligami siri yang tidak bertanggung jawab, memberikan satu
kepastian hukum bagi perempuan yang dipoligami, serta istri lainnya
yang lebih dulu sudah menikah dengan laki-laki tersebut. Dalam satu
kaidah fikih disebutkan:
) (S 18 dmlall S L
Di mana terdapat kemaslahatan maka di sana terdapat hukum
Allah.1®8
Mengikuti kaidah di atas, maka kebijakan izin poligami punya
sisi nilai maslakzah, terutama dalam memberikan perlindungan pada
perempuan. Menarik apa yang dikemukakan olen Ahmad Al-Raistint
saat ia menjawab pertanyaan tentang maksud lbn Al-Qayyim dalam
menyebutkan kaidah di atas, tetapi dengan redaksi yang lain, yaitu:
“Iza ma wuyjidat al-maslahah fa samma wajhullah”, (jika ditemukan
kemaslahatan maka di sana ada wajah Allah). Dalam kaidah ini, Al-

136A|-Tanaff, Mudawwanah Al-Usrah..., him. 193.

1"Muhammad ‘Imarah, Al-Islam wa Al-Mar’ah fi Ra’yi Muhammad
‘Abduh, (Mesir: Nahdhah Mishr, 2007), him. 109.

1%8Helmi Basri, Fikih Nawazil Empat Perspektif Pendekatan ljtihad
Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), him. 199.
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Raistini menyatakan bahwa maksudnya adalah di dalam maslahat itu
ada syariat Allah. Yang dimaksudkan bukan maslahah mu ‘tabarah,
karena yang mu‘tabarah sudah jelas dinyatakan dalam nas, sehingga
ia sendiri adalah syariat Allah. Biasanya ungkapan tersebut merujuk
pada maslakah yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas, jadi
ia masuk maslakah mursalah. Jika terbukti benar-benar membawa
manfaat, maka syariat Allah mendukungnya, mengakui, dan bahkan
mendorongnya. '3

Kebijakan izin poligami melalui pengadilan dapat dipandang
sebagai manifestasi dari kaidah fikih di atas. Hakim sebagai otoritas
yang menilai kemampuan suami dalam hal keadilan dan juga nafkah,
negara berusaha memastikan bahwa praktik poligami tidak menjadi
penyebab timbulnya mudarat bagi perempuan maupun anak. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada teks normatif,
tapi sesuai kebutuhan sosial yang nyata. Dalam kebijakan izin hakim
tersebut, di dalamnya ada maslaszah berupa perlindungan perempuan
dan anak dapat diwujudkan melalui mekanisme izin hakim, maka di
situlah hukum Allah hadir. Meskipun tidak ada nash eksplisit yang
mengatur prosedur izin pengadilan. Dengan demikian, kebijakan ini
adalah bentuk ijtihad yang sah, ini karena ia berfungsi menutup pintu
kerusakan sekaligus membuka ruang bagi tercapai keadilan di dalam
keluarga.

Bagi penulis, adanya sisi perlindungan perempuan, kepastian
hukum akan kemampuan finansial dan pemastian jaminan keadilan
suami, inilah sebenarnya jenis kemaslahatannya, dan masuk dalam
kategori al-maslakzah al-mursalah yang ditegaskan oleh Ahmad Al-
Raisiini di awal, bahwa setiap kebijakan yang benar-benar membawa
manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat, meskipun tanpa ada nas
yang sarih memerintahkannya maka didukung prinsip hukum Allah
SWT. Karena kebijakan izin pengadilan ini tidak disuruh serta tidak
pula ditolak nash, maka kebijakan tersebut tidak termasuk ke dalam
maslakah mulghah dan maslahah mu tabarah. Untuk itu, berikut ini
dapat disajikan gambar tentang tinjauan maslakah terkait kebijakan

19 Al-Raistini, Muhdadarat fi Magasid..., him. 150-151.
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izin pengadilan sebagai syarat poligami dilihat dari kriteria maslahat
yang dikemukakan oleh para ulama.

. toh maslahah
Kategori Con stal
dalam Kebijakan
« Hakim Memberi 1zin Maslahah « Kebijakan lzin 1zin Poligémi
* Memeriksa jaminan Poligami memiliki
kemampuan finansial » Mu'tabarah nilai Maslahah : 'I’:J"g:::tg;’;'fe:"m‘;”
. . . 3 . 1 untu
* Memeriksa jaminan « Mulohdh { N Tidak ada nash yang nafkah, hadhanah karena
keadilan & | | memerintahkan dan poligami tercatat secara sah

* Mursalah menolak « Kepastian hukum dalam

.. .. pemenuhan nafkah anak
Kebijakan izin Maslahah dan istri
poligami Mursalah

Gambar 3. Bentuk dan Contoh Maslahah dalam Kebijakan Izin Pengadilan
dalam Poligami
Sekiranya ditinjau lebih dalam kebijakan izin poligami melalui
pengadilan, adalah bentuk penerapan maslaszah yang diarahkan pada
perlindungan perempuan. Hakim diberikan wewenang untuk menilai
apakah seorang suami benar-benar mampu nafkah serta mampu adil
secara ekonomi, adil dalam perlakuan, dan juga tidak menimbulkan
mudarat bagi istri maupun anak. Sebab sekali lagi, maslazah di sini
secara umum dipahami sebagai menjaga tujuan syariat.'*° Imam Al-
Ghazali menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan maslazah ialah
Jjalbul manfa’ah (menarik dan menggapai sebanyak-banyak manfaat
dan kebaikan) dan daf’u madarrah (menolak kemudaratan, kesulitan
bahaya).'** Terlihat bahwa transformasi kebijakan izin pengadilan
sebagai syarat poligami bersifat multi dimensional, yaitu mulai dari
transformasi normatif hanya dengan mampu adil dan mampu nafkah,
munculnya kebijakan pemberian izin hakim dengan kewenangannya
di dalam memeriksa jaminan kemampuan dan keadilan calon suami,
perlindungan hukum bagi perempuan yang berdasarkan prinsip nilai
filosofis Islam.
Transformasi kebijakan izin pengadilan sebagai syarat pokok
poligami di Indonesia dapat dicermati sebagai pergeseran paradigma

140Al-Zuhaili, Qadaya Al-Figh..., Juz 2, him. 78; dan Al-Biiti, Dawabit Al-
Maslasabh..., him. 2.
141Al-Ghazali, Al-Mustasfa..., him. 328.
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hukum Islam dari norma tekstual bertransformasi menjadi instrumen
perlindungan hukum berbasis landasan filosofis hukum Islam, yaitu
prinsip magasid al-syari’ah. Pada tahap awal, syarat poligami hanya
dipahami sebatas kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberi
nafkah. Namun, perkembangan sosial menunjukkan syarat normatif
tersebut tidak cukup menjamin perlindungan perempuan. Oleh sebab
itu, lahirlah kebijakan izin hakim yang memberi kewenangan kepada
pengadilan memeriksa secara konkret jaminan kemampuan suami di
dalam aspek ekonomi, psikologis, dan juga sosial. Lebih jauh lagi,
transformasi kebijakan izin poligami ini mencerminkan realisasi atas
prinsip maslakzah mursalah di dalam kerangka magasid al-syari’ah.
Kebijakan izin hakim tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash,
tetapi ia hadir sebagai bentuk ijtihad baru yang sah untuk menjawab
tantangan sosial. Perempuan memiliki akses terhadap perlindungan
hukum.

Jadi, bagi pembuat kebijakan, yang harus dilihat adalah bahwa
izin pengadilan selain sebagai satu prosedur formal juga mekanisme
substantif untuk memastikan bahwa poligami tidak menjadi alat bagi
laki-laki untuk menindas, melampiaskan hawa nafsu semata, tanpa
ada pemenuhan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan
perkawinan Islam. Lebih jauh lagi posisi kebijakan tersebut, menurut
peneliti, bagian dari maslazah mursalah karena izin pengadilan pada
proses perkawinan poligami memang belum diatur secara tegas, tapi
tidak pula ditolak. Tidak ada dalil yang memberi penjelasan, ataupun
sekurang-kurangnya dalil nash yang dapat dianalogikan untuk tidak
menerima kebijakan ini. Tidak ada pula indikasi (garinah), terlebih
illat hukum (rasio legis) yang menunjukkan kebijakan izin poligami
oleh pengadilan ini dapat ditolak sama sekali. Yang ada justru hadir
berbagai kemaslahatan, dari awalnya hak-hak perempuan tidak dapat
dipenuhi, menjadi dapat dipenuhi dengan adanya upaya hukum saat
suami mengabaikan kewajibannya, baik nafkah, tindakan kasar fisik
atau psikis dan ekonomi (KDRT). Jadi, dapat disimpulkan bahwa di
dalam hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab dinamika
sosial tentang dampak buruk poligami dengan kontrol ketat oleh izin
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pengadilan. Tidak ada nas yang secara eksplisit mengatur larangan
maupun pembolehan yang tegas menyangkut izin pengadilan dalam
poligami, sehingga bagi peneliti, yang harus ditegaskan ialah bahwa
kebijakan ini adalah bentuk ijtihad yang sah, karena ia menghadirkan
kemaslahatan yang jelas, baik itu berupa (namun tidak terbatas pada)
melindungi perempuan, menjaga nasab memastikan keadilan beserta
menutup pintu mudarat. Dengan demikian, kebijakan izin poligami
ini sebagai bagian dari transformasi hukum Islam di Indonesia yang
berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.



BAB EMPAT
PENUTUP
A. Kesimpulan
Mengacu kepada hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab

terdahulu, dan merujuk kepada tiga fokus utama penelitian ini, yaitu:
Pertama, argumentasi ulama kontemporer terkait izin hakim sebagai
syarat poligami dan relevansinya dengan putusan hakim mengenai
praktik poligami di Indonesia. Kedua transformasi regulasi poligami
dan kaitan dengan upaya perlindungan perempuan. Ketiga, dinamika
penguatan regulasi izin poligami dalam tinjauan magasid al-syari’ah
dan implikasinya pada perlindungan perempuan, maka dapat ditarik
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan para ulama kontemporer mengenai izin hakim sebagai
syarat poligami menunjukkan reformulasi hukum keluarga Islam
yang lebih menekankan pada perlindungan perempuan dan anak.
Landasan normatif melalui riwayat hadis al-Bukhari dan Muslim
menegaskan peran Nabi SAW sebagai pemimpin sekaligus hakim
yang membatasi poligami demi kemaslahatan. Adapun landasan
rasional menekankan sulitnya verifikasi sifat adil suami dan juga
nafkah secara subjektif sehingga diperlukan otoritas pengadilan.
Pola atau metode penalaran yang digunakan ulama kontemporer
mencakup pendekatan istislahi, bayant, dan ta‘lili yang semuanya
memperkuat legitimasi syarat izin hakim. Adapun relevansinya
dengan praktik peradilan Indonesia tampak melalui regulasi UU
Perkawinan, PP, dan KHI yang menempatkan izin hakim sebagai
syarat poligami, serta data empiris Mahkamah Syar’iyyah Aceh
yang menunjukkan konsistensi permohonan izin poligami setiap
tahun. Namun, kelemahan hukum positif Indonesia masih terlihat
pada ketiadaan sanksi terhadap poligami liar yang tidak tercatat,
sehingga membuka ruang praktik poligami tanpa izin pengadilan.

2. Transformasi aturan poligami di Indonesia menunjukkan adanya
pergeseran paradigma dari awalnya hanya keharusan memenuhi
syarat sederhana di dalam fikih klasik menjadi ketetapan hukum
untuk mengikuti mekanisme hukum positif yang lebih ketat dan
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berorientasi pada perlindungan perempuan. UU Perkawinan 1974
PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983/1990, serta KHI
1991 menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan
izin pengadilan, persetujuan istri, dan juga jaminan keadilan serta
nafkah. Regulasi tersebut menjadi instrumen preventif sekaligus
kuratif, mencegah potensi ketidakadilan sejak awal, dan memberi
solusi hukum di ketika perempuan mengalami penelantaran atau
kerugian akibat poligami. Namun, praktik poligami liar atau siri
tetap marak, sehingga perlindungan perempuan sering terabaikan.
Hal ini menimbulkan dilema kepastian hukum karena aturan yang
ada masih parsial, terkecuali aturan ketat bagi ASN/PNS dengan
sanksi disiplin. Adapun terhadap masyarakat umum, transformasi
ketentuan poligami masih longgar tanpa ada sanksi. Kekosongan
hukum ini membuat hakim melakukan proses penemuan hukum
rechtsvinding baik melalui pembentukan hukum, analogi hukum,
penghalusan ataupun penafsiran untuk memperkuat perlindungan
perempuan. Pada sisi lain, pembentukan regulasi baru, atau revisi
undang-undang dibutuhkan yang menetapkan perlindungan hak-
hak perempuan menjadi komprehensif, konsisten dan juga efektif.
Dengan begitu, transformasi regulasi poligami yang ada di dalam
hukum positif Indonesia merujuk pada pendekatan perlindungan
perempuan, meskipun sejauh ini masih membutuhkan penguatan
melalui legislasi yang menyeluruh agar kepastian hukum benar-
benar menjamin perlindungan hukum bagi perempuan.

. Dinamika penguatan regulasi izin poligami di Indonesia di dalam
perspektif magasid syari’ah menunjukkan orientasi hukum yang
berpihak pada perlindungan perempuan. Regulasi izin pengadilan
berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar supaya poligami tidak
dilakukan secara sewenang-wenang, sekaligus memastikan hak-
hak perempuan dan juga anak tetap terlindungi. Dalam kerangka
magqasid, penguatan regulasi ini relevan dengan tujuan menjaga
agama (hifz al-din), harta (hifz al-mal), keturunan (Zifz nasl), dan
kehormatan (%ifz ‘ird). Poligami tetap diakui sebagai bagian dari
syariat, tetapi ada upaya pembatasan (faqyid) dengan syarat izin
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hakim demi kemaslahatan/maslakzah. Implikasi dari dinamika ini
1alah tercipta kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan
dalam aspek nafkah, warisan, pengasuhan anak. Selain itu berlaku
pula penguatan pemeliharaan martabat dan kehormatan. Dengan
demikian, regulasi poligami di Indonesia cenderung memberikan
kepastian hukum, kemaslahatan dan perlindungan hukum kepada
perempuan yang sejalan dengan prinsip magqasid al-syari’ah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat dikemukakan
beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan
pembahasan, sebagai rekomendasi, terutama aspek kebijakan, aspek
penetapan putusan hakim, dan kepada masyarakat, berikut peneliti-
peneliti berikutnya. Dari keseluruhan pembahasan serta kesimpulan,
maka saran dan juga rekomendasi penelitian dapat diarahkan kepada
beberapa pihak sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah (legislatif dan eksekutif):

a. Perlu melakukan revisi terhadap UU Perkawinan, PP Tentang
Perkawinan, dan KHI dengan menambahkan ketentuan sanksi
bagi pelaku poligami tanpa ada izin pengadilan (poligami siri).
Revisi terhadap UU Perkawinan, PP tentang Perkawinan, dan
KHI, atau sekiranya memang tidak bisa dimasukkan ke dalam
UU tersebut, maka dapat dimasukkan ke dalam materi KUHP,
dan perlu menambahkan ketentuan sanksi yang jelas terhadap
pelaku poligami tanpa izin pengadilan (poligami siri). Sanksi
tersebut dapat berupa denda administratif dengan besaran yang
tertentu, layak, dan atas dasar kemaslahatan (misalnya seperti
Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000) atau hukuman
kurungan singkat (misalnya maksimal 6 bulan sampai dengan
1 tahun), yang bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir,
sehingga memberikan efek jera kepada masyarakat, dan tanpa
menimbulkan over-kriminalisasi.

b. Legislasi baru itu idealnya bersifat komprehensif, tidak parsial
sehingga perlindungan perempuan berlaku menyeluruh, bukan
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hanya bagi ASN/PNS. Legislasi baru tersebut haruslah bersifat
lebih komprehensif, tidak hanya parsial untuk kalangan ASN
PNS, tapi juga berlaku bagi seluruh warga negara. Mekanisme
penegakan dapat dilakukan melalui pencatatan perkawinan di
KUA, dengan kewajiban melampirkan izin di pengadilan. Jika
tidak dipenuhi, pencatatannya ditolak dan sanksi administratif
bisa langsung dilaksanakan.

c. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, juga
implementasi penegakan hukum regulasi supaya tidak berhenti
pada pemenuhan syarat administratif izin pengadilan, namun
benar-benar efektif melindungi perempuan dan anak. Artinya,
bahwa pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan
dengan membentuk unit khusus di bawah Kementerian Agama
yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kemudian,
implementasi penegakan hukum regulasi tidak boleh berhenti
pada syarat administratif izin pengadilan tetapi haruslah efektif
melindungi perempuan dan juga anak. Misalnya, hakim dapat
memerintahkan sita harta untuk menjamin hak nafkah, ataupun
memberikan hak cerai otomatis kepada istri jika suami terbukti
melakukan poligami siri.

2. Bagi hakim (pengadilan agama/mahkamah syar’iyyah):

a. Hakim perlu memanfaatkan prosedur penemuan hukum atau
rechtsvinding yang lebih progresif agar kekosongan hukum di
dalam pengaturan regulasi poligami dapat diatasi.

b. Hakim harus menegaskan bahwa izin hakim pengadilan bukan
hanya formalitas administratif, melainkan instrumen substantif
untuk memastikan keadilan dan perlindungan perempuan.

c. Dalam praktik persidangan, hakim perlu lebih proaktif menilai
kemampuan suami di dalam memenuhi syarat adil dan nafkah,
dan memastikan persetujuan istri benar-benar didasarkan pada
kesadaran penuh.

3. Bagi masyarakat:

a. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran berikut kepatuhan

hukum bahwa poligami tanpa izin di pengadilan melemahkan
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perlindungan perempuan dan anak, dan menimbulkan masalah
administratif dan sosial.

b. Perlu ada edukasi hukum serta sosialisasi regulasi perkawinan
supaya masyarakat memahami pentingnya mekanisme izin di
pengadilan sebagai bentuk perlindungan.

c. Masyarakat, khususnya perempuan harus berani menggunakan
hak hukum untuk menggugat atau menuntut perlindungan bila
terjadi penelantaran atau ketidakadilan dalam poligami.

4. Bagi peneliti berikutnya:

a. Bagi penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek sosiologis
poligami, misalnya dampak psikologi terhadap perempuan dan
anak, atau hubungan poligami dengan fenomena nikah siri.

b. Kajian komparatif dengan negara-negara Muslim lain (seperti
Maroko, Tunisia, Malaysia, Brunei) dapat memberi perspektif
baru tentang arah kebijakan poligami di Indonesia.
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